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Mcougingal

a.

L

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ditetapkan
dengan Peraturan Kepala Daerah;

bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi
Lampung Tahun 2025 memuat rancangan kerangka ekonomi
daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja
dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang
disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah
Provinsi Lampung Tahun 2025-2026, Rencana Kerja
Pemerintah (RKP) dan program strategis nasional yang
merupakan satu kesatuan dalam Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional dan memuat arahan kepada Perangkat
Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dalam
melaksanakan tugas dan fungsi dalam rangka pencapaian visi
dan misi pembangunan Provinsi Lampung serta menjadi dasar
penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan
Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sebagai landasan

penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (R-APBD) Tahun 2025;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, huruf b dan huruf c tersebut di atas, perlu
disusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi
Lampung Tahun 2025 dan menetapkannya dengan Peraturan
Gubernur Lampung;

Fasal 18 aydl (0) Undang-undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3
Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung
dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1954
tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1964 Nomor 2688 );
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Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang 13 Tahun 2022 tentanf Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143,
Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 680 1
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penetapan
Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah beberapan kali terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Penataan Ruang (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31,
Tambahan Lembaran Negeran Republik Indonesia Nomor 6633);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara
Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2 1};
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas
Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Hormonisasi Kebijakan
Fiskal Nasional;

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara
Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta
Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312}

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produlk
Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem
Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 1114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi.
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan

Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 1419);
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang

Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah daerah Tahun
2024;

Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 4 Tahun 2022
tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 486);

Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik
Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rancangan Rencana
Kerja Pemerintah Tahun 2025;

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019
tentang Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah
Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 13) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021
(Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor 13);

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi
Lampung (Lembaran Berita Daerah Tahun 2019 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PROVINSI LAMPUNG TAHUN
2025.

BAB1I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.

Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang
mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur
dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan
masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan
aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah otonom.

Gubernur adalah Gubernur Lampung.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat
DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang
berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan
Daerah.

Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang
menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya
dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara
Pemerintahan Daerah  untuk melindungi, melayani,
memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
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Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam
penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya
disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional
untuk periode 5 (lima) tahun.

Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen
perencanaan pembangunan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat
RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh)
tahun.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat
RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana
Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen
perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD
adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.

Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Rancangan Prioritas dan Plafon
Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat Rancangan KUA PPAS
disusun berdasarkan RKPD dengan mengacu pada pedoman penyusunan
APBD serta disusun minimal sesuai target kinerja makro Daerah dan target
kinerja program Daerah yang telah diselaraskan dengan pemutakhiran
Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal.

Kebjjakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen
yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta
asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS
adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang
diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan

dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat
Daerah.

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renja PD
adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1(satu) tahun.

Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat
RKA-PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana
pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta
rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih
kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Derah atau masyarakat, yang

dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan
pembangunan daerah.

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau
beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur
pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan
sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal
termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau
kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk
menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah
nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.




21.Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai
pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang
bersangkutan.

22.Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau
pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang
bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

23. Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau
keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.

24.Program adalah bentuk instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih
kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah atau masyarakat yang
dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan
pembangunan daerah.

BAB II
RENCANA KERJA DAN SISTEMATIKA RKPD
Pasal 2
(1} RKPD Provinsi Lampung Tahun 2025 terdiri dari:

a. Bukul : tentang gambaran umum kondisi daerah, kerangka ekonomi
makro, arah kebijakan keuangan daerah, prioritas
pembangunan daerah, rencana program dan kegiatan, dan
pendanaan;

b. Bukull : tentang program dan rencana kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Lampung;

(2) RKPD  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan rencana
pembangunan tahunan daerah yang berisikan dokumen perencanaan
pembangunan Provinsi Lampung untuk tahun 2025 periode tanggal 1 Januari
2025 dan berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2025,

Pasal 3
(1) RKPD Provinsi Lampung Tahun 2025 menjadi landasan penyusunan
Rancangan KUA dan PPAS APBD Provinsi Lampung Tahun 2025;

(2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan:

a. Pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja
Perangkat Daerah Tahun 2025;

b. Acuan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten/Kota Tahun 2025; dan

c. Pedoman bagi Pemerintah Provinsi Lampung dalam menyusun Rancangan
KUA PPAS yang selanjutnya menjadi pedoman penyusunan APBD Provinsi
Lampung tahun 2025.

Pasal 4
Dalam melakukan pembahasan Rancangan KUA PPAS dan KUA PPAS dengan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung, Kepala Perangkat Daerah
berpedoman kepada RKPD Provinsi Lampung Tahun 2025.

Pasal 5
Dalam rangka pelaksanaan rencana kerja dan anggaran, ditetapkan hal-hal
sebagai berikut:
a. Kepala Perangkat Daerah membuat laporan kinerja triwulan dan tahunan atas

pelaksanaan rencana kerja dan anggaran yang berisi uraian tentang keluaran
kegiatan dan indikator kinerja masing-masing prograim;




b. Laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a, disampaikan kepada Gubernur
Lampung melalui Bappeda Provinsi Lampung 14 (empat belas) hari setelah
berakhirnya triwulan tahun berjalan; dan

¢. Laporan kinerja menjadi masukan dan bahan pertimbangan untuk evaluasi
kinerja pelaksanaan pembangunan Perangkat Daerah pada anggaran tahun
berikutnya.

BAB III
PENUTUP

Pasal 6
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi
Lampung.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 8 - 6 - 2024

Pj. GUBERNUR L/AMPUNG,

Diundangkan di Bandar Lampung
pada tanggal 28 - 6 - 2024

SEKRETARIS RAH PROVINSI LAMPUNG,

FAHRIZAL DARMINTO

BERITA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2024 NOMOR 15
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BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-undang 25 Tahun 2004 Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional, Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan
tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan
memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan
pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam
jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur

penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana
pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan
pembangunan nasional dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan
(stakeholders). Penyusunan perencanaan pembangunan ini merupakan awal
dari proses siklus pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan secara
berkesinambungan. Perencanaan pembangunan daerah dilakukan dengan
prinsip-prinsip sebagai berikut: 1) Perencanaan pembangunan daerah
merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional;
2) Perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota merupakan satu
kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah; 3) Perencanaan
pembangunan daerah dilakukan berdasarkan peran dan kewenangan masing-
masing; 4) Perencanaan pembangunan daerah mengintegrasikan rencana tata
ruang dengan rencana pembangunan daerah; 5) Perencanaan pembangunan
daerah dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki daerah,
sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional; 6) Perencanaan
pembangunan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien,
efektif, akuntabel, partisipatif, berkeadilan, dan berkelanjutan; dan 7)
Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan dengan spesifik (specific),
terukur (measurable), dapat dilaksanakan (achievable), memperhatikan
ketersediaan sumber daya (resources availability) dan memperhatikan fungsi
waktu (times), yang disingkat SMART.
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Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang menyebutkan bahwa tata cara
penyusunan dokumen RKPD meliputi: Persiapan penyusunan RKPD,
Penyusunan rancangan awal RKPD, Penyusunan rancangan RKPD,
Pelaksanaan Musrenbang RKPD, Perumusan rancangan akhir RKPD, dan
Penetapan RKPD.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen
perencanaan daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat
prioritas program dan kegiatan serta pagu indikatif anggaran di tahun

berkenaan.

Dokumen RKPD Provinsi Lampung tahun 2025 merupakan perencanaan
tahun pertama periode Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi
Lampung tahun 2025-2026 sekaligus tahun pertama periode Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025 -2045.
Diharapkan tahun 2025 sebagai tahun transisi sehingga bisa menjadi
momentum untuk memperkuat sinergi pembangunan baik pusat, provinsi dan
kabupaten/kota dan memperkuat sinergi antar stakeholder pembangunan

untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional, fungsi dan kedudukan RPJMD adalah
sebagai pedoman dalam penyusunan RKPD. RKPD berfungsi sebagai pedoman
bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah
(RENJA-PD) yang tetap mengacu pada Rencana Strategis Perangkat Daerah
(RENSTRA-PD). Penting untuk mengawal Konsistensi antara RKPD dengan
dokumen RPJMD, RENSTRA-PD dan RENJA-PD. Konsistensi bertujuan untuk
memastikan bahwa setiap program dan kegiatan memiliki kontribusi yang
besar bagi pencapaian tujuan pembangunan. Hubungan antar dokumen
perencanaan mulai dari RPJMD, RKPD, RENSTRA-PD dan RENJA-PD dengan

dokumen anggaran adalah dokumen perencanaan bermuara pada
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penganggaran (RAPBD/APBD) yang melalui beberapa tahapan kebijakan
keuangan yang perlu dirumuskan bersama baik antara pemerintah dan
masyarakat maupun antara pemerintah dan legislatif yaitu Kebijakan Umum
APBD (KUA) dan penentuan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Proses penyusunan RKPD Provinsi Lampung Tahun 2025 mencakup
pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan, yaitu: pendekatan politik,
teknokratik, partisipatif, bawah-atas (bottom-up), dan atas-bawah (top-down);
dengan deskripsi sebagai berikut:

e Proses perencanaan dengan pendekatan politik dilakukan dengan
mempertimbangkan masukan yang tertuang pada Pokok-pokok Pikiran
DPRD Provinsi Lampung dalam penyusunan RKPD Tahun 2025.

e Untuk menjaring aspirasi pemangku kepentingan pembangunan sejak
tahap awal perencanaan, baik dalam perspektif pendekatan perencanaan
secara teknokratik maupun partisipatif, substansi RKPD yang disusun oleh
Pemerintah Daerah diperkaya pula dengan informasi berupa
saran/masukan yang dihimpun dari kelompok akademisi, asosiasi profesi,
pelaku dunia usaha, kalangan pers, serta perwakilan organisasi
kemasyarakatan dan pemangku kepentingan pembangunan lainnya, yang
dilakukan melalui pelaksanaan Forum Konsultasi Publik RKPD Tahun
2025. Dengan demikian, produk perencanaan yang akan dihasilkan oleh
pemerintah daerah diharapkan telah pula memenuhi prinsip-prinsip

pelaksanaan good governance.

¢ Penyusunan RKPD merupakan kesatuan rangkaian dari proses pendekatan
perencanaan pembangunan secara bawah-atas (bottom-up), dimulai dari:
Musrenbang tingkat desa/kelurahan dan Kecamatan, Musrenbang
kabupaten/kota se-Provinsi Lampung, Musrenbang Provinsi Lampung
hingga Musrenbang Nasional; bertujuan untuk menyerap aspirasi dan
penyampaian usulan kegiatan pembangunan pada masing-masing lingkup

pemerintahan yang dilaksanakan secara berjenjang.

e Dalam hal proses pendekatan perencanaan secara atas- bawah (top-down),
penyusunan RKPD Provinsi Lampung Tahun 2025 juga dipaduserasikan
dengan prioritas dan sasaran pembangunan nasional yang dituangkan
dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 dengan

memperhatikan peraturan maupun kebijakan nasional lainnya.

Berdasarkan pendekatan tersebut, sesuai dengan Peraturan Menteri
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Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, maka proses penyusunan RKPD Provinsi

Lampung Tahun dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu diawali dengan
Rapat Koordinasi Perencanaan Bappeda kabupaten/kota se Provinsi Lampung
sekaligus kick off Penyusunan Perencanaan Tahun 2025, Forum Konsultasi
Publik Rancangan Awal RKPD 2025 yang bertujuan untuk memperoleh
masukan dan saran penyempurnaan, Forum Perangkat Daerah untuk
memperoleh saran dan pertimbangan, Musrenbang Kabupaten/Kota, dan
diakhiri dengan Musrenbang Provinsi. Pasca pelaksanaan Musrenbang
Provinsi dan Musrenbang Nasional dilanjutkan dengan penyusunan
rancangan akhir RKPD Tahun 2025 untuk penajaman dan penetapan daftar
rencana program/kegiatan prioritas Provinsi Lampung. Setelah rancangan
akhir RKPD Tahun 2025 tersusun, dilanjutkan dengan proses penetapan RKPD
Tahun 2025 melalui Peraturan Gubernur tentang RKPD Provinsi Lampung
Tahun 2025 pada bulan Juni 2024.

Penyusunan dokumen RKPD Provinsi Lampung Tahun 2025 disajikan

dalam gambar di bawah ini.

Gambar 1. 1 Tahapan Penyusunan RKPD Provinsi Lampung Tahun 2025

+ Bulan Desember 2023 telah. + Tanggal 8 Februar telah + Penyelesaian Ranhir RKPD + Tindaklanjut Fasilitasi
disampaikan surat edaran dilaksanakan Konsultasi 2025 . RKPD 2005
tentang penyusunan Renja Publik Ranwal RKPD 2025 i+ Akhirinput usulan Pokir =+ Penetapan Pergun
Perangkat Daerah Tahun * Pelaksanaan Forum . Tangaal 25 April ] : RKED 2095
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Penyusunan RKPD mempunyai kedudukan, peran, dan fungsi yang
strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, dimana:

1. Secara substansial, RKPD memuat arah kebijakan ekonomi dan keuangan
daerah, rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif,
lokasi kegiatan, dan prakiraan maju, berdasarkan urusan yang merupakan
kewenangan pemerintah daerah yang akan dilaksanakan oleh pemerintah

daerah dalam periode 1 (satu) tahun;
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2. Secaranormatif, RKPD menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD
(KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan
diusulkan oleh Kepala Daerah untuk disepakati bersama dengan DPRD
sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (R-APBD);

3. Secara operasional, RKPD memuat arahan untuk peningkatan kinerja
pemerintahan di bidang pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta
pembangunan daerah yang menjadi tanggung jawab masing-masing
Kepala SKPD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang ditetapkan
dalam Rencana Kerja SKPD; dan

4. Secara faktual, RKPD menjadi tolok ukur untuk menilai capaian kinerja
penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam merealisasikan program

dan kegiatan guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Tema pembangunan Provinsi Lampung tahun 2025 adalah "Sinergi
Memperkuat Kapasitas dan Ketahanan Ekonomi Berkelanjutan serta Kualitas

Pembangunan Manusia" selaras dengan tema RKP 2025.

1.2  Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun
1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan
mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat [ Sumatera Selatan menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor
95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2022 tentang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara
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Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perindustrian;

7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor
1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas
Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi
Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau
Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesta
Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6516);

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negera Republik
Indonesia Nomor 6757);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6042);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6178);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 42,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
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Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesai Nomor 6633);

14. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6841);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6794);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi
Kebijakan Fiskal Nasional;

17. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);

18. Peratuan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang
RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan
RKPD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
1312);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114).

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang

Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
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Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun
2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah;

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang
Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021
tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran
Klasifikasi, @ Kodefikasi, dan Nomenklatur = Perencanaan

Pembangunan dan Keuangan Daerah;

25. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan
Perencanaan Nasional Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rancangan
Rencanan Kerja Pemerintah Tahun 2025;

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor .... Tahun 2024 tentang
Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun
2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor ...).

27. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi
Lampung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung
Tahun 2007 Nomor 6);

28. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana
Pembangunan Industri Provinsi Lampung;

29. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi
Lampung Nomor 4 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Provinsi
Lampung Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Lampung Tahun 2019, Nomor 491);

30. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2019
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun
2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019
Nomor 12,Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor
12 Tahun 2019);
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31. Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2023 tentang Rencana

Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2025-2026;

1.3  Hubungan Antar Dokumen

Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam
sistem perencanaan pembangunan nasional. Ruang lingkup perencanaan
pembangunan daerah meliputi tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian,
dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, yang terdiri atas
RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, RKPD, Renja SKPD sampai dengan tahap
penganggaran  daerah. Perencanaan pembangunan daerah juga
mengintegrasikan pelaksanaan layanan dasar kepada masyarakat dan rencana

pemanfaatan ruang/wilayah dengan rencana pembangunan daerah.

Gambar 1. 2 Skema Hubungan Dokumen Perencanaan Nasional dan
Daerah
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RKPD menjadi acuan dalam penyusunan Rancangan Kebijakan Umum
Anggaran dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara atau
Rancangan KUA PPAS. Rancangan KUA PPAS disusun minimal sesuai target
kinerja makro Daerah dan target kinerja program Daerah yang telah
diselaraskan dengan pemutakhiran Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-
Pokok Kebijakan Fiskal. Selanjutnya Rancangan KUA PPAS dibahas menjad
KUA PPAS dan menjadi dasar penyusunan RAPBD.
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Gambar 1.3 Hubungan antara RKPD dan APBD
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1.4 Maksud dan Tujuan

Secara substantif, dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Lampung Tahun 2025 memuat deskripsi tentang gambaran umum
daerah, capaian sasaran pembangunan sebelumnya, arah kebijakan
pembangunan ekonomi dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan,
lokasi kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, prakiraan maju, berdasarkan
urusan dan kewenangan pemerintah daerah yang akan dilaksanakan
pemerintah daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun mendatang. Seluruh
uraian dalam RKPD tersebut dimaksudkan untuk mewujudkan
kesinambungan pencapaian sasaran dan prioritas pembangunan sebagaimana
telah ditetapkan dalam RPD Provinsi Lampung Tahun 2025-2026 yang
disinergikan dengan arah kebijakan Nasional dan RKP Tahun 2025.

Adapun tujuan penyusunan RKPD adalah:

1) Mengoptimalkan ruang bagi seluruh pemangku kepentingan
(stakeholder) untuk berpartisipasi dalam proses perencanaan
pembangunan daerah.

2) Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya pembangunan secara
efisien, efektif berkeadilan dan berkelanjutan.

3) Memberikan arah dan pedoman kepada semua Perangkat Daerah di
lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dalam melaksanakan tugas
dan fungsi dalam rangka pencapaian visi dan misi pembangunan
Pemerintah Provinsi Lampung berdasarkan prioritas pembangunan

daerah.
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4) Mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan sinergi pembangunan baik antar
daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintahan maupun
antar tingkat pemerintahan.

5) Mewujudkan keterkaitan dan konsistensi tahapan dan mekanisme
antara perencanaan dan penganggaran, dimana RKPD merupakan
pedoman bagi Pemerintah Provinsi Lampung dalam menyusun
Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran
Sementara (PPAS) Tahun 2025 yang diusulkan oleh Gubernur Lampung
untuk disepakati bersama dengan DPRD Provinsi Lampung sebagai
landasan penyusunan Rancangan APBD Provinsi Lampung Tahun 2025.

6) Menyediakan satu bahan tolok ukur untuk melakukan pengendalian,
pengawasan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan
daerah dalam rangka perwujudan kesejahteraan masyarakat.

7) Dokumen RKPD Provinsi Lampung Tahun 2025 sebagai acuan
penyusunan RKPD kabupaten dan kota tahun 2025.

1.5 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Lampung Tahun

2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
BABI PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang
Menjelaskan tentang latar belakang penyusunan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Lampung Tahun 2025

1.2.  Dasar Hukum
Menjelaskan peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan
dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi
Lampung Tahun 2025

1.3. Hubungan Antardokumen
Menjelaskan tentang keterkaitan penyusunan dokumen Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Lampung Tahun 2025 dengan
dokumen perencanaan lainnya

1.4. Maksud dan Tujuan
Menjelaskan maksud dan tujuan penyusunan dokumen Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Lampung Tahun 2025

1.5. Sistematika
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Menjelaskan sistematika dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD) Provinsi Lampung Tahun 2025

BABII GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1  Gambaran Umum Kondisi Daerah
Menjelaskan tentang gambaran umum dan capaian pembangunan
Provinsi Lampung berdasarkan Aspek Geografi dan Demografi, Aspek
Kesejahteraan Masyarakat, Aspek Pelayanan Umum dan Aspek Daya
Saing Daerah

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan RKPD Tahun lalu dan RPJMD
2019-2024.
Menjelaskan realisasi, hasil capaian program dan kegiatan yang
direncanakan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Lampung tahun 2023 dan pencapaian kinerja RPJMD sampai
dengan tahun 2023.

2.3 Permasalahan dan Isu Strategis Pembangunan Daerah
Menjelaskan permasalahan pembangunan daerah yang berhubungan
dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta isu strategis

penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

BAB IIl KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

3.1  Arah Kebijakan Ekonomi Daerah
Menjelaskan tinjauan pembangunan ekonomi nasional dan Provinsi
Lampung hingga tahun 2025, serta arah kebijakan, tantangan dan
proyeksi pembangunan ekonomi tahun 2024 dan tahun 2025.

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah
Menjelaskan arah kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan

pembangunan tahun 2025.

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah
Menjelaskan tinjauan kebijakan Pembangunan dalam RKP 2025 serta
tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan pembangunan Provinsi
Lampung tahun 2025.

4.2 Tema, Prioritas dan Sasaran Pembangunan Provinsi Lampung Tahun
2025
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Menjelaskan Tema, Sasaran dan Prioritas Pembangunan berdasarkan
misi pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPD Provinsi Lampung
Tahun 2025-2026

4.3 Pembangunan Kewilayahan Provinsi Lampung
Menjelaskan rencana pembangunan tahun 2025 menggunakan
pendekatan kewilayahan. Pendekatan kewilayahan tersebut dilakukan
guna mengurangi kesenjangan antar wilayah, dengan penanganan

secara lintas sektoral pada setiap wilayahnya.

BABV ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA

5.1  Pokok- Pokok Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota
Menjelaskan  pokok-pokok  arah  kebijakan = pembangunan
kabupaten/kota tahun 2025.

5.2 Sasaran Makro Pembangunan Kabupaten/Kota

Menjelaskan target capaian sasaran makro kabupaten/kota tahun
2025.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

Menjelaskan rincian program dan kegiatan prioritas RKPD Tahun 2025,
indikator dan target program dan kegiatan, lokasi, pagu usulan dan prakiraan
maju pelaksanaan kegiatan berdasarkan urusan yang merupakan kewenangan
pemerintah daerah serta sinkronisasi dan dukungan Program Prioritas

Daerah dan Nasional.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

Menjelaskan sasaran dan target Indikator Kinerja Utama (IKU) pemerintah

daerah dan perangkat daerah Provinsi Lampung tahun 2025.

7.1  Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU)
Menjelaskan indikator keberhasilan dari pelaksanaan penyelenggaraan
pemerintah daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan yang
ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU).

7.2 Penetapan Proyeksi Indikator Kinerja Kunci (IKK)
Menjelaskan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang
ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun 2025.
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BAB VIII PENUTUP
Berisi rangkuman singkat dan penegasan tentang penyusunan RKPD tahun
2025.
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BAB I
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1Kondisi Umum Kondisi Daerah
2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi
2.1.1.1 Kondisi Geografis Daerah

Provinsi Lampung dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 14
Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung tanggal 18
Maret 1964. Secara astronomis Provinsi Lampung terletak pada kedudukan
103040’ - 105°50’ Bujur Timur dan 6045’ - 3°45’ Lintang Selatan.

Batas administrasi wilayah Provinsi Lampung adalah:

e Sebelah Utara: berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) dan
Provinsi Bengkulu.

e Sebelah Selatan : berbatasan dengan Selat Sunda.

e Sebelah Timur : berbatasan dengan Laut Jawa.

e Sebelah Barat: berbatasan dengan Samudera Indonesia.

Provinsi Lampung mempunyai posisi strategis sebagai gerbang utama Pulau
Sumatera yang menghubungkan Pulau Jawa dan Pulau Sumatera serta dilalui
Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI).

Selain letaknya yang strategis, Provinsi Lampung menjadi salah satu Lumbung
Pangan dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Pada tahun 2023,
Provinsi Lampung menempatkan pada posisi ke enam produsen beras
nasional yang membuktikan bahwa wilayah Lampung mampu menjadi

lokomotif pembangunan pertanian nasional.

Provinsi Lampung memiliki 15 Kabupaten/Kota dengan 30 segmen batas
wilayah antar kabupaten dan provinsi. Segmen batas Provinsi Lampung
terdiri dari 21 segmen batas antar kabupaten/kota serta 8 segmen batas antar
Provinsi Sumatera Selatan dan 1 segmen batas antar Provinsi Bengkulu. Dari
15 Kabupaten/Kota, Kabupaten Lampung Tengah menjadi Kabupaten dengan
wilayah terluas yaitu sebesar 13,54 persen dari luas Provinsi Lampung,
sedangkan wilayah terkecil adalah Kota Metro dengan proporsi luasan hanya
sebesar 0,21 persen dari total luas wilayah Lampung (sumber: BPS Provinsi
Lampung, 2024).
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Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Lampung Tahun 2023-2043, cakupan
wilayah Lampung meliputi 13 Kabupaten dan 2 Kota, dengan 172 pulau dan

panjang garis pantai mencapai 1.345,20 Km, luas keseluruhan mencapai
4.997.290 Ha, terdiri dari luas daratan 3.357.026,40 Ha dan wilayah perairan
pesisir mencakup wilayah laut paling jauh 12 (dua belas) mil diukur dari garis
pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan dan sejauh
jarak garis tengah antar wilayah laut Provinsi yang berdekatan sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Gambar 2. 1 Peta Wilayah Administrasi Provinsi Lampung

PETA ADMINISTRASI
PROVINSI LAMPUNG

PROVINSI
BANTEN

Sumber : Bappeda Provinsi Lampung 2022, Data Diolah

Secara administratif, Provinsi Lampung dibagi ke dalam 15 (lima belas)

Kabupaten/Kota, yaitu:

Kabupaten Lampung Barat dengan ibukota Liwa.
KabupatenTanggamus dengan ibukota Kota Agung.
Kabupaten Lampung Selatan dengan ibukota Kalianda.
Kabupaten Lampung Timur dengan ibukota Sukadana.
Kabupaten Lampung Utara dengan ibu kota Kotabumi.
Kabupaten Lampung Tengah dengan ibu kota Gunung Sugih.
Kabupaten Tulang Bawang dengan ibukota Menggala.
Kabupaten Way Kanan dengan ibukota Blambangan Umpu.

O 0 N ok W

Kabupaten Pesawaran dengan ibukota Gedong Tataan.

[EEN
e

Kabupaten Pringsewu dengan ibukota Pringsewu.
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11. Kabupaten Mesuji dengan ibukota Wiralaga Mulya.

12. Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan ibukota Panaragan.
13. Kabupaten Pesisir Barat dengan ibukota Krui.

14. Kota Bandar Lampung.

15. Kota Metro.

Sementara itu, secara luas wilayah Kabupaten Lampung Tengah adalah
Kabupaten terluas di Provinsi Lampung dan juga memiliki jumlah Kecamatan
dan Kelurahan/Desa terbanyak. Untuk wilayah terkecil dimiliki oleh Kota
Metro seiring kecilnya luas wilayah, Kota Metro pun memiliki jumlah

Kecamatan dan Kelurahan tersedikit di Provinsi Lampung.

Tabel 2. 1 Luas Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung

No. | Kabupaten/Kota Luas (Km?) Ibukota J :uml}::l
1 | Lampung Tengah 4.559,57 Gunung Sugih -
2 | Lampung Timur 3.860,92 Sukadana 5
3 | Way Kanan 3.522,11 Blambangan Umpu -
4 | Tulang Bawang 3.116,06 Menggala -

5 | Tanggamus 2.947,59 Kota Agung 76
6 Pesisir Barat 2.939,60 Krui 3
7 | Lampung Utara 2.669,30 Kotabumi -
8 | Lampung Selatan 2.227,38 Kalianda 50
9 | Mesuji 2.200,41 Wiralaga Mulya -
10 | Lampung Barat 2.107,99 Liwa -
11 | Pesawaran 1.288,08 Gedong Tataan 36
12 | Tulang Bawang Barat 1.257,09 Panaragan -
13 | Pringsewu 617,19 Pringsewu -
14 | Kota Bandar Lampung 183,75 Bandar Lampung 2
15 | Kota Metro 73,21 Metro -
Provinsi Lampung 33.570,26 172

Sumber: Kepmendagri No. 100.1.1-6117 Tahun 2022 Tentang Pemberian dan Pemutakhiran
Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintah dan Pulau
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2.1.1.2  Kondisi Topografi

Secara topografi, wilayah Provinsi Lampung dibagi ke dalam 5 (lima)

unit topografi, yaitu :

a.  Daerah topografis berbukit sampai bergunung.
Meliputi lereng-lereng yang curam atau terjal dengan kemiringan
berkisar 25%, dan ketinggian rata-rata 300 m di atas permukaan laut.
Daerah ini meliputi Bukit Barisan dengan puncak tonjolan-tonjolannya
berada pada Gunung Tanggamus, Gunung Pesawaran, dan Gunung
Rajabasa.

b.  Daerah topografi berombak sampai bergelombang.
Ciri-ciri khusus daerah ini adalah terdapatnya bukit - bukit sempit,
kemiringannya antara 8% sampai 15% dan ketinggian antara 300 m
sampai 500 m dari permukaan laut. Daerah ini membatasi daerah
pegunungan dengan dataran alluvial, vegetasi yang terdapat di daerah
ini adalah tanaman-tanaman perkebunan seperti: kopi, cengkeh, lada
dan tanaman pertanian peladangan seperti : padi, jagung, dan sayur-
sayuran.

C. Daerah dataran alluvial
Daerah ini sangat luas meliputi Lampung Tengah sampai mendekati
pantai sebelah Timur, yang merupakan bagian hilir (downstream) dari
sungai-sungai yang besar seperti Way Sekampung, Way Tulang Bawang,
dan Way Mesuji. Ketinggian di daerah ini berkisar antara 25 m sampai
75 m, dengan kemiringan 0% sampai 3%. Pada bagian pantai sebelah
Barat dataran alluvial menyempit dan memanjang menurut arah Bukit
Barisan.

d. Daerah dataran rawa pasang surut
Di sepanjang pantai timur merupakan daerah rawa pasang surut dengan
ketinggian 1/2 m sampai 1 m, pengendapan air menurut naiknya pasang.

e.  Daerah River Basin
River basin atau daerah aliran sungai adalah hamparan wilayah yang
dibatasi oleh pembatas topografi yang menerima dan mengumpulkan air
hujan serta unsur hara.Provinsi Lampung memiliki 6 (enam) River Basin
yang utama, yaitu River Basin Jepara, River Basin Tulang Bawang, River
Basin Seputih, River Basin Sekampung, River Basin Semangka, dan River

Basin Way Mesuji.

RKPD PROVINSI LAMPUNG Tahun 2025 . -4



Sebagian besar lahan di Provinsi Lampung merupakan kawasan hutan

yaitu mencapai 1.004.735 Ha (28,47%) dari luas daratan Provinsi Lampung.
Selain itu merupakan daerah perkebunan (20,92%);tegalan/ladang (20,50%);

daerah pertanian, dan perumahan.

2.1.1.3 Kondisi Geologi

Batuan yang tertua dan tersingkap di Wilayah Lampung adalah batuan
malihan/metamorf yang terdiri dari sekis, genes, filit, kuarsit, dan pualam
yang secara keseluruhan termasuk dalam kompleks Gunungkasih (Ptgm).
Umur kompleks ini belum diketahui dengan pasti, namun diperkirakan Pra-
Karbon. Batuan tua lainnya adalah sedimen laut dalam yang terdiri dari batu
pasir dan batu lempung dengan sisipan rijang dan batu gamping dikenal

dengan nama Formasi Menanga (Km).

Batuan gunung api berkomposisi andesitik (lava, breksi, tufa) yang
terubah dan terkekarkan kuat dipetakan sebagai Formasi Tarahan (Tpot),
diperkirakan setara dengan Formasi Kikim yang terdapat di daerah Bengkulu.
Umur formasi ini diperkirakan Paleosen Tengah-Oligosen Awal. Litologi tuf
dan breksi dikuasai oleh sisipan tufit, diendapkan di lingkungan benua,
mungkin busur gunung api, magmatisma ada kaitannya dengan penujaman,
secara regional dapat dikorelasikan dengan formasi kikim. Kondisi ini
ditafsirkan sebagai sisa busur gunung apipaleogen yang tersingkap.
Keberadaannya sering disebut sebagai bukti penunjaman (subduction)di
sepanjang Parit Sunda yang terus berlangsung. FormasiSabu, Formasi
Campang dan Formasi Tarahan tersingkap di Jalur Bukit Barisan, Batuan
Granit- Granodiorit yang menerobos Batuan Granitoid Kapur Akhir
menunjukkan umur 48,37 - 34,57 juta tahun (Eosen - Oligosen).

Perkembangan geologi tersier di daerah ini, selanjutnya menunjukkan
perbedaan yang nyata antara jalur Jambi-Palembang, Bukit Barisan dan
Bengkulu. Perbedaan tersebut dicerminkan dengan adanya perbedaan
sedimentasi cekungan yang terdapat di ketiga jalur tersebut. Pada jaman
Oligosen Akhir- Miosen Tengah di jalur Jambi-Palembang terjadi sedimentasi
genangan laut di cekungan Sumatera Selatan yang diwakili oleh Formasi
Talangakar (Tomt) yang terdiri dari batu pasir kuarsa, konglomerat kuarsa,
batu pasir terdiri dari serpihan gampingan, napal, batu lempung dan batu

lanau, Formasi Gading (Tomg) yang terdiri dari batu pasir, batu lanau dan batu
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lempung dengan sisipan batu gamping dan lignit, dan Formasi Baturaja (Tmb)

terdiri dari batu gamping terumbu, kalkarenit dengan sisipan serpih
gampingan. Di jalur Bukit Barisan terjadi kegiatan gunung api yang diwakili
oleh Formasi Hulusimpang (Tomh) terdiri dari breksi gunung api, lava, tufa
bersusunan andesit/basaltik, terubah, berurat kuarsa (Tmos) yang terdiri dari
perselingan batu lempung, batu pasir, batu lanau, serpih, terkadang
gampingan. Tektonik yang terjadi pada Miosen Tengah diikuti oleh
sedimentasi laut dangkal yang dicerminkan oleh Formasi Airbenakat (terdapat
di luar Provinsi Lampung), Setelah tektonik yang terjadi pada Pliosen Tengah,
sebagian besar daerah ini terangkat ke permukaan, di jalur Jambi-Palembang
diendapkan Formasi Kasai (Qtk) yang berlingkungan darat (perselingan batu
pasir tufaan dengan tufa berbatu apung, struktur silangsiur, sisipan tipis lignit
dan kayu terkesikkan). Di jalur Bukit Barisan di endapkan Formasi Ranau (Qtr)
yang terdiri dari breksi batuapung, tufa mikaan, tufa batu apung, dan kayu
terkersikkan, dan Formasi Bintunan (Qtb) yang terdiri dari batu pasir tufaan,
tufa pasiran, betu lempung tufaan, konglomerat aneka batuan, tufa
berbatuapung dan sisa tumbuhan. Seluruh formalLsi Kasai, Ranau, Lampung
selama Pliosen Akhir-Pliosen terlipat lemah dan tererosi di akhir Plistosen.
Sejak itu kegiatan gunung api berlangsung di jalur Jambi-Palembang dan
Bengkulu hanya terjadi sedimentasi. Kondisi geologi Wilayah Provins ampung,

disajikan dalam Peta Geologi Provinsi Lampung pada gambar di bawah ini.

Gambar 2. 2 Peta Geologi Provinsi Lampung

PETA GEOLOGI
PROVINS| LAMPUNG

FPROVINSI
BANTEN

Sumber : Bappeda Provinsi Lampung 2022, Data Diolah

RKPD PROVINSI LAMPUNG Tahun 2025 . -6



2.1.1.4 Kondisi Hidrologi
Provinsi Lampung memiliki empat (4) wilayah sungai diantaranya WS

Semangka, WS Seputih-Sekampung, WS Mesuji-Tulang Bawang dan WS Musi-
Sugihan-Banyuasin-Lemau. Berdasarkan sistem jaringan sumber daya air
lintas provinsi di Provinsi Lampung meliputi Wilayah Sungai (WS) Mesuji-
Tulang Bawang dan WS Musi-Sugihan-Banyuasin-Lemau. Wilayah Sungai
Mesuji-Tulang Bawang yang melintasi Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten
Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Mesuji, Kabupaten
Tulang Bawang, Kabupaten Tulang Bawang Barat, dan Kabupaten Way Kanan.
Wilayah Sungai Musi-Sugohan-Banyuasin-Lemau berada di Kabupaten
Lampung Barat. Berdasarkan Sistem jaringan sumber daya air lintas
kabupaten/kota meliputi WS Semangka dan WS Seputih-Sekampung. Wilayah
Sungai Semangka melintasi Kabupaten Pesisir Barat, Kabupaten Lampung
Barat dan Kabupaten Tanggamus. Wilayah Sungai Seputih- Sekampung
melintasi Kota Bandar Lampung, Kota Metro, Kabupaten Lampung Selatan,
Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten
Lampung Utara, Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Pringsewu, Kabupaten

Tulang Bawang, dan Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Berikut ini Daftar 10 (Sepuluh) DAS yang memiliki luas terbesar di Lampung:

Tabel 2. 2 Daerah Aliran Sungai (DAS) Provinsi Lampung

No. Nama DAS Luas (hektar)
1 Tulang Bawang 979.818,78
2 Seputih 751.526,73
3 Mesuji 723.714,52
4 Sekampung 482.316,03
5 Semangka 161.448,33
6 Way Jepara 76.187,28
7 Way Kambas 48.750,40
8 Way Ratai 32.477,47
9 Way Tenubang 28.943,08
10 Manula 25.396,62

Sumber: BNPB, dalam dokumen Perubahan RPJMD Provinsi Lampung 2019-2024
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Gambar 2. 3 Peta Daerah Aliran Sungai Provinsi Lampung

PROVINSI
STMATERA
SKELATAN

' @ PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

PETA DAERAH ALIRAN SUNGAI
PROVINSI LAMPUNG

v

PROVINSI
BANTEN

Sumber : Bappeda Provinsi Lampung 2022, Data Diolah

Secara hidrologi di Provinsi Lampung terdapat 7 (tujuh) cekungan air

tanah, yaitu cekungan air tanah Kalianda, cekungan air tanah Bandar

Lampung, cekungan air tanah Metro - Kotabumi, cekungan air tanah Talang

Padang, cekungan air tanah Kota Agung, cekungan air tanah Batu Raja dan

cekungan air tanah Danau Ranau. Luas masing - masing CAT di Provinsi

Lampung disajikan pada tabel dan gambar berikut di bawabh ini:

Tabel 2. 3 Luas Cekungan Air Tanah Provinsi Lampung

NO. NAMA CAT Luas Cat (Ha) Lokasi Cat

1 CAT Bandar 44.381,32 | Pesawaran, Bandar Lampung,
Lampung Lampung selatan,Tanggamus

2 CAT Talang Padang 60.964,60 | Pringsewu, Tanggamus

3 CAT Kalianda 23.543,92 | Lampung Selatan

4 CAT Baturaja 43.019,06 | Way Kanan

5 CAT Metro- 2.040.169,77 | Tulang Bawang, Lampung
Kotabumi Tengah,Tulang Bawang Barat,

Lampung Timur, Lampung Utara,
Metro, Pesawaran, Pringsewu, Bandar
Lampung, Lampung Selatan,
Tanggamus, Lampung Barat, dan Way
kanan

RKPD PROVINSI LAMPUNG Tahun 2025

II-8



NO. NAMA CAT Luas Cat (Ha) Lokasi Cat
6 CAT Kota Agung 279.955,88 | Lampung Barat, Pesisir Barat,

Pesawaran, Pringsewu, Tanggamus,

Lampung Barat
7 CAT Ranau 78.893,68 | Lampung Barat, Pesisir Barat
Sumber: Sumber: Dokumen Revisi RTRW Provinsi Lampung 2019

Gambar 2. 4 Peta Cekungan Air Tanah Provinsi Lampung

' 5 PEMERINTAH PROVINS! LANPUNG

PETA CEKUNGAN AIR TANAH
PROVINSI LAMPUNG

-~ PROVINSI
BANTEN

Sumber : Bappeda Provinsi Lampung 2022, Data Diolah

2.1.1.5 Kondisi Klimatologi

Provinsi Lampung beriklim tropis-humid, karena terletak di bawah
garis khatulistiwa 5° Lintang Selatan. Angin laut lembah yang bertiup dari
Samudera Indonesia dengan dua musim angin setiap tahunnya, yaitu bulan
November hingga Maret angin bertiup dari arah Barat dan Barat Laut, dan
bulan Juli hingga Agustus angin bertiup dari arah Timur dan Tenggara.
Kecepatan angin rata-rata tercatat sekitar 5,83 km/jam. Suhu udara rata-
rata berkisar antara 26°C - 28°C, dengan suhu maksimum sebesar 33°C dan
minimum sebesar 20°C. Kelembaban udara di beberapa stasiun pengamatan
menunjukkan kisaran antara 75% - 95%. Rata-rata curah hujan bulanan
setiap tahunnya sebesar 168,95 mm/bulan dan rata-rata curah tahunan
adalah antara 1.500 s/d 3.500 mm.
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Tabel 2. 4 Curah Hujan Rata-Rata per tahun (Mm)

Curah Hujan Rata-Rata Normal Tahunan
No. | Kabupaten/ Kota (mm)
<1.800 1.800- 2.500- 2.800- >3.000
2.500 2.800 3.000
1 Bandar Lampung - 1.950 - - -
2 LampungBarat - 2.301 - - -
3 Lampung Selatan - 1.994 - - -
4 Lampung Tengah - 2.220 - - -
5 Lampung Timur - 2.147 - - -
6 Lampung Utara - 2.373 - - -
7 Mesuji 1.726 - - - -
8 Metro - 2.164 - - -
9 Pesawaran - 1.905 - - -
10 Pesisir Barat - - - 2.828 -
11 Tanggamus - 2.067 - - -
12 Pringsewu 1.696 - - - -
13 Tulang Bawang - 2.233 - - -
Barat

14 Tulang Bawang - 2.155 - - -
15 Way Kanan - 2.442 - - -

Sumber: BMKG Stasiun Klimatologi Lampung, 2022

Gambar 2. 5 Peta Klimatologi Provinsi Lampung
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2.1.1.6 Potensi Pengembangan Wilayah

Dari aspek geografis, Provinsi Lampung mempunyai posisi yang strategis
di ujung selatan Pulau Sumatera, sehingga menjadi gerbang Pulau Sumatera
dari arah Pulau Jawa. Agar posisi yang strategis tersebut dapat berdampak
optimal bagi kepentingan daerah dan kesejahteraan masyarakat, Pemerintah
Provinsi Lampung telah menetapkan kawasan pengembangan potensi

meliputi :

2.1.1.6.1 Potensi Sumber Daya Alam (SDA)

1. Kawasan Hutan

Kawasan hutan di Provinsi Lampung terdiri dari Cagar Alam, Cagar Alam
Laut, Hutan Lindung, Hutan Produksi Tetap, Suaka Margasatwa, Taman Hutan
Raya dan Taman Nasional namun didominasi oleh Taman Nasional seluas
378.623,2 Ha, sedangkan Hutan Produksi Terbatas hanya seluas 28.938,1 Ha
yang tersebar di Pesawaran dan Lampung Barat. Adapun Cagar Alam hanya

berada di Kabupaten Lampung Selatan dengan luasan 2.533,3 Ha.

Grafik 2. 1 Grafik Luasan Kawasan Hutan di Provinsi Lampung
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Sumber: Hasil Analisis Tim Pembuat KLHS RPJP Prov. Lampung, 2025-2045
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Gambar 2. 6 Peta Kawasan Hutan Di Provinsi Lampung
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Sumber: Surat Keputusan MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
Nomor: SK.3554/MENLHK-PKTL/IPSDH/PLA.1/3/2023

2. Wilayah Sungai (WS)

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat No. 04/PRT/M/2015 tanggal 18 Maret 2015 tentang Penetapan
Wilayah Sungai, Provinsi Lampung memiliki 3 (tiga) Wilayah Sungai (WS)
lintas provinsi yang merupakan kewenangan Pemerintah Pusat yaitu WS
Nasal-Padang-Guci, WS Musi-Sugihan-Banyuasin-Lemau, dan WS Mesuji-
Tulang Bawang. Provinsi Lampung juga memiliki Wilayah Sungai Strategis
Nasional dan terletak di lintas kabupaten/kota di Provinsi Lampung yaitu WS
Seputih-Sekampung. Selain itu, Provinsi Lampung juga memiliki 1 (satu)
wilayah sungai lintas kabupaten/kota yang merupakan kewenangan
Pemerintah Provinsi yaitu WS Semangka. Berikut merupakan peta wilayah
sungai Provinsi Lampung dan tabel luas wilayah Provinsi Lampung yang
termasuk ke dalam masing-masing Wilayah Sungai.

RKPD PROVINSI LAMPUNG Tahun 2025 .

II-12



Gambar 2. 7 Peta Wilayah Sungai di Provinsi Lampung
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Sumber : Peraturan Menteri PUPR Nomor : 04/PRT/M/2015

Tabel 2. 5 Wilayah Sungai di Provinsi Lampung

Nama Wilayah Sungai

Nasal - Padang Guci
Musi-Sugihan-

Banyuasin-Lemau
Mesuji - Tulang Bawang

Seputih Sekampung

Kabupaten/Kota

Pesisir Barat
Lampung Barat

Mesuji

Tulang Bawang Barat
Tulang Bawang

Way Kanan

Lampung Barat
Lampung Utara
Lampung Tengah
Bandar Lampung
Lampung Barat

Lampung Selatan

RKPD PROVINSI LAMPUNG Tahun 2025

Luas (Km?)

59, 281
219,09

2.898,28
522,72
2.340,80
3.797,83
637,88
1.911,04
18,83
183,6
12,54
2,159,55

Persentase
Kabupaten/Kota
terhadap WS

1,22%
0,25%

17,43%
3,14%
14,08%
22,84%
3,84%
11,50%
0,11%
100%
0,59%
97,03%
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Nama Wilayah Sungai Kabupaten/Kota Luas (Km?) Persentase
Kabupaten/Kota

terhadap WS

Lampung Tengah 4,519,14 99,19%

Lampung Timur 3,858,12 100%

Lampung Utara 518,24 19,43%

Metro 73,16 100%

Pesawaran 855,77 66,53%

Pringsewu 616,44 99,96%

Tanggamus 1,079,59 36,66%

Tulang Bawang 701,95 22,53%

Tulang Bawang Barat 74,12 5,90%

Semangka Tanggamus 1.848,68 70,01%
Pesisir Barat 2.944,12 98,55%

Lampung Barat 1.107,11 69,47%

Pesawaran 414,96 57,58%

Sumber : Peraturan Menteri PUPR Nomor : 04/PRT/M/2015

3. Daerah Aliran Sungai

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, DAS
adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai
dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan
mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara
alamiah, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut
sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan
DAS berperan penting dalam menjaga lingkungan termasuk menjaga kualitas
air, mencegah banjir dan kekeringan saat musim hujan maupun musim
kemarau. Daerah Aliran Sungai di Provinsi Lampung yang terbesar yaitu DAS
Mesuji dengan luas 277.559,33 Ha, DAS Sekampung seluas 589.094,99 Ha, DAS
Semangka seluas 162.421,94 Ha, DAS Seputih seluas 752.081,30 Ha dan DAS
Tulang Bawang seluas 934.004,06 Ha. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada
tabel berikut:dan DAS Way Tulang Bawang yang memiliki luas + 978.505,805
Ha.
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Tabel 2. 6 Sebaran Daerah Aliran Sungai Provinsi Lampung

No. DAS Luas (Ha) Luas (Km2)
1 | DAS Mesuji 277.559,33 2775,59
2 | DAS Sekampung 589.094,99 5890,94
3 Das Semangka 162.421,94 1624,21
4 | DAS Seputih 752.081,30 7520,81
5 | DAS Tulang Bawang 934.004,06 9340,04
Jumlah 2.715.161,62 27.151,59

Sumber : KLHK 2022

4. Potensi Keanekaragaman Hayati Darat

Berdasarkan data Dinas Kehutanan Provinsi Lampung diketahui bahwa
setidaknya terdapat ratusan jenis tumbuhan, mulai dari pohon, liana, vegetasi
bawah, dan lain-lain. Terdapat juga tanaman khas Provinsi Lampung yaitu,
Rafflesia Arnoldi,
Keanekaragaman hayati tidak hanya flora saja, fauna/satwa liar termasuk

Bunga Bangkai, Kopi Robusta, dan Bunga Ashar.
kedalamnya. Provinsi Lampung juga memiliki keanekaragaman fauna yang
tersebar di wilayah : Taman Nasional Way Kambas (TNWK), Taman Nasional
Bukit Barisan Selatan (TNBBS), Hutan Lindung (HL) di Lampung Utara,
Lampung Barat, Lampung Selatan dan Tanggamus, Hutan Pantai, dan Hutan
Rawa di perairan laut. Taman Nasional di Provinsi Lampung memiliki luas
378.623,2 Ha, kemudian Taman hutan raya seluas 21.716,6 Ha. Ini dapat
menjadi potensi keanekaragaman hayati di Provinsi Lampung. Lebih jelasnya

dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 7 Sebaran Luas Potensi Keanekaragaman Hayati Darat di Provinsi

Lampung
Cagar {ENFLEIN Suaka LETe) Taman
No. | Kabupaten/Kota 8 Pelestarian Hutan . Luas (Ha)
Alam Margasatwa Nasional
Alam Raya
1 | Kabupaten 882,2 57.530,0 | 584121
Lampung Barat
, | Kabupaten 2.533,3 25333
Lampung Selatan
Kabupaten
3 Lampung Tengah 97 97
4 | Kabupaten 128.312,5 | 1283125
Lampung Timur
5 | Kabupaten 21.419,9 21.419,9
Pesawaran
¢ | Kabupaten 179.729,8 | 179.729,8
Pesisir Barat
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Cagar Kawasan Suaka Taman Taman
No. | Kabupaten/Kota g Pelestarian Hutan . Luas (Ha)
Alam Margasatwa Nasional
Alam Raya
7 | Kabupaten 13.041,1 | 13.041,1
Tanggamus
Kabupaten
8 | Tulang Bawang 1.374,6 1.374,6
Barat
g | Kabupaten Way 3.260,9 3.260,9
Kanan
10 | Kota 296,7 296,7
Bandarlampung
Jumlah 2.533,3 1.374,6 4.143,1 21.716,6 | 378.623,2 | 408.390,8

Sumber: BPKHTL Wilayah XX Bandar Lampung, Tahun 2023

5. Potensi Keanekaragaman Hayati Laut

Keanekaragaman hayati tidak hanya ada di darat saja tetapi di wilayah
laut juga terdapat keanekaragaman hayati. Provinsi Lampung merupakan
salah satu provinsi yang memiliki ekosistem khas di laut dangkal yang
didominasi oleh tumbuhan lamun, ekosistem ini bernama Padang Lamun.
Padang Lamun berfungsi sebagai habitat penting untuk berbagai jenis hewan
laut, seperti ikan-ikan kecil, Moluska, Krustasea, Ekinodermata, dan Penyu.
Padang lamun dapat juga sebagai perangkap sedimen sehingga terhindar dari
erosi. Padang lamun yang terdapat di kawasan Pesisir Lampung banyak
terdapat di Pesisir Teluk Lampung terutama menyebar di pulau-pulau, Teluk
Lampung, Pesisir Teluk Semaka dan sedikit di Pesisir Barat Lampung. Padang
lamun di Teluk Lampung tersebar hampir di sepanjang pantai dan di seluruh
pulau-pulau di dalamnya antara lain terdapat di Pulau Tangkil, Pulau
Puhawang, Pulau Tegal, Pulau Mahitam, Pulau Sebuku, Pulau Sebesi, Pulau

Tegal, dan Pulau Legundi.

Tabel 2. 8 Luasan Kawasan Keanekaragaman Hayati Laut di Provinsi

Lampung
No. Keanekaragaman Hayati Laut Luas (Ha)
1 Kawasan Ekosistem Mangrove 6.652,68
2 Cagar Alam Laut 20.023,11
3 Kawasan Konservasi 136.677,19
4 Alur Biota Laut 70.535,97
Jumlah 233.888,95

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Prov. Lampung, 2022
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Provinsi Lampung memiliki luasan kawasan keanekaragaman hayati laut

yaitu Kawasan Ekosistem Mangrove seluas 6.652,68 Ha, Cagar Alam Laut

seluas 20.023,11 Ha serta kawasan konservasi dengan luas
136.677,19 Ha.

Gambar 2. 8 Peta Keanekaragaman Hayati Darat

terbesar yaitu

PROV.
SUMATERA SELATAN

PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

PENYUSUNAN
KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG (RPJP)

PROVINS! LAMPUNG

¥

PETA KEANEKARAGAMAN HAYAT!
PROVINSI LAMPUNG.

PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

PROV.
SUMATERA SELATAN

NYUSUNAN.
KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG (RPJP)
PROVINSI LAMPUNG

PETA KEANEKARAGAMAN HAYATI LAUT
PROVINSI LAMPUNG

PROV.
BENGKULU
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Tabel 2. 19 Kawasan Hutan Di Provinsi Lampung

Cagar Cagar Hutan Hutan Hutan Kawasan Suaka Taman Taman
Kabupaten/Kota g Alam . Produksi Produksi Pelestarian Hutan . Jumlah
Alam Lindung Margasatwa Nasional
Laut Terbatas Tetap Alam Raya
Kab. Lampung Barat 44.850,10 86,9 882,2 57.530,00 103.349,10
Kab. Lampung 253330 | 463 | 13.383,00 34.160,70 50.123,30
Selatan
Kab. Lampung
26.079,40 13.783,20 9,7 39.872,30

Tengah
Kab. Lampung 23.184,80 3.852,90 128.312,50 | 155.350,20
Timur
Kab. Lampung Utara 27.178,80 7.628,70 34.807,40
Kab. Mesuji 43.990,50 43.990,50
Kab. Pesawaran 12.300,30 1.351,20 21.419,90 35.071,30
Kab. Pesisir Barat 63,1 10.070,50 28.851,20 179.729,80 218.714,60
Kab. Pringsewu 13.039,30 13.039,30
Kab. Tanggamus 85,5 126.648,90 13.041,10 139.775,50
Kab. Tulang Bawang 2,5 2,5
Kab. Tulang Bawang 10.404,60 1.374,60 11.779,30
Barat
Kab. Way Kanan 22.502,20 53.523,50 3.260,90 79.286,60
Kota Bandar 1496 296,7 446,3
Lampung

Jumlah 2.533,30 194,9 319.386,70 28.938,10 168.697,70 1.374,60 4.143,10 21.716,60 378.623,20 925.608,10

Sumber: Surat Keputusan MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA Nomor: SK.3554/MENLHK-PKTL/IPSDH/PLA.1/3/2023
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6. Kawasan Pertambangan

Kabupaten. Lampung Timur, disekitar Pulau Segama dan Pulau Batang
terdapat eksploitasi minyak bumi yang dilakukan kontraktor asing, yaitu
China National Oil Ofshore Company SES (CNOOC SES). Kabupaten Lampung
Timur telah ditetapkan sebagai kabupaten Penghasil Minyak Bumi dengan SK
Menteri ESDM No:357.K/80/MEM /2001 tanggal 9 April 2001. Berdasarkan
data dari Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Lampung Timur bahwa
realisasi lifting minyak bumi tahun 2011 sebesar 2.706,98 ribu barel dan
tahun 201 sebanyak 2.724,22 ribu barel.

Selain itu juga terdapat penemuan ilmiah baru rencana pengembangan
eksplorasi minyak dan gas yang berdampak pada berubahnya alokasi ruang
dalam RZWP-3-K atau RZR. Surat Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan
Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Nomor
SRT0291/SKKMI2000/2020/SO0 Tanggal 26 Agustus 2020 Perihal
Permohonan Penyesuaian Tata Ruang Laut PT. Pertamina Hulu Energi OSES
(PHE OSES) di Wilayah Kerja Sutheast Sumatra Dalam Rencana Zonasi
Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) Provinsi Lampung.
Penetapan lokasi keseluruhan PT. OSES hasil penetapan No. B-55 MEN-
KPI12021.

7. Kawasan Pertanian

Potensi kawasan pertanian di Provinsi Lampung terdiri dari
hortikultura, perkebunan, tanaman pangan, dan peternakan yang tersebar
disetiap kabupaten/kota seluas 880.758,21 Ha atau 26,24%. Luas potensi
hortikultura seluas 72.820,47 Ha, perkebunan seluas 446.346,52 Ha, tanaman
pangan seluas 361.407,17 Ha dan peternakan seluas 184,05 Ha. Lebih jelasnya
dapat dilihat pada tabel dibawah ini. Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
(RZWP-3-K) Provinsi Lampung. Penetapan lokasi keseluruhan PT. OSES hasil
penetapan No. B-55 MEN-KPII12021.
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Tabel 2. 9 Tabel Luas Kawasan Pertanian Provinsi Lampung

Kawasan
Kabupaten,/Kota Ka\'/vasan Kawasan Kawasan Tanaman Grand
Hortikultura | Perkebunan | Peternakan Total (Ha)
Pangan
Bandar Lampung 0,18 0,12 - 602,62 602,93
Lampung Barat 7.117,16 63.833,24 - 10.276,56 81.226,97
Lampung Selatan 164,85 13.050,17 - 39.082,55 52.297,57
Lampung Tengah 21.832,20 111.793,29 181,46 79.566,71 | 213.373,65
Lampung Timur - - - 58.275,68 58.275,68
Lampung Utara - 0,03 - 15.094,48 15.094,51
Mesuji - 56.920,45 - 29.653,76 86.574,21
Metro 45,69 - 2,59 2.945,62 2.993,90
Pesawaran 13.193,57 43.813,14 13.134,45 70.141,17
Pesisir Barat - - - 8.583,44 8.583,44
Pringsewu 8.229,78 4.422,31 - 13.886,39 26.538,48
Tanggamus 0,39 24,46 - 17.123,52 17.148,34
Tulang Bawang - 503,61 - 52.108,49 52.612,10
Tulang Bawang Barat 1.584,50 69.259,16 - 6.918,72 77.762,38
Way Kanan 20.652,16 82.726,54 - 14.154,17 | 117.532,88
Grand Total 72.820,47 | 446.346,52 184,05 | 361.407,17 | 880.758,21
Sumber : Materi Teknis RTRW Provinsi Lampung Tahun 2023 - 2043
8. Kawasan Perikanan
Tabel 2. 10 Tabel Luas Kawasan Perikanan Provinsi Lampun
Sebaran Kawasan Perikanan | Luas (Ha) | Presentase (%)
Lampung Barat 28,07 0,04
Lampung Selatan 3.259,01 5,13
Lampung Tengah 205,20 0,32
Lampung Timur 7.343,27 11,57
Mesuji 878,16 1,38
Pesawaran 703,16 1,11
Pesisir Barat 2.547,53 4,01
Pringsewu 376,05 0,59
Tanggamus 1.641,14 2,58
Tulang Bawang 37.936,39 59,75
Tulang Bawang Barat 2.942,57 4,63
Way Kanan 5.630,56 8,87
Grand Total 63.491,11 100,00
Sumber : Materi Teknis RTRW Provinsi Lampung Tahun 2023 - 2043
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2.1.1.6.2 Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup
Berdasarkan KLHS

Berdasarkan Undang-undang nomor 32 tahun 2009 Daya Dukung dan
Daya Tampung Lingkungan Hidup harus memperhatikan keberlanjutan
proses dan fungsi lingkungan hidup, keberlanjutan produktivitas lingkungan
hidup dan keselamatan, mutu hidup serta kesejahteraan masyarakat.

1. Daya Dukung Pangan

Daya Dukung Pangan di Provinsi Lampung berada pada status Belum
terlampaui. Kebutuhan pangan di Provinsi Lampung sebesar
7.201.294.473.502,9 kkal/tahun lebih kecil dibandingkan dengan
ketersediaan pangan yang ada. Ambang batas penduduk untuk pangan yang
tersedia dapat memenuhi 25.728.639 jiwa sementara itu jumlah penduduk
tahun 2022 berjumlah 9.176.546 jiwa. Sehingga ketersediaan pangan Provinsi
Lampung sudah dapat memenuhi kebutuhan pangan penduduk (sesuai Tabel
2.4). Sedangkan Daya Dukung Pangan yang berada pada status Terlampaui
hanya di Kota Bandar Lampung karena nilai kebutuhannya lebih besar
daripada ketersediaan, sehingga terdapat selisih sebesar - 836.359.818.671
kkal/thn.

Berdasarkan luasan, Daya Dukung Pangan Provinsi Lampung yang
berada pada kategori Belum Terlampaui adalah seluas 3.016.741 Ha dan
kategori Terlampaui seluas 340.723 Ha.

Gambar 2. 10 Peta Daya Dukung dan Daya Tampung (Pangan) di
Provinsi Lampung

P
BANTEN

Sumber: Hasil Analisis Tim Pembuat KLHS RPJP Prov. Lampung, 2025-2045
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Tabel 2. 11 Kebutuhan dan Ketersediaan Pangan di Provinsi Lampung

Kabupaten/Kota /e Amba_n_ng Seslsih (kkal/tahun) s 09 Jumlah (ha)
Ketersediaan Kebutuhan Batas (jiwa) Tell?lgll:l;aui Terlampaui

Kabupaten Lampung Barat 592.073.081.943,3 238.090.795.750,0 754.473,5 353.982.286.193,0 190.077,5 26.527,4 216.605,0
Kabupaten Lampung Selatan | 1.505.806.707.045,9 848.404.996.249,6 1.918.836,2 657.401.710.797,5 197.702,2 33.389,9 231.092,1
Kabupaten Lampung Tengah | 3.440.883.774.482,0 | 1.177.142.264.500,9 | 4.384.687,8 | 2.263.741.509.979,6 | 390.339,0 53.298,0 443.637,0
Kabupaten Lampung Timur 3.213.863.366.975,1 885.155.623.500,1 | 4.095397,7 | 2.328.707.743.4748 | 358.258,0 26.131,4 384.389,4
Kabupaten Lampung Utara 1.923.146.483.087,5 498.417.482.750,1 2.450.648,6 | 1.424.729.000.3387 | 258.957,0 20.898,0 279.855,0
Kabupaten Mesuji 1.258.417.564.830,5 182.599.553.750,2 1.603.590,4 | 1.075.818.011.080,8 | 204.319,8 9.621,9 213.941,7
Kabupaten Pesawaran 500.481.992.055,3 382.293.316.750,1 637.759,8 118.188.675.305 4 95.834,6 29.601,1 125.435,6
Kabupaten Pesisir Barat 776.839.545.016,5 129.339.356.000,0 989.919,8 647.500.189.016,8 275.340,4 7.302,5 282.642,9
Kabupaten Pringsewu 379.361.990.517,3 320.503.671.250,2 483.417,6 58.858.319.267,0 53.622,0 18.387,0 72.009,0
Kabupaten Tanggamus 689.418.949.173,5 512.361.705.501,3 878.520,5 177.057.243.672,4 240.531,5 58.746,2 299.277,7
Kabupaten Tulang Bawang 2.181.527.280.857,4 338.390.477.999,5 2.779.901,0 | 1.843.136.802.856,7 | 278.3993 23.891,2 302.290,5
g:?;pate“ Tulang Bawang | g4¢ 35 860.764,9 227.279.295.000,1 1.269.239,7 768.756.565.764,6 122.448,3 2.364,2 124.812,5
Kabupaten Way Kanan 2.533.321.000.172,5 377.493.001.000,2 32281886 | 2155827.999.171,8 | 3363241 12.186,5 348.510,6
Kota Bandarlampung 113.138.242.079,8 949.498.060.750,8 144.171,1 - 836.359.818.671,1 6.406,2 15.785,4 22.191,7
Kota Metro 86.233.280.997,6 134.324.872.749,9 109.886,3 - 48.091.591.752,2 8.181,0 2.592,0 10.773,0

Jjumlah 20.190.549.119.999,0 | 7.201.294.473.502,9 | 25.728.638,6 | 12.989.254.646.495,9 | 3.016.740,8 | 340.722,7 | 3.357.463,5

Sumber: Hasil Analisis Tim Pembuat KLHS RPJP Prov. Lampung,

RKPD PROVINSI LAMPUNG Tahun 2025

. II'- 22




2. Daya Dukung Air

Daya dukung air Provinsi Lampung belum terlampaui dimana
ketersediaan sumber daya air lebih besar dibandingkan kebutuhan. Jumlah
ketersediaan sumber daya air sebesar 31.835.052.182 m3/tahun, sedangkan
kebutuhan total air sebesar 19.477.667.198 m3/tahun,

Gambar 2. 11 Peta Daya Dukung dan Daya Tampung Air di Provinsi Lampung
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Sumber: Hasil Analisis Tim Pembuat KLHS RPJP Prov. Lampung, 2025-2045
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Tabel 2. 12 Ketersediaan dan Kebutuhan Air di Provinsi Lampung

Kebutuhan Air Kebutuhan Ambang

Ketersediaan Penggunaan . . Kebutuhan Total Selisih Batas Status DDDTLH (ha) Jumlah (ha)

Kabupaten/Kota Lahan Air Domestik Populasi
m?3/tahun Teﬁ‘:llrlrlll;aui Terlampaui

f;)rtr?pung Bandar 102.803.980,7 45.918.784,4 | 100.750.608,0 146.669.392,4 -43.865.411,7 | 102.803.980,7 1.945,7 16.418,4 18.364,1
Kota Metro 86.502.933,8 71.638.715,1 |  14.573.520,0 86.212.235,1 290.698,7 108.128,7 3.831,7 3.405,9 7.237,6
Lampung Barat 1.804.273.400,8 | 1.101.907.937,7 | 26.139.024,0 | 1.128.046.961,7 676.2264392 | 22553418 196.370,9 15.581,8 | 211.952,7
Lampung Selatan 1.657.747.426,6 | 1.398.648.4262 | 91.934.4384 | 1.490.582.864,6 167.164562,0 |  2.072.184,3 136.476,2 85.761,1 222.237,3
Lampung Tengah 5.240.695.972,0 | 2.770.025.963,7 | 126.179.5104 | 2.896.205474,1 | 2.344.490.497,9 | 6.550.870,0 | 406.9156 47.863,0 | 454.778,6
Lampung Timur 4049.215216,2 | 1.739.864.240,3 | 95.970.182,4 | 1.835834.422,7 | 2.213.380.793,5 | 5.061.519,0 | 318.0121 68.776,0 |  386.788,1
Lampung Utara 2.609.602.388,7 | 1.375.055.679,1 | 54.751.420,8 | 1.429.807.099,9 | 1.179.795.288,8 | 3.262.003,0 | 2583746 71560 |  265.530,6
Mesuji 1.657.079.110,7 |  1.593.104.004,0 | 19.651.852,8 | 1.612.755.856,8 443232539 | 2.071.3489 110.769,8 | 1085558 | 219.3256
Pesawaran 960.279.706,4 7764739429 |  41.247.360,0 817.721.302,9 142.558.4035 | 1.200.349,6 82.870,3 451414 | 128.011,7
Pesisir Barat 2.760.643.022,1 785.947.396,4 |  14.058.403,2 800.005.799,6 | 1.960.637.222,5 | 3.450.803,8 | 285.721,7 13.480,9 |  299.202,6
Pringsewu 484.604.943,1 515.392.4012 |  35.035.027,2 550.427.428,4 - 65.822.485,2 605.756,2 32.177,6 29.363,4 61.541,0
Tanggamus 2.155.321.986,6 | 15439164728 | 55.387.2384 | 1.599.303.711,2 556.018.2754 |  2.694.152,5 214.294,2 75.899,2 290.193,4
Tulang Bawang 3.355.710.830,7 | 2.196.144327,0 | 37.168.156,8 | 2.233.312.483,8 | 1.122.398.346,9 | 4.194.6385 251.420,7 58.699,1 310.119,8
E‘;ﬁ‘zg Bawang |4 377 846.444,4 733.352.930,7 | 24.731.481,6 758.084.412,3 564.762.032,0 | 1.653.558,1 118.641,8 9.545,6 128.187,4
Way Kanan 3.587.724.8189 | 2.051.735.684,7 | 40.962.067,2 | 2.092.697.751,9 | 1.495.027.067,0 | 4.484.656,0 | 344.4444 79340 | 3523784
Jumlah 31.835.052.182,0 | 18.699.126.906,3 | 778.540.291,2 | 19.477.667.197,5 | 12.357.384.984,4 | 39.793.815,2 | 2.762.267,3 | 593.581,6 | 3.355.848,9

Sumber: Hasil Analisis Tim Pembuat KLHS RPJP Prov. Lampung, 2025-2045
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3. Daya Dukung Lahan

Provinsi Lampung berada pada daya dukung lahan potensial, kendala dan
limit dimana daya dukung lahan potensial seluas 2.101.957,0 Ha, daya dukung
lahan kendala seluas 515.883,30 Ha dan daya dukung lahan limit sebesar
739.623,2 Ha. Lahan potensial terbesar berada di Lampung Tengah seluas
396.644,7 Ha.

Lahan limitasi (lindung) merupakan lahan yang memiliki keterbatasan atau
pembatasan dalam penggunaannya atau kawasan yang mutlak tidak
diperkanankan adanya kegiatan permukiman. Lahan kendala merupakan area
yang memiliki pembatasan dalam penggunaannya untuk kegiatan tertentu

atau kemampuan lahan sedang.

Tabel 2. 13 Luas Daya Dukung Lahan di Provinsi Lampung

Daya Dukung Lahan (Ha)
No. Kabupaten/Kota Total
Limit Kendala Potensial

1 gzlé’;tpate“ Lampung 106.927,20 36.644,00 67.228,10 210.799,30

o | KabupatenLampung 16.891,30 45.895,90 159.945,80 222.733,00
Selatan

3 | Kabupaten Lampung 26.088,60 33.223,70 396.644,70 455.957,00
Tengah

4 | Kabupaten Lampung 152.324,10 5.475,30 228.577,50 386.376,90
Timur

5 E’;‘;’r‘;pate“ Lampung 28.008,70 30.496,00 208.425,70 266.930,40

6 Kabupaten Mesuji 130.440,10 89.601,30 220.041,40

7 Kabupaten Pesawaran 34.341,60 35.032,20 59.437,80 128.811,70

8 | Kabupaten Pesisir Barat 192.064,50 44.655,20 57.304,20 294.023,90

9 | Kabupaten Pringsewu 13.039,30 5.301,80 43.378,20 61.719,20

10 | Kabupaten Tanggamus 142.295,40 65.295,40 87.253,70 294.844,60

11 | Kabupaten Tulang 5.754,70 305.855,00 311.609,60
Bawang

12 | Kabupaten Tulang 1.374,60 10.431,40 113.902,80 125.708,80
Bawang Barat

13 | Kabupaten Way Kanan 25.779,30 64.264,60 262.167,40 352.211,40

14 Kota Bandarlampung 488,5 2.973,00 14.913,40 18.374,90

15 Kota Metro 7.321,40 7.321,40
Provinsi Lampung 739.623.20 | 515.883,30 | 2.101.957,00 | 3.357.463,50

Sumber: Hasil Analisis Tim Pembuat KLHS RPJP Prov. Lampung, 2025-2045
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Gambar 2. 12 Peta Daya Dukung Lahan di Provinsi Lampung
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Sumber : Hasil analisi Tim Pembuat KLHS RPJP Provinsi Lampung, 2025-2045

4. Jasa Lingkungan Hidup
Secara operasional, Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup
(DDDTLH) dengan pendekatan konsep Jasa Lingkungan Hidup, memiliki
asumsi dasar sebagai berikut:

° Semakin tinggi Jasa Lingkungan Hidup suatu wilayah, maka semakin
tinggi kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan
manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya.

° Semakin tinggi Jasa Lingkungan Hidup suatu wilayah, maka semakin
tinggi kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi,

dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.
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1. Jasa Lingkungan Hidup Penyedia Pangan

Jasa Lingkungan Hidup Penyedia Pangan terdiri dari klasifikasi sangat rendah,

rendah, sedang, tinggi dan sangat tinggi. Provinsi Lampung didominasi oleh

Jasa Penyedia Pangan sangat tinggi dengan luas lahan 1.165.227,7 Ha. Hal ini

sesuai dengan kondisi wilayah di Provinsi Lampung yang memiliki luas

tutupan lahan Pertanian Lahan Kering Campur seluas 1.265.828,1 Ha. Jasa

penyedia pangan sangat tinggi juga mengindikasikan Provinsi Lampung

adalah wilayah yang mempunyai daya dukung tinggi untuk ketahanan pangan,

sehingga lahan tidur akan sangat potensial jika dimanfaatkan sebagai LP2B.

Jasa Penyedia Pangan terluas berada di Kabupaten Lampung Tengah yaitu

seluas 208.064,7 Ha, dan terkecil berada di Kota Bandar Lampung dengan

luasan sebesar 657,38 Ha.

Tabel 2. 14Jasa Lingkungan Hidup Penyedia Pangan

Jasa Lingkungan Hidup Penyedia Pangan (Ha) Jumlah
No. Kabupaten/Kota San
gat . . Sangat
Rendah Rendah Sedang Tinggi Tinggi
1 | Kab. Lampung Barat 279384 | 83.639,7 | 59.864,8 | 25.529,9 | 13.826,5 | 210.799,4
o | Kab.Lampung 9.8557 | 46.572,0 | 21.390,2 | 48.689,1 | 96.226,1 | 222.733,0
Selatan
3 | Kab.Lampung 15.011,6 | 94.826,4 | 110.393,0 | 27.661,2 | 208.064,7 | 455.957,0
Tengah
4 | Kab.Lampung Timur | 11.7288 | 80.047,1 | 80.943,1 | 49.991,1 | 163.666,8 | 386.376,9
5 | Kab. Lampung Utara 1.848,3 432514 | 185665 | 28.017,6 | 175.246,6 | 266.930,4
6 | Kab. Mesuji 53.026,7 | 224323 | 67.2051 | 25.154,5 | 52.222,8 | 220.041,4
7 | Kab. Pesawaran 15.994,0 | 49.371,8 | 31.399,6 | 7.061,5 | 24.984,7 | 128.811,7
8 | Kab. Pesisir Barat 148.996,0 | 59.708,6 | 44.792,7 | 34.0148 | 6.511,8 | 294.023,9
9 | Kab. Pringsewu 141923 | 185203 | 1.183,1 | 10.8933 | 16.930,1 | 61.719,2
10 | Kab. Tanggamus 45541,0 | 154.298,1 | 43.597,9 | 37.840,5 | 13.567,0 | 294.844,6
11 Kab. Tulang Bawang 21.602,3 47.754,7 38.614,5 66.504,9 137.133,2 311.609,6
12 ggfg ulang Bawang 0,0 19.991,8 | 16.665,7 | 12.414,7 | 76.636,4 | 125.708,8
13 | Kab. Way Kanan 244,6 58.700,4 | 94.115,6 | 22.474,7 | 176.676,0 | 352.211,4
14 | KotaBandar 5.099,8 6.509,8 3.365,2 2.742,3 657,8 18.374,9
Lampung
15 | Kota Metro 4.444,3 2.877,1 7.321,4
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Jasa Lingkungan Hidup Penyedia Pangan (Ha) Jumlah
No. Kabupaten/Kota
g::g:; Rendah Sedang Tinggi S,;:::gzlt
Jumlah 371.079,6 790.068,7 632.097,1 398.990,3 | 1.165.227,7 | 3.357.463,5

Sumber: Hasil Analisis Tim Pembuat KLHS RPJP Prov. Lampung, 2025-2045

Grafik 2. 2 Jasa Lingkungan Hidup Penyedia Pangan Prov. Lampung
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Sumber : Dokumen KLHS RPJPD Prov Lampung 2025-2045

Grafik 2. 3 Peta Jasa Lingkungan Hidup Penyedia Pangan di Prov. Lampung
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Sumber : Dokumen KLHS RPJPD Prov Lampung 2025-2045
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2. Jasa Lingkungan Hidup Penyedia Air

Jasa Lingkungan Hidup Pengatur Air di Provinsi Lampung yang berada
pada klasifikasi Tinggi dengan luas total 1.622.101,5 Ha tersebar di seluruh
Kabupaten. Untuk Jasa Pengatur Air dengan klasifikasi Sangat Rendah seluas
total Jasa lingkungan hidup penyedia air di Provinsi Lampung terdiri dari
klasifikasi sangat rendah, rendah, sedang, tinggi dan sangat tinggi, namun
didominasi dengan jasa penyedia air sedang dengan luas 2.389.298,4 Ha, hal
ini sesuai dengan kondisi wilayah di Provinsi Lampung yang memiliki daya
dukung air belum terlampaui. Jasa penyedia air tinggi dan sangat tinggi
memiliki luas 36.993,0 Ha dan 11.380,9 Ha yang hanya tersebar di beberapa
kabupaten.

Tabel 2. 15 Jasa Lingkungan Hidup Penyedia Air Provinsi Lampung

Jasa Lingkungan Hidup Penyedia Air (Ha) jumlah
umia
No. | Kabupaten/Kota Sangat L. Sangat
Rendah Rendah Sedang Tinggi Tinggi
1 | Kab.Lampung 145 | 1100529 | 975776 | 1008 | 3.0535 | 2107994
Barat
2 | Kab-Lampung 2563 | 589535 | 1607526 | 27227 | 479 | 2227330
selatan
Kab. L
3 | KabLampung 31 | 366079 | 4139510 | 49113 | 4836 | 029570
Tengah
Kab. L
4 | Kab-Lampung 545 | 1111373 | 2628751 | 11.819,9 | 4901 | 863769
Timur
Kab. L
5 | Kab.Lampung 259 | 443037 | 2211741 7,7 14191 | 2669304
Utara
6 | Kab. Mesuji 7271 | 2105880 | 3701 | 18423 | 2200414
7 | Kab. Pesawaran 65,3 63.919,7 | 64.826,7 128.811,7
8 | Kab. Pesisir Barat 369,5 | 141.854,7 | 149.8452 | 1.894,4 60,1 294.023,9
9 | Kab. Pringsewu 49 | 206868 | 408065 | 2220 61.719,2
10 | Kab. Tanggamus 1921 | 2307221 | 627190 | 12011 | 102 | 2948446
11 | Kab-Tulang 296 | 164364 | 287.6693 | 53317 | 2.142,6 | 5116096
Bawang
Kab.
12 | Kab-Tulang 1133 | 1189940 | 6.0002 | 6012 | 1257088
Bawang Barat
13 | Kab. Way Kanan 800 | 626347 | 2858555 | 24110 | 12302 | S°22114
14 | KotaBandar 137365 | 4.611,4 18.374,9
Lampung
15 | Kota Metro 238,1 7.083,3 7.321,4
jumlah 10957 | 918.695,5 | 2.389.298,4 | 36.993,0 | 113809 | 33574635

Sumber: Dokumen KLHS RPJPD Prov Lampung 2025-2045
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Grafik 2. 4 Jasa Lingkungan Hidup Penyedia Air Provinsi Lampung
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Sumber: Dokumen KLHS RPJPD Prov Lampung 2025-2045

Gambar 2. 13 Peta Jasa Lingkungan Hidup Penyedia Air Provinsi Lampung
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3. Jasa Lingkungan Hidup Pengatur Air

Jasa Lingkungan Hidup Pengatur Air di Provinsi Lampung yang berada pada
klasifikasi Tinggi dengan luas total 1.622.101,5 Ha tersebar di seluruh
Kabupaten. Untuk Jasa Pengatur Air dengan klasifikasi Sangat Rendah seluas
total 43.763,5 Ha juga tersebar di beberapa Kabupaten, sedangkan klasifikasi
Sedang memiliki luasan total sebesar 476.845,1 Ha. Luasan terbesar dengan
Jasa Pengatur Air pada klasifikasi Sangat Tinggi berada pada Kabupaten
Lampung Tengah seluas 185.854,1 Ha.

Tabel 2. 16 Jasa Lingkungan Hidup Pengaturan Air di Provinsi Lampung

Jasa Lingkungan Hidup Pengaturan Air (Ha) Jumlah
| R ;12%?11 Rendah Sedang Tinggi Sangat Tinggi
1 Kab. Lampung Barat 2.428,2 2.380,1 82.382,3 85.339,1 38.269,6 210.799,4
2 Kab. Lampung Selatan 7.282,9 31.628,0 33.915,6 95.327,5 54.579,0 222.733,0
3 Kab. Lampung Tengah 1.663,1 83.847,2 16.498,6 168.093,9 185.854,1 455.957,0
4 Kab. Lampung Timur 1.784,2 58.972,6 880,7 198.860,4 125.878,9 386.376,9
5 Kab. Lampung uTara 26.329,0 2074424 33.159,1 266.930,4
6 Kab. Mesuji 2.736,9 25.352,3 13,1 127.883,5 64.055,6 220.041,4
7 Kab. Pesawaran 4.005,6 13.714,1 45.059,9 51.010,8 15.021,3 128.811,7
8 Kab. Pesisir Barat 2.250,2 2,4 93.395,3 51.254,8 147.121,3 294.023,9
9 Kab. Pringsewu 7.990,1 7.851,5 26.413,8 14.899,7 4.564,0 61.719,2
10 | Kab. Tanggamus 6.927,4 5.514,6 169.041,1 | 77.780,0 35.581,5 294.844,6
11 | Kab. Tulang Bawang 2.786,3 17.533,7 3.519,1 194.369,7 93.400,8 311.609,6
12 g:lr’; ulang Bawang 0,0 14.792,0 76.461,7 34.455,1 125.708,8
13 | Kab. Way Kanan 26.808,3 271.315,3 54.087,8 352.211,4
14 Kota Bandar Lampung 3.908,5 7.122,2 5.725,6 1.352,0 266,6 18.374,9
15 | Kota Metro 4.444.3 710,8 2.166,3 7.321,4
Jumlah 43.763,5 326.292,3 476.845,1 | 1.622.101,5 888.461,0 3.357.463,5

Sumber: Hasil Analisis Tim Pembuat KLHS RPJP Prov. Lampung, 2025-2045
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Grafik 2. 5 Jasa Lingkungan Hidup Pengatur Air di Provinsi Lampung
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Sumber: Hasil Analisis Tim Pembuat KLHS RPJP Prov. Lampung, 2025-2045

Gambar 2. 14 Peta Jasa Lingkungan Hidup Pengatur Air di Prov. Lampung
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4. Jasa Lingkungan Hidup Pengendali Hama

Jasa Lingkungan Hidup Pengendali Hama terdiri dari klasifikasi Sangat
Rendah, Rendah, Sedang dan Tinggi namun Provinsi Lampung didominasi
dengan klasifikasi Tinggi seluas 1.803.258,6 Ha, sedangkan klasifikasi Rendah
seluas 588.896,6 Ha yang lokasinya juga tersebar di seluruh kabupaten di
Provinsi Lampung.

Tabel 2. 17 Jasa Lingkungan Hidup Pengendali Hama di Provinsi Lampung

Jasa Lingkungan Hidup Pengendali Hama dan Penyakit

(Ha) Jumlah
No. | Kabupaten/Kota E " E "
anga . . anga
Rendah Rendah Sedang Tinggi Tinggi
1 g:lr’ét]“amp““g 114.411,5 | 285283 | 527492 | 14.4365 6739 | 210.799,4
2 | Kab.Lampung 20.043,3 | 361586 | 60.657,6 | 1053000 | 5734 | 222.733,0
Selatan
3 | Kab.Lampung 15.361,6 | 90.533,5 | 12.300,4 | 337.760,0 1,5 455.957,0
Tengah
4 ?f‘r:’l'u ];amp““g 44160 | 768720 | 272166 | 2765973 | 1.2750 | 386.3769
5 Ei‘;’fa]“amp““g 14.453,1 | 24.593,7 | 43.3458 | 184.537.8 266.930,4
6 | Kab. Mesuji 12.116,7 | 26.243,6 | 23.366,6 | 157.9579 | 3565 | 220.0414
7 | Kab. Pesawaran 444818 | 445472 | 14.0824 | 257003 128.811,7

8 Kab. Pesisir Barat | 54.332,4 25.609,9 | 102.305,4 78.843,8 32.932,4 | 294.023,9

9 Kab. Pringsewu 15.074,2 16.506,3 20.381,4 9.757,4 61.719,2

10 | Kab. Tanggamus 120.484,5 | 87.757,5 59.116,7 22.543,1 4.942,8 294.844,6

11 | Kab.Tulang 32399 | 478672 | 307448 | 229.6633 94,4 311.609,6
Bawang

12 | Kab. Tulang 0,0 20.207,5 780,4 104.720,9 125.708,8
Bawang Barat

13 | Kab.Way Kanan | 32.869,0 | 523743 | 14.977,4 | 251.990,7 352.211,4

14 | Kota Bandar 8.263,2 6.652,5 2.886,5 572,7 18.374,9
Lampung

15 | Kota Metro 4.4443 2.877,1 7.321,4

Jumlah 459.547,2 | 588.896,6 | 464.911,3 | 1.803.258,6 | 40.849,7 | 3.357.463,5

Sumber: Hasil Analisis Tim Pembuat KLHS RPJP Prov. Lampung, 2025-2045
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Grafik 2. 6 JLH Pengendali Hama Kab/Kota Provinsi Lampung
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5. Jasa Lingkungan Hidup Pengatur Pemurnian Air dan Pengolahan

Limbah

Jasa Lingkungan Hidup Pemurnian Air dan Pengolahan Limbah berada
pada Kklasifikasi Sangat Rendah, Rendah, Sedang, Tinggi dan Sangat Tinggi.
Luasan Jasa Pemurnian Air dan Pengolahan Limbah di Provinsi Lampung yang
berada dalam Kklasifikasi Rendah sebesar 528.499,7 Ha, Sedang seluas
768.101,6 Ha, serta klasifikasi Tinggi seluas 1.661.262,6 Ha.

Jasa pemurnian air dan pengolahan limbah tinggi sebesar 1.661.262,6
Ha yang merupakan luasan paling besar di Provinsi Lampung dan tersebar di
seluruh Kabupaten, sedangkan jasa pemurnian air dan pengolahan limbah
sangat tinggi memiliki luas sebesar 241.259,4 Ha.

Tabel 2. 18 JLH Pemurnian Air dan Pengolahan Limbah di Provinsi Lampung

Jasa Lingkungan Hidup Pemurnian Air dan pengolahan limbah (Ha)

No. Kabupaten/Kota s::g:; Rendah - Tiaesl sﬁ;‘g;‘f Jumlah
1 Kab. Lampung Barat 3.612,2 61.740,5 93.184,9 30.755,2 21.506,4 210.799,4
2 Kab. Lampung Selatan 11.256,4 33.994,8 53.003,4 121.236,0 3.242,5 222.733,0
3 | Kab. Lampung Tengah 15.126,9 75.038,8 40.231,1 305.416,5 20.143,6 455.957,0
4 Kab. Lampung Timur 27.867,9 36.059,2 112.892,1 197.384,2 12.173,5 386.376,9
5 Kab. Lampung Utara 1254 38.829,6 2.875,9 223.322,4 1.777,1 266.930,4
6 | Kab. Mesuji 35.902,4 60.542,9 6.287,3 109.390,0 79188 220.041,4
7 | Kab.Pesawaran 14.234,2 28.476,9 62.208,5 23.186,4 705,7 128.811,7
8 | Kab. Pesisir Barat 2.222,4 41.058,1 94.696,6 37.433,5 118.613,4 294.023,9
9 | Kab. Pringsewu 15.841,6 40.557,0 3.802,6 1.517,9 61.719,2
10 | Kab. Tanggamus 8.429,9 44.536,0 174.542,6 40.023,1 27.312,9 294.844,6
11 | Kab. Tulang Bawang 13.667,9 26.680,7 39.237,1 212.988,6 19.035,3 311.609,6
12 g:lr’; ulang Bawang 158,0 14.849,7 6.561,3 98.235,4 5.904,5 125.708,8
13 | Kab. Way Kanan 2.209,7 58.582,5 35.711,8 254.299,5 1.407,9 352.211,4
14 | Kota Bandar Lampung 7.626,4 3.724,3 5.991,6 1.032,6 18.374,9
15 | Kota Metro 58,8 4.385,5 120,4 2.756,7 7.321,4

Jumlah 158.340,0 528.499,7 768.101,6 1.661.262,6 241.259,4 3.357.463,5
Sumber: Hasil Pengolahan GIS, 2023
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Grafik 2. 7 JLH Pemurnian Air dan Pengolahan Limbah
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Gambar 2. 16 Peta IJLH Pemurnian Air dan Pengolahan Limbah
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6. Jasa Lingkungan Hidup Pengaturan Mitigasi Bencana Alam

Jasa lingkungan hidup pengaturan Mitigasi Bencana Alam di Provinsi
Lampung terdiri dari klasifikasi jasa ekosistem sangat rendah, rendah, sedang,
tinggi dan sangat tinggi. Luasan untuk jasa ekosistem pengaturan Mitigasi
Bencana Alam rendah sebesar 592.392,1 ha, jasa ekosistem Mitigasi Bencana
Alam sedang sebesar 1.874.068,9 Ha, jasa ekosistem Mitigasi Bencana Alam
tinggi sebesar 462.830,1 Ha dan jasa ekosistem Mitigasi Bencana Alam sangat
tinggi sebesar 76.018,4 ha. Dimana jasa ekosistem yang mendominasi di
Provinsi Lampung adalah jasa lingkungan hidup mitigasi bencana sedang.

Tabel 2. 19 Jasa Lingkungan Hidup Pengaturan Mitigasi Bencana Alam di
Provinsi Lampung

Jasa Lingkungan Hidup Mitigasi Bencana Alam (Ha)

No. | Kabupaten/Kota San Jumlah
gat . . Sangat
Rendah Rendah Sedang Tinggi Tinggi
1 g:lr’ét]“amp““g 71.367,9 | 16.329,8 97.383,4 | 15.3525 | 10.3658 | 210.799,4
2 | Kab.Lampung 87012 | 64.672,3 | 127.2387 | 15.039,6 | 7.081,1 | 222.733,0
Selatan
3 | Kab.Lampung 10.532,7 | 93.458,0 | 244.167,2 | 107.701,6 97,6 | 455.957,0
Tengah
4 ?f‘rg'u ];amp““g 25115 | 95.656,0 | 2486149 | 369829 | 26116 | 386.3769
5 | Kab.Lampung 263384 | 2115885 | 19.336,0 | 9.667,4 | 266.9304

Utara

Kab. Mesuji 9.379,8 35.043,4 120.711,0 54.819,9 87,3 220.041,4

Kab. Pesawaran 45.220,0 15.594,6 52.565,1 11.949,3 3.482,6 128.811,7

6
7
8 | Kab. Pesisir Barat 34.751,1 65.193,4 99.540,8 64.814,7 | 29.723,9 294.023,9
9 | Kab. Pringsewu 11.537,9 30.492,3 19.335,0 354,0 61.719,2

10 | Kab. Tanggamus 152.015,0 30.262,8 96.378,6 9.163,0 7.025,1 294.844,6

11 | Kab. Tulang 3980 | 31.8094 | 2166119 | 61.0821 | 1.7082 | 311.609,6
Bawang

12 | Kab. Tulang 0,0 | 202075 84.6554 | 20.845,9 125.708,8
Bawang Barat

13 | Kab. Way Kanan 51.9058 | 250.779,0 | 453588 | 4.167,8 | 3522114

14 | KotaBandar 57389 | 10.983,9 1.622,3 29,8 18.374,9
Lampung

15 | Kota Metro 4.4443 2.877,1 7.321,4

Jumlah 352.154,0 | 592.392,1 | 1.874.068,9 | 462.830,1 | 76.018,4 | 3.357.463,5

Sumber: Hasil Analisis Tim Pembuat KLHS RPJP Prov. Lampung, 2025-2045
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Grafik 2. 8 Jasa Mitigasi Bencana Alam di Prov. Lampung
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Gambar 2. 17 Peta JLH Pengaturan Mitigasi Bencana Alam

PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

JOLIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEIS (KLIS)
RENCANA PEMBANGUNAN JANCKA PANJANG (RPJP)
PROVINS ANPONG

PROV.
‘SUMATERA SELATAN PETA INDEKS JASA LINGKUNGAN HIDUP

A s o

Proyeas. e v catr

Sistem Grc 'd eograts dan Gr UTM Zoaa 48 8
Dot ereontl Dan 005 1008

}_Ostom verias

>y v

Sumber: Dokumen KLHS RPJPD Prov Lampung 2025-2045

RKPD PROVINSI LAMPUNG Tahun 2025 . -39



7. Jasa Lingkungan Hidup Pendukung Biodiversitas

Tingkat keanekaragaman hayati di Provinsi Lampung diasumsikan
dengan menggunakan jasa lingkungan hidup pendukung biodiversitas.
Sebagian besar Provinsi Lampung berada pada kelas jasa lingkungan hidup
pendukung biodiversitas sedang dengan luasan sebesar 1.895.294,3 Ha. Untuk
kelas tinggi memiliki luas sebesar 368.494,1 Ha yang tersebar hampir di
seluruh kabupaten hanya Kota Metro tidak termasuk pada jasa pendukung
biodiversitas tinggi.

Tabel 2. 20 Jasa Lingkungan Hidup Pendukung Biodiversitas di Provinsi

Lampung
Jasa Lingkungan Hidup Biodiversitas (Ha)
No. Kabupaten Jumlah
Sangat L Sangat
Rendah Rendah Sedang Tinggi Tinggi
1 gzlt;tl.ampung 48305 | 823549 86.972,7 | 24.033,6 | 126075 | 210.799,4
2 | Kab.Lampung 39.221,1 | 33.817,9 129.4853 | 13.1275 7.081,1 222.733,0
Selatan
3 | Kab.Lampung 86.026,8 | 17.789,9 308.850,1 | 42.3757 914,5 455.957,0
Tengah
4 ﬁgﬁ;ampung 72.678,3 2.619,6 2585439 | 50.630,1 1.904,5 386.376,9
5 ﬁifr';ampung 26.409,9 21,2 221.531,3 9.300,6 96674 | 2669304
6 | Kab. Mesuji 408929 | 36.380,7 124.650,7 | 18.117,0 220.041,4
7 | Kab.Pesawaran | 17.719,7 | 47.333,7 51.536,2 8.739,5 3.482,6 128.811,7
8 g’;‘i’; esisir 22610 | 789246 56.592,2 | 681767 | 88.069,3 294.023,9
9 | Kab. Pringsewu 15.841,6 | 26.1253 18.581,0 1.103,0 68,2 61.719,2
10 | Kab. 12.506,5 | 165.371,9 79.060,9 | 23.669,6 | 14.2356 294.844,6
Tanggamus
11 | Kab.Tulang 27.503,4 | 17.180,5 177.609,5 | 86.625,2 2.691,0 311.609,6
Bawang
12 | Kab.Tulang 19.991,8 215,7 88.524,7 | 16.616,4 360,1 125.708,8
Bawang Barat
13 | Kab.Way Kanan | 51.259,3 1.118,6 288.739,0 5.962,3 5.132,2 352.211,4
14 | KotaBandar 11.030,7 5.587,9 1.739,6 16,6 18.374,9
Lampung
15 | Kota Metro 44443 2.877,1 73214
Jumlah 4326185 | 514.842,5 | 1.895.294,3 | 368.494,1 | 1462141 | 3.357.463,5

Sumber: Hasil Analisis Tim Pembuat KLHS RPJP Prov. Lampung, 2025-2045
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Grafik 2. 9 JLH Biodiversitas
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8. Jasa Lingkungan Hidup Pengaturan Iklim

Jasa ekosistem pengaturan iklim di Provinsi Lampung terdiri dari
klasifikasi jasa ekosistem sangat rendah, rendah, sedang, tinggi dan sangat
tinggi. Luasan untuk jasa ekosistem pengaturan iklim sangat rendah adalah
sebesar 503.713,6 Ha, jasa ekosistem pengaturan iklim rendah sebesar
1.254.500,5 Ha, jasa ekosistem pengaturan iklim sedang sebesar 890.746,2 Ha,
jasa ekosistem pengaturan iklim tinggi sebesar 547.346,9 Ha dan jasa
ekosistem pengaturan iklim sangat tinggi sebesar 161.156,3 Ha. Dimana jasa
ekosistem yang mendominasi di Provinsi Lampung adalah jasa ekosistem
pengaturan iklim rendah seluas 1.254.500,5 Ha

Tabel 2. 21 Jasa Lingkungan Hidup Pengaturan Iklim di Provinsi Lampung

Jasa Lingkungan Hidup Pengaturan Iklim (Ha)
No. Kabupaten Jumlah
Sangat . . Sangat
Rendah Rendah Sedang Tinggi Tinggi
1 gz};’;amp“ng 13.196,8 332575 | 702342 | 661639 | 27.947,0 210.799,4
» | Kab.Lampung 65.113,4 70.137,0 | 648315 | 15.570,0 7.081,1 222.733,0
Selatan
3 | Kab.Lampung 88.957,3 150.706,7 | 117.3025 | 94.413,4 4577,0 455.957,0
Tengah
4 | Kab.Lampung 75.298,4 150.869,9 | 154.489,0 5.719,6 386.376,9
Timur
5 Ei‘;’r':amp“ng 26.317,3 159.4839 | 521477 | 19.314.1 9.667,4 266.930,4
6 | Kab. Mesuji 36.607,1 58.902,3 | 59.5858 | 64.859,0 87,3 220.041,4
7 | Kab. Pesawaran 16.706,2 57.033,4 | 207504 | 284299 5.891,8 128.811,7
8 | Kab. Pesisir Barat | 18.514,3 60.377,3 | 241349 | 1069944 | 84.003,1 294.023,9
9 | Kab. Pringsewu 26.577,0 22.171,7 8.471,7 3.398,1 1.100,8 61.719,2
10 | Kab. Tanggamus 19.168,6 96.207,1 | 1057284 | 587588 | 14.981,6 294.844.6
11 | Kab.Tulang 27.320,2 165.601,7 | 103.180,2 | 13.856,0 1.651,5 311.609,6
Bawang
Kab. Tulang
12 20.207,5 66.854,5 | 30.596,0 8.050,8 125.708,8
Bawang Barat
13 | Kab. Way Kanan 52.143,3 1613282 | 732253 | 61.346,8 41678 352.211,4
14 | KotaBandar 13.141,9 858,4 3.902,4 4721 18.374,9
Lampung
15 | Kota Metro 44443 710,8 2.166,3 73214
Jumlah 503.713,6 | 1.254.500,5 | 890.746,2 | 5473469 | 161.156,3 | 3.357.463,5

Sumber: Hasil Analisis Tim Pembuat KLHS RPJP Prov. Lampung, 2025-2045
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Grafik 2. 10 Jasa Lingkungan Hidup Pengaturan Iklim Provinsi Lampung
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Gambar 2. 19 Peta IJLH Pengaturan Iklim di Provinsi Lampung
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2.1.1.6.3 Gambaran Kualitas Lingkungan Hidup

IKLH Provinsi Lampung tahun 2023 telah mencapai target yang
ditetapkan Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik
Indonesia Nomor: SE.4/Menlhk/Setjen/KUM.1/4/2021 Tentang Penetapan
Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berwawasan Lingkungan
dan berada pada status “sedang” yaitu 69,91. Namun, masih perlu upaya kerja
keras pada semua pemangku kepentingan karena pada dasarnya komponen
IKLH pada indikator IKA dan IKL masih di bawah target.

Indeks Kualitas Air (IKA) Provinsi Lampung mencapai angka 55,36
(kategori sedang) dan tidak mencapai target SE Menteri LHK yaitu 58,54.
Capaian indeks kualitas air berada dibawah target diduga karena banyak
limbah domestik (rumah tangga & UMKM) dan industri, limbah pertanian yang
masuk dalam badan sungai serta terdapat lahan terbuka (kritis) yang
berpotensi erosi dimana partikel padatan yang masuk ke dalam badan sungai
berdampak pada jumlah padatan terlarut di air. Selain itu, kabupaten/kota
tersebut mengalami pertambahan penduduk yang cukup pesat dan mengalami
pengembangan/pembangunan perekonomian yang berdampak terhadap

penurunan kualitas air.

Berdasarkan data trend perubahan indeks kualitas udara Provinsi
Lampung selama periode 2021-2023 mengalami peningkatan hingga pada
tahun 2023 mencapai 88,04 (baik), yang melampaui target SE Men LHK yaitu
84,44. Selain itu, Indeks Kualitas Air Laut Provinsi Lampung yaitu 83,78 dan
masuk kategori baik.

Indeks Kualitas Lahan Provinsi Lampung masih sangat rendah yaitu
hanya 38,42 dan masuk kategori kurang. Berdasarkan data trend perubahan
indeks kualitas lahan Provinsi Lampung selama periode 2021-2023
mengalami peningkatan namun masih berada dibawah target SE Men LHK
yaitu 43,03. Capaian indeks kualitas lahan berada dibawah target diduga
karena pembukaan hutan untuk kepentingan pertanian, perkebunan, industri
yang berakibat pada pengurangan tutupan hutan yang berdampak terhadap

penurunan kualitas lingkungan.
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Tabel 2. 22 Capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
Provinsi Lampung Tahun 2021-2023

Caapaian KA Capaian IKU Capaian IKL Capafan IKAL Copaian IKLH

Kabupaten/

Kabupaten Lampung Barat

2022

{3
63,08

2022

2023
{7)
90,52 141,63

(10}
4133

021

[11)

2022
12

(12

2023 2021

(13 (14)

2022

(15)

68,31

|18}

64,92

(19)

Kabupaten Lampung
Selatan

55,00

B47 126,13

33,12

61,99

61,39

Kabupaten Lampung
Tengah

7 | 50,00

84,09 12448

26,75

57,63

63,38

Kabupaten Lampung Timur

49 46

87,74 |45,75

48,80

4,16

63,88

Kabupaten Lampung Utara

5593

86,98 | 25,7

29,72

62,38 | 417

60,65

Kurang

Kabupaten Mesuji

7(6143

59,00

89,5 12813

28,54

65,09

62,48

Kabupaten Pesawaran

57,78

63,33

89,37 125,13

38,59

4,21

62,71

Kabupaten Pesisir Barat

50,00

50,00

899 17393

78,67

7106

61,72

Baik

Knbupaten Pringsewu

50,65

52,22

8898 123,63

59,33

6241

Kabupaten Tanggamus
Kabupaten Tulang Bawang

51,54

50,00

53,75
50,00

86,97 |3442

92,03 124,09

62,06

6l,64

65,36
61,41

61,12

Knbupaten Tulang Bawang
Barat

50,00

88,15 123,61

60.64

62,64

64,48

Kabupaten Way Kanan

67,33

63,33

9194 12347

56,5

68,22

67,2

63,87

6843

Kota Bandar Lampung

63,75

50,95

50,00

8373

82,54 125,89

62,98

58 86

58,38

73,54

61,84

Kota Metro

50,00

50,69

50,00

83,62

872 122,59

55,62

57,87

62,15

67,83

60,54

Provinsi Lampung
Nasional

1M

54,72

§5,36

85,46

87,32

88,04 133,54

79,56

86,48

83,87 68,56

69,1

69,91

68,66

69,09

Baik

55,20 | 55,30 | 54,55 (87,36 |B8,05 | 88,65 62_.5. 73,58i11.45v 69:4!]

Sumber : KLHK, 2023 (https:// ppkLmenlhk.go.id/ tklh/ login)

§9,00 | 59,50 7242 | 72,48 69,22

Dari Indeks Kualitas Air (IKA) terlihat bahwa dari 8 (delapan)
parameter kualitas air yang dianalisa parameter COD, DO, BOD, dan Total
Phospat sebagian besar memiliki indeks pencemar lebih dari batas ambang.
Hal ini menunjukkan bahwa kualitas air yang dianalisa sudah tercemar limbah
domestik yang berasal dari pemukiman masyarakat atau masyarakat
menjadikan sungai sebagai MCK dan kualitas air mengalami penurunan yang
disebabkan oleh limbah domestik maupun limbah industri. Untuk kualitas
udara yang mengalami penurunan (Lampung Selatan) dan belum mencapai
target (Lampung Tengah) hal ini disebabkan karena adanya penurunan
kualitas udara disebabkan peningkatan polutan SO2 dan NO2 sehingga terjadi
penurunan nilai Indeks Kualitas Udara (IKU). Selain itu, pada parameter IKU
data yang ada belum dapat mencerminkan kualitas udara yang sebenarnya
karena tidak sesuai dengan pola kecenderungan kualitas udara seharusnya.
Lokasi perkotaan kualitas udaranya kurang bila dibandingkan dengan
kabupaten yang kepadatannya masih rendah, begitu juga untuk kawasan
transportasi dan industri seharusnya kualitas udaranya lebih rendah bila

dibandingkan dengan kawasan pemukiman dan perkantoran. Indeks kualitas
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lahan Provinsi Lampung masih dibawah target. Hal ini menunjukkan bahwa
ada alih fungsi lahan dari hutan menjadi penggunaan lain. Perubahan
penutupan lahan masih terjadi, dan belum sebanding dengan upaya
pemulihan tutupan lahan melalui berbagai program kegiatan baik yang
dilakukan oleh kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK),
Pemerintah Provinsi, Pemerintah kabupaten/kota, Dunia Usaha maupun
swadaya masyarakat. Berbagai program kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan
(agroforestri) yang dilakukan tersebut belum dapat terdeteksi sebagai
tutupan hutan oleh citra satelit karena untuk dapat terdeteksi sebagai tutupan
hutan dibutuhkan waktu beberapa tahun dan tanaman yang ditanam harus
dalam perawatan dan dalam kondisi yang baik. Karena keterbatasan data
tutupan lahan yang ada dalam perhitungan ini mengunakan data tutupan
lahan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melalui
metode inteprestasi citra sehingga data tutupan hutan dengan luasan yang
kecil tidak terhitung serta tanaman yang masih muda hasil dari rehabilitasi
tutupan lahan tidak terdeteksi sebagai tutupan hutan sehingga kurang dapat
menggambarkan kondisi tutupan hutan di Provinsi Lampung yang

sebenarnya.

21164 Kebencanaan
Kawasan rawan bencana alam terdiri atas daerah yang sering dan

berpotensi tinggi mengalami bencana alam seperti banjir, longsor, gerakan
tanah/gempa, puting beliung, tsunami dan kebakaran hutan. Kawasan rawan
bencana alam geologi tersebar diseluruh wilayah Provinsi Lampung yang
terjadi akibat aktivitas tektonik pengaruh Sesar Mayor, yaitu Sesar Semangko,
dan Sesar Mentawai, dan Sesar Minor, serta aktivitas vulkanik. Potensi
bencana disebabkan oleh bencana alam dan non alam serta bencana sosial
akibat ulah manusia. Bencana yang berpotensi tersebut dikaji berdasarkan
yang pernah terjadi maupun belum terjadi. Berdasarkan Data Informasi
Bencana Indonesia (DIBI) BNPB, tercatat 10 (sepuluh) jenis bencana yang
pernah terjadi di Provinsi Lampung, yaitu banjir, gelombang ekstrim dan
abrasi, gempabumi, kebakaran hutan dan lahan, kegagalan teknologi,
kekeringan, epidemi dan wabah penyakit, letusan gunungapi, cuaca ekstrim

dan tanah longsor.
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Pada tahun 2023 Data Informasi Bencana Indonesia mencatat 3 jenis bencana

dominan terjadi di Provinsi Lampung yaitu banjir, puting beliung dan tanah
longsor. Berdasarkan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) 2023, Provinsi
Lampung memiliki indeks risiko 135.66 (sedang). Nilai indeks resiko di tingkat
provinsi merupakan rata- rata dari nilai indeks risiko kabupaten/kota.
Keberhasilan penurunan risiko bencana provinsi adalah menurunnya nilai

risiko bencana di kabupaten/kota.

Grafik 2. 11 Nilai Indeks Resiko Provinsi Lampung Tahun 2015-2023
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Sumber : Buku Indeks Risiko Bencana Indonesia Tahun 2023 oleh BNPB

Tabel 2. 23 Nilai indeks risiko Provinsi Lampung dari Tahun 2015 sampai

dengan Tahun 2023
| no | kasueatenjkora | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 { 2010 [ 2020 [ 2001 [ 2022 [ 2023 [kevas isiko 2023
1 PESISIR BARAT 189.70 189.70 189.70 TINGGI
2 LAMPUNG TIMUR 183.20 183.20 183.20 183.20 183.20 183.20 183.20 183.20 183.20 TINGGI
3 LAMPUNG BARAT 21400 21400 21400 20422 179.29 179.29 163.85 178.48 176.61 TINGGI
4 LAMPUNG SELATAN 187.20 187.20 187.20 187.20 187.20 187.20 187.20 176.14 167.23 TINGGI
5 PESAWARAN 181.60 181.60 181.60 1B1.60 181.60 181.60 181.60 173.19 162.28 TINGGI
6 TANGGAMUS 201.20 149.37 141.00 135.86 135.86 135.86 135.86 149.46 132.54 SEDANG
7 LAMPUNG UTARA 131.20 131.20 131.20 131.20 131.20 131.20 131.20 131.20 13120 SEDANG
8 TULANG BAWANG 144.40 144.40 144.40 144.40 144.40 144.40 144.40 132.70 122.66 SEDANG
9 TULANG BAWANG BARAT 120.40 120.40 12040 120.40 120.40 120.40 120.40 120.34 120.28 SEDANG
10 KOTA BANDAR LAMPUNG 182.00 182.00 182.00 165.56 165.56 165.56 165.56 139.02 119.79 SEDANG
11 MESUN 120.40 120.40 120.40 120.40 120.40 120.40 120.40 120.36 116.70 SEDANG
12 LAMPUNG TENGAH 131.20 131.20 131.20 131.20 131.20 131.20 131.20 120.80 113.24 SEDANG
13 WAY KANAN 131.20 131.20 131.20 131.20 131.20 131.20 131.20 120.07 108.00 SEDANG
14 KOTA METRO 113.60 113.60 113.60 113.60 113.60 113.60 100.26 108.37 96.29 SEDANG
15 PRINGSEWU 95.20 95.20 95.20 95.20 95.20 95.20 95.20 95.20 95.20 SEDANG

Sumber : Buku Indeks Risiko Bencana Indonesia Tahun 2023 oleh BNPB

Indeks Ketahanan Daerah (IKD) merupakan upaya untuk mengukur kapasitas
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penanggulangan bencana di wilayah administrasi, baik di tingkat

kabupaten/kota dan provinsi. Pengukuran IKD selanjutnya dapat digunakan
sebagai dasar penyusunan kajian risiko bencana dan rencana penanggulangan
bencana yang juga sebagai input pengukuran penurunan Indeks Risiko
Bencana Kabupaten/Kota. Indeks Ketahanan Daerah Provinsi Lampung tahun
2023 berada pada kelas sedang dengan nilai 0,43.

Tabel 2. 24 Indeks Ketahanan Daerah Provinsi Lampung tahun 2023

Kabupaten/ Kota IKD 2023
Lampung Barat 0,37
Tanggamus 0,70
Lampung Selatan 0,41
Lampung Timur 0,26
Lampung Tengah 0,44
Lampung Utara 0,31
Way Kanan 0,53
Tulang Bawang 0,47
Pesawaran 0,43
Pringsewu 0,27
Mesuji 0,36
Tulang Bawang Barat 0,32
Pesisir Barat 0,30
Kota Bandar Lampung 0,78
Kota Metro 0,54

Sumber : BNPB, 2024

Kondisi Kebencanaan

Rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik suatu wilayah untuk jangka
waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah dan mengurangi
kemampuan untuk menanggapi dampak buruk dari bahaya tertentu. Kawasan
rawan bencana yang ada di Provinsi Lampung terdiri dari longsor, gempa
bumi dan letusan gunung api.

a. Longsor

Rawan bencana longsor di Provinsi Lampung terdiri dari kawasan rawan
longsor rendah, sedang dan tinggi, namun dilihat dari luasan Kawasan rawan
longsor yang ada di Provinsi Lampung rata-rata berada pada rawan longsor
rendah dengan luas 2.650.713,2 Ha, sedangkan luasan rawan longsor tinggi
adalah sebesar 195.535,5 Ha yang tersebar hampir di seluruh kabupaten
hanya Kota Metro tidak termasuk pada bencana longsor tinggi.
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Tabel 2. 25 Rawan Bencana Longsor di Provinsi Lampung

Bencana Longsor (Ha)

MNo. Kabupaten/Kota B Jumilah
Rendah Sedang Tinggi
1 | Kab. Lampung Barat 46100,6 | 1014148 | 63.279,2 | 210.794,6
2 | Kab. Lampung Selatan 20841701 | 10.974,1 | 3.080,9 | 222472,
3 | Kab. Lampung Tengah 4364994 | 16.218.7 | 3.238,9 | 455.957.0
4 | Kab. Lampung Timur 382193.2 | 3.506,1 12.4 385.711,7
5 | Kab. Lampung uTara 202.272.6 | 53.460,6 | 111972 | 2669304
6 | Kab. Mesuji 215.293,5 | 46666 21.9 219.982,0
7 | Kab. Pesawaran 944057 | 25852,5 | 84286 | 128.686,7
8 | Kab. Pesisir Barat 154.573,8 | 97.837.7 | 41.446,9 | 293.858.4
9 | Kab. Pringsewu 56.075.0 | 4.752,7 891,5 61.719,2
10 | Kab. Tanggamus 126.731,3 | 114.713,0 | 53.264,9 | 294.709,2
11 | Kab. Tulang Bawang 301573,9 | 9.865,7 18,1 311.557.,6
12 ;:;Tulans Bawang 119.803,9 | 5.8432 59,5 125.706,7
13 | Kab. Way Kanan 283.992,4 | 57.6467 | 9.952,6 | 351.5917
14 | Kota Bandar Lampung 15.4757 | 2.310,8 542,9 18.329,4
15 | Kota Metro 7.305,3 16,1 7.321.4
Jumiah 2.650.713.2 S509.079.6 1955355 3.355.328.2

Sumber : BPBD Prov. Lampung

Grafik 2. 12 Bencana Longsor di Provinsi Lampung
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Sumber : BPBD Prov Lampung

RKPD PROVINSI LAMPUNG Tahun 2025 Il-49



Gambar 2. 20 Peta Rawan Bencana Longsor di Provinsi Lampung
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Sumber: KLHS

b. Tsunami

Rawan bencana tsunami di Provinsi Lampung terdiri dari kawasan rawan
tsunami rendah, sedang dan tinggi, namun dilihat dari luasan Kawasan rawan
tsunami yang ada di Provinsi Lampung rata-rata berada pada rawan tsunami
tinggi dengan luas 23.868,2 Ha yang tersebar di Kabupaten Lampung Selatan,
Pesawaran, Pesisir Barat, Tanggamus dan Kota Bandar Lampung dengan
luasan rawan tsunami tinggi berada di Kabupaten Pesisir Barat seluas
15.046,9 Ha. Sedangkan rawan tsunami sedang berada di Kabupaten Lampung
Selatan, Lampung Timur, Pesawaran, Pesisir Barat, Tanggamus dan Kota

Bandar Lampung dengan luas 3.073,6 Ha.

Tabel 2. 26 Rawan Bencana Tsunami di Provinsi Lampung

Bencana Tsunami {(Ha)

Kabupaten/Kota = - Jumilah
Rendah Sedang Tinggi
1 Kab. Lampung Selatan 2.214.8 837.5 1.779.5 4.831.8
2 Kab. Lampung Timur 3.217.2 474 2 3.791.4
3 Kab. Pesawaran 116,7 131.4 2.704 2 2.952.4
4 Kab. Pesisir Barat 1.238.5 1.0192,0 15.046.9 17.304 4
5 Kab. Tanggamus 4690 6 550,5 3.977.5 4.997 .6
[ Kab. Tulang Bawang 4650 4650
7 Kf_”;r'nzar 61.6 60.9 360.1 482.6
Jumlah 7.8B3.4 3.073.6 23.B6B.2 34.B25.2

Sumber : Inarisk BNPB
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Grafik 2. 13 Bencana Tsunami di Provinsi Lampung
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Gambar 2. 21 Peta Rawan Bencana Tsunami di Provinsi Lampung
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C. Gempa Bumi

Rawan gempa bumi di Provinsi Lampung terdiri dari kawasan rawan gempa
bumi rendah, gempa bumi menengah dan tinggi, namun dilihat dari luasan
kawasan rawan gempa bumi yang ada di Provinsi Lampung rata-rata berada
pada rawan gempa bumi rendah dengan luas 1.804.548,2 Ha, sedangkan
luasan rawan gempa bumi tinggi adalah sebesar 442.617,1 Ha yang tersebar
hanya di Kabupaten Lampung Barat, Pesisir Barat, Tanggamus dan Kabupaten
Way Kanan.
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Tabel 2. 27 Luasan Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi

Kabupaten/Kota

Kawasan Rawan
Bencana
Gempabumi
Rendah

di Provinsi Lampung

Kawasan
Rawan
Bencana
Gempabumi

Kawasan

Rawan

Bencana
Gempabumi

Jumlah

Menengah

Tinggi

Sumber :

Grafik 2. 14 Bencana Gempa Bumi Provinsi Lampung
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RTRW Prov. Lampung

1.804.548.,2

Bencana Gempa Sedang

1.110.298.,2

442.617.1

1 Kab. Lampung Barat 24.243 2 186.556,1 210.799 4
2 | Kab. Lampung Selatan 20.010,3 132.722.7 222.733.0
3 'IlE:rt:éah Lampung 382.472.0 73.484.0 455.957,0
4 Kab. Lampung Timur 327.935.0 58.441 .9 386.376,9
5 Kab. Lampung uTara 102.420.9 163.509.5 266.9320.4
6 | Kab. Mesuji 200.552,7 10.488,7 220.041,4
7 | Kab. Pesawaran 02.132.6 36.670,1 128.811,7
8 | Kab. Pesisir Barat 174.045 4 110.078,5 204.023,0
o | Kab. Pringsewu 53.628.4 8.090,8 61.719,2
10 | Kab. Tanggamus 12.070.6 145.811,3 136.062.6 204.844 6
11 | Kab. Tulang Bawang 301.061,7 10.547.,0 311.600.6
12 ;::’_Q:t Tulang Bawang 118.836,2 6.872.6 125.708,8

Kab. Way Kanan 88.075.7 263.215,8 0910,8 352.211.4

f::pung Bandar 17.130.6 1.244 3 18.374.0

Kota Metro 7.321.4 7.321,4
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Gambar 2. 22 Peta Rawan Bencana Gempa Bumi di Provinsi Lampung

Sumber: Dokumen KLHS RPJPD Prov Lampung 2025-2045

d. Letusan Gunung Api

Rawan bencana letusan gunung api di Provinsi Lampung terdiri dari
letusan gunung api berpotensi terlanda aliran awan panas dan aliran lava.
Kabupaten Lampung Barat rata-rata berada pada rawan bencana letusan
gunung api yang berpotensi terlanda hujan abu dan kemungkinan tertimpa
lontaran batu pijar berdiameter kurang dari 2 cm dengan luas 5.025,7 Ha,
sedangkan untuk Kabupaten Lampung Selatan berada pada rawan letusan
gunung api berpotensi terhadap hujan abu dan kemungkinan dapat terkena
lontaran batu pijar seluas 9.600,2 Ha. Untuk luasan rawan letusan gunung api
dengan kategori sangat berpotensi terlanda aliran awan panas, aliran lava,

guguran lava, dan gas beracun memiliki luas 860,7 Ha.

Tabel 2. 28 Kondisi Rawan Bencana Letusan Gunung Api di Provinsi
Lampung

Rawan Bencana Letusan Gunung Api

berpotens terlanda aliran awan panas dan aliran

lava B&R.9
berpotens terlanda aliran lahar 50,7
KABUPATEN berpotensi terlanda hujan abu dan kemungkinan
LAMPUMNG BARAT tertimpa lontaran batu pijar berdiameter kurang | 5.025,7
dari 2 am

berpotens tertimpa lontaran batu  pijar

berdiameter 2 - & cm dan hujan abu lebat 2.119.9
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sangat berpotensi terlanda aliran awan panas, 1.972.6
aliran lava, damn gas vulkanik beracun i !
sangat berpotensi tertimpa lontaran batu pijar
berdiameter lebih dan 64 mm, dan hujan abu 706,2
lebat
berpotensi terhadap aliran lahar hujan 1.263,5

berpotensi terhadap hujan abu dan kemungkinan

dapat terkena lontaran batu pijar - 2
berpotensi terlanda aliran awan panas, aliran

. i 2.002,.6
lava, dan aliran lahar hujan
berpotensi terlanda aliran lava dan kemungkinan 59 3

awan panas
berpotensi  terlanda hujan abu lebat dan
kemungkinan dapat terkena lontaran batu pijar T9B8.6

KABUPATEN ukuran kerikil

LAMPUNG SELATAN berpotfnn terlanda hujan abu lebat dam lontaran 2119.9
batu pijar
sangat berpotensi terlanda aliran awan panas, BE0.7

aliran lava, guguran lava, dan gas beracun
sangat berpotensi tertimpa lontaran batu pijar
berdiameter lebih dar 64 mm, dan hujan abu 706,2

lebat
sering terlanda aliran lava dan kemungkian awan 254.5
panas
sering terlanda hujan abu lebat dan lontaran batu 76,7

pijar atau bom vulkanik
Jumlah 284014

Sumber : BPBD Prov. Lampung
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2.1.1.6.5 Ancaman Perubahan Iklim

Kerentanan Iklim. Kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap iklim
Provinsi Lampung dapat dijelaskan berdasarkan jasa ekosistem pengaturan
iklim, kondisi kerentanan dan resiko serta kondisi kebencanaan. Berdasarkan
Sistem Informasi Data Indeks Kerentanan (SIDIK) Perubahan Iklim
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, teridentifikasi bahwa
Provinsi Lampung memiliki nilai tingkat kerentanan 3 hampir di seluruh
Kabupaten, yang artinya Provinsi Lampung cukup rentan terhadap
perubahan iklim, terhadap risiko banjir dan kekeringan, kemudian tingkat
kerentanan dengan tingkat sangat rentan atau dengan nilai 5 hanya berada di
Kabupaten Pesawaran. Nilai Indeks Kapasitas Adaptasi (IKA) tertinggi berada
di Kota Metro senilai 0,68 dan nilai Indeks Keterpaparan, Sensitivitas (IKS)

tertinggi berada di Kabupaten Pesawaran senilai 0,68.

Tabel 2. 29 Tingkat Kerentanan berdasarakan SIDIK Provinsi Lampung

Tingkat Kerentanan

No. Kabupaten Risiko | Risiko

IKA IKS Kerentanan Banjir Kering
1 Lampung Barat 0,50 0,50 3 3 3
2 Tanggamus 0,53 0,63 3 3 3
3 Lampung Selatan 0,46 0,63 3 3 3
4 Lampung Timur 0,56 0,59 3 3 3
5 Lampung Tengah 0,51 0,46 3 3 3
6 Lampung Utara 0,57 0,63 3 3 3
7 Way Kanan 0,55 0,51 3 3 3
8 Tulangbawang 0,45 0,43 3 3 3
9 Pesawaran 0,41 0,68 5 5 5
10 Pringsewu 0,51 0,58 3 3 3
11 Mesuji 0,40 0,48 3 3 3
12 Tulang Bawang Barat 0,55 0,45 3 3 3
13 Pesisir Barat 0,48 0,53 3 3 3
14 Kota Bandar Lampung 0,60 0,56 3 3 3
15 Kota Metro 0,68 0,51 3 3 3

Sumber: SIDIK Tahun 2020
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Gambar 2. 23 Peta Tingkat Kerentanan Berdasarkan SIDIK di Provinsi
Lampung
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Kerentanan terhadap Bencana. Kerentanan terhadap perubahan
iklim pun dapat dilihat dari kerentanan terhadap bencana banjir, kebakaran
hutan dan laha, gelombang ekstrim dan abrasi dan cuaca ekstrim. Provinsi
Lampung berada pada rawan bencana banjir rendah, sedang dan tinggi namun
dilihat dari luasan kategori tersebut, rata-rata Provinsi Lampung berada pada
Rawan bencana banjir rendah dengan luas 249.896,6 Ha, luasan tertinggi
berada di Kabupaten Tulang Bawang dengan luas 75.154,3 Ha. Sedangkan
bencana banjir tinggi memiliki luas sebesar 129.811,5 Ha yang tersebar
hampir di seluruh kabupaten.

Tabel 2. 30 Kerentanan Bencana Banjir di Provinsi Lampung

Bencana Banjir (Ha)
No. Kabupaten/Kota Jumlah
Rendah Sedang Tinggi
1 Kab. Lampung Barat 3.367,3 859,3 696,4 49229
2 Kab. Lampung Selatan 9.465,9 2.638,9 3.291,7 15.396,5
3 Kab. Lampung Tengah 26.019,8 10.802,3 18.103,3 54.925,4
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Bencana Banjir (Ha)
No. Kabupaten/Kota Jumlah
Rendah Sedang Tinggi
4 Kab. Lampung Timur 37.650,7 18.667,0 20.148,3 76.465,9
5 | Kab. Lampung uTara 2.040,2 1.805,0 1.335,1 5.180,3
6 | Kab. Mesuji 55.755,6 15.603,2 18.091,2 89.449,9
7 | Kab. Pesawaran 4.504,8 1.291,7 1.622,1 7.418,6
8 Kab. Pesisir Barat 23.422,1 6.914,9 9.468,6 39.805,6
9 Kab. Pringsewu 469,3 469,3
10 | Kab. Tanggamus 3.400,9 3.294,1 4.957,3 11.652,3
11 | Kab. Tulang Bawang 75.154,3 33.877,1 40.723,5 149.754,9
12 | Kab. Tulang Bawang Barat 3.291,2 5.358,0 4.760,9 13.410,1
13 | Kab. Way Kanan 3.390,8 7.236,5 6.172,7 16.800,0
14 | Kota Bandar Lampung 1.873,7 128,1 440,5 2.442,2
15 | Kota Metro 90,1 90,1
Jumlah 249.896,6 | 108.476,1 | 129.811,5 | 488.184,2

Sumber: Inarisk BNPB

Gambar 2. 24 Peta Bahaya Bencana Banjir di Provinsi Lampung
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Kemudian dilihat dari cuaca ektrim di Provinsi Lampung rata-rata berada

pada rawan cuaca ektrim tinggi dengan luas 2.718.567,4 Ha dimana luasan

tertinggi berada pada Kabupaten Lampung Tengah seluas 350.863,0 Ha. Untuk

cuaca ekstrim rendah memiliki luas 526.208,2 Ha tersebar di seluruh wilayah

Kabupaten, kecuali Kota Metro tidak berada pada cuaca ekstrim rendah.

Sedangkan cuaca ekstrim dengan kategori sedang memiliki luas 787.547,3 Ha.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 31 Kerentanan Terhadap Cuaca Ekstrim di Provinsi Lampung

Cuaca Ekstrim (ha)
No. Kabupaten/Kota Jumlah
Rendah Sedang Tinggi
1 | Kab. Lampung Barat 56.963,1 10.188,2 16.621,1 83.772,4
2 Kab. Lampung Selatan 36.581,3 88.063,2 75.290,4 199.934,9
3 | Kab. Lampung Tengah 13.436,9 70.470,4 350.863,0 434.770,3
4 | Kab. Lampung Timur 43.184,4 137.393,4 | 199.365,6 379.943,4
5 | Kab. Lampung Utara 40.351,3 89.830,6 107.905,1 238.087,0
6 | Kab. Mesuji 8.912,9 104.459,1 | 106.499,5 219.871,6
7 | Kab. Pesawaran 15.222,9 20.463,8 20.066,7 55.753,4
8 | Kab. Pesisir Barat 115.972,9 20.500,1 19.501,1 155.974,1
9 | Kab. Pringsewu 13.135,2 13.703,7 23.477,5 50.316,4
10 | Kab. Tanggamus 67.224,1 16.381,7 24.140,8 107.746,6
11 | Kab. Tulang Bawang 1.011,2 46.939,6 263.558,3 311.509,1
12 | Kab. Tulang Bawang Barat 3.504,0 39.297,9 82.875,8 125.677,7
13 | Kab. Way Kanan 106.536,5 | 128.530,7 96.628,8 331.696,0
14 | Kota Bandar Lampung 4,171,5 1.130,4 10.891,3 16.193,1
15 | Kota Metro 194,4 7.127,0 7.321,4
Jumlah 526.208,2 | 787.547,3 | 1.404.812,0 | 2.718.567,4

Sumber: BPBD Prov. Lampung
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Gambar 2. 25 Peta Bahaya Cuaca Ektrim di Provinsi Lampung
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Sumber: Hasil Analisis Tim Pembuat KLHS RPJP Prov. Lampung, 2025-2045

Selanjutnya dilihat dari kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Lampung yang
rata-rata berada pada kebakaran hutan dan lahan rendah dan sedang dengan
luas 1.144.756,1 Ha, sedangkan bencana kebakaran hutan dan lahan tinggi
tersebar di Kabupaten lampung Tengah, Lampung Timur, Lampung Utara,
Kabupaten Mesuji, Pesisir Barat, Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat dan
Kabupaten Way Kanan dengan luas 385.868,0 Ha.

Tabel 2. 32 Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Lampung

Kebakaran Hutan dan Lahan
No. Kabupaten/Kota Jumlah
Rendah Sedang Tinggi
1 Kab. Lampung Barat 162.327,1 1.050,5 163.377,5
2 Kab. Lampung Selatan 70.498,6 77.645,3 148.144,0
3 Kab. Lampung Tengah 125.786,3 188.032,2 37.739,8 351.558,3
4 | Kab.Lampung Timur 101.365,0 112.399,9 84.205,4 297.970,3
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Kebakaran Hutan dan Lahan
No. Kabupaten/Kota Jumlah
Rendah Sedang Tinggi
5 Kab. Lampung Utara 79.762,0 140.023,5 6.916,1 226.701,6
6 | Kab. Mesuji 4.202,7 90.241,2 97.254,8 191.698,7
7 Kab. Pesawaran 88.139,6 15.048,4 103.188,0
8 | Kab. Pesisir Barat 108.693,4 53.744,8 90,6 162.528,7
9 Kab. Pringsewu 40.915,9 1.259,9 42.175,8
10 | Kab. Tanggamus 249.434,5 10.292,5 259.727,0
11 | Kab. Tulang Bawang 9.459,1 184.900,4 55.187,2 249.546,7
12 | Kab. Tulang Bawang Barat 7.423,6 65.006,6 32.337,9 104.768,1
13 | Kab. Way Kanan 90.635,4 152.324,8 72.136,2 315.096,5
14 | Kota Bandar Lampung 4,151,7 4.151,7
15 | Kota Metro 1.961,3 1.961,3
Jumlah 1.144.756,1 | 1.091.969,9 | 385.868,0 | 2.622.594,0

Sumber: Inarisk BNPB

Grafik 2. 15 Grafik Kebakaran Hutan dan Lahan
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Gambar 2. 26 Peta Bahaya Kebakaran Hutan dan Lahan
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Dilihat dari bencana gelombang ekstrim dan abrasi di Provinsi Lampung
berada pada gelombang ekstrim dan abrasi rendah, sedang dan tinggi namun
luasan terbesar berada pada kategori bencana rendah dan tinggi seluas
6.172,7 Ha dan 5.286,6 Ha hanya tersebar di Kabupaten Lampung Selatan,
Lampung Timur, Pesawaran, Pesisir Barat, Tanggamus, Tulang Bawang dan

Kota Bandar Lampung.

Tabel 2. 33 Bencana Gelombang Ekstrim dan Abrasi di Provinsi Lampung

Bencana Gelombang Ekstrim dan
No. Kabupaten/Kota Abrasi (Ha) Jumlah
Rendah Sedang Tinggi
1 Kab. Lampung Selatan 1.359,0 139,5 974,3 2.472,8
2 Kab. Lampung Timur 827,2 133,4 668,6 1.629,2
3 Kab. Pesawaran 1.340,4 151,0 587,2 2.078,7
4 Kab. Pesisir Barat 434,3 299,2 1.880,7 2.614,2
5 Kab. Tanggamus 1.452,1 208,0 998,4 2.658,4
6 Kab. Tulang Bawang 616,5 77,4 68,6 762,5
7 Kota Bandar Lampung 143,3 9,9 108,7 261,9
Jumlah 6.172,7 1.018,3 5.286,6 12.477,6

Sumber: Inarisk BNPB
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Grafik 2. 16 Bencana Gelombang Ekstrim dan Abrasi di Provinsi Lampung
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Gambar 2. 27 Peta Indeks Bahaya Gelombang Ekstrim dan Abrasi
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2.1.1.6.6 Persentase Pemanfaatan Ruang sesuai RTRW Provinsi
Lampung Tahun 2023 - 2043

Capaian Persentase kesesuaian perencanaan dan pemanfaatan ruang terhadap rencana

tata ruang

Tahun | Target | Realisasi | Capaian i it
2019 - -

2020 | 80,00% | 80,00% 100%
2021 | 83,00% | 83,00% 100%
2022 | 86,00% | 86,00% 100%
2023 | 86,00% | 87,00% | 100%

Capaian Indikator Kinerja Utama Persentase kesesuaian perencanaan dan
pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang dapat dilihat pada tabel di
atas. Sasaran ke-6 : Meningkatkan kesesuaian pemanfaatan ruang dengan
RTRW memiliki 1 (satu) indikator sasaran Persentase kesesuaian
perencanaan dan pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang dengan
capaian realisasi 87,00% dari target 86,00% yang direncanakan dalam
perubahan perjanjian kinerja tahun 2023 sehingga persentase capaian
kinerjanya adalah 100%.

Capaian ini telah mencapai target yang diperjanjikan dan kriteria penilaian
realisasi kinerja memperoleh predikat sanggat tinggi. Realisasi kinerja pada
indikator ini sejak tahun 2020 mengalami peningkatan dilihat dari tahun 2020
realisasinya 80,00%, pada tahun 2021 sebesar 83,00%, pada tahun 2022
sebesar 86,00%, dan pada tahun 2023 87,00%.

Tabel Data Capaian kesesuaian perencanaan dan pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang

Realisasi : Realisasi
No Rencana Program Rencana Perhitungan .
Program Capaian
STRUKTUR RUANG 81 66 66/81*100 81%
1 | Sistem Perkotaan 3 3
2 | Sistem Jaringan Prasarana 78 63
POLA RUANG 43 42 42/43*100 98%
1 | Kawasan Lindung 13 13
2 | Kawasan Budi Daya 25 24
3 | Kawasan Strategis 5 5
Total 124 108 108/124*100 87%
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2.1.1.7 Kondisi Demografi

Penduduk merupakan salah satu faktor penting dalam perencanaan
pembangunan. Dalam perspektif pembangunan berwawasan kependudukan
yang menempatkan penduduk sebagai titiksentral pembangunan, penduduk
tidak hanya dipandang sebagai objek pembangunan, namun juga berperan
penting sebagai subjek pembangunan. Pembangunan dikatakan berhasil
apabila  pembangunan  direncanakan secara  seksama  dengan
memperhitungkan berbagai aspek. Salah satu determinan penting dalam
perencanaanpembangunan adalah aspek penduduk beserta dampak-

dampaknya.

Provinsi Lampung memiliki jumlah penduduk terbesar kedua di
Sumatera. Banyaknya jumlah penduduk tersebut dapat mendorong ekonomi
dengan meningkatkan aspek kualitasnya dapat menjadi salah satu modal
pembangunan ketika jumlah penduduk usia produktif sangat besar. Jumlah
penduduk provinsi lampung pada tahun 2023 tercatat sebanyak 9.313.990
jiwa meningkat dari 2022 sebanyak 9.176.546 jiwa tumbuh sebesar 1,12
persen. Laju pertumbuhan penduduk provinsi Lampung mengalami kenaikan

dengan rata-rata 0,08 persen.

Tabel 2. 34 Penduduk Provinsi Lampung Tahun 2020-2023

No URAIAN 2020 2021 2022 2023
) ) (3) 4) (5) (6)
1. | Jumlah Penduduk (jiwa) 8.521.201 9.081.792 | 9.176.546 | 9-313.990
- Laki-Laki (jiwa) 4.359.897 4.651.698 | 4.697.217 | 4.760.260
- Perempuan (jiwa) 4.161.304 4.430.094 | 4.479.329 | 4.553.720
Laju Pertumbuhan
2. | Penduduk (%) 0.87 1.10 1.04 1.12
Kepadatan Penduduk 268,46 270,67 273,31 277,41
3. | (jiwa/km)

Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2024

2.1.1.81 Laju Pertumbuhan Penduduk

Laju Pertumbuhan penduduk provinsi Lampung dari tahun 2019-2023
menunjukkan tren yang fluktuatif. Secara persentase laju pertumbuhan
penduduk padatahun 2019 sebesar 0,92 persen menjadi 1,12 persen di tahun
2023. Meskipun cenderung naik namun masih dibawah angka Ilaju

pertumbuhan secara nasional. Hal ini mengindikasikan keberhasilan
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kebijakan pemerintah provinsi lampung dalam pengendalian kuantitas
penduduk.

Grafik 2. 17 Laju Pertumbuhan Penduduk Provinsi Lampung (Persen)
tahun 2019-2023
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Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2024

2.1.1.8.2 Jumlah dan Distribusi Penduduk

Jumlah Penduduk Provinsi Lampung pada tahun 2023 sebanyak
9.313.990 jiwa yang tersebar pada 15 Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung.
Berdasarkan sebarannya, jumlah penduduk yang terbesar berada pada
Kabupaten Lampung Tengah dengan jumlah penduduk sebanyak 1.508,33
ribu jiwa disusul oleh Kota Bandar Lampung sebanyak 1.202,07 ribu jiwa dan
Kabupaten Lampung Timur sebanyak 1.142,58 ribu jiwa. Sedangkan
Kabupaten dengan penduduk terkecil adalah Kabupaten Pesisir Barat yaitu
sebanyak 169,75 ribu jiwa. Untuk tingkat kepadatan penduduk Provinsi
Lampung pada tahun 2023, sebesar 277,41 Jiwa Per Km2 dan untuk wilayah
terpadat di Provinsi Lampung adalah oleh Kota Bandar Lampung dengan
tingkat kepadatan sebesar 6.542,95 Jiwa Per Km2 disusul oleh Kota Metro
sebesar 2.374,95 dan Kabupaten Pringsewu sebesar 682,29. Sebaran
penduduk Provinsi Lampung di Kabupaten/Kota dapat dilihat pada tabel
berikut :

RKPD PROVINSI LAMPUNG Tahun 2025 . Il - 65



Tabel 2. 35 Jumlah Penduduk menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2020-2023

Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota (ribu jiwa)
Kabupaten Kota 2020 2021 2022 2023
Lampung Barat 302,14 302,75 303,40 312,43
Tanggamus 640,28 645,81 652,90 662,54
Lampung Selatan 1.064,30 1.071,73 1.081,12 1.105,00
Lampung Timur 1.110,34 1.118,12 1.127,95 1.142,58
Lampung Tengah 1.460,05 1.477,40 1.500,02 1.508,33
Lampung Utara 633,10 634,12 635,13 653,85
Way Kanan 473,58 476,87 481,04 491,11
Tulang Bawang 430,02 430,63 431,21 445,17
Pesawaran 477,47 481,71 487,15 494,28
Pringsewu 405,47 406,82 408,42 419,59
Mesuji 227,52 229,77 232,68 237,94
Tulang Bawang Barat 286,16 287,71 289,62 295,48
Pesisir Barat 162,70 163,64 164,82 169,75
Bandar Lampung 1.166,07 1.184,95 1.209,94 1.202,07
Metro 168,68 169,78 171,17 173,87
Provinsi Lampung 9.007,85 9.081,79 9.176,55 9.313,99

Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2024

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.1.2.1

Pertumbuhan Ekonomi

Kinerja pembangunan perekonomian tergambarkan dari pertumbuhan
ekonomi (economic growth) yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi yang
dilakukan oleh para pelaku kegiatan ekonomi (rumah tangga, korporasi atau
perusahaan, pemerintah dan unit lembaga swasta nirlaba) dengan cara
mengelola sumber daya yang ada, baik sumber daya alam maupun sumber
daya manusia. Salah satu indikator makro ekonomi yang dapat
menggambarkan kinerja perekonomian wilayah dalam kurun waktu tertentu,
adalah pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atau Laju

Pertumbuhan Ekonomi.

Selama periode 2017-2022, Laju Pertumbuhan Ekonomi Lampung
sebelum pandemic Covid 19 memperlihatkan trend yang terus meningkat dari
5,16 persen di tahun 2017 menjadi 5,26 persen pada tahun 2019. Selama
periode ini Provinsi Lampung selalu berada diatas rata-rata pertumbuhan
ekonomi Nasional dan Sumatera. Namun sebagai dampak pandemi Covid-19
yang terjadi pada awal 2020, perekonomian Lampung mengalami kontraksi

yang cukup dalam hingga mencapai minus 1,67 persen.
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Sejalan waktu, pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung terus
mengalami recovery, untuk Tahun 2023, pertumbuhan Ekonomi Provinsi
Lampung (c to c), tumbuh sebesar 4,55 persen, menguat dibanding Tahun
2022 yang tumbuh sebesar 4,28 persen. Secara spasial, jika dibandingkan
dengan pertumbuhan ekonomi Nasional dan regional Sumatera, Pertumbuhan
Ekonomi Provinsi Lampung masih di bawah pertumbuhan ekonomi Nasional
(5,32) dan Sumatera (4,62). Adapun secara nominal, perekonomian Lampung
pada Tahun 2023 berdasarkan ADHB dan ADHK (2010) masing-masing
sebesar Rp. 448.880,25 Miliar dan Rp. 269.240,54 Miliar.

Grafik 2. 18 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Lampung, Sumatera dan
Indonesia Tahun 2019 - 2023
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Sumber : BPS Indonesia, 2024

A. PDRB Menurut Lapangan Usaha

Ekonomi Provinsi Lampung tahun 2023 mengalami pertumbuhan
sebesar 4,55 persen, menguat dibanding tahun 2022 (c-to-c) yang tercatat
tumbuh sebesar 4,28 persen. Pertumbuhan positif terjadi pada seluruh
lapangan usaha terutama Transportasi dan Pergudangan, Jasa Lainnya, serta
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum yang tumbuh masing-masing
sebesar 16,66 persen, 15,38 persen, dan 13,38 persen. Lapangan usaha
Perdagangan Besar-Eceran dan Reparasi Mobil-Sepeda Motor serta Informasi

dan Komunikasi juga tumbuh cukup pesat mencapai 9,76 persen dan 7,50
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persen. Selanjutnya diikuti oleh pertumbuhan lapangan usaha Konstruksi dan
Jasa Perusahaan yang tumbuh sebesar 7,06 persen dan 5,79 persen.

Struktur PDRB Provinsi Lampung tahun 2023 atas dasar harga berlaku
menurut lapangan wusaha tidak menunjukkan perubahan berarti.
Perekonomian Provinsi Lampung masih didominasi oleh lapangan usaha
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dengan peranan sebesar 27,29 persen;
diikuti Industri Pengolahan sebesar 18,01 persen; Perdagangan Besar-Eceran
dan Reparasi Mobil-Sepeda Motor sebesar 13,98 persen; serta Konstruksi
sebesar 9,86 persen. Peranan keempat lapangan usaha tersebut dalam
perekonomian Provinsi Lampung mencapai 69,14 persen. Bila dilihat dari
penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung tahun 2023
sebesar 4,55 persen, lapangan usaha Perdagangan Besar-Eceran dan Reparasi
Mobil-Sepeda Motor menjadi sumber pertumbuhan tertinggi sebesar 1,34
persen, diikuti lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan sebesar 0,97
persen, serta Konstruksi sebesar 0,72 persen. Sementara sumber

pertumbuhan dari lapangan usaha lain sebesar 1,52 persen

Ekonomi Provinsi Lampung triwulan IV-2023 dibanding periode yang
sama tahun 2022 (y-on-y) mengalami pertumbuhan sebesar 5,40 persen,
menguat dibanding triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 3,93 persen.
Pertumbuhan positif terjadi pada sebagian besar lapangan usaha terutama
Konstruksi, Jasa Keuangan, serta Jasa Lainnya yang tumbuh masing-masing
sebesar 15,16 persen, 13,26 persen, dan 11,80 persen. Lapangan usaha
Transportasi dan Pergudangan juga mengalami pertumbuhan cukup pesat
mencapai 11,03 persen, diikuti Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
yang tumbuh sebesar 9,78 persen. Di sisi lain, beberapa lapangan usaha
mengalami kontraksi terutama pada lapangan usaha Pengadaan Listrik dan
Gas yang terkontraksi sebesar 7,74 persen serta Administrasi Pemerintahan,

Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib yang tekontraksi sebesar 2,33 persen.

Ekonomi Provinsi Lampung triwulan IV-2023 dibanding triwulan III
2023 (g-to-q) terkontraksi sebesar 3,99 persen. Kontraksi pertumbuhan
terutama disebabkan penurunan produksi Pertanian, Kehutanan dan
Perikanan yang merupakan sektor dominan penopang perekonomian Provinsi
Lampung. Tercatat pertumbuhannya mengalami kontraksi sebesar 18,69
persen. Selain itu, kontraksi juga terjadi pada lapangan usaha Pengadaan

Listrik dan Gas serta Industri Pengolahan dengan kontraksi sebesar 9,25
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persen dan 5,94 persen. Meski demikian, sebagian besar lapangan usaha
menunjukkan pertumbuhan positif. Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh
lapangan usaha Konstruksi serta Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan
Jaminan Sosial Wajib yang tumbuh sebesar 8,16 persen dan 6,81 persen. Selain

itu lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan serta Jasa Keuangan.

B. PDRB Menurut Pengeluaran

Ekonomi Provinsi Lampung tahun 2023 tumbuh sebesar 4,55 persen.
Pertumbuhan terjadi pada seluruh komponen pengeluaran. Komponen
pengeluaran yang tumbuh signifikan adalah Komponen Pengeluaran Lembaga
Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) yang tumbuh sebesar
10,59 persen; diikuti Komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 5,89 persen;
Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) sebesar 5,15
persen; Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 4,14
persen; dan Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) sebesar
2,06 persen. Sementara itu, Komponen Impor Barang dan Jasa tumbuh sebesar
6,18 persen. Struktur PDRB Provinsi Lampung menurut pengeluaran atas
dasar harga berlaku tahun 2023 tidak menunjukkan perubahan yang berarti.
Perekonomian Lampung masih didominasi oleh Komponen PK-RT yang
mencakup lebih dari separuh PDRB Lampung yaitu sebesar 62,34 persen;
diikuti oleh komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 51,79 persen;
Komponen PMTB sebesar 32,33 persen; Komponen PK-P sebesar 6,60 persen;
Komponen PK-LNPRT sebesar 1,72 persen; dan Komponen Perubahan
Inventori sebesar 0,25 persen. Sementara itu, Komponen Impor Barang dan
Jasa sebagai faktor pengurang dalam PDRB memiliki peran sebesar 55,02

persen.

Ekonomi Provinsi Lampung pada triwulan 1V-2023 terhadap triwulan
IV-2022 (y-on-y) tumbuh sebesar 5,40 persen. Pertumbuhan positif terjadi
pada semua Komponen Pengeluaran. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada
Komponen PK-LNPRT sebesar 17,36 persen; diikuti Komponen PMTB sebesar
7,08 persen; Komponen PK-RT sebesar 4,64 persen; Komponen Ekspor
Barang dan Jasa sebesar 4,44 persen; dan Komponen PK-P sebesar 3,36
persen. Sementara itu, Komponen Impor Barang dan Jasa (yang merupakan
faktor pengurang dalam PDRB menurut pengeluaran) tumbuh sebesar 4,80

persen.

RKPD PROVINSI LAMPUNG Tahun 2025 . Il-69



Ekonomi Provinsi Lampung pada triwulan 1V-2023 dibanding triwulan
[1I-2023 (g-to-q) mengalami kontraksi sebesar 3,99 persen. Pertumbuhan
terjadi pada hampir seluruh komponen pengeluaran, kecuali Komponen
Ekspor Barang dan Jasa yang mengalami kontraksi sebesar 0,86 persen.
Pertumbuhan tertinggi terjadi pada Komponen PK-P sebesar 47,45 persen;
diikuti Komponen PK-LNPRT sebesar 10,08 persen; Komponen PMTB sebesar
6,49 persen; dan Komponen PK-RT sebesar 0,81 persen. Sementara itu,

Komponen Impor Barang dan Jasa tumbuh sebesar 19,09 persen.

Jika dibandingkan dengan daerah provinsi setara dalam lingkup regional
Sumatera, pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung tahun 2023 berada pada
urutan ke-6 setelah Provinsi Kepulauan Riau, Sumatera Utara, Sumatera
Selatan, dan Sumatera Barat dan Jambi. Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi

Lampung dan Sumatera dapat dilihat pada grafik I1-3.

Grafik 2. 19 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Se-Sumatera tahun 2023
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Sumber : BPS Indonesia, 2024

Pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota se-Provinsi Lampung pada
tahun 2023 menunjukkan peningkatan yang ditunjukkan sebanyak 8
kabupaten/kota yang memiliki angka pertumbuhan ekonomi di atas angka
pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung, yaitu Kota Bandar Lampung (4,99),
Kota Metro (4,86), Kabupaten Lampung Selatan (4,82), Kabupaten Pringsewu
(4,78), Kabupaten Lampung Tengah (4,70), Kabupaten Tanggamus (4,70),
Kabupaten Lampung Barat (4,69) dan Kabupaten Way Kanan (4,63).
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Tabel 2. 36 Pertumbuhan Ekonomi Kab/Kota se-Provinsi Lampung 2023

Provinsi Lampung I 4.55

Metro

Bandar Lampung
Pesisir Barat
Tulang Bawang Barat
Mesuji
Pringsewu
Pesawaran
Tulang Bawang
Way Kanan
Lampung Utara
Lampung Tengah
Lampung Timur
Lampung Selatan
Tanggamus
Lampung Barat

Sumber : BPS Provinsi Lampung, diolah (2024)

4.86

4.99

3.42

4.53

4.06
4.78

4.49

4.27

4.63

4.22

4.7

3.51

4.82

4.7

4.69

Pasca pandemi Covid, terdapat pergeseran Kabupaten dengan capaian

Laju Pertumbuhan Ekonomi tertinggi. Bila sebelum pandemi, pertumbuhan

ekonomi tertinggi selalu dicapai selain Kota Bandar Lampung juga oleh

Kabupaten Lampung Tengah dan Kabupaten Lampung Selatan. Saat ini Kota

Metro, Kabupaten Pringsewu dan Tanggamus mampu tumbuh dengan

pertumbuhan ekonomi sedikit di atas Provisi Lampung.

Tabel 2. 37 Pertumbuhan Ekonomi Kab/Kota se-Provinsi Lampung 2019-

2023

Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Kabupaten/Kota (persen)

Kabupaten/Kota
2019 2020 2021 2022 2023
Lampung Barat 5.18 -1.16 2.55 4.09 4.69
Tanggamus 5.02 -1.77 2.34 4.16 4.70
Lampung Selatan 5.13 -1.73 2.6 4.81 4.82
Lampung Timur 3.79 -2.26 0.24 2.02 3.51
Lampung Tengah 5.35 -1.02 2.88 4.65 4.70
Lampung Utara 5.33 -1.45 2.82 3.16 4.22
Way Kanan 5.17 -1.16 2.9 4.41 4.63
Tulang Bawang 5.41 -1.34 2.88 3.85 4.27
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Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Kabupaten/Kota (persen)

Kabupaten/Kota
2019 2020 2021 2022 2023

Pesawaran 5 -1.26 2.08 4.55 4.49
Pringsewu 5.03 -1.21 291 4.37 4.78
Mesuji 5.26 -1.35 2.84 3.49 4.06
Tulang Bawang Barat 5.36 -1.32 2.89 4.49 4.53
Pesisir Barat 5.47 -1.18 2.06 2.82 342
Bandar Lampung 6.17 -1.88 3.12 4.93 4.99
Metro 5.57 -1.79 291 4.51 4.86
Provinsi Lampung 5.26 -1.67 2.77 4.28 4.55
Nasional 5.02 -2.07 3.69 5.31 5.05

Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2024

2.1.2.2
Inflasi adalah indikator angka (dalam satuan persen) yang digunakan

Inflasi

untuk melihat tingkat kenaikan harga secara umum dan terus-menerus.
Inflasi Provinsi Lampung diukur dari keadaan perkotaan yang diwakili oleh
Kota Bandar Lampung dan Kota Metro. Secara umum, inflasi di Provinsi

Lampung merupakan gabungan dari kondisi inflasi pada dua kota tersebut.

Grafik 2. 20 Perkembangan Inflasi Gabungan Provinsi Lampung dan Nasional
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Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2024

Secara tahunan (y to d), inflasi gabungan dua kota di Provinsi Lampung
pada Triwulan IV 2023 tercatat masih berada pada rentang sasaran inflasi
yaitu 3%=1, yaitu senilai 3,47%, lebih rendah dibandingkan inflasi tahun 2022

sebesar 5,51% yang merupakan angka inflasi tertinggi selama lima tahun
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terakhir. Capaian Tahun 2023 tersebut terpantau lebih tinggi dibandingkan

inflasi nasional sebesar 2,61% (y on y), namun lebih rendah daripada inflasi
gabungan 28 kota di Sumatera yang tercatat sebesar 2,17% (y to d).

Gambar 2. 28 Perkembangan Inflasi Provinsi Lampung Tahun 2020-2023
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Sumber : Data BPS, 2023

Secara tahunan (years to date), penyumbang inflasi terbesar pada
Triwulan IV 2023 disumbang oleh Kelompok Makanan, Minuman dan
Tembakau dengan andil 2,27% dan Nilai Inflasi 9,36 % (ytd), diikuti oleh
kelompok Pendidikan dengan andil sebesar 0,12% dan nilai inflasi 3,68%
serta Kelompok Perlengkapan, Peralatan dan Pemeliharaan Rutin Rumah
Tangga dengan andil sebesar 0,11% dan nilai inflasi 2,15% (ytd).

Tabel 2. 38 Tingkat Inflasi dan Andil Inflasi Tahun Kalender 2023 Menurut
Kelompok Pengeluaran

Tingkat Andil Inflasi

IHK
Kelompok Pengeluaran Desember Inflasi Tahun Tahun
Kalender Kalender

Bl 2023 2023
Umum (Headine) 118,65 3,47 3,47
Makanan, MInuman, dan Tembakau 131,25 9,36 2,77
Pakaian dan Alas Kaki 111,29 1,55 0,09
Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar 104,90 0,70 0,12
Rumah Tangga
Perlengkapan, Peralatann & Pemeliharaan 116,39 2,15 0,11
Rutin Rmh Tangga
Kesehatan 118,65 1,10 0,03
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Tingkat Andil Inflasi

IHK
Kelompok Pengeluaran Desember Inflasi Tahun Tahun
Kalender Kalender
20zs 2023 2023
Transportasi 121,98 -0,27 -0,04
Informasi, Komunikasi< dan Jasa Keuangan 94,07 -0,28 -0,01
Rekreasi, Olahraga, dan Budaya 116,15 1,41 0,03
Pendidikan 125,67 3,68 0,19
Penyedian Makanan dan Minuman/Restoran 118,53 0,98 0,08
Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya 120,06 1,57 0,09

Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2024

Pada Desember 2023, tingkat inflasi tahun ke tahun Desember 2023
terhadap Desember 2022 sebesar 3,47 persen, lebih rendah bila dibandingkan
inflasi tahun ke tahun Desember 2022 terhadap Desember 2021 yang sebesar
5,51 persen (tertinggi dalam tiga tahun terakhir).

Sedangkan Desember 2021 terhadap Desember 2020 sebesar 2,19
persen. Tingkat inflasi bulan ke bulan pada Desember 2023 mengalami inflasi
sebesar 0,01 persen, jauh lebih rendah jika dibandingkan bulan Desember
2022 dengan tingkat inflasi sebesar 0,62 persen. Sedangkan bulan Desember
2021 mengalami inflasi tertinggi selama tiga tahun terakhir yaitu sebesar 0,99

persen.

Tingkat inflasi tahun kalender Desember 2023 sebesar 3,47 persen, lebih
rendah jika dibandingkan Desember 2022 dengan inflasi sebesar 5,51 persen
(tertinggi dalam tiga tahun terakhir). Sementara tahun kalender Desember
2021 mengalami inflasi sebesar 2,19 persen.

Tabel 2. 39 Tingkat Inflasi Bulanan, Tahun Kalender, dan Tahun ke Tahun
2021-2023 (Persen)

Tingkat Inflasi 2021 2022 2023
Desember (m-t-m terhadap bulan sebelumnya) 0,99 0,62 0,01
Tahun Kalender (Desember tahun n terhadap
2,19 5,51 3,47
Desember tahun n-1)
Tahun Kalender (Desember tahun n terhadap
2,19 5,51 3,47

Desember tahun n-1)

Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2024

Bila dibandingkan regional Sumatera, Inflasi Provinsi Lampung Tahun

2023 merupakan yang tertinggi. Walaupun masih dalam rentang target inflasi

RKPD PROVINSI LAMPUNG Tahun 2025 . Il-74



Tahun 2023 yang sebesar 31, namun hal ini patut pula menjadi perhatian,

terutama pada intervensi Pemerintah Daerah untuk menjaga kestabilan harga
terutama pada komoditas pangan. Secara teori, Inflasi yang tinggi juga akan
menggerus pertumbuhan ekonomi melalui dampaknya terhadap daya beli
masyarakat, sehingga penting untuk menjaga keseimbangan antara inflasi

yang terkendali dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Gambar 2. 29 Inflasi di Sumatera
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Sumber : BPS Indonesia, 2023 (diolah).

Secara garis besar, meningkatnya tekanan inflasi di triwulan IV 2023
dibandingkan periode sebelumnya sejalan dengan peningkatan tekanan inflasi
pada seluruh kelompok Core Inflation, Volatile Food, dan Administered Price.
Menghadapi tekanan inflasi pada triwulan IV 2023, TPID tetap berkoordinasi
dan melaksanakan langkah pengendalian bersama dengan Pemerintah
Provinsi Lampung untuk memastikan Kketerjangkauan harga dengan
melakukan pemantauan harga harian dan memastikan ketersediaan pasokan
melalui pendataan yang akurat dan penguatan Kerjasama Antar Daerah
(KAD). Upaya lainnya dari TPID adalah memastikan kelancaran distribusi dan
melakukan komunikasi efektif kepada masyarakat terkait ketersediaan
pasokan dan rencana pemenuhan pasokan sehingga dapat memberi
ekspektasi positif bagi masyarakat, sekaligus himbauan untuk berbelanja
secara bijak. Selain itu, terdapat Gerakan Nasional (Gernas) Pengendalian
Inflasi Pangan (GNPIP) sebagai langkah komitmen bersama untuk

mengoptimalkan upaya-upaya pengendalian inflasi dari sisi suplai dan
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mendorong produksi guna mendukung ketahanan pangan secara integratif,
masif, dan berdampak nasional.

2.1.2.3 Pendapatan Perkapita

PDRB Per Kapita atau Pendapatan Per Kapita digunakan sebagai
indikator untuk menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat di suatu
wilayah. PDRB per kapita penduduk diperoleh dengan membagi besaran
PDRB masing-masing wilayah dengan banyaknya penduduk pertengahan
tahun di wilayah bersangkutan. PDRB Perkapita Provinsi Lampung selama
kurun waktu 2017-2019 mengalami peningkatan dari Rp. 37 juta menjadi Rp.
42 juta. Pandemi Covid 19 yang mengakibatkan menurunnya aktivitas
perekonomian baik dari sisi produksi maupun pengeluaran, penurunan
pendapatan perkapita menjadi Rp. 39 Juta pada Tahun 2020. Sejalan dengan
peningkatan akativitas masyarakat dan upaya pemulihan ekonomi,
pendapatan perkapita di Provinsi Lampung, mulai menunjukkkan
peningkatan sampai dengan Tahun 2023 senilai Rp 48,19 Juta. Hal ini
menunjukkan peningkatan aktivitas perekonomian baik dalam hal produksi
maupun pengeluaran. Namun bila dibandingkan secara nasional, PDRB
Perkapita Lampung juga masih di bawah rata-rata PDRB Perkapita Nasional
yang tercatat sebesar 74,97 Juta Rupiah pada tahun 2023.

Grafik 2. 21 PDRB Perkapita Provinsi Lampung dan Nasional 2019-2023
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Sumber : BPS Indonesia, 2024
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Bila dibandingkan dengan regional Sumatera, PDRB Perkapita Provinsi
Lampung hanya menempati 3 terendah bersama-sama Provinsi Aceh dan
Bengkulu. Hal ini tentu saja perlu menjadi perhatian bagi Pemerintah Provinsi
Lampung dalam upaya peningkatan produktivitas pada sektor-sektor
strategis di Provinsi Lampung yang bermuara pada peningkatan

kesejahteraan masyarakat.

Grafik 2. 22 PDRB Perkapita Regional Sumatera Tahun 2023
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Sumber : BPS Indonesia, 2024

Perkembangan PDRB Perkapita kabupaten/kota di Provinsi Lampung
lima tahun terakhir menunjukkan Kabupaten Tulang Bawang mempunyai
PDRB Perkapita tertinggi dengan rata-rata pertumbuhan mencapai 4,8 persen.
Setelah itu diikuti Kabupaten Lampung Barat dan Mesuji masing-masing
sebesar 4,10 persen dan 3,31 persen. Rata-rata pertumbuhan PDRB Perkapita
terendah berada di Kabupaten Lampung Tengah dan Bandar Lampung,
masing-masing 0,8 persen dan 1 persen. Pada Tahun 2021, Kabupaten Tulang
Bawang tercatat sebagai penerima PDRB per kapita terbesar (Rp. 56,12 juta),
lebih tinggi dibandingkan dari PDRB per kapita Provinsi Lampung (Rp. 45,10
juta).
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Tabel 2. 40 PDRB Per Kapita Kabupaten/Kota ADHB se-Provinsi Lampung

Wilayah 2019 2020 2021 2022 2023
Lampung Barat 23.404.088 23.614.681 24.502.694 26.807.920 28.863.642
Tanggamus 26.034.307 24.222.600 @ 25.238.434 27.644.345 29.596.873

Lampung Selatan 44.129.169 41.704.922 42.846.721 47.210.058 50.461.132
Lampung Timur 39.797.485 36.708.873 | 39.143.064 43.947.196 46.276.311
Lampung Tengah 55.368.656 48.861.769 50.444.973 55.293.725 59.720.053
Lampung Utara 38.512.596 37.549.879 | 38.888.157 41.758.340 44.751.038

Way Kanan 31.022.091 29.594.040 30.641.179 33.315.086 35.579.572
Tulang Bawang 51.065.626 53.688.800 55.622.657 59.069.782 63.340.842
Pesawaran 36.433.510 34.047.403 34.880.325 38.102.217 40.902.935
Pringsewu 27.851.928 | 27.563.217 28.482.974 30.984.474 33.389.926
Mesuji 51.934.466 45.812.389 47.213.617 51.038.184 54.420.551
Tulang Bawang 41.859.787 1 39.971.513 41.430.714 45.295.741 48.701.623
Barat

Pesisir Barat 30.246.494 28.799.233 29.718.448 31.971.817 33.782.387
Bandar Lampung 56.217.749 @ 50.752.752 52.259.393 57.070.473 61.646.675
Metro 37.683.219 37.361.032 38.592.844 42.000.965 45.236.830

Provinsi Lampung = 42.172.315 39.290.332  40.806.713  44.983.672 48.194.215
Sumber : BPS 2023

2.1.2.4 Ketimpangan Pendapatan Penduduk

Ukuran ketimpangan pendapatan penduduk melalui Rasio Gini
digunakan untuk mengetahui sebaran ketidakmerataan atau ketimpangan
pendapatan antar kelompok pendapatan dari penduduk. Nilai Rasio Gini
berada pada kisaran 0 hingga 1. Pada periode tahun 2019 hingga 2022, Rasio
Gini Provinsi Lampung menunjukkan tren yang menurun dari 0,330 tahun
2019 menjadi 0,313 pada Tahun 2022, Namun pada Tahun 2023 Rasio Gini
Provinsi Lampung sedikit meningkat menjadi 0,324 dan nilai ini masih berada
dibawah rata-rata Nasional (0,388). Hal ini menunjukkan bahwa tingkat
ketimpangan yang terjadi di Provinsi Lampung masih cukup rendah.

Meskipun tidak bisa dihilangkan sepenuhnya, kesenjangan pendapatan
sangat berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan, seperti peningkatan
kriminalitas atau konflik sosial. Oleh karenanya, upaya melakukan redistribusi
pendapatan antar kelompok pendapatan akan tetap menjadi fokus perhatian,

sehingga mampu mendorong redistribusi perekonomian daerah.
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Beberapa upaya dalam rangka mengurangi ketimpangan pendapatan

diantaranya, penanggulangan kemiskinan yang dilakukan secara lintas sektor
(crosscutting), perluasan kesempatan kerja dan peluang usaha, percepatan
pembangunan pedesaan serta peningkatan produktivitas dan nilai tambah

hasil pertanian, perkebunan, peternakan serta kelautan dan perikanan.

Grafik 2. 23 Rasio Gini Provinsi Lampung dan Indonesia Tahun 2019 - 2023
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Secara regional Sumatera, ketimpangan pendapatan Provinsi Lampung
termasuk dalam kategori ketimpangan rendah dan menempati urutan 5
terendah bersama-sama Provinsi Bangka Belitung, Sumatera Barat, Aceh,
Sumatera Utara dan Riau.

Grafik 2. 24 Posisi Ketimpangan Pendapatan Provinsi Lampung Lingkup
Regional Sumatera 2023
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Sumber: BPS Indonesia, 2024 (diolah).
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Di Provinsi Lampung, ketimpangan pendapatan yang tercermin dari
angka gini ratio lebih disebabkan oleh disparitas dan inklusivitas
pembangunan ekonomi wilayah. Hal ini tergambarkan dari peranan PDRB
kabupaten/kota terhadap pembentukan PDRB Provinsi Lampung, dimana
dimana 59 persennya disumbang oleh 3 (tiga) kabupaten yaitu Lampung
Tengah, Lampung Selatan dan Lampung Timur serta 1 (satu) kota yaitu Kota
Bandar Lampung.

Grafik 2. 25 Kontribusi PDRB Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung 2023
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2.1.2.5 Kemiskinan
2.1.2.51 Persentase penduduk miskin

Berdasarkan metode penghitungannya, bahwa tingkat kemiskinan
menggunakan konsep kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar (basic
needs approach), dimana kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan
ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar terhadap makanan dan bukan
makanan, yang diukur dari sisi pengeluaran penduduk (Rp/kapita/bulan).

Setelah pandemic Covid 19, tingkat kemiskinan Provinsi Lampung terus
mengalami penurunan baik dari jumlah maupun persentase. Hal ini
menunjukkan telah terjadi perbaikan perekonomian dan peningkatan
kesejahteraan masyarakat. Persentase penduduk miskin Provinsi Lampung
mengalami penurunan dari 12,76 persen di tahun 2020 menjadi 11,11 persen
Maret 2023, namun angka kemiskinan Provinsi Lampung masih berada di atas

persentase penduduk miskin nasional yang berada pada angka 9,36 persen.
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Bila dibandingkan dengan September 2022, jumlah penduduk miskin
mengalami penurunan 24,92 ribu orang. Untuk September 2022, BPS
mencatat Provinsi Lampung berhasil mengurangi jumlah penduduk miskin
sebanyak 6,82 ribu orang dan menjadi 3 besar Provinsi dengan penurunan
jumlah penduduk miskin terbanyak, bersama-sama Provinsi DKI Jakarta dan

Jawa Barat.
Grafik 2. 26 Persentase Penduduk Miskin Lampung dan Indonesia 2018-2023
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Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2023

Tingkat kemiskinan diklasifikasikan menjadi desa dan kota, yang
menjadi faktor pembeda terletak pada garis kemiskinan antara kota dan desa.
Perbedaan tersebut didasarkan pada tingkat kecukupan untuk hidup layak
yang berbeda antara kota dan desa. Penduduk miskin di Provinsi Lampung
terkonsentrasi di perdesaan yang jumlahnya hampir empat kali lipat
dibandingkan penduduk miskin di perkotaan. Tabel II-5 menunjukkan pada
Maret 2023, jumlah penduduk miskin di perdesaan turun sebanyak 18,8 ribu
jiwa. Menurun dari 756,48 ribu jiwa (Sep 2022) menjadi 737,71 ribu jiwa
(Mar 2023). Hal yang sama terjadi di perkotaan. Jumlah penduduk miskin di
perkotaan turun sebanyak 6,2 ribu jiwa (dari 239,11 ribu orang pada
September 2022 menjadi 232,96 ribu orang pada Maret 2023. Hal yang patut
dicermati bahwa pertumbuhan jumlah penduduk miskin di perkotaan, trend
cenderung menurun, namun akibat pandemic Covid 19 , pada Tahun 2020
meningkat sebesar 15,39 persen. Selanjjutnya menurun di Tahun 2021 namun
kembali meningkat di Tahun 2022. Untuk Tahun 2023 kembali menurun
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namun masih belum lebih baik dibandingkan Tahun 2018. Sedangkan untuk

kemiskinan di pedesaan, trend pertumbuhannya menurun tiap tahunnya,
walaupun di Tahun 2020 sempat meningkat. Hal ini menunjukkan
kemiskinan di perkotaan lebih tidak stabil dan memiliki karaketristik khas
perkotaan yang memerlukan penanggulangan kemiskinan yang berbeda

dengan karakteristik pedesaan.

Tabel 2. 41 Jumlah Penduduk Miskin Lampung 2017-2023 (Ribu Jiwa)

LOKASI 2018 2019 2020 2021 2022 2023
KOTA 230.2 224.69 259.28 236.48 239.11 232.96
DESA 861.4 816.79 831.86 770.54 756.48 737.71

KOTA+DESA 1091,6 1041.48 1091,14 1007.02 995.59 970.67

Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2023

Selanjutnya berdasarkan tabel II-6, kondisi kemiskinan ditingkat
Kabupaten/Kota juga harus menjadi perhatian pemerintah Provinsi Lampung,
khususnya Kabupaten Lampung Utara (17,17 %), Kabupaten Lampung Timur
(13,80 %) dan Kabupaten Pesawaran (12,89 %), yang merupakan 3 (tiga)
Kabupaten dengan persentase penduduk miskin terbesar di Provinsi

Lampung.

Tabel 2. 42 Persentase Penduduk Miskin Kab/Kota Tahun 2018-2023

Persentase Penduduk Miskin

Kabupaten/Kota
2018 2019 2020 2021 2022 2022 2023
Lampung Barat 13.54 12.92 12.52 12.82 11.71 11.71 11.17
Tanggamus 12.48 12.05 11.68 11.81 10.98 10.98 10.52
Lampung Selatan 14.86 14.31 14.08 14.19 13.14 13.14 12.79
Lampung Timur 15.76 15.24 14.62 15.08 13.98 13.98 13.80
Lampung Tengah 12.62 12.03 11.82 11.99 10.96 10.96 10.65
Lampung Utara 20.85 19.9 19.3 19.63 18.41 18.41 17.17
Way Kanan 13.52 13.07 129 13.09 11.76 11.76 11.02
Tulang Bawang 9.7 9.35 9.33 9.67 8.42 8.42 8.04
Pesawaran 15.97 15.19 14.76 15.11 13.85 13.85 12.89
Pringsewu 10.5 10.15 9.97 10.11 9.34 9.34 9.14
Mesuji 7.55 7.47 7.33 7.54 6.84 6.84 6.73
Tulang Bawang Barat 8.1 7.75 7.39 8.32 7.44 7.44 7.25
Pesisir Barat 14.98 14.48 14.29 14.81 13.84 13.84 13.49
Bandar Lampung 9.04 8.71 8.81 9.11 8.21 8.21 7.77
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Metro 9.14 8.68 8.47 8.93 7.87 7.87 7.28
Provinsi Lampung 13.01 12.3 12.76 11.67 11.44 11.44 11.11
Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2023

2.1.2.5.2 Indeks Kedalaman Kemiskinan
Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan

persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah
tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Selain harus mampu
memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan kemiskinan juga sekaligus
harus bisa mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan.

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) adalah ukuran rata-rata
kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis
kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran
penduduk dari garis kemiskinan. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Provinsi
Lampung selama kurun waktu 5 (lima) tahun cenderung menurun dari 2,06 di
tahun 2018 menjadi 1,637 pada Maret 2023. Bila dibandingkan September
2022, menurun 0,058 poin (dari 1,695 menjadi 1,637). Penurunan nilai P1 ini
mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin ini semakin
mendekati garis kemiskinan. Bila dibandingkan dengan nasional, Indeks
Kedalaman Kemiskinan Provinsi Lampung masih berada di atas Indeks P1
Nasional yang pada Maret 2023 berada pada angka 1,528 (menurun dari 1,562
menjadi 1,528 pada Maret 2023).
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Grafik 2. 27 Indeks Kedalaman kemiskinan (P1) Lampung dan Indonesia
2018-2023
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2.1.2.5.3 Indeks Keparahan Kemiskinan
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) berguna untuk memberi gambaran

mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi
nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk
miskin. Trend Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Provinsi Lampung selama
kurun waktu 5 (lima) tahun cenderung menurun dari 0,48 di Tahun 2018
menjadi 0,359 di Maret 2023. Hal ini berarti bahwa variasi pengeluaran
diantara penduduk miskin semakin kecil. Dengan kata lain ketimpangan
pengeluaran per kapita antar penduduk miskin juga semakin menurun. Saat
Pandemi Covid, Tahun 2020, meningkat dari 0,47 menjadi 0,57 dan pada
Maret 2023 terus menurun menjadi 0,359. Bila dibandingkan dengan
nasional, Indeks Keparahan Kemiskinan Provinsi Lampung masih berada di
atas Indeks P2 Nasional yang pada Maret 2023 berada pada angka 0,377
(menurun dari 0,379 menjadi 0,377 pada Maret 2023).
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Grafik 2. 28 Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Nasional dan Lampung
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2.1.2.6 Indeks Pembangunan Manusia
Pembangunan manusia menempatkan manusia sebagai tujuan akhir

dari pembangunan. Pembangunan harus dapat menciptakan lingkungan yang
memungkinkan rakyat untuk menikmati umur panjang, sehat dan
menjalankan kehidupan yang produktif (Human Development Report, 1990).

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur pembangunan manusia
dari tiga aspek dasar yaitu aspek umur panjang dan hidup sehat (long and
healthy life), pengetahuan (knowledge) dan standar hidup layak (decent
standard of living). Setiap dimensi diwakili oleh indikator. Dimensi umur
panjang dan hidup sehat diwakili oleh indikator Usia Harapan Hidup (UHH)
saat lahir. Dimensi pengetahuan diwakili oleh Rata-rata Lama Sekolah (RLS)
dan Harapan Lama Sekolah (HLS). Kemudian, dimensi standar hidup layak
diwakili oleh indikator pengeluaran per kapita yang disesuaikan. Terdapat 3
manfaat dalam hal pengukuran IPM diantaranya adalah: 1) IPM merupakan
indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun
kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk); 2) IPM dapat menentukan
peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara; dan 3) IPM juga
dapat digunakan sebagai penentu alokasi Dana Alokasi Umum (DAU). Selain
itu dengan menggunakan rata-rata geometrik dalam penyusunan IPM dapat
diartikan bahwa capaian satu dimensi tidak dapat ditutupi oleh capaian di
dimensi lain. Hal tersebut menunjukkan dalam mewujudkan pembangunan
manusia yang baik, ketiga dimensi harus memperoleh perhatian yang sama

besar karena sama pentingnya.
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Untuk Tahun 2023, Badan Pusat Statistik (BPS) telah melaksanakan
penghitungan [PM dengan menggunakan Umur Harapan Hidup (UHH)
berdasarkan Long Form Sensus Penduduk Tahun 2020 (UHH LF SP2020).
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Lampung pada tahun 2023 mencapai
72,48, meningkat 0,69 poin (0,96 persen) dibandingkan tahun sebelumnya
(71,79). Selama 2020-2023, IPM Lampung rata-rata meningkat sebesar 0,67
persen per tahun. Sejak tahun 2020, status pembangunan manusia Lampung
sudah berada di kategori “tinggi”. Selama 2020-2023, IPM Lampung rata-rata
meningkat sebesar 0,67 persen per tahun, dari 71,04 pada tahun 2020 menjadi
72,48 pada tahun 2023. Namun, [PM Provinsi Lampung masih berada di
bawah rata-rata IPM Nasional sebesar 73,49.

Grafik 2. 29 Indeks Pembangunan Manusia Lampung dan Indonesia
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Perkembangan Dimensi Pembentuk IPM

Peningkatan [PM tahun 2023 didukung oleh semua dimensi
penyusunnya, terutama standar hidup layak. Indikator ini mengalami
percepatan pertumbuhan cukup tinggi dibandingkan indikator lainnya yaitu
dapat dilihat dari Pengeluaran Riil per Kapita yang meningkat dari 2,97
persen menjadi 4,19 persen. Demikian juga Rata-rata Lama Sekolah (RLS)
pertumbuhannya juga meningkat dari 1,24 persen menjadi 1,34 persen. Begitu
pula dengan Harapan Lama Sekolah terjadi peningkatan dari 0,08 persen
menjadi 0,24 persen. Dari sisi kesehatan, bayi yang lahir pada tahun 2023
memiliki harapan untuk dapat hidup hingga 74,17 tahun, lebih lama 0,22
tahun dibandingkan dengan mereka yang lahir pada tahun sebelumnya.
Sumber data Umur Harapan Hidup saat lahir menggunakan hasil Long Form
SP2020 (SP2020-LF). Perkembangan IPM dan dimensi penyusunnya selama
tahun 2020-2023 dapat dilihat pada Tabel 2.28 berikut.
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Tabel 2. 43 IPM Provinsi Lampung Berdasarkan Komposit

Dimensi/Indikator Satuan
(1) (2)

Umur Panjang dan Hidup Sehat

Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH) Tahun 73,66 73,73 73,95 7417
Pengetahuan

Harapan Lama Sekolah (HLS) Tahun 12,65 12,73 12.74 1277

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Tahun 8,05 8,08 8,18 8,29
Standar Hidup Layak

Pengeluaran Riil per Kapita (yang disesuaikan) Rp 000 9982 10.038 10.336 10.769
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 71,04 71,25 71,79 7248

Dimensi Umur Panjang dan Hidup Sehat

Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) yang merepresentasikan dimensi
umur panjang dan hidup sehat terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama
periode 2020 hingga 2023, UHH telah meningkat sebesar 0,51 tahun atau rata-
rata tumbuh sebesar 0,23 persen per tahun. Pada tahun 2020, UHH Lampung
adalah 73,66 tahun dan pada tahun 2023 mencapai 74,17 tahun. UHH tahun
2023 meningkat 0,22 tahun (0,30 persen) dibanding tahun sebelumnya, lebih
tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan 2020-2022 (0,20 persen per
tahun).

Grafik 2. 30 Perkembangan Umur Harapan Hidup (UHH) Provinsi Lampung
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Dimensi Pengetahuan

Dimensi pengetahuan pada IPM dibentuk oleh dua indikator, yaitu
Harapan Lama Sekolah (HLS) penduduk usia 7 tahun ke atas dan Rata-Rata
Lama Sekolah (RLS) penduduk usia 25 tahun ke atas. Kedua indikator ini terus
meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode 2020 hingga 2023, HLS
Lampung rata-rata meningkat 0,32 persen per tahun,

HLS menggambarkan, pada tahun 2023, anak-anak berusia 7 tahun
memiliki harapan dapat menikmati pendidikan selama 12,77 tahun atau
hampir setara dengan lamanya waktu untuk menamatkan pendidikan hingga
setingkat Diploma I. Angka ini meningkat 0,03 tahun dibandingkan tahun
2022 yang mencapai 12,74 tahun. Meningkat 0,24 persen dibandingkan tahun
2022.

Grafik 2. 31 Perkembangan Harapan Lama Sekolah (HLS) Lampung dan
Indonesia 2020-2023
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Selain itu, Rata-rata Lama Sekolah penduduk umur 25 tahun ke atas juga
meningkat 0,11 tahun, dari 8,18 tahun menjadi 8,29 tahun pada Tahun 2023,
RLS meningkat 0,99 persen per tahun.
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Grafik 2. 32 Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Lampung dan
Indonesia 2020-2023
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Dimensi Standar Hidup Layak

Dimensi ketiga yang mewakili pembangunan manusia adalah standar
hidup layak yang direpresentasikan dengan pengeluaran riil per kapita per
tahun (atas dasar harga konstan 2012) yang disesuaikan. Pada tahun 2023,
pengeluaran riil per kapita per tahun yang disesuaikan masyarakat Lampung
mencapai Rp10,77 juta per tahun. Capaian ini meningkat 433 ribu rupiah
(4,19 persen) dibandingkan tahun sebelumnya, lebih tinggi dibandingkan
ratarata pertumbuhan 2020-2022 yang sebesar 1,76 persen per tahun.

Grafik 2. 33 Pengeluaran per kapita tahun 2020 - 2023
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Pada lingkup nasional, capaian IPM Provinsi Lampung masih berada di
bawah rata-rata IPM nasional (74,39). Di lingkup regional Sumatera, Indeks
Pembangunan Manusia Provinsi Lampung sampai dengan Tahun 2023 berada
pada posisi terendah. Untuk memacu ketertinggalan tersebut, Pemerintah
Provinsi Lampung secara konsisten terus melanjutkan program dan kegiatan
dibidang pendidikan, kesehatan dan peningkatan ekonomi penduduk sebagai

prioritas pembangunan.

Grafik 2. 34 Posisi IPM Lampung Lingkup Regional Sumatera 2023
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Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2023 (diolah)

Seiring dengan meningkatnya IPM Provinsi Lampung, seluruh
Kabupaten/Kota juga mengalami peningkatan IPM. Dengan adanya metode
perhitungan baru IPM berdasarkan UHH Long Form SP 2020, terdapat
perubahan signifikan dari capaian pembangunan manusia Kabupaten/Kota.
Pada Tahun 2023, sebanyak 11 Kabupaten/Kota (meningkat dari sebelumnya
hanya 5 Kabupaten/Kota), yang telah mencapai status capaian IPM kategori
“tinggi” (70 < IPM < 80) yaitu Kota Bandar Lampung (79,86), Kota Metro
(79,85), Kabupaten Lampung Tengah (73,39), Kabupaten Pringsewu (73,11)
dan Kabupaten Lampung Timur (72,44), Lampung Barat (71,72), Kabupaten
Tulang Bawang (71,56), Lampung Selatan (71,55), Lampung Utara (71,78),
Way Kanan (70,51), Kabupaten Pesisir Barat (70,40). Masih terdapat 4
Kabupaten dengan status capaian IPM Kategori “sedang” (capaian 60 < [PM <
70), yaitu Kabupaten Tanggamus (69,93), Tulang Bawang Barat (69,38),
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Kabupaten Pesawaran (69,46) dan Kabupaten Mesuji (67,79), serta sudah
tidak ada lagi yang berstatus “rendah” (IPM < 60).

Tabel 2. 44 IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung, 2023

Provinsi Lampung
Metro

Bandar Lampung
Pesisir Barat
Tulang Bawang Barat
Mesuji

Pringsewu
Pesawaran
Tulang Bawang
Way Kanan
Lampung Utara
Lampung Tengah
Lampung Timur
Lampung Selatan
Tanggamus

Lampung Barat

I 2.5

s 79.85
R 79.86

R 70.4
I 69.38
S 67.79

P 73.11

I 69.46
R 7156
R 7051
R 70.78

R 7339

R 72.44
R 71.55
R 69.93
R 7172

60 62 64 66 68 70 72 74

Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2023 (diolah).

2.1.2.7 Indeks Ketimpangan Gender

76 78 80 82

Ketimpangan gender di Provinsi Lampung selama lima tahun terakhir
(2019 - 2023) secara konsisten menurun. Sejak tahun 2019 hingga 2023,
Indeks Ketimpangan Gender (IKG) berkurang sebesar 0,057 poin atau turun

11,54 persen, rata-rata turun 0,011 poin per tahun. Hal ini mengindikasikan

bahwa ketimpangan gender semakin menyempit atau kesetaraan yang

semakin membaik. Penurunan ketimpangan gender yang terjadi pada tahun

2023, utamanya dipicu oleh menurunnya indikator proporsi perempuan 15-

49 tahun yang saat melahirkan hidup pertama berusia < 20 tahun yang turun

sebesar 23,68 persen atau turun sebesar 0,027 poin.
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Grafik 2. 35 Perkembangan Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Provinsi
Lampung, 2019- 2023
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Sumber : BPS 2024.

Dua dari tiga dimensi pembentuk Indeks Ketimpangan Gender (IKG)
secara konsisten mengalami perbaikan. Dimensi kesehatan reproduksi
membaik dimana risiko perempuan terkait dengan kesehatan reproduksi
semakin menurun. Dimensi pemberdayaan juga semakin setara.

Dimensi Kesehatan Reproduksi

Dimensi kesehatan reproduksi perempuan dibentuk dari 2 (dua)
indikator, yaitu proporsi perempuan usia 15-49 tahun yang melahirkan hidup
tidak di fasilitas kesehatan (MTF) dan proporsi perempuan usia 15-49 tahun
yang saat melahirkan hidup pertama berusia kurang dari 20 tahun (MHPK20).
Pada tahun 2022, angka MTF sebesar 11,40 persen, kemudian turun menjadi
8,70 persen pada tahun 2023. Indikator MHPK20 selama tahun 2019-2023
juga cenderung menurun. Pada tahun 2019, MHPK20 sebesar 28,30 persen,
kemudian pada tahun 2023 turun menjadi 26,0 persen.
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Grafik 2. 36 Perkembangan Indikator Dimensi Indeks Kesehatan Reproduksi,
2019-2023
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Sumber: BPS, 2024
Dimensi Pemberdayaan

Dimensi pemberdayaan dibentuk oleh 2 (dua) indikator, yaitu
persentase anggota legislatif dan persentase penduduk 25 tahun ke atas yang
berpendidikan SMA ke atas. Selama periode 2019-2023, persentase
perempuan anggota legislatif cenderung meningkat. Kondisi ini
merepresentasikan peran perempuan dan laki-laki dalam pengambilan

keputusan cenderung mengarah pada kesetaraan.

Persentase penduduk usia 25 tahun ke atas berpendidikan SMA ke atas
selama kurun waktu yang sama juga meningkat, baik laki-laki maupun
perempuan. Persentase laki-laki pada tahun 2019 sebesar 32,32 persen,
meningkat menjadi 36,15 persen pada tahun 2023 (meningkat 3,93 persen
poin), sementara persentase perempuan meningkat dari 26,10 persen pada
tahun 2019 menjadi 32,12 persen pada tahun 2023 (meningkat 6,02 persen
poin). Peningkatan pendidikan perempuan yang lebih tinggi dibandingkan
laki-laki membuat tingkat Pendidikan antara perempuan dan laki-laki

cenderung lebih setara.
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Grafik 2. 37 Persentase Anggota Legislatif Laki-laki dan Perempuan (Persen),

2019-2023
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Sumber: BPS, 2024

Grafik 2. 38 Persentase Laki-laki dan Perempuan dengan Pendidikan SMA ke
Atas (Persen), 2019-2023
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Sumber: BPS, 2024
Dimensi Pasar Tenaga Kerja

Dimensi pasar tenaga kerja direpresentasikan dengan indikator Tingkat
Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Selama tahun 2019-2023 TPAK laki-laki
dan perempuan cenderung meningkat. TPAK laki-laki pada tahun 2019
sebesar 86,24 persen meningkat menjadi 87,30 persen pada tahun 2023
(meningkat 1,06 persen poin). TPAK perempuan pada 2019 sebesar 50,95
persen, meningkat menjadi 52,01 persen pada tahun 2023 (meningkat 1,06
persen poin). Adanya peningkatan TPAK perempuan membuat kesempatan
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berpartisipasi dalam pasar tenaga kerja antara perempuan dan laki-laki
menjadi lebih setara.

Grafik 2. 39 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Laki-laki dan
Perempuan (persen), 2019-2023
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Sumber: BPS, 2024
Indeks Ketimpangan Gender (IKG) di Tingkat Kabupaten/Kota

Pada tahun 2023, ketimpangan gender paling rendah dicapai oleh Kota
Bandar Lampung sebesar 0,172 diikuti oleh Kabupaten Pringsewu sebesar
0,181. Sebanyak 11 kabupaten/ kota di Provinsi Lampung mengalami
penurunan ketimpangan gender dibandingkan 2022. Kota Bandar Lampung
mengalami penurunan ketimpangan gender paling tinggi sebesar 0,126 poin.
Penurunan ketimpangan gender di Kota Bandar Lampung terutama didorong
oleh perbaikan dimensi kesehatan reproduksi dan dimensi pemberdayaan.
Pada dimensi kesehatan reproduksi didorong oleh indikator perempuan usia
15-49 tahun yang melahirkan hidup tidak di fasilitas kesehatan (MTF) yang
turun sebesar 0.026 poin dan indikator perempuan usia 15-49 tahun yang saat
melahirkan hidup pertama berusia kurang dari 20 tahun (MHPK20) yang
turun sebesar 0,018 poin. Pada dimensi pemberdayaan dipengaruhi oleh
perbaikan indikator persentase perempuan 25 tahun ke atas yang
berpendidikan SMA ke atas. Persentase perempuan 25 tahun ke atas yang
berpendidikan SMA ke atas meningkat dari 57,96 persen tahun 2022 menjadi
59,04 persen pada tahun 2023. Peningkatan capaian kedua indikator ini
menunjukkan adanya penurunan gap antara perempuan dan laki-laki pada

dimensi pemberdayaan.
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Grafik 2. 40 Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kabupaten/Kota di Provinsi
Lampung, 2022-2023
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Sumber: BPS, 2024

2.1.2.8 Ketenagakerjaan

Penduduk usia kerja merupakan semua orang yang berumur 15 tahun ke
atas. Penduduk usia kerja mengalami trend yang cenderung meningkat seiring
bertambahnya jumlah penduduk di Lampung. Penduduk usia kerja pada
Agustus 2023 sebanyak 7.003,29 ribu orang, naik sebanyak 443,04 ribu orang
dibandingkan Agustus 2022. Sebagian besar penduduk usia kerja merupakan
angkatan kerja yaitu 70,04 persen (4,904,90 ribu orang), sisanya termasuk
bukan angkatan kerja sebanyak 2,098,39 ribu orang (29,96%).

Komposisi angkatan kerja pada Agustus 2023 terdiri atas 4.697,66 ribu
orang penduduk yang bekerja dan 207,24 ribu orang pengangguran. Apabila
dibandingkan Agustus 2022, terjadi kenaikan jumlah angkatan kerja sebanyak
308,97 ribu orang. penduduk bekerja bertambah sebanyak 309,69 ribu orang,
sementara pengangguran berkurang sebanyak 0,72 ribu orang.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mengalami penurunan
dibandingkan Agustus 2022, TPAK pada Agustus 2023 sebesar 70,04 persen
atau turun 0,02 persen poin. TPAK adalah persentase banyaknya angkatan
kerja terhadap banyaknya penduduk usia kerja. TPAK mengindikasikan
besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu
negara/wilayah.
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Tabel 2. 45 Kondisi Makro Ketenagakerjaan Lampung 2019-2023

STATUS KETENAGAKERJAAN | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Penganggur 171,5 209.6 210.6 208,0 207,24
Bukan angkatan Kerja 1.900,70 1.909,9 1.986,2 1.964,3 2 098,39
Persentase angkatan kerja yang 95.56 95,33 95,31 95.48 95,78
bekerja
TPAK 69.09 70.16 69.35 70,06 70,04

Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2023

2.1.2.8.1 Distribusi Tenaga Kerja

Secara sektoral, ekonomi Provinsi Lampung masih ditopang oleh sektor
pertanian dengan kontribusi terhadap PDRB pada Tahun 2023 sebesar
27,90%, sektor industri pengolahan berkontribusi sebesar 18,55% dan sektor
perdagangan berkontribusi sebesar 13,20%. Untuk itu, penyerapan tenaga
kerja di Provinsi Lampung juga didominasi oleh ketiga sektor tersebut yakni,
serapan tenaga kerja pada sektor pertanian sebesar 42,32%, diikuti oleh
sektor perdagangan sebesar 18,96%. Adapun sektor pertambangan, industri
pengolahan menyerap 9,51% dari total penduduk bekerja Dari grafik II
terlihat bahwa sektor pertanian masih menjadi penyerap tenaga kerja
terbesar dengan kondisi transformasi struktural yang terjadi, kontribusi
pertanian yang terus menurun, seharusnya tenaga kerja dapat diserap oleh
sektor manufaktur atau industri pengolahan. Namun terjadi “lompatan” atau
u tenaga kerja yang seharusnya ke industri pengolahan dalam hal ini langsung
ke sektor jasa. Hal ini juga terlihat dari masih tingginya sektor informal di
Provinsi Lampung sebesar 70,67%. Hal ini disebabkan pula masih rendahnya
tingkat Pendidikan tenaga kerja yaitu sebesar 37,35% merupakan lulusan SD
kebawah. Hal ini patut menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Lampung,
dalam hal peningkatan produktivitas tenag kerja melalui penguasaan
teknologi manufaktur dan peningkatan kompetensi agar dapat mengisi

permintaan pasar tenaga kerja.
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Grafik 2. 41 Persentase Penduduk yang Bekerja menurut Lapangan Kerja,
Agustus 2023
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Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2023

Distribusi tenaga kerja dapat juga dilihat dari status pekerjaan. Terdapat
7 status pekerjaan yaitu (1) berusaha sendiri, (2) berusaha dibantu buruh
tidak tetap, (3) berusaha dibantu buruh tetap, (4) buruh/karyawan, (5)
pekerja bebas di pertanian, (6) pekerja bebas di nonpertanian dan (7) pekerja
keluarga/tidak dibayar.

Pada Agustus 2023, penduduk bekerja paling banyak berstatus
buruh/karyawan/pegawai yaitu sebesar 26,65 persen, sementara yang paling
sedikit berstatus berusaha dibantu buruh tetap/dibayar yaitu sebesar 2,68
persen. Dibandingkan Agustus 2022, status berusaha sendiri, pekerja bebas di
non pertanian, buruh/karyawan/pegawai, dan berusaha dibantu buruh tetap
dan dibayar mengalami kenaikan persentase, masing-masing sebesar 1,96
persen poin, 1,04 persen poin, 0,78 persen poin, dan 0,06 persen poin.
Sementara itu, untuk status pekerjaan lainnya mengalami penurunan
persentase, dengan penurunan terbesar pada berusaha dibantu buruh tidak
tetap/tidak dibayar dan status pekerja keluarga/tidak dibayar yaitu sebesar
1,39 persen poin dan 1,34 persen poin

Berdasarkan status pekerjaan utama tersebut, penduduk bekerja dapat
dikategorikan menjadi kegiatan formal dan informal. Penduduk yang bekerja
di kegiatan formal mencakup mereka yang berusaha dengan dibantu buruh
tetap dan buruh/karyawan/pegawai, sedangkan sisanya dikategorikan
sebagai kegiatan informal (berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak

tetap/buruh tidak dibayar, pekerja bebas, dan pekerja keluarga/tak dibayar).
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Pada Agustus 2023, sektor informal masih mendominasi penyerapan
tenaga kerja sebesar 70,67% jauh lebih tinggi dibandingkan sektor formal
yang hanya 29,33%. penduduk yang bekerja di kegiatan informal sebanyak
3,32 juta orang (70,67%), sedangkan yang bekerja di kegiatan formal
sebanyak 1,38 juta orang (29,33%). Bila dibandingkan Agustus 2022, jumlah
pekerja informal menurun 0,84 persen poin dan pekerja formal mengalami
peningkatan sebesar 0,84 persen poin. Hal ini mengindikasikan ketersediaan
lapangan kerja di sektor formal masih sedikit menyerap tenaga kerja di
Provinsi Lampung, sehingga memerlukan penanganan yang komprehensif di
sektor ketenagakerjaan. Peningkatan kompetensi dan sertifikasi tenaga kerja

harus diupayakan untuk memenuhi permintaan pasar tenaga kerja.

Grafik 2. 42 Persentase Jumlah Penduduk Bekerja menurut Kegiatan Formal
Informal (2018-2023)
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Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2023

Tingkat pendidikan dapat mengindikasikan kualitas dan produktivitas
tenaga kerja. Ditinjau dari tingkat Pendidikan, sebagian besar tenaga kerja di
Provinsi Lampung berada pada kategori pendidikan rendah yaitu lulusan SD
kebawah sebesar 37,35%, dan yang merupakan tamatan SMP sebesar 23,16%.
Sedangkan untuk jenjang Pendidikan menengah atas atau tamatan SMA umum
dan SMK Kkejuruan masing-masing sebesar 19,91%, dan 10,45%. Adapun
untuk level Pendidikan tinggi atau DI/IIl dan Universitas tercatat sebesar
9,13%.
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2.1.2.8.2 Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah indikator yang dapat
digunakan untuk mengukur tingkat penawaran tenaga kerja yang tidak
digunakan atau tidak terserap oleh pasar kerja dan menggambarkan kurang
termanfaatkannya pasokan tenaga kerja. Pada periode 2016-2019, TPT di
Provinsi Lampung selalu menurun dari 4,62 persen menjadi 4,03 persen di
Tahun 2019. Namun sejak Pandemi Covid 19 di Tahun 2020, TPT Provinsi
Lampung meningkat menjadi 4,67 dan terus meningkat menjadi 4,69 di Tahun
2021. Pada Tahun 2022, TPT Provinsi Lampung sudah mulai menunjukkan
penurunan menjadi 4,52. Hal ini berarti dari 100 orang Angkatan Kerja,
terdapat sekitar 4 orang penganggur.

Pada Agustus 2023, TPT Provinsi Lampung mengalami penurunan
sebesar 0,30 persen poin, dibandingkan dengan Agustus 2022. hal ini
merupakan indikasi mulai pulihnya perekonomian yang mengakibatkan
berkurangnya permasalahan ketenagakerjaan dibandingkan dengan Agustus
2022. Secara nasional, selama periode 2018-2023, capaian TPT Provinsi
Lampung selalu lebih baik dibandingkan TPT Nasional (5,32) pada Tahun
2023.

Tabel 2. 46 TPT Provinsi Lampung dan Indonesia 2018-2023.

,_.v.\/\"\’—\_.

W‘W—o

O R, NWbP U O

FEB AUG FEB AUG FEB AUG FEB AUG FEB AUG FEB AUG

2018 2019 2020 2021 2022 2023
=@=|AMPUNG 4.32 4.04 395 4.03 426 4.67 454 469 431 452 418 4.23
=@=—|ndonesia 5.1 53 498 523 494 7.07 626 649 583 586 545 532

=@=| AMPUNG ==@==Indonesia

Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2023

Capaian TPT untuk regional Sumatera relative bervariasi, TPT tertinggi
adalah Provinsi Kepulauan Riau sebesar 6,8 persen. Sedangkan TPT terendah

adalah Provinsi Bengkulu yaitu sebesar 3,42 persen. Provinsi Lampung
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menempati TPT terendah ketiga se-Sumatera bersama sama Provinsi
Bengkulu dan Riau.

Grafik 2. 43 TPT Provinsi Lampung dan Sumatera 2023.
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Sumber: BPS, 2023

Untuk menjadi perhatian, pada Agustus 2023, TPT perkotaan sebesar
5,71 persen lebih tinggi lebih dari dua kali TPT di daerah perdesaan (3,46
persen), dibandingkan Agustus 2022, TPT perkotaan menurun sebesar 2,20
persen poin sedangkan TPT perdesaan mengalami peningkatan 0,54 persen
point.

Pada Agustus 2023, TPT dari tamatan SMA Umum merupakan yang
paling tinggi dibandingkan tamatan jenjang pendidikan lainnya yaitu sebesar
7,71 persen. Sedangkan TPT yang paling rendah adalah mereka dengan
pendidikan Sekolah Dasar (SD) ke bawah yaitu sebesar 2,35 persen.
Dibandingkan Agustus 2022, oenurunan TPT, dterjadi pada hamper semua
jenjang Pendidikan, dengan penurunan terbesar pada tingkat pendidikan
Universitas, yaitu sebesar 2,14 persen poin. Sementara itu, tingkat pendidikan
SMK dan Diploma I/II/IIl mengalami peningkatan TPT, masing-masing
sebesar 0,39 persen poin dan 1,45 persen poin. .
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Grafik 2. 44 TPT Provinsi Lampung Menurut Pendidikan Tertinggi yang
Ditamatkan 2021-2023
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Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2023

Di tingkat Kabupaten/Kota TPT tertinggi berada di Kota Bandar
Lampung yang mencapai 8,85 persen diikuti Lampung Utara (6,14),
Lampung Selatan (5,27%) dan Kota Metro yang mencapai 5,00 persen.
Wilayah lain yang berada pada rata-rata Provinsi Lampung yaitu
Kabupaten Pringsewu, Pesawaran dan Lampung Tengah dan Tulang
Bawang. Sedangkan Lampung Barat berada di posisi terendah untuk

kategori TPT dengan angka 2,83 persen.

Grafik 2. 45 Tingkat Pengangguran Terbuka menurut Kabupaten/Kota
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Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2022
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2.1.3 Aspek Daya Saing Daerah
2.1.3.1 Nilai Tukar Petani

Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan salah satu indikator dalam melihat
daya beli petani di perdesaan. NTP juga menunjukkan daya tukar (term of
trade) dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi
maupun untuk biaya produksi. NTP dihitung dari rasio Indeks Harga yang
Diterima Petani (IT) dengan Indeks Harga yang Dibayarkan Petani (IB).
Penghitungan IB mencakup seluruh pengeluaran rumah tangga petani
termasuk bahan makanan, sekolah, berobat, membeli sandang, papan, biaya
produksi dan lainnya. NTP Provinsi Lampung pada Tahun 2023 sebesar
109,36. Hal ini dapat terlihat dari Indeks Yang Diterima (128,73) melebihi
Indeks Yang Dibayar Petani (117,72). Hal ini menunjukkan bahwa dengan
adanya kenaikan NTP pada Tahun 2023, daya beli petani di Provinsi Lampung

semakin kuat yang menggambarkan peningkatan kesejahteraan petani.

Grafik 2. 46 Perkembangan Indeks Yang Diterima Petani dan Indeks Yang
Dibayar Petani Tahun 2019-2023
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Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2024

Kemudian secara sektoral, pertumbuhan NTP terbesar terjadi pada
subsektor tanaman pangan (8%), diikuti hortikultura (4,91) dan perkebunan
(4,3) serta perikanan tangkap (2,04%). Sedangkan pada sub sektor peternakan

dan perikanan budidaya terjadi penurunan (pertumbuhan negatif) masing-
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masing sebesar -3,52% dan -1.81% dan total perikanan tangkap budidaya sebesar
-0,29%.

Grafik 2. 47 Pertumbuhan NTP Provinsi Lampung Per Sub Sektor Tahun
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Sumber: BPS Indonesiag, 2024, (diolah).

Secara spasial, bila dibandingkan dengan wilayah regional Sumatera,
NTP Provinsi Lampung berada di posisi terendah ketiga setelah Provinsi
Kepulauan Riau dan Sumatera Selatan. NTP tertinggi dimiliki oleh Provinsi
Riau dengan NTP sebesar 152,93, Provinsi Bengkulu (146,91) dan Provinsi
Jambi (138,11). Nilai Tukar Petani wilayah Sumatera ditampilkan pada Grafik
[1-20.

Grafik 2. 48 Nilai Tukar Petani se-Sumatera Tahun 2023
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Bila dibandingkan secara Nasional, NTP Provinsi Lampung dari tahun
2016 sampai tahun 2018 selalu berada diatas NTP Nasional, bahkan pada
Tahun 2017, NTP Provinsi Lampung mencapai 105,60. Namun pada Tahun
2019 mengalami penurunan dan berada dibawah Nasional sampai dengan

Tahun 2023, namun dengan trend yang semakin meningkat.

Grafik 2. 49 Tren Nilai Tukar Petani Provinsi Lampung dan Indonesia
(2016-2023)
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Sumber: BPS 2023

2.1.3.2 Pengeluaran Rumah Tangga Per kapita

Pengeluaran rumah tangga merupakan salah satu indikator yang dapat
memberikan gambaran keadaan kesejahteraan penduduk. Pengeluaran
rumah tangga dibedakan menurut kelompok makanan dan bukan makanan.
Semakin tinggi pendapatan seseorang maka akan terjadi pergeseran pola
pengeluaran, yaitu dari pengeluaran untuk makanan ke pengeluaran bukan
makanan. Hal ini terjadi karena elastisitas pendapatan terhadap permintaan
makanan pada umumnya rendah, begitu pula sebaliknya permintaan akan
barang bukan makanan pada umumnya meningkat atau tinggi. Keadaan ini
jelas terlihat pada kelompok penduduk yang tingkat konsumsi makanannya
telah mencapai titik jenuh, sehingga peningkatan pendapatan akan digunakan
untuk memenuhi kebutuhan bukan makanan atau ditabung.
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Tabel 2. 47 Rata-rata pengeluaran per kapita per kabupaten/kota tahun 2022

Rata-rata Pengeluaran per Kapita Rata-rata Pengeluaran per Kapita | Jumlah Rata-rata
Sebulan Kelompok Komoditas Bukan Sebulan Kelompok Komoditas Pengeluaran per
Kabupaten/Kota Makanan (rupiah) Makanan (rupiah) Kapita
2020 2021 2022 2020 2021 2022 Tahun 2022

Lampung Barat 420.288 450.162 | 432.966 514.788 | 547.728 | 561.447 994.413
Tanggamus 338.031 350.398 | 341.422 449.216 | 458.446 | 507.751 849.173
Lampung Selatan 415.137 475.010 | 481.567 498.955 | 583.427 | 597.883 1.079.450
Lampung Timur 467.489 394.710 | 445.291 479.514 478.471 552.206 997.497
Lampung Tengah 422.999 404.652 | 440.683 480.894 | 497.048 | 530.691 971.374
Lampung Utara 397.292 357.088 | 360.455 447.669 | 470.411 | 498.088 858.543
Way Kanan 406.727 412.098 | 424.966 489.162 | 547.480 | 590.542 1.015.508
Tulang Bawang 391.296 391.114 | 469.578 451.001 | 464.238 | 548.783 1.018.361
Pesawaran 369.890 357.320 | 343.881 481.699 | 473.810 | 510.396 854.277
Pringsewu 445.611 447975 | 436.932 483.571 | 513.611 | 530.499 967.431
Mesuji 452.272 472.168 | 517.987 441.784 | 485.098 | 569.884 1.087.871
Tulang Bawang Barat 368.032 402.713 | 457.858 436.451 | 447.793 | 500.064 957.922
Pesisir Barat 378.930 471418 | 420.674 568.874 | 568.870 | 544.040 964.714
Bandar Lampung 818.618 990.284 | 917.750 660.236 | 766.161 | 773485 1.691.235
Metro 801.558 831.870 | 845.758 673.115 | 688.263 | 681.370 1.527.128
Provinsi Lampung 470.448 490.615 | 499.315 503.976 | 539.964 | 575.673 1.074.988

Grafik 2. 50 Persentase Pengeluaran Makanan dan Bukan Makanan Per
Kapita Per Bulan Menurut Kabupaten/Kota, 2022
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Jika dilihat menurut daerah tempat tinggal, pada tahun 2022 rata-rata
pengeluaran per kapita sebulan di daerah perkotaan lebih tinggi daripada di
daerah perdesaan. Pengeluaran penduduk di daerah perkotaan cenderung
digunakan untuk kebutuhan bukan makanan, yakni sebesar 51,16 persen dari
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total pengeluaran per kapita penduduk pada tahun 2022. Sementara di daerah

perdesaan, pengeluaran penduduknya masih lebih banyak digunakan untuk
makanan, yakni mencapai 56,69 persen dari total pengeluarannya.

Sejalan dengan peningkatan pendapatan maka lambat laun akan terjadi
pergeseran pola pengeluaran, yaitu penurunan porsi pendapatan yang
dibelanjakan untuk makanan dan peningkatan porsi pendapatan yang
dibelanjakan untuk bukan makanan.

2.1.4 AspekPelayanan Umum
2.14.1 Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan kualitas
sumber daya manusia. Kualitas pendidikan yang memadai diperlukan
penduduk untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Oleh karena itu
pendidikan menjadi salah satu prioritas pembangunan daerah Provinsi
Lampung pada RPD periode Tahun 2025-2026.

Pada Tahun Ajaran 2022-2023 jumlah peserta didik pada SD, SMP, SMA,
SMK dan SLB di Provinsi Lampung berjumlah 1.442.762.000 siswa. Data
tersebut terlihat, sebagaimana disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2. 48 Data Peserta Didik Provinsi Lampung Tahun Ajaran 2022-2023

No Wilayah Total SD SMP SMA SMK SLB
1 | Kab. Lampung Tengah 404.12 | 122.768 | 49.941 20.866 18.545 192
2 | Kota Bandar Lampung 750.078 88.767 | 45.490 27.375 22.446 566
3 | Kab. Lampung Selatan 351.272 96.827 | 36.345 17.584 19.516 181
4 | Kab. Lampung Timur 311.689 88.181 | 38.998 15.826 17.684 151
5 | Kab. Lampung Utara 236.716 58.653 | 23.673 14.635 8.755 131
6 | Kab. Tanggamus 205.031 56.435 | 18.463 9.285 7.848 113
7 | Kab. Way Kanan 136.627 48.247 | 18.097 9.934 6.349 54
8 | Kab. Pringsewu 287.804 38.382 | 17.174 8.831 12.417 211
9 | Kab. Tulang Bawang 117.887 43921 | 17.138 6.687 6.141 44
10 | Kab. Pesawaran 98.143 41936 | 15.556 7.093 5.558 28
11 | Kab. Tulang Bawang Barat 153.549 29.434 | 12.483 5.050 4.582 102
12 | Kab. Lampung Barat 48.36 27.717 | 10.541 6.273 3.829 0
13 | Kota Metro 393.994 16.047 | 10.944 8.045 8.958 350
14 | Kab. Mesuji 100.235 24.366 7.832 2.987 3.050 62
15 | Kab. Pesisir Barat 50.052 17.985 6.275 3.993 1.799 20
Total 1.442.762.000 | 799.666 | 328.95 | 164.464 | 147.477 | 2.205
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Sumber: Dapodik Provinsi Lampung Tahun, 2023

Dari tabel diatas terlihat bahwa jumlah peserta didik terbanyak di
jenjang Sekolah Menengah berada pada tingkat Sekolah Menengah Atas yaitu
sebanyak 164.464 siswa, dan diikuti peserta didik tingkat Sekolah Menengah
Kejuruan sebanyak 147.477 orang siswa. Meskipun diharapkan tersedianya
SDM yang siap bekerja setelah lulus sekolah melalui jenjang vokasi, namun
peminatan siswa untuk melanjutkan sekolah di tingkat SMA masih menjadi

pilihan prioritas para siswa pada umumnya.

Ukuran keberhasilan atau kemajuan program-program pembangunan di
bidang pendidikan dapat dilihat dari capaian indikator Angka Partisipasi
Sekolah (APS), Angka Partisipasi Kasar (APK), dan Angka Partisipasi Murni
(APM).

2.1.4.1.1 Angka Melek Huruf

Angka Melek Huruf (AMH) merupakan indikator dasar yang telah dicapai
oleh suatu daerah dengan melihat proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas
yang memiliki kemampuan membaca dan menulis serta terbuka terhadap
pengetahuan. Melihat pencapaiannya AMH Provinsi Lampung tahun 2019-
2023 terus menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2019 berada pada angka
97,11 dan terus mengalami kenaikan hingga tahun 2023 menjadi 97,33 sejalan
dengan kenaikan Angka Melek Huruf Nasional yang pada tahun 2023 sebesar
96,53. Kenaikan Angka Melek Huruf ini dikarenakan semakin tingginya minat
penduduk di Provinsi Lampung untuk memiliki kemampuan membaca dan
menulis serta terbuka terhadap pengetahuan. Hal ini terlihat dari
meningkatnya minat penduduk usia 15 tahun ke atas yang tidak bisa membaca
dan menulis untuk ikut serta dalam program kejar paket A. Grafik Trend Angka
Melek Huruf Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Provinsi Lampung dan
Nasional Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada grafik di bawabh ini.
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Grafik 2. 51 Trend Angka Melek Huruf Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas
Provinsi Lampung dan Nasional Tahun 2019-2023
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Walaupun Angka Melek Huruf di Provinsi Lampung mengalami
peningkatan dan telah berada di atas angka nasional, akan tetapi Provinsi
Lampung masih menempati peringkat terakhir se-Sumatera dengan capaian
97,33%. Keadaan ini sangat memperhatinkan, sedangkan Pemerintah Provinsi
Lampung sudah menerapkan program wajib belajar 9 tahun yang merupakan
pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Dasar 1945 pada pasal 31.
Sedangkan Provinsi dengan angka melek huruf tertinggi di Sumatera adalah

Sumatera Barat dengan nilai 99,31%.
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Grafik 2. 52 Angka Melek Huruf Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas
Menurut Provinsi (Persen) Tahun 2023
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Sumber : BPS Indonesia, 2024, diolah

2.1.4.1.2 Angka Partisipasi Sekolah

Ukuran daya serap lembaga pendidikan terhadap penduduk usia sekolah
dapat dilihat dari Angka Partisipasi Sekolah (APS). Indikator ini menjadi salah
satu tolok ukur keberhasilan pembangunan di bidang pendidikan terutama
yang berkaitan dengan upaya memperluas jangkauan pelayanan pendidikan.
Semakin tinggi Angka Partisipasi Sekolah semakin besar jumlah penduduk
yang berkesempatan mengenyam pendidikan, namun hal tersebut tidak
berarti meningkatnya pemerataan kesempatan masyarakat dalam
memperoleh pendidikan. Adapun APS penduduk Provinsi Lampung dibanding

Provinsi se Sumatera dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 49 Angka Partisipasi Sekolah (APS) menurut Umur di Sumatera
Tahun 2021-2023

Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Provinsi
Provinsi 7-12 13-15 16-18 19-24

2021 | 2022 | 2023 | 2021 | 2022 | 2023 | 2021 | 2022 | 2023 | 2021 | 2022 | 2023
ACEH 99,67 | 99,44 | 99,43 | 98,42 | 97,96 | 97,72 | 83,28 83,1 | 83,41 | 32,61 | 31,72 33,1
SUMATERA UTARA 99,32 99,5 | 99,51 | 96,99 | 96,78 | 96,76 | 78,66 | 78,66 | 79,25 | 27,05 | 26,6 | 28,61
SUMATERA BARAT 99,61 | 99,55 | 99,76 | 96,63 | 96,52 | 96,79 | 84,07 | 83,71 | 84,33 | 36,41 | 35,41 | 38,08
RIAU 99,65 | 99,61 | 99,65 | 95,66 | 95,72 | 95,89 | 77,81 | 77,32 | 78,15 | 28,79 | 28,65 | 30,07
JAMBI 99,66 | 99,33 | 99,49 | 96,39 | 96,2 | 96,01 | 72,5 | 72,53 | 72,46 | 24,14 | 23,35 | 23,98
SUMATERA SELATAN 99,65 | 99,38 | 99,41 | 94,85 | 95,06 | 95,27 | 71,53 | 70,93 | 71,71 | 18,81 | 18,61 | 19,79
BENGKULU 99,76 | 99,49 | 99,42 | 97,49 | 97,73 | 97,91 | 79,75 | 79,31 | 79,57 | 30,46 | 29,42 | 30,74
LAMPUNG 99,53 | 99,56 | 99,61 | 95,58 | 95,63 | 95,93 | 71,72 | 71,14 | 71,74 | 21,17 | 20,72 | 21,66
KEP. BANGKA
BELITUNG 99,47 | 99,41 | 99,51 | 93,17 93 93,2 | 68,15 | 68,42 | 69,53 | 18,02 | 17,68 | 17,59
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Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Provinsi
Provinsi 7-12 13-15 16-18 19-24
2021 | 2022 | 2023 | 2021 | 2022 | 2023 | 2021 | 2022 | 2023 | 2021 | 2022 | 2023
KEP. RIAU 99,62 | 99,28 | 99,29 | 98,85 | 99,01 | 99,07 84,4 | 84,54 | 84,97 | 19,83 19,5 | 20,51

Sumber : BPS Indonesia, 2024, diolah

Berdasarkan pengamatan pada grafik di atas, dilihat dari kelompok
umur, Angka Partisipasi Sekolah (APS) semakin kecil seiring bertambahnya
umur. Capaian partisipasi sekolah kelompok umur yang bersesuaian dengan
jenjang Pendidikan dasar yaitu pada rentang usia 7-12 tahun dan 13-15 tahun
telah melebihi 95 persen. Dimana rentang usia 7-12 sebesar 99,61 persen.
Pada rentang umur 13-15 tahun sebesar 95,93 persen. APS kelompok umur
16-18 tahun berkisar di angka 71,74 persen meningkat dibandingkan tahun
2022. Angka Partisipasi Sekolah pada rentang umur 19-24 tahun 2023 yang
sebesar 21,26 persen masih cukup rendah dibanding Provinsi se Sumatera.
Pemerintah perlu menekankan pentingnya pendidikan dasar untuk semua,
khususnya kelompok umur yang besesuaian dengan jenjang Pendidikan SD
dan SMP.

2.1.4.1.3 Angka Partisipasi Murni

Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan proporsi penduduk pada
kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah terhadap
penduduk pada kelompok umur tersebut. APM digunakan untuk mengukur
daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. APM
menunjukkan seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat
memanfaatkan fasilitas pendidikan sesuai pada jenjang pendidikannya. Jika
APM = 100, berarti seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu.
Seperti APK, APM juga merupakan indikator daya serap penduduk usia
sekolah di setiap jenjang pendidikan dan juga merupakan salah satu indikator
tonggak kunci keberhasilan (Key Development Milestones) terhadap
pemerataan serta perluasan akses pendidikan.

Tabel 2. 50 Angka Partisipasi Murni (APM) Provinsi Lampung dan Sumatera

Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Provinsi dan Jenjang Pendidikan
Provinsi SD/sederajat SMP/sederajat SM/sederajat

2021 2022 | 2023 2021 | 2022 2023 | 2021 2022 2023
ACEH 98,95 | 99,07 | 98,97 | 86,95 | 88,21 | 84,85 70,8 | 71,16 71,7
SUMATERA UTARA 97,69 98 | 97,95 | 81,13 | 81,84 | 82,09 | 67,99 | 68,27 68,67
SUMATERA BARAT 98,82 98,8 | 98,89 | 78,75 | 78,86 | 80,22 | 68,99 | 68,38 69,18
RIAU 97,85 97,8 | 98,13 | 80,52 | 80,43 | 80,76 64 | 63,87 64,81
JAMBI 99,41 | 99,33 | 99,33 | 79,88 | 79,93 | 80,23 | 61,56 | 60,73 60,6
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Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Provinsi dan Jenjang Pendidikan
Provinsi SD/sederajat SMP/sederajat SM/sederajat

2021 | 2022 | 2023 2021 | 2022 | 2023 | 2021 2022 2023
SUMATERA SELATAN 98 | 98,08 | 98,12 | 78,31 | 78,68 | 79,12 | 60,53 61 61,24
BENGKULU 98,61 | 98,6 | 98,61 | 80,25 | 80,25 | 81,08 | 66,08 | 66,61 | 67,09
LAMPUNG 99,1 | 99,29 | 99,22 | 82,03 | 82,07 | 80,64 | 60,31 | 61,96 | 62,84
KEP. BANGKA BELITUNG 97,89 | 98,01 | 98,11 74,6 | 74,68 77 | 58,79 | 59,65 60,72
KEP. RIAU 99,26 | 99,2 | 99,29 86,6 | 86,76 | 86,78 | 73,36 | 73,54 | 74,11

Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2024

Dari tabel di atas, terlihat bahwa proporsi anak usia sekolah di Provinsi
Lampung yang bersekolah tepat waktu pada setiap tahun terus mengalami
peningkatan, hal ini menunjukan bahwa kesadaran masyarakat terhadap
pentingnya pendidikan semakin tinggi serta fasilitas pendidikan di Provinsi
Lampung semakin memadai dan semakin mudah diakses oleh masyarakat.

Pada tahun 2023, APM Provinsi Lampung pada jenjang pendidikan SD
dan SMP berada di atas rata-rata Sumatera, sedangkan APM Provinsi Lampung
padajenjang pendidikan SMA masih berada di bawah rata-rata Sumatera yaitu
menempati urutan ke 4 terbawah, setelah Jambi, Sumsel dan Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung.

Indikator APM termasuk dalam jajaran indikator Sustainable
Development Goals (SDGs) untuk melihat ketidakmerataan partisipasi
pendidikan.

21414 Angka Putus Sekolah

Indikator Angka Putus Sekolah (APS) adalah persentase siswa yang pada
tahun ajaran sekarang tidak melanjutkan sekolah lagi sebelum lulus jenjang
pendidikan tertentu, terhadap siswa yang pada tahun ajaran lalu masih
bersekolah di jenjang pendidikan yang sama. APS digunakan untuk melihat
kemajuan pembangunan di bidang pendidikan, serta keterjangkauan dan
pemerataan pendidikan pada masing-masing kelompok umur. Penilaian
berdasarkan proporsi anak kelompok usia sekolah yang sudah tidak

bersekolah lagi atau yang tidak menamatkan sekolah.
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Grafik 2. 53 Angka Putus Sekolah (APS) Provinsi Lampung dan Nasional
Tahun 2018-2022
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Berdasarkan grafik di atas, Angka Putus Sekolah Provinsi Lampung pada
jenjang SD di tahun 2021 dan 2022 berada di bawah angka Nasional, akan
tetapi pada jenjang SMP dan SMA secara umum masih berada di atas angka
Nasional. Angka Putus Sekolah jenjang SMP mengalami kenaikan sejak tahun
2020 hingga tahun 2022 dari 1,20 persen menjadi 1,43 persen. Sementara itu
Angka Putus Sekolah jenjang SMA mengalami penurunan hingga mencapai
2,48 persen di tahun 2021, namun pada tahun 2022 kembali mengalami
kenaiakn angka putus sekolah mencapai 2,59 persen. Angka ini masih
terbilang tinggi karena target capai Kementerian Pendidikan tidak boleh lebih
dari 1 persen. Tingginya Angka Putus Sekolah di jenjang SMP dan SMA
sebagian besar disebabkan karena faktor ekonomi, selain karena tidak ada
biaya untuk bersekolah, anak-anak ini juga dituntut untuk mencari nafkah bagi
keluarga.

Sejalan dengan tingginya Angka Putus Sekolah Provinsi Lampung di
jenjang SMP dan SMA, maka Angka Putus Sekolah pada jenjang SMA juga tinggi
bila dibandingkan dengan Provinsi lain di Sumatera, yaitu menempati urutan
ke 2 tertinggi, setelah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sedangkan pada
jenjang SMP menjadi Provinsi yang Angka Putus Sekolahnya tertinggi di
Sumatera seperti yang terlihat pada tabel di bawah ini:
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Tabel 2. 51 Angka Putus Sekolah Menurut Provinsi dan Jenjang Pendidikan
se-Sumatera Tahun 2022

PROVINSI SD/SEDERAJAT | SMP/SEDERAJAT | SMA/SEDERAJAT
Aceh 0,19 0,33 0,83
Sumatera Barat 0,10 0,60 1,28
Riau 0,11 1,08 1,25
Indonesia 0,13 1,06 1,38
Sumatera Selatan n/a 1,34 1,36
Sumatera Utara n/a 0,98 1,22
Jambi n/a 0,65 1,25
Bengkulu n/a 0,83 1,97
Lampung n/a 1,43 2,59
Kep. Bangka Belitung n/a 1,26 3,62
Kep. Riau n/a n/a 2,14

Sumber: BPS, Statistik Pendidikan 2023, diolah

2.1.4.1.5 Harapan Lama Sekolah

Angka Harapan Lama Sekolah didefinisikan lamanya sekolah (dalam
tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa
mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah
pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah
per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Angka Harapan Lama
Sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. HLS dapat
digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di
berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam

tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak.
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Grafik 2. 54 Trend Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) Lampung dan
Nasional Tahun 2019-2023
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Sumber : BPS Indonesia, 2024, diolah

Angka Harapan Lama Sekolah di Lampung sejak tahun 2019-2023 selalu
mengalami peningkatan tiap tahunnya. Pertumbuhan yang positif ini
merupakan modal penting dalam membangun kualitas manusia Lampung
yang lebih baik. Pada tahun 2023, HLS Provinsi Lampung mencapai 12,77,
meningkat sebanyak 0,03 poin dari tahun 2022 yang sebesar 12,74. Nilai
tersebut artinya, secara rata-rata anak usia 7 tahun yang masuk jenjang
pendidikan formal pada tahun 2023 memiliki peluang untuk bersekolah
selama 12,77 tahun atau setara dengan Diploma I. Angka ini masih berada
dibawah angka Nasional yaitu 13,15.

Sejalan dengan Angka Harapan Lama Sekolah Provinsi Lampung yang
masih berada di bawah angka Nasional, di Sumatera pun HLS Provinsi
Lampung berada pada peringkat ke-3 terbawah, sebagaimana terlihat pada
tabel di bawah. Untuk itu diperlukan kerja keras lagi di dunia pendidikan di

Provinsi Lampung agar dapat mengejar ketertinggalan.
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Grafik 2. 55 Angka Harapan Lama Sekolah se-Sumatera Tahun 2023
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Sumber : BPS Indonesia, 2024, diolah

Capaian Angka Harapan Lama Sekolah di Kabupaten/Kota di Provinsi
Lampung pada tahun 2023, secara rata-rata belum melampaui angka Nasional.
Hanya Kota Metro dan Bandar Lampung yang HLS nya tinggi dan melampaui
capaian Nasional, yaitu Kota Metro mencapai 14,77 dan Kota Bandar Lampung
14,72 tahun. Kabupaten dengan HLS terendah adalah Kabupaten Mesuji yaitu
sebesar 11,81. Hal ini disebabkan karena masyarakat di Kabupaten Mesuji
lebih memilih anak-anak mereka untuk tidak melanjutkan sekolah dan bekerja

membantu orangtua pada sektor pertanian.

Grafik 2. 56 Harapan Lama Sekolah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung
Tahun 2023
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Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2024, diolah
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2.1.4.1.6 Rata-Rata Lama Sekolah

Angka rata-rata lama sekolah (RLS) merupakan kombinasi antara
partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang sedang dijalani, kelas yang
diduduki. dan pendidikan yang ditamatkan. Tetapi, jumlah tahun bersekolah
ini tidak mengindahkan kasus-kasus tidak naik kelas, putus sekolah yang
kemudian melanjutkan kembali, dan masuk sekolah dasar di usia yang terlalu
muda atau sebaliknya. Angka ini bisa memberikan gambaran secara
sederhana pemenuhan penduduk terhadap akses pendidikan. Keterbandingan
besaran rata-rata lama sekolah antar wilayah atau waktu, dapat mengetahui
perbedaan atau perkembangan tingkat kualitas sumber daya manusia. Angka
rata-rata lama sekolah memberikan gambaran tingkat pendidikan penduduk

suatu wilayah.

Grafik 2. 57 Trend Angka Rata-Rata Lama Sekolah Lampung dan Indonesia
Tahun 2019-2023
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Berdasarkan pengamatan grafik di atas, RLS Provinsi Lampung terus
meningkat selama 5 tahun terakhir. Pada tahun 2023, RLS Provinsi Lampung
sebesar 8,29 artinya secara rata-rata penduduk Lampung yang berusia 25
tahun ke atas telah menempuh pendidikan selama 8,29 tahun, namun tidak
menamatkan Pendidikan pada jenjang SMP atau hanya sampai kelas VIII.

Angka capaian ini juga masih di bawah rata-rata Nasional yang sebesar 8,77.
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Grafik 2. 58 Rata-Rata Lama Sekolah se-Sumatera dan Nasional Tahun 2023
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Sumber : BPS Indonesia, 2024, diolah

Sejalan dengan angka Rata-Rata Lama Sekolah di Provinsi Lampung yang
masih rendah, posisi Lampung juga masih rendah bila dibandingkan dengan
Provinsi lainnya di Sumatera. Pada tahun 2022, Provinsi Lampung menempati
peringkat nomor 2 terbawah se-Sumatera setelah Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung. Untuk mengatasi hal ini maka perlu dilakukan akselerasi dalam
meningkatkan RLS di Provinsi Lampung karena hal ini akan mempengaruhi
capaian Indeks Pembangunan Manusia yang dua kompositnya berada di
bidang pendidikan, yaitu HLS dan RLS.

Capaian Angka Rata-Rata Lama Sekolah di Kabupaten/Kota di Provinsi
Lampung pada tahun 2022, secara rata-rata belum melampaui angka Nasional.
Hanya Kota Metro dan Bandar Lampung yang RLS nya tinggi dan melampaui
capaian Nasional, yaitu Kota Metro mencapai 10,98 dan Kota Bandar Lampung
10,96 tahun. Kabupaten dengan RLS terendah adalah Kabupaten Mesuji. Hal
ini disebabkan karena masyarakat di Kabupaten Mesuji lebih memilih anak-
anak mereka untuk tidak melanjutkan sekolah dan bekerja membantu

orangtua pada sektor pertanian.
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Grafik 2. 59 Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung
Tahun 2023
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Sumber : BPS Indonesia, 2023, diolah

Upaya peningkatan nilai rata-rata lama sekolah dan menghilangkan
kesenjangan merupakan hal yang sulit dilakukan mengingat perbedaan
orientasi penduduk berusia 25 tahun ke atas. Namun demikian, sinergitas
seluruh elemen dalam upaya peningkatan rata-rata lama sekolah dapat

meningkatkan capaian yang lebih baik.

2.1.4.1.7 Sarana Dan Prasarana Sekolah Menengah Atas (SMA)

Sarana dan prasarana ruang kelas pada jenjang SMA yang dalam kondisi
baik, jumlahnya menurun di tahun ajaran 2021/2022 dibandingkan tahun
ajaran sebelumnya dengan jumlah total ruang kelas dengan kondisi baik
sebesar 3047. Penurunan prasarana SMA dalam kondisi baik diikuti dengan
peningkatan prasarana SMA dalam kondisi rusak ringan di tahun ajaran
2021/2022. Peningkatan ini sangat signifikan menjadi berjumlah 3122 ruang
kelas SMA rusak ringan dari yang sebelumnya berjumlah 805, sehingga
terdapat selisih peningkatan ruang kelas SMA yang rusak ringan ditahun
ajaran 2021/2022 dengan tahun ajaran 2019/2020 yaitu sebanyak 2.317
ruang kelas. Meskipun jumlah ruang kelas yang rusak ringan meningkat sangat
tinggi, akan tetapi pada tahun ajaran 2021/2022 keadaan menjadi lebih baik
karena ruang kelas yang mengalami rusak berat mencapai angka 0 (nol), untuk
itu masih diperlukan perbaikan-perbaikan agar kerusakan ringan tersebut

dapat masuk menjadi kategori baik.
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Grafik 2. 60 Rasio Sarana dan Prasarana SMA di Provinsi Lampung Tahun
2018-2022
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Sumber: Neraca Pendidikan Daerah, 2023, diolah

2.1.4.1.8 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)

Pola sarana dan prasarana sekolah SMK mirip dengan kondisi SMA,
dimana pada Tahun Ajaran 2019/2020, keadaan sarana dan prasarana di
tingkat SMK membaik, akan tetapi pada Tahun Ajaran 2021/2022 terdapat
penurunan, terlihat dari jumlah sarana dan prasarana yang baik menurun
sedangkan sarana dan prasarana yang rusak ringan meningkat, dan prasarana
rusak berat mencapai angka 0 (nol). Meskipun tingkat kerusakan berat
mencapai angka 0 (nol) namun kondisi prasarana rusak ringan masih cukup
tinggi yaitu dari 2.976 sekolah dan prasarana dalam kondisi baik menurun
menjadi 3053 sekolah di Tahun 2021. Hal ini menjadi kabar baik bagi dunia
pendidikan tingkat SMK karena siswa SMK dapat menikmati sarana prasarana
yang lebih baik karena prasarana dengan kerusakan berat telah bernilai 0
(nol). Walaupun terjadi penurunan jumlah sarana dan prasarana yang baik,
namun jumlahnya masih banyak, yaitu 3.053 unit. Untuk itu masih perlu
dilakukan perbaikan-perbaikan agar kerusakan ringan tersebut tidak menjadi
lebih berat.
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Grafik 2. 61 Rasio Sarana dan Prasarana SMK di Provinsi Lampung Tahun
2018-2022
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2.1.4.1.9 Sekolah Luar Biasa (SLB)

Pola yang hampir sama dengan jenjang SMA dan SMK terdapat juga pada
kondisi sarana dan prasarana SLB. Sejak Tahun Ajaran 2019/2020 sampai
dengan Tahun Ajaran 2021/2022, terdapat penurunan jumlah sarana dan
prasarana SLB yang dalam kondisi baik, akan tetapi jumlah sarana dan
prasarana yang yang rusak ringan meningkat. Jumlah sarana dan prasarana
yang rusak ringan ini perlu dilakukan perbaikan-perbaikan agar kerusakan
ringan tersebut tidak menjadi lebih berat. Dan pada tahun ajaran 2021/2022
jumlah sarana dan prasarana yang rusak sedang dan berat menurun bahkan

mencapai angka 0 (nol).

Grafik 2. 62 Rasio Sarana dan Prasarana SLB di Provinsi Lampung Tahun
2018-2022
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2.1.4.1.10 Jumlah Guru dan Murid SMA/SMK

Berdasarkan data jumlah murid SMA, terdapat peningkatan jumlah di
tahun 2020 sampai 2021 jika dibandingkan dengan tahun 2018 dan 2019
yang mengalami penurunan jumlah siswa. Jumlah siswa SMK juga mengalami
peningkatan dari tahun 2017 sampai 2018, namun pada tahun 2019 terdapat
penurunan jumlah siswa dan terus berlanjut dengan cukup signifikan di
tahun 2020 dengan jumlah siswa SMK hanya 66.863 siswa. Jumlah siswa SMK
kembali meningkat di tahun 2021 menjadi 159.826 siswa.

Jumlah guru SMA dan SMK dari tahun 2017 sampai tahun 2021
penambahannya berfluktuasi. Jumlah guru SMA di tahun 2018 mengalami
penurunan namun di tahun 2019 kembali meningkat sampai di tahun 2020.
Di tahun 2021 jumlah guru kembali turun dengan jumlah 11.082 guru. Begitu
juga hal yang sama terjadi pada penambahan jumlah guru di SMK, dimana
penurunan jumlah guru yang sangat signifikan terjadi di tahun 2020 hingga
berjumlah 66.863 guru dari yang sebelumnya berjumlah 141.821 guru di
tahun 2019. Di tahun 2021 jumlahnya kembali meningkat di angka 159.826
guru. Walaupun terjadi peningkatan jumlah guru SMA dan SMK pada tahun
2021, tetapi tidak sebanding dengan penambahan jumlah siswa pada tahun
2021. Secara rinci jumlah guru dan murid dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 2. 63 Jumlah Guru dan Murid SMA/SMK 2017-2021
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Guru SMA Murid SMA Guru SMK Murid SMK
02017 10,832 152,696 9,495 138,083
12018 10,186 151,887 9,447 143,835
2019 10,706 149,834 9,865 141,821
2020 11,392 157,020 10,660 66,863
m2021 11,082 160,094 10,511 159,826

Sumber: Neraca Pendidikan Daerah, 2022, diolah

2.1.4.1.11 Rasio Guru Terhadap Siswa

Perbandingan jumlah guru per jumlah siswa untuk jenjang SMA selalu
mengalami naik turun per tiap tahunnya, pada tahun 2017 rasio nya 1:14 dan

mengalami penurunan pada tahun 2018 dan kembali naik pada tahun 2019,
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lalu turun kembali pada tahun 2021 menjadi 1:15. Hal yang sama juga dialami
pada rasio perbandingan guru dengan murid pada jenjang SMK, dimana pada
tahun 2017 sebesar 1:15, dan terjadi perbaikan pada tahun 2019, walaupun
mengalami penurunan pada tahun 2020 tetapi besarannya kembali naik
seperti tahun 2019, yaitu 1:15. Penurunan rasio guru dan murid pada tahun
2020 disebabkan karena terjadi peningkatan jumlah siswa yang cukup
signifikan, sedangkan penambahan guru pada tahun tersebut sangat kecil.

Tabel 2. 52 Perbandingan Jumlah Guru dan Siswa 2017 - 2021

Perbandingan 2017 2018 2019 2020 2021
Guru: Siswa SMA 1:14 1:15 1:14 1:14 1:15
Guru: Siswa SMK 1:15 1:15 1:14 1:16 1:15

Sumber: Neraca Pendidikan Daerah, 2022

Walaupun data ini menunjukan bahwa rasio antara guru dengan siswa
sudah memenuhi standar yang telah ditetapkan (rasio guru SMA dan murid
1:20 dan rasio guru SMK dengan murid 1:15) tetapi perlu diperhatikan bahwa
jumlah guru yang dihitung seluruh guru baik PNS maupun non PNS.
Sedangkan apabila dihitung berdasarkan guru yang PNS, maka rasio ini akan

turun jauh, sehingga tidak akan memenuhi standar yang ditetapkan.

Tabel 2. 53 Perbandingan Jumlah Guru PNS dan Siswa 2017 - 2021

Perbandingan 2017 2018 2019 2020 2021
Guru: Siswa SMA 1:28 1:32 1:30 1:31 1:35
Guru: Siswa SMK 1:56 1:67 1:64 1:74 1:73

Sumber: Neraca Pendidikan Daerah, 2022

2.1.4.2
21.4.21
Status gizi balita sangat pendek dan pendek (Stunting) merupakan

Kesehatan
Stunting

kondisi gangguan pertumbuhan fisik dan otak pada anak. Hal tersebut dapat
terjadi pada 1.000 hari pertama kehidupan (HPK). Bila dibandingkan sejak
Tahun 2019 hingga Tahun 2023, prevalensi stunting Provinsi Lampung telah
mengalami penurunan yang cukup signifikan, hingga mencapai 11,36 persen.
Penurunan yang cukup signifikan ini diperoleh karena pelaksanaan aksi
konvergensi penurunan stunting yang telah dilakukan di Provinsi Lampung
sejak tahun 2018. Akan tetapi prevalensi stunting ini harus diturunkan
menjadi 14% pada tahun 2024. Berdasarkan data SKI Tahun 2023, prevalensi
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stunting menurun 0,3 persen dari kondisi tahun 2022 hingga berada di angka

14,9 persen pada Tahun 2023, sehingga Provinsi Lampung masih harus

menurunkan 0,9 persen lagi di Tahun 2024.

Grafik 2. 64 Prevalensi Balita Pendek dan Sangat Pendek (Stunting) Nasional
dan Provinsi Lampung Tahun 2019 - 2023
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Sumber : SSGI 2021-2022, SKI 2023, diolah

Grafik 2. 8 Sebaran Prevalensi Stunting Per Provinsi Tahun 2023
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Sumber : SKI 2023, diolah

Pada grafik di atas, terlihat bahwa Provinsi Lampung menempati
urutan terbaik ke 3 se Indonesia setelah Jambi dan Bali, dengan capaian yang
juga lebih baik dibandingkan nasional. Hal ini memperkuat bukti
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keberhasilan Provinsi lampung dalam melaksanakan 8 (delapan) aksi

konvergensi penurunan stunting. Aksi konvergensi penurunan stunting
dilakukan oleh semua pihak, baik seluruh OPD provinsi maupun
kabupaten/kota hingga tingkat desa, instansi vertikal dan lintas sektor
terkait lainnya. Pada tahun 2018, Pemerintah Pusat telah menetapkan 3
Kabupaten/Kota lokus penurunan stunting, yaitu Lampung Tengah,
Lampung Selatan dan Lampung Timur dan pada tahun 2019 ditetapkan
Kabupaten Tanggamus sebagai Kabupaten lokus. Pada tahun 2020
Pemerintah pusat menambahan 2 kabupaten, yaitu Kabupaten Lampung
Utara dan Pesawaran sedangkan pada tahun 2021 ditambahkan 4 Kab/Kota
yaitu Kabupaten Tulang Bawang, Way Kanan, Pringsewu dan Kota Bandar
Lampung. Untuk Tahun 2022 ditetapkan sisanya, yaitu 5 kabupaten/kota
lainnya, yaitu Kabupaten Lampung Barat, Pesisir Barat, Tulang Bawang
Barat, Mesuji dan Kota Metro, sehingga pada tahun 2022 seluruh
Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung telah menjadi kabupaten/kota lokus
penurunan stunting. Pada tahun 2024 Aksi Konvergensi Stunting telah
ditentukan di 15 Kab/Kota melalui SK Bupati/Walikota dengan rincian lokus

sebagai berikut:

- KABUPATEN/KOTA NAMA KELURAHAN/DESA/PEKON 2024
KECAMATAN KELURAHAN/DESA/PEKON
1 | LAMPUNG BARAT 8 Kecamatan 10 Desa
2 | TANGGAMUS 9 Kecamatan 17 Desa
3 | LAMPUNG SELATAN 11 Kecamatan 40 Desa
4 | LAMPUNG TIMUR 7 Kecamatan 10 Desa
5 | LAMPUNG UTARA 9 Kecamatan 27 Desa
6 | LAMPUNG TENGAH 9 Kecamatan 30 Desa
7 | WAY KANAN 12 Kecamatan 26 Desa
8 | TULANG BAWANG 9 Kecamatan 30 Desa
9 | PESAWARAN 8 Kecamatan 22 Desa
10 | PRINGSEWU 7 Kecamatan 20 Desa
11 | MESUJI 5 Kecamatan 10 Desa
12 | TULANG BAWANG BARAT 5 Kecamatan 15 Desa
13 | PESISIR BARAT 11 Kecamatan 32 Desa
14 | KOTA BANDAR LAMPUNG 4 Kecamatan 5 Kelurahan
15 | KOTA METRO 5 Kecamatan 15 Kelurahan
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Aksi konvergensi penurunan stunting memberikan efek positif dalam
penurunan stunting seluruh kabupaten/kota di Provinsi Lampung.
Prevalensi stunting per kabupaten/kota di Provinsi Lampung Tahun 2022

dapat terlihat pada grafik berikut:

Grafik 2.65 Prevalensi Status Gizi Balita (Tb/U) Stunting Menurut
Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung 2022
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Dari grafik terlihat bahwa hanya 5 Kabupaten/Kota yang capaian angka
prevalensi stunting nya berada di bawah Provinsi Lampung, yaitu Lampung
Tengah, Lampung Selatan, Tulang Bawang, Metro dan Bandar Lampung. Pada
tahun 2022 aksi konvergensi stunting telah dilaksanakan di 15 Kab/Kota, akan
tetapi capaian angka prevalensi stunting di 10 Kabupaten/Kota ini masih
tinggi, yaitu masih berada di atas angka prevalensi stunting Provinsi Lampung
yaitu masih berada di atas angka 15,2%. Untuk itu diperlukan kebijakan-
kebijakan yang dapat mempercepat penurunan stunting di 10
Kabupaten/Kota tersebut sehingga dapat mencapai angka 14% pada tahun
2024.

2.1.4.2.2 Angka Kematian Bayi

Angka Kematian Bayi (AKB) adalah banyaknya kematian bayi berusia
kurang 1 tahun per 100.000 kelahiran hidup pada waktu yang sama. Kematian
bayi terjadi pada masa bayi perinatal (0-6 hari), diikuti kematian pada masa
bayi neonatal (7 - 28 hari) dan masa bayi (>28 hari - < 1 tahun). Jumlah kasus
kematian bayi di Provinsi Lampung Tahun 2023 mengalami peningkatan bila
dibandingkan tahun 2022, yaitu pada tahun 2022 sebanyak 526 kasus
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meningkat menjadi 624 kasus. Penyebab meningkatnya jumlah kasus

kematian bayi dikarenakan:

e ANC Terpadu belum berjalan optimal (antara lain masih kurangnya
pengetahuan nakes untuk mendeteksi dini kehamilan dengan risiko
persalinan prematur);

e Keterbatasan sarpras di rumah sakit (inkubator dan sarana pendukung life
support lainnya) sehingga membuat bayi harus mengantri di IGD;

e Peran dokter umum belum optimal dalam pengambilan keputusan pada
saat pra rujukan neonatus;

e Keterbatasan sarpras dalam ambulance puskesmas PONED;

e Tidak ada alat Skrining bayi baru lahir untuk Penyakit Jantung Bawaan
Kritis;

e Terlambatnya bayi baru lahir untuk di Inisiasi Menyusu Dini (IMD) karena
berbagai alasan dari kebijakan fasilitas kesehatan maupun tenaga
Kesehatan;

e Masyarakat tidak paham, tidak yakin dan merasa tidak mampu melakukan
Perawatan metode kanguru pada bayi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR);

e Terjadi komplikasi saat proses Kkelahiran seperti kelahiran prematur,
asfiksia neonatal (kekurangan oksigen saat lahir) atau cacat bawaan yg
dapat menyebabkan kematian bayi;

e Terjadi infeksi dan penyakit seperti penyakit menular contoh: ISPA, diare
atau penyakit menular lainnya yang dapat menyebabkan kematian.

Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, tren kasus
kematian bayi tahun 2019-2023 terlihat pada grafik berikut ini:

Grafik 2.66 Tren Kasus Kematian Bayi di Provinsi Lampung Tahun 2019-
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Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Lampung 2024
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Berdasarkan Kasus Kematian Bayi menurut Kabupaten/Kota se-Provinsi
Lampung pada tahun 2023, kasus kematian bayi terbanyak terjadi di
Kabupaten Lampung Tengah sebanyak 100 kasus, kemudian Kabupaten
Lampung Timur sebanyak 92 kasus dan Bandar Lampung sebanyak 91 kasus,
sedangkan wilayah dengan kasus kematian bayi terkecil adalah Kota Metro
dengan kasus kematian bayi sebanyak 7 kasus. Dari data terlihat bahwa
Kanupaten Lampung Tengah dan Kabupaten Lampung Timur serta Kota
Bandar Lampung selalu memiliki kasus kematian bayi tertinggi, untuk itu

perlu dilakukan intervensi khusus terhadap ketiga Kabupaten/Kota tersebut.

Grafik 2.67 Kasus kematian Bayi Per-Kabupaten/Kota Di Provinsi Lampung
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2.1.4.2.3 Angka Kematian Balita

Angka Kematian Balita (Akaba) adalah jumlah kematian anak umur 0- <5
tahun per 100.000 kelahiran hidup. Akaba menggambarkan tingkat
permasalahan kesehatan anak dan faktor-faktor lain yang berpengaruh
terhadap kesehatan anak balita seperti gizi, sanitasi penyakit infeksi dan
kecelakaan.

Sejalan dengan meningkatnya kasus kematian bayi, jumlah kasus
kematian balita di Provinsi Lampung dari Tahun 2023 juga mengalami
peningkatan bila dibandingkan tahun 2022, dimana kasus tahun 2022
sejumlah 553 kasus meningkat menjadi 636 kasus pada tahun 2023.
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Grafik 2. 68 Trend Angka Kematian Balita di Provinsi Lampung Tahun 2019 -

2023
700
600 — o ‘4/6;6
——
:Z 541 556 513 553
300
200
100
0
2019 2020 2021 2022 2023

Sumber : Dinas Kesehatan Prov. Lampung, 2024

Kasus kematian balita berdasarkan Kabupaten/Kota se-Provinsi
Lampung tahun 2023, kasus kematian Balita terbanyak terjadi di Kabupaten
Lampung Tengah sebanyak 101 kasus, Kabupaten Lampung Timur 95 kasus
dan Kota Bandar Lampung sebanyak 91 kasus. Kasus terendah yaitu hanya 7
kasus kematian balita berada di Kota Metro. Jumlah kasus kematian balita dan
kasus kematian bayi tidak terlalu berbeda jauh dan kabupaten/kota dengan
kasus tertinggi pada kasus kematian bayi juga menjadi kabupaten/kota
dengan kasus tertinggi pada kematian balita. Artinya kematian balita
didominasi pada umur kurang dari 1 tahun, sedangkan kematian balita umur

1-5 tahun sangat sedikit.

Grafik 2.69 Kasus Kematian Balita per Kabupaten Kota di Provinsi Lampung
Tahun 2022 dan 2023

%Llll]l."l']'ll

Metr Lamb Pesba Tuba Tuba Pswr Mesuj Lams WK Prgs Tgms Lamp Bala Lamti Lamt
[} r i ura m eng
m2022 15 8 12 19 6 9 38 22 32 45 40 16 69 110 112

w2023 7 14 14 19 22 23 27 38 39 45 50 51 91 95 101

Sumber : Dinas Kesehatan Prov.Lampung, 2024

RKPD PROVINSI LAMPUNG Tahun 2025 . I1-129



214.24 Angka Kematian Ibu (AKI)

Angka Kematian Ibu berguna untuk menggambarkan tingkat kesadaran
perilaku hidup sehat, status gizi dan status kesehatan ibu serta kondisi
kesehatan lingkungan, tingkat pelayanan kesehatan terutama untuk ibu hamil,
waktu melahirkan dan masa nifas.

Sejak tahun 2019 hingga tahun 2021, jumlah kasus kematian ibu terus
meningkat, hingga mencapai 187 kasus pada tahun 2021. Pada tahun 2022
terjadi penurunan kasus kematian ibu yang cukup signifikan, akan tetapi
peningkatan jumlah kasus kematian ibu terjadi lagi pada Tahun 2023 hingga
mencapai 105 kasus. Penyebab meningkatnya jumlah kasus kematian ibu
disebabkan karena:

e Puskesmas PONED tidak berjalan optimal (kekurangan nakes karena
mutasi nakes yang dilatih dan tidak adanya pelatihan baru, kurangnya
dukungan sarpras);

e Belum maksimalnya koordinasi lintas program ditandai dengan Skrining
penyakit Menular dan PTM pada usia reproduktif masih rendah;

e Kepercayaan masyarakat yang tidak mengizinkan untuk menghadang
kehendak Yang Kuasa untuk mendapat keturunan dengan menggunakan
KB.

Tren jumlah kasus kematian ibu tiap tahunnya dapat terlihat pada grafik
di bawah ini:

Grafik 2.70 Kasus Kematian Ibu Provinsi Lampung Tahun 2019-2023
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Sejalan dengan kasus kematian bayi dan balita, pada kasus kematian ibu
di Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung tahun 2023, yang terbanyak juga
terjadi di Kabupaten Lampung Tengah (26 kasus), Lampung Timur (15 kasus)

dan Lampung Selatan (12 kasus). Permasalahan kesehatan di 3
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kabupaten/kota ini harus segera dibenahi agar jumlah kasus kematian ibu,
kematian bayi dan kasus kematian balita di kabupaten/kota ini dapat
diturunkan. Sedangkan di Kota Metro pada tahun 2022 tidak terdapat kasus
kematian ibu. Penurunan jumlah kasus kematian ibu terlihat di Kabupaten
yaitu dari 9 kasus pada Tahun 2022 menjadi hanya 1 kasus pada Tahun 2023.
Distribusi kasus kematian ibu di kabupaten/kota se-Provinsi Lampung dapat
dilihat pada grafik di bawah ini.

Grafik 2. 71 Kasus Kematian Ibu di Kab/Kota Provinsi Lampung
Tahun 2022 dan 2023
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Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi, 2024

2.1.4.2.5 Angka Harapan Hidup

Angka Harapan Hidup saat lahir (AHH) merepresentasikan dimensi
umur panjang dan hidup sehat. Kesadaran penduduk akan persoalan
kesehatan dan ketersediaan akses kesehatan menjadi faktor dominan
meningkatnya angka harapan hidup disuatu daerah.

AHH Provinsi Lampung terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama
periode 2020 hingga 2023, AHH telah meningkat sebesar 0,51 tahun atau rata-
rata tumbuh sebesar 0,23 persen per tahun. Setelah menggunakan metode
perhitungan baru (Metode SP2020), maka AHH Provinsi Lampung Tahun
2020 meningkat dari 70,65 tahun menjadi 73,66 tahun. Dengan menggunakan
metode baru ini, maka capaian AHH Provinsi mulai tahun 2020 otomatis
berada di atas capaian Nasional. Angka Harapan Hidup saat lahir di Provinsi
Lampung 2023 mencapai 74,17 tahun. Dibandingkan Tahun 2022, AHH
Provinsi Lampung meningkat dari 73,95 menjadi 74,17 Tahun atau tumbuh

sebesar 0,30 persen.
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Grafik 2. 51 Angka Harapan Hidup (AHH) Provinsi Lampung dan Indonesia
(Metode SP2020) Tahun 2020-2023
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Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2024

Grafik 2. 72 Angka Harapan Hidup se-Sumatera dan Nasional Tahun 2023
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Dari tabel di atas terlihat bahwa Angka Harapan Hidup Provinsi
Lampung berada pada peringkat ke-3 tertinggi di Sumatera, dan capaiannya
berada di atas angka Nasional. Hal ini menandakan kualitas hidup masyarakat
di Provinsi Lampung semakin baik dan meningkat.

Melalui perubahan perhitungan menggunakan metode baru (SP
2020), maka saat ini terdapat 5 (lima) Provinsi di Sumatera yang AHH nya

berhasil melampaui angka Nasional.
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Grafik 2. 73 Angka Harapan Hidup menurut Kabupaten/Kota se-Provinsi
Lampung dan Nasional Tahun 2023
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Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2024

Berdasarkan grafik di atas menunjukkan bahwa Angka Harapan Hidup
di seluruh Kab/Kota di Provinsi Lampung telah mencapai angka yang tinggi
yaitu >73 tahun. Capaian AHH di 5 (lima) Kab/Kota di Provinsi Lampung
berada di atas atau sama dengan AHH Provinsi Lampung, yaitu Kota Metro,
Kota Bandar Lampung, Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Lampung Selatan
dan Kabupaten Lampung Tengah. Sedangkan 10 Kab/Kota lainnya masih
berada di bawah capaian Provinsi Lampung. Walaupun begitu diantara 10
Kabupaten ini, masih terdapat 3 Kabupaten yang capaiannya berada di atas
capaian nasional, yaitu Kabupaten Way Kanan, Tulang Bawang Barat dan
Lampung Timur.

Sedangkan Kabupaten dengan AHH terendah adalah Kabupaten Mesuji
(73,71 tahun) dan Pesisir Barat (73,75). Disparitas nilai AHH ini menunjukkan
bahwa Rooadmap Peningkatan IPM Provinsi Lampung akses kesehatan serta
tingkat kesadaran akan kesehatan penduduk di Provinsi Lampung cukup baik,
namun demikian pada kabupaten yang jauh dari perkotaan dan terpencil,

tingkat kesadaran akan kesehatan penduduk masih belum memadai.
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2.1.4.2.6 Sarana Pelayanan Kesehatan Dasar (Puskesmas)

Puskesmas adalah konsep dasar pelayanan kesehatan primer yang
bertanggungjawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu
wilayah kerja (jenjang tingkat pertama). Puskesmas memiliki tujuan
meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap
orang yang bertempat tinggal.

Jumlah Puskesmas terus bertambah setiap tahunnya, dari 310 unit pada
tahun 2019 meningkat menjadi 320 unit pada tahun 2023. Namun demikian,
peningkatan jumlah Puskesmas tidak secara langsung menggambarkan
pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan primer di suatu wilayah.

Grafik 2. 74 Trend Jumlah Puskesmas Provinsi Lampung Tahun 2019-2023
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Sumber: Dinas Kesehatan Prov. Lampung, 2024

Pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan primer dapat dilihat secara
umum dari rasio Puskesmas terhadap Kecamatan, dimana rasio ideal adalah 1
Puskesmas menanggani 1 Kecamatan. Seiring dengan penambahan jumlah
Puskesmas, rasio Puskesmas terhadap kecamatan di Provinsi Lampung juga
terus meningkat setiap tahunnya, akan tetapi pada tahun 2021 terjadi
penurunan, baik di tingkat Provinsi Lampung maupun di tingkat nasional.
Mulai Tahun 2022, Provinsi Lampung mulai mengejar ketertinggalannya,
sehingga capaian rasio puskesmas semakin meningkat, bahkan pada tahun
2023, rasio puskesmas di tingkat Provinsi Lampung mencapai 1,39 mendekati

angka capaian nasional yang telah mencapai 1,4.
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Grafik 2. 75 Rasio Puskesmas per Kecamatan di Provinsi Lampung
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Sumber: Dinas Kesehatan Prov. Lampung, 2024

Rasio puskesmas adalah gambaran pelayanan kesehatan dasar atau
primer. Penguatan layanan kesehatan primer ini juga merupakan kebijakan
nasional dimana Kementerian Kesehatan menargetkan agar terjadi
peningkatan akses dan mutu layanan kesehatan primer sebagai garda
terdepan dalam upaya pelayanan Kesehatan kepada masyarakat. Puskesmas
harus didorong untuk menyelesaikan berbagai permasalahan kesehatan dasar
melalui penguatan pada upaya promotif dan preventif, selain tetap
memberikan pelayanan kesehatan kuratif kepada masyarakat.

Peningkatan mutu pelayanan fasilitas kesehatan primer serta
keselamatan pasien, diwujudkan melalui akreditasi Puskesmas. Tujuan utama
akreditasi puskesmas adalah untuk pembinaan peningkatan mutu kinerja
melalui perbaikan yang berkesinambungan terhadap sistem manajemen,
sistem manajemen mutu, sistem penyelenggaraan pelayanan serta program
dan penerapan manajemen risiko. Dari seluruh puskesmas yang ada di
Provinsi Lampung, hingga saat ini belum semuanya melaksanakan akreditasi
Puskesmas. Hingga Tahun 2023, hanya 304 Puskesmas yang telah
terakreditasi sedangkan 16 Puskesmas, belum terakreditasi, dengan rincian
31 Puskesmas dengan status Paripurna, 94 Puskesmas dengan status Utama,
161 Puskesmas dengan status Madya dan 18 Puskesmas dengan status Dasar.
Pada Tahun 2023, terjadi peningkatan jumlah Puskesmas dengan Status
Akreditasi Puskesmas Paripurna dan Utama, sebagaimana terlihat pada grafik
di bawah ini. Peningkatan jumlah Puskesmas dengan Akreditasi Paripurna dan
Utama diharapkan dapat meningkatkan mutu pelayanan Puskesmas sebagai

fasilitas kesehatan primer.
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Grafik 2. 76 Status Akreditasi Puskesmas di Provinsi Lampung Tahun 2019-
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Sumber: Dinas Kesehatan Prov. Lampung, 2024, diolah

Pada Permenkes RI Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan
Masyarakat disebutkan bahwa Puskesmas wajib memiliki 9 tenaga kesehatan,
yaitu dokter, dokter gigi, perawat, bidan, tenaga promosi Kesehatan dan ilmu
perilaku, tenaga sanitasi lingkungan, ahli gizi, apoteker dan atau tenaga teknis
kefarmasian dan ahli teknologi laboratorium medik. Hingga saat ini Provinsi
Lampung telah memiliki 37,81% Puskesmas yang telah memiliki minimal 9
tenaga Kesehatan. Capaian ini masih belum mencapai target Tahun 2023
(47%). Untuk itu diharapkan Puskesmas di Provinsi Lampung dapat
melengkapi ketersediaan minimal 9 tenaga Kesehatan agar pelayanan di
Puskesmas dapat ditingkatkan lagi. Capaian Puskesmas yang telah memiliki
minimal 9 tenaga kesehatan di Provinsi Lampung sejak Tahun 2021 hingga
Tahun 2023 terlihat dari grafik di bawah ini.
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Grafik 2. 77 Persentase Puskesmas yang Minimal Memiliki 9 Tenaga

Kesehatan di Provinsi Lampung Tahun 2019-2023
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Sumber: Dinas Kesehatan Prov. Lampung, 2024, diolah

Hingga Tahun 2023, Kabupaten/Kota yang memiliki Puskesmas dengan
minimal 9 tenaga Kesehatan terbanyak berada di Kota Bandar Lampung yang
telah mencapai 87,1%, sedangkan paling sedikit berada di Kabupaten
Tanggamus dengan capaian 7,69%. Kota Bandar Lampung menerapkan
sistem tenaga kontrak untuk pemenuhan 9 tenaga Kesehatan di Puskesmas.
Dengan sistem ini pada Tahun 2022, persentase puskesmas yang minimal
memiliki 9 tenaga Kesehatan di Provinsi Lampung bahkan telah mencapai
93,55%. Capaian indikator ini di tiap Kabupaten/Kota terlihat pada grafik di
bawabh ini.

Grafik 2. 78 Persentase Puskesmas yang Minimal Memiliki 9 Tenaga
Kesehatan di Kab/Kota Tahun 2022-2023
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2.1.4.2.7 Sarana Pelayanan Kesehatan Rujukan (Rumah Sakit)

Dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat selain upaya
promotif dan preventif, diperlukan juga upaya kuratif dan rehabilitatif. Upaya
kesehatan yang bersifat kuratif dan rehabilitatif dapat diperoleh melalui
rumah sakit yang juga berfungsi sebagai penyedia pelayanan kesehatan
rujukan. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56/Menkes/PER/1/2014
tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit mengelompokkan rumah sakit
berdasarkan penyelenggaraan, yaitu rumah sakit pemerintah, rumah sakit
pemerintah daerah dan rumah sakit swasta. Rumah sakit pemerintah adalah
unit pelaksana teknis dari instansi pemerintah (Kementerian Kesehatan,
Kepolisian, Tentara Nasional Indonesia dan Kementerian Lainnya). Rumah
sakit daerah adalah pelaksana teknis dari daerah (pemerintah provinsi,
pemerintah kabupaten dan pemerintah kota). Sedangkan rumah sakit swasta
adalah badan hukum yang bersifat nirlaba. Peraturan tersebut juga
mengelompokkan rumah sakit berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan
menjadi rumah sakit umum dan rumah sakit khusus. Rumah sakit umum
adalah rumah sakit yang memberikan pelayanan kesehatan pada semua
bidang dan jenis penyakit. Adapun rumah sakit khusus adalah rumah sakit
yang memberikan pelayanan utama pada satu bidang atau satu jenis penyakit
tertentu berdasarkan disiplin ilmu, golongan umur, organ, jenis penyakit, atau
kekhususan lainnya.

Jumlah Rumah Sakit di Lampung dari tahun 2019 s.d 2023 terus
mengalami peningkatan. Pada tahun 2019, Pemerintah Kabupaten/Kota yang
memiliki RSUD hanya 15 daerah, pada tahun 2023 seluruh Pemerintah
Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung telah memiliki RSUD sendiri dan
jumlahnya telah mencapai 17 RSUD di 15 kabupaten/kota. Sedangkan untuk
jumlah RS Swasta, pada tahun 2019 berjumlah 58 sarana, sedangkan pada
tahun 2023 meningkat menjadi 60 Rumah Sakit terdiri dari 41 RS Umum dan
19 RS Khusus.

Tabel 2. 54 Data Sarana Pelayanan Rumah Sakit Di Provinsi Lampung
Tahun 2019-2023

No. | Parameter 2019 2020 2021 2022 2023
1 Rumah Sakit Pemerintah 20 20 22 21 21
a RSUD Provinsi 2 2 2 2 1
b RSUD Kabupaten/Kota 15 15 17 16 17
c RS. Khusus Provinsi 1 1 1 1 1
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No. | Parameter 2019 2020 | 2021 | 2022 2023
d  RS.Polri 1 1 1 1 1
e RS. Tentara 1 1 1 1 1

2 Rumabh Sakit Swasta 58 59 59 60 60
a RS. Umum 36 36 39 40 41
b RS.Khusus 22 23 20 20 19

Sumber: Dinas Kesehatan Prov. Lampung 2023, diolah

Dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan Rumah Sakit secara
berkelanjutan dan melindungi keselamatan pasien Rumah Sakit serta
meningkatkan tata kelola Rumah Sakit dan tata kelola klinis, maka rumah sakit
wajib melaksanakan akreditasi. Dari 81 rumah sakit yang ada di Provinsi
Lampung, sarana yang telah terakreditasi berjumlah 80 sarana, dengan status
akreditasi paripurna berjumlah 68 sarana, akreditasi utama berjumlah 12

sarana.

2.1.4.2.8 Tenaga Kesehatan

Tenaga kesehatan merupakan sumber daya manusia yang peranan dan
keberadaannya sangat penting dan berpengaruh terhadap peningkatan
pelayanan kesehatan untuk masyarakat. Banyak faktor yang dapat dilihat dari
tenaga kesehatan yaitu tingkat pendidikan, profesionalisme dan
kompetensinya. Tenaga kesehatan merupakan faktor input dalam

pelaksanaan program kesehatan.

2.1.4.29 Rasio Dokter

Capaian rasio dokter di Provinsi Lampung sejak Tahun 2019 telah
melampaui target yang ditetapkan (15) yaitu 15,38 dan terus mengalami
peningkatan dari tahun 2018 sebesar 15,99 dan terus mengalami peningkatan
hingga menjadi 21,2 pada tahun 2023. Rasio dokter menjadi salah satu
indikator penting yang dapat memberikan gambaran ketersediaan dan
pemerataan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Dengan meningkatnya
rasio dokter, akan semakin baik juga pelayanan Kesehatan kepada masyarakat
mengingat peran dokter yang sangat penting dalam menentukan diagnosa dan

pengobatan kepada pasien.
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Grafik 2. 79 Tren Capaian Ratio Dokter Per satuan Penduduk di Provinsi
Lampung Tahun 2019-2023
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Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Lampung 2024, diolah

2.1.4.2.10 Rasio Dokter Spesialis terhadap 100.000 Penduduk

Capaian rasio ketersediaan Dokter spesialis di Provinsi Lampung
terhadap 100.000 penduduk sejak tahun 2019 telah memenuhi standar target
yang ditentukan oleh Kementerian Kesehatan RI yaitu di angka 6 hingga
mencapai 9 dokter spesialis per 100.000 penduduk. Angka ini terus meningkat
hingga mencapai angka 14,8 pada Tahun 2023.

Seiring dengan semakin meningkatnya kebutuhan akan dokter spesialis,
maka peningkatan rasio dokter spesialis ini semakin penting. Keberadaan
dokter spesialis akan dapat memberikan pelayanan kesehatan yang semakin
spesifik terlebih dengan semakin banyaknya kasus-kasus penyakit yang

secara kewenangan harus ditangani oleh dokter spesialis.

Grafik 2. 80 Tren Capaian Rasio Dokter Spesialis di Provinsi Lampung Per
100.000 penduduk Tahun 2019 - 2023
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Sumber:Profil Kesehatan Provinsi Lampung 2024, diolah
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2.1.4.2.11 Rasio Bidan Terhadap 100.000 Penduduk

Pada tahun 2019 rasio bidan telah mencapai 103,1 bidan per 100.000
penduduk. Angka ini telah mencapai target dalam Renstra Dinas Kesehatan
Provinsi Lampung yang sebesar 95. Akan tetapi pada Tahun 2023, Rasio Bidan
terhadap penduduk menunjukkan penurunan hingga mencapai 99,2, akan
tetapi masih berada di atas target yang ditetapkan. Artinya pada tahun 2023
setiap 100.000 penduduk dilayani oleh sekitar 99,2 bidan.

Bidan memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan pelayanan
kesehatan terhadap ibu dan anak. Dengan semakin meningkatnya rasio bidan
akan dapat mencapai target angka kematian ibu, kematian bayi dan kasus
stunting. Ketiga indikator tersebut masuk kedalam indikator RPJMD
perubahan Provinsi Lampung 2019-2024.

Grafik 2. 81 Tren Capaian Rasio Bidan di Provinsi Lampung Per 100.000
penduduk Tahun 2019-2023
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Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Lampung 2024, diolah

2.1.4.2.12 Rasio Apoteker Terhadap 100.000 Penduduk

Pada tahun 2019 dan Tahun 2020, rasio Apoteker masih berada di
bawah target yang ditetapkan (4,5), yaitu hanya mencapai 2,7 dan 3,73. Akan
tetapi sejak tahun 2021 hingga Tahun 2023, capaian rasio Apoteker terhadap
100.000 penduduk telah mencapai 7,6 Apoteker per 100.000 penduduk.
Angka ini telah mencapai target yang ditetapkan yaitu 4,5. Artinya setiap
100.000 penduduk dilayani oleh sekitar 7,6 Apoteker.

Apoteker berperan dalam menjaga kesehatan dan meningkatkan mutu

kehidupan pasien. Salah satunya adalah memberikan konseling kepada pasien
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dan masyarakat terkait penggunaan obat yang benar. Konseling oleh apoteker
kepada pasien, sangat diperlukan dalam rangka mengubah perilaku pasien..

Grafik 2. 82 Tren Capaian Rasio Bidan di Provinsi Lampung Per 100.000
penduduk Tahun 2019-2023
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Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Lampung 2022, diolah

2.1.4.3 Pertanian

Sebagian besar lahan di Provinsi Lampung merupakan kawasan hutan
yaitu mencapai 1.004.735 Ha (28,47%) dari luas daratan Provinsi Lampung.
Selain itu merupakan daerah perkebunan (20,92%); tegalan/ladang
(20,50%); daerah pertanian dan perumahan. Perkebunan kelapa sawit
merupakan salah satu sektor perkebunan yang memegang peranan penting
bagi Indonesia. Kelapa sawit sebagai komoditas andalan baik untuk memenuhi
kebutuhan domestik maupun ekspor. Produksi kelapa sawit Indonesia
sekarang ini memenuhi 60% kebutuhan konsumsi dunia. Diperkirakan luas
perkebunan kelapa sawit Indonesia hingga Tahun 2019 mencapai 14,67 juta
hektar termasuk didalamnya perkebunan besar dan perkebunan rakyat.
Peningkatan pesat produksi kelapa sawit mulai terlihat kurang lebih 20 tahun
terakhir, dengan produksi minyak kelapa sawit mentah (CPO) 42,86 juta ton
pada Tahun 2019 (Data Statistik Perkebunan Indonesia Komoditas Kelapa
Sawit Tahun 2017-2019). Khususnya di Provinsi Lampung perkebunan kelapa
sawit, menurut data statistik Dinas Perkebunan Provinsi Lampung, luas areal
Perkebunan Rakyat (PR) tanaman kelapa sawit di Provinsi Lampung pada
Tahun 2019 tercatat 109.609 hektar dengan nilai ekspor dari hasil olahan
kelapa sawit senilai US$ 863.129.123. Adapun sentra perkebunan kelapa sawit

berada di Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Tulang Bawang Barat,
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Lampung Tengah, Kabupaten Way Kanan, Kabupaten Lampung Utara.
Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Pesawaran dan Kabupaten Mesuji.

Kegiatan kelapa sawit yang dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan
Provinsi Lampung dilakukan antara lain :
1. Kegiatan Peremajaan Sawit Rakyat, dana bersumber dari Badan Pengelola
Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Kementerian Keuangan.
2. Kegiatan Rintisan Penertiban STDB Perkebunan Sawit, dana bersumber
dari Pembantuan Provinsi

Tugas Ditjen Perkebunan Kementerian

Pertanian.

Berdasarkan Surat Menteri Pertanian Nomor: 163/SR.140/M/11
Tanggal 05 November 2020 hal Pengembangan Food Estate Berbasis
Korporasi Petani, Kesepakatan Bersama Antara Kementrian Pertanian
Republik

Tertinggal

Indonesia dengan Kementrian Desa,
Republik  Indonesia  Nomor

03/MoU/HK.220/M/1/2020 dan Nomor : 01/M/KH.07.01/1/2020 dan Surat
Gubernur Lampung Kepada Menteri Pertanian RI Nomor: 520/4082/04 /2020
Tanggal 30 Desember 2020 Hal Pengembangan Kawasan Food Estate Berbasis

Pembangunan Daerah

dan  Transmigrasi

Korporasi Petani di Provinsi Lampung.

Usulan lokasi Kawasan Food Estate berbasis korporasi petani di Provinsi

Lampung adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 55 Usulan Lokasi Kawasan Food Estate Berbasis Korporasi Petani di

Provinsi Lampung

No Nama Lokasi Luas Komoditi Komoditi Dukungan
Kawasan Kecamatan (Ha) Utama Terintegrasi
1. Mesuji - Mesuji 28.988 Padi - Mina Padi Sebagai
Timur - Holtikultura | Kawasan KTM
(KTM) - Ternak Sapi akan
- Rawa Jitu - Perikanan disinergikan
Utara dengan KTM
- Mesuji
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No Nama Lokasi Luas Komoditi Komoditi Dukungan
Kawasan Kecamatan (Ha) Utama Terintegrasi
2 Way - Balambangan 7.570 Padi - Perkebunan [ Sebagai
Kanan Umpu (KTM) (sawit, Kawasan KTM
- Bahuga Karet) akan
- Buay Bahuga - Hortikultura | disinergikan
- Bumi Agung - Peternakan dengan KTM
- Way Tuba (Sapi) - Akan
diimtegrasikan
dengan
kegiatan
bantuan irigasi
dan alsintan
melalui
kerjasama
dengan korea

Pengembangan Kawasan Food Estate tersebut direncanakan akan
bersinergi dengan pengembangan Kawasan Terpadu Mandiri sebagai
Program Kementrian Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan
Transmigrasi Republik Indonesia sehingga diharapkan dapat berkembang
lebih cepat. Bappeda Provinsi Lampung diminta untuk melakukan pemetaan
dan integrasi program kegiatan yang mendukung pengembangan Food Estate

di Provinsi Lampung.

2144 Energi dan Sumber Daya Mineral

Kondisi penyediaan energi di Indonesia khususnya Provinsi Lampung
saat ini masih didominasi oleh energi fosil, terutama Minyak bumi dan batu
bara. Hal tersebut dikarenakan energi pembangkit listrik didominasi oleh
Pembangkit Listrik Tenaga Diesel dan Tenaga Uap (PLTU) batu bara, selain
batu bara juga digunakan sebagai bahan bakar industri. Hal tersebut
menjadikan batu bara merupakan pangsa penyediaan energi primer kedua
setelah minyak bumi. Pengurangan energi pembangkit listrik fosil dalam draf
RUPTL 2021-2030 sejalan dengan upaya mendorong masifnya peningkatan
pembangkit listrik EBT yang ditargetkan baurannya mencapai 23 pada 2025,

meskipun hingga 2020 capaian secara nasional baru sebesar 11,51% dari
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target sebesar 13,4% (Kementerian ESDM, 2020). Target tersebut selanjutnya

akan dicapai melalui tiga jalur, yakni listrik, pemanfaatan bahan bakar
berbasis non-energi fosil atau biofuel, dan pemanfaatan langsung EBT. Dari
sisi biofuel, pemanfaatan biofuel telah menjadi tertinggi di dunia karena
pemanfaatan biodiesel di Indonesia sudah mencapai 30% atau B30. Dari sisi
kelistrikan berbasis EBT, dalam lima tahun ke depan kapasitas pembangkit
listrik ditargetkan bertambah 2.000-3.000 mega watt (MW) pertahun untuk
mencapai target bauran EBT 23% pada tahun 2025.

Berdasarkan data PT. PLN (Persero) UID Lampung konsumsi energi
listrik Provinsi Lampung sepanjang Tahun 2022 mencapai sekitar konsumsi
5,37 Twh. Pembangunan sektor energi di Provinsi Lampung dapat dilihat dari
meningkatnya rasio elektrifikasi tahun 2022 sebesar 99,99 persen
dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar 99,94 persen, namun demikian
pertumbuhan kebutuhan energi listrik di Provinsi Lampung pun cukup besar
dengan rata-rata sekitar +9 % per tahun. Kebutuhan listrik Lampung dengan
beban puncak mencapai 1211,1 MW dan cadangan daya 391,55 MW,
sedangkan kemampuan pembangkit listrik di provinsi Lampung saat ini
1429,2 MW sehingga Provinsi Lampung tidak mengalami kekurangan jumlah
pasokan listrik, karena ketersediaannya sampai dengan saat ini masih aman
masih surplus 15,3 persen dari total daya mampu atau setara dengan 218,1
MW.

Gambar 2. 30 Peta Sistem Tenaga Listrik Provinsi Lampung

Sumber Peta : RUPTL Tahun 2021 -2030 PT.PLN
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Namun demikian Ketersediaan energi listrik di Provinsi Lampung

tersebut masih dibantu oleh jaringan trans interkoneksi Sumatera Selatan
yaitu melalui P3BS (Penyaluran dan Pusat Pengatur Beban Sumatera). Yang
merupakan unit bisnis operasional PLN yang bergerak di bidang Transmisi,
yang bertugas menginterkoneksikan energi Listrik dari pusat pembangkit

menuju pusat beban dalam sistem interkoneksi Sumatera.

Tabel 2. 56 Kapasitas Pembangkit Eksisting di Provinsi Lampung

Sistem Total Daya DMP Tertinggi
Pembangkit Tenaga ]uml_ah Kapasitas Mampu 1 Tahun
Listrik Unit (MW) Netto Terakhir
Mw)
PLN
PLTA Sumatera 4 118,6 117,6 118,0
PLTD Sumatera 8 59,3 26,9 37,7
PLTG Sumatera 1 21,4 14,8 15,0
PLTP Sumatera 2 110,0 103,8 99,5
Sumatera 4 400,9 290,0 309,4
PLTD PulauSebesi | 5 0,5 0,4 0,4
Jumlah PLN 24 710,7 553,5 580,0
IPP
PLTA Sumatera 2 55,0 55,0 57,3
PLTP Sumatera 2 90,9 90,9 101,7
PLTU Sumatera 3 24,0 24,0 21,3
Jumlah IPP 7 169,9 169,9 180,3
SEWA
PLTG Sumatera 4 112,9 112,9 112,1
PLTMG Sumatera 2 54,0 54,0 55,8
Jumlah SEWA 6 166,9 166,9 167,9
Jumlah 37 1047,5 890,3 928,2

Sumber : RUPTL Tahun 2021 -2030 PT.PLN
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Sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang
Kebijakan Energi Nasional (KEN) berpedoman pada upaya-upaya konservasi
dan diversifikasi energi diturunkan dalam naskah Rencana Umum Energi
Nasional (RUEN) dan Rencana Umum Energi Ketenagalistrikan Nasional
(RUKN). Rancangan Umum Energi Daerah (RUED) merupakan sebuah
kebijakan dari Pemerintah Daerah mengenai rencana pengelolaan energi
tingkat Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota yang merupakan penjabaran dan
rencana pelaksanaan RUEN yang bersifat lintas sektor.

Defisit energi yang dialami oleh Provinsi Lampung ini salah satu
penyebabnya yaitu karena pasokan yang dimiliki terus berkurang . Alternatif
solusi terhadap permasalahan energi ini adalah dengan menyusun formulasi
strategi dan kebijakan yang jelas dan terarah sebagaimana Peraturan
Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional (KEN)
berpedoman pada upaya-upaya konservasi dan diversifikasi energi
diturunkan dalam naskah Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) dan
Rencana Umum Energi Ketenagalistrikan Nasional (RUKN). Rancangan Umum
Energi Daerah (RUED) merupakan sebuah kebijakan dari Pemerintah Daerah
mengenai rencana pengelolaan energi tingkat Provinsi dan/atau
Kabupaten/Kota yang merupakan penjabaran dan rencana pelaksanaan RUEN
yang bersifat lintas sektor.

Pemerintah Provinsi Lampung telah menerbitkan Rancangan Umum
Energi Daerah berdasarkan Perda Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2019
tentang Rencana Umum Energi Daerah yang dipublikasikan pada 25
September 2019. Dalam Perda tersebut hasil analisis permodelan energi
dengan skenario RUED menunjukkan jika konsumsi energi Lampung
diproyeksikan akan terus bertambah dari 2.082 ribu TOE pada Tahun 2015
menjadi 3.826 ribu TOE pada Tahun 2025 dan 12.106 pada tahun 2050 atau
meningkat sekitar 5,2% per tahun dengan tiga sektor energi final tertinggi dari
sektor industri, transportasi dan sektor rumah tangga.

Pada tahun 2015 bauran EBT Provinsi Lampung masih sangat kecil yaitu
kurang dari 11% dan setelah dilakukan skenario RUED ini maka bauran EBT
diproyeksikan akan meningkat menjadi 36% pada Tahun 2025 dan pada
tahun 2050 sebesar 47%. Sedangkan capaian bauran EBT Provinsi Lampung
pada tahun 2021 baru sebesar 29,88%. Untuk mengakselerasi pemanfaatan
energi baru dan terbarukan (EBT) dilakukan melalui pembangunan

pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) maupun PLTS Rooftop dan
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penggunaan Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE), selain itu juga

pemanfaatan tenaga air, Biogas, Biomass.

Dalam upaya mendorong pemanfaatan energi terbarukan sebagai
sumber energi di bangunan-bangunan perkantoran, maka dikembangkan
Pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dengan menggunakan modul surya
fotovoltaik yang dipasang di atap bangunan (rooftop). Total kapasitas
terpasang dari Tahun 2020 sampai Tahun 2022 sebesar 395 Kwp.

Gambar 2. 31 Realisasi PLTS Rooftop Tahun 2020 - 2022

KEBUAKAN PENGEMBANGAN  PLTS ROOFTOP

PAMBANGUNAN TANUN 2020
NAMA GEDUNG/KANTOR MILEC PROV. LAMPUNG KAPASITAS DAYA
50 KWy
3 Kwp
GEDUNG HAEMODIALISA RSUD ABDLL MULUK 50 KWo
PEMBANGUNAN TAHUN 2021
GEDUNG PAVILION BETIC AT SSUD ABDUL MULUK 100 Kwe
DINAS BMBK 50 Kwp
DINAS PMAPTSP 30 Xwp
~ SEXRETARIAT DPRD PROV. LAMPUNG 30 Kwp
GEDUNG BPXAD SEXRETARIAT PROV. LAMPUNG 30 KWp
PEMBANGUNAN TAHUN 2022
GEDUNG KOMINFOTIK PROV. LAMPUNG 25 KwWp
: TOTAL KAPASITAS DAYA PLITS ROOF TOP PADA
GEDUNG KANTOR MIUK PROV. LAMPUNG 395 KWp
o’ KABUPATEN JUMLAH (UNIT)
LAMPUNG BARAT m
\ ; LAMPUNG SELATAN %
- PESAWARAN 200
PESISIR BARAT 37
| TANGGAMUS 1655
- TULANG BAWANG 123
' JUMLAH an

Sumber : Dinas ESDM Provinsi Lampung 2021

Sejak tahun 2010 Pemerintah Provinsi Lampung melalui Dinas Energi
dan Sumber Daya Mineral telah memberikan instalasi biogas tidak kurang dari
1.184 unit kepada masyarakat di Provinsi Lampung. Sebaran Pemanfaatan

Biogas Di Provinsi Lampung Tahun 2020, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
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Tabel 2. 57 Sebaran Pemanfaatan Biogas Di Provinsi Lampung

Jumlah
Kapasitas Biogas Rumah Tangga m3/tahun
Unit
UKkuran Produksi
Lokasi Digester Biogas
(m3) (m3 /hari)
1 Desa/Kec/Kab/Kota Metro 77 149 3.441,90
2 Desa/Kec/Kab/Kota Lampung Barat 29 17 147,9
3 Desa/Kec/Kab/Kota Pesawaran 36 27 291,6
4 Desa/Kec/Kab/Kota Tanggamus 33 27 267,3
5 Desa/Kec/Kab/Kota Lampung Selatan 86 134 3.457,20
6 Desa/Kec/Kab/Kota Lampung Timur 51 269 4.115,70
7 Desa/Kec/Kab/Kota Lampung 89 316 8.437,20
Tengah
8 Desa/Kec/Kab/Kota Lampung Utara 3 11 9,9
9 Desa/Kec/Kab/Kota Way Kanan 3 11 9,9
10 | Desa/Kec/Kab/Kota Pringsewu 19 76 433,2
11 | Desa/Kec/Kab/Kota Pesisir Barat 12 50 180
12 | Desa/Kec/Kab/Kota Mesuji 3 11 9,9
13 | Desa/Kec/Kab/Kota Tulang Bawang 9 11 29,7
14 | Desa/Kec/Kab/Kota Tulang Bwang 29 75 652,5
Barat
Total Konsumsi (m3/tahun) 1184 | 7.841.623,50

Sumber : Dinas ESDM 2021

Capaian rasio elektrifikasi rumah tangga tahun 2022 telah mencapai
99,99% dari target 97%. Dari data terlihat bahwa capaian kinerja telah
mencapai 103,08%. Sedangkan capaian Persentase Desa Teraliri Listrik pada
Tahun 2022 adalah sebesar 99,54%, dengan jumlah desa yang teraliri listrik
sebanyak 2.628 desa dari total desa yang ada di Provinsi Lampung yang
berjumlah 2.640 desa. Angka ini ini sudah mencapai target yang ditetapkan.
Pemerintah Provinsi Lampung telah melakukan berbagai upaya dalam

menaikkan capaian persentase desa teraliri listrik tersebut.
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Tabel 2. 99 Cakupan Pelayanan Infrastruktur Energi dan Ketenagalistrikan di

Provinsi Lampung Tahun 2022

2022 Capaian
Target
s/d
Capaian Akhir
No Indikator % 2022
2021 Target | Realisasi RPJMD
Realisasi terhada
(2024)
p 2024
1. Rasio elektrifikasi 99,94 97,00 99,99 103 99,00 101
rumah tangga
2. Persentase Dusun 99,47 100 53.14 100,26 55 96.62
Berlistrik

Sumber : Dinas ESDM Provinsi Lampung, 2023

Gambar 2. 32 Peta Rasio Dusun Berlistrik Provinsi Lampung Tahun 2022

PETA RASIO DUSUN BERLISTRIK
PROVINSI LAMPUNG 2022

* 7 kec / 105 desa

= 105 desa berlistrik
* 315 Dusun

+ 105 Dusun Berfistrik

15 Kabupaten/Kota | Way Kanan (RDS =33,63%) TUBA_(RDB = 35.33%)
* 14 hac/ 227 dasa "+ 15 kec/ 151 desa
e : 2:;,";1:’""""‘ * 151 desa berlistrik
205 kelurahan * 229 Dusun Berfistrik - 4%0 Dusun
* 159 Dusun Berlistrik
2.640 Desa UBA Barat (RDB = 33,33%)
2.628 Desa Berlistrik * 8 kec/ 96 desa

Rasio Dusun Berlistrik (RDB) = 53,14 %

LAMBAR (RDB=49,57%)
* 15 kec/ 136 desa
* 134 Desa berlistrik

* 96 desa berlistrik

+ 288 Dusun

* 96 Dusun Berlistrik
LAMTENG =
* 28 kec/311 desa

= 311 desa berlistrik

= 773 Dusun

= 773 Dusun Berlistrik

* 24 kec/ 264 desa

= 264 desa berlistrik

+ 1407 Dusun

* 938 Dusun = 1407 Dusun Berlistrik
= 465 Dusun Berlistrik Kota Metro

* S kec/22 desa
Pesisir Barat (RDB= 22,02 %) « 22 desa berlistrik

* 11 kec/ 118 desa

* 114 desa berlistrik

= 545 Dusun

* 120 Dusun Berlistrik

angamus: (RDB=35,27 %) - s -
20 kec/ 302 desa * 9kec/ 131 desa

-

Pesawaran: (RDB=16.15"

g?g gis:"t:eriistrik = 131 desa berlistrik
310 Dusun Berlistrik

= 393 Dusun
* 131 Dusun Berlistrik

* 910 Dusun

* 9 kec/ 144 desa
* 144 desa berlistrik

* 147 Dusun Berlistrik

Kota Bandar Lampung
* 20 kec/ 126 desa
* 126 desa berlistrik

LAMSEL: (RDB =33.46 %)
17 kec/ 260 desa

260 desa berlistrik

780 Dusun

261 Dusun Berlistrik

Status Desember 2022

RKPD PROVINSI LAMPUNG Tahun 2025

II- 150



Gambar 2. 33 Peta Elektrifikasi Rumah Tangga Provinsi Lampung Tahun
2022

PETA RASIO ELEKTRIFIKASI RUMAH TANGGA
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2022

15 Kabupaten | Vikiy Kanan i R0 s ——> jiz (RE =
* 14 kec /227 Desa » 7 kec / 105 Desa
227 Kecamatan J * 227 Desa berlistrik « 105 Desa berlistrik

| LAMPURA: (RT Berlistrik =100%)
205 kelurahan - 23 kec / 247 Desa

- 247 Desa berlistrik
2.640 Desa

* 15 kec /151 Desa
+ 151 Desa berlistrik

Jumlah Rumah Tangga = 2.353.908 4 . - L TUBA RE = 95,07%
\ v S A + 8 kec / 96 Desa
Jumlah Rumah Tangga Berlistrik = 2.353.673 - % - 96 Desa berlistrik

RE = 99,99 % : 4 2 LAMTENG (RE=80,91%)

28 kec /311 Desa

LAMBAR (RE=88,72%) + 311 Desa berlistrik

+ 15 kec/ 136 Desa

i =
+ 134 Desa berlistrik LAMTIM (RE=99,54%)

+ 24 kec / 264 Desa
* 264 Desa berlistrik

Pesisir Barat (RE=80,06%)
+ 11 kec/ 118 Desa
+ 114 Desa berlistrik

Kota Metro (RT Berlistrik =100%)
* 5 kec /22 Desa
+ 22 Desa berlistrik

Eanda: | ampung (RT Berlistrik =100%)
* 20 kec / 126 Desa

+ 126 Desa berlistrik

Tanggamus: (RE=70,33%)

+ 20 kec / 302 Desa
* 296 Desa berlistrik

Pringsewu : (RT Benistrik =100%) &
* 9kec/ 131 Desa
* 131 Desa berlistrik

LAMSEL: (RT Berlistrik =100%)
* 17 kec / 260 Desa
+ 260 Desa berlistrik

+ 9 kec / 144 Desa
« 144 Desa berlistrik

Catt : Jumlah Rumah Tangga = Data Proyeksi BPS (2.345.770 RT) di tambah Jumlah Rumah Tangga di 12 Desa yang belum Berlistrik Status Desember 2022

Dalam rangka upaya pemerataan pelayanan ketenagalistrikan pada
daerah-daerah terpencil khususnya di pulau-pulau terpencil telah dilakukan:
e Pembangunan Saluran Kabel Laut Tegangan Menengah (SKLTM)
dusun Kalayang Pulau Pahawang dilengkapi jaringan tegangan
menengah sepanjang 9,74 kms dan Jaringan Tegangan Rendah
sepanjang 11,26 serta didukung 4 gardu distribusi kapasitas 100 kVA

e Pulau Sebesi Pembangunan PLTD kapasitas 3 x 100 KV.
e Di Pulau Legundi telah di bangun PLTD kapasitas 2 x 50 KV,
Pembangunan Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasista 18 Kilowatt
peak (Kwp), untuk memenuhi kebutuhan energi listrik 66 kepala

keluarga (KK) di Siuncal, Desa Pulau Legundi, Kabupaten Pesawaran
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2.1.4.5 Pariwisata

Ditahun 2023, jumlah kunjungan wisatawan yang terdiri dari wisatawan
nusantara dan wisatawan mancanegara ditargetkan sebanyak 5.507.000
orang per tahun dan realisasinya sebesar 260,53% atau sebanyak 14.347.536
orang per tahun. Jika dibandingkan dengan capaian ditahun 2022,
peningkatan jumlah kunjungan wisatawan ini di tahun 2023 mencapai
300,8%. Peningkatan ini dipastikan akibat kondisi yang sudah kembali normal
pasca pandemic covid-19.

Secara nasional, dari Januari hingga Oktober tahun 2023 jumlah
kunjungan wisatawan mancanegara sebesar 8,048 juta kunjungan naik 183,91
persen dibandingkan dengan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada
periode yang sama tahun 2022. Peningkatan ini terjadi akibat mulai
longgarnya pembatasan perjalanan yang ditetapkan negara-negara di dunia
akibat semakin menurunnya pandemic Covid-19. Semakin menurunnya
dampak pandemic ini tidak hanya berpengaruh pada wisatawan mancanegara
saja, tapi juga pada pergerakan wisatawan nusantara.

Berdasarkan rata-rata lama tinggal wisatawan di Provinsi Lampung
realisasi di tahun 2023 sudah mencapai target yaitu selama 3,11 hari dari
target 2,88 hari. Dan jika dibandingkan dengan realisasi di tahun 2022 terjadi
peningkatan rata-rata lama tinggal wisatawan sebesar 0,82 hari. Begitu juga
dengan rata-rata pengeluaran wisatawan, terjadi peningkatan di tahun 2023
jika dibandingkan dengan realiasasi di tahun 2022 dengan selisih capaian
sebesar Rp. 137.250,-. Untuk capaian di tahun 2023 sudah terealisasi sebesar
137.87% dari target di tahun 2023.

Tabel 2. 58 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Sektor

Pariwisata
2023 Tareet Capaian
_ . . N s/d 2022
Indikator  [apaian 2022 .. Realisasi [Akhir RPJMD
Target Realisasi o (2024) terhadap
(%) 2023
Jumlah 15.000.000
) 4.604.548 5.507.000 14.347.536 9.742.988
kunjungan 260,53 orang
) orang orang orang orang
wisatawan
Rata-rata lama
tinggal 2.29 hari 2.63 hari 3.11 hari 118,25 2,88 hari 0,83 hari
wisatawan
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2023 Capaian
Target | /42022
Indikator  [apaian 2022 L. Realisasi |Akhir RPJMD
Target Realisasi o (2024) terhadap
%) 2023
Rata-rata
Rp.. Rp.
pengeluaran |Rp. 965.750,- [Rp.900.000,- 122,56 Rp. 900.000,-
) 1.103.000,- 137,250,-
wisatawan

Sumber: Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Prov Lampung, 2024

Berdasarkan data dari jumlah wisatawan nusantara dan wisatawan
mancanegara dalam kurun waktu 6 tahun dari tahun 2018 sampai tahun 2023
terjadi peningkatan jumlah wisatawan dari tahun 2018 sampai dengan 2019
dan menurun cukup drastis pada tahun 2020 karena pandemic Covid-19.
Selisih jumlah wisatawan mancanegara dalam periode 6 tahun yang
berkunjung ke Provinsi Lampung adalah sebesar 193.636 orang wisatawan.
Sedangkan untuk selisih jumlah wisatawan nusantara dari tahun 2018 sampai
2023 adalah sebesar 2.333.223 orang.

Tabel 2. 59 Jumlah Wisatawan Nusantara dan Mancanegara, 2018 - 2023

No. TAHUN WISATAWAN TOTAL
NUSANTARA MANCANEGARA

1. 2018 11.933.207 274.742 14.207.949
2. 2019 10.445.855 298.063 10.743.918
3. 2020 2.911.406 1.647 2.913.053
4, 2021 2.937.395 1.757 2.939.152
5. 2022 4.597.534 7.014 4.604.548
6. 2023 14.266.430 81.106 14.347.536

Sumber : Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung, 2024

Upaya promosi dan pembangunan pariwisata di Provinsi Lampung untuk
menarik wisatawan yang berkunjung tetap dilakukan di tahun 2023 dengan
membangun Kawasan Terintegrasi Pariwisata Bakauheni Harbour City.
Kawasan ini dirancang dengan konsep Integrated Tourism Complex, dimana
beberapa specific-magnet yang dibangun akan menjadi destinasi dan daya
tarik pariwisata pada kawasan dimaksud, sekaligus menjadi Hub dalam sistem
jaringan pariwisata.

Sejak tahun 2021 sampai 2023, banyak progress yang telah dilaksanakan
dalam percepatan pembangunan Kawasan Pariwisata Terintegrasi Bakauheni
Harbour City, yaitu :

1. Kawasan Pariwisata Bakauheni Harbour City sudah ditetapkan sebagai

Proyek Strategis Nasional.
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2. Pembahasan final masterplan dan feasibility Study (FS) Kawasan
Pariwisata Terintegrasi Bakauheni Harbour City.

3. Lahan yang belum dikuasai pada Vision Masterplan, saat ini sudah dikuasi
oleh PT. GKI. PT. GKI sudah menyatakan bersedia masuk dalam
konsorsium Kawasan Pariwisata Terintegrasi Bakauheni Harbour City.

4. Telah dilaksanakan Grand Breaking Kawasan Pariwisata Terintegrasi
Bakauheni Harbour City oleh Wakil Menteri BUMN dan Gubernur
Lampung. Grand Breaking meliputi Pembangunan Masjid BSI, Revisi
Menara Siger, Pembangunan UMKM Menara Center, Creatif Hub dan
Housing Development Entrepreneur Center (HDEC).

5. Telah selesai Pembangunan Siger Park Tahap I, Masjid BSI, Selasar Siger,
Siger Market, dan Taman Rekreasi Krakatau Park. Untuk selanjutnya telah
dilakukan tahap perencanaan untuk pembangunan Siger Sport,

Amphiteather, dan Museum Siger.

Namun demikian, berdasarkan capaian Indeks Pembangunan
Kepariwisataan Nasional (IPKN) yang diukur oleh
Kemenparekraf/Baparekraf menunjukkan Lampung masih pada posisi 28 dari
34 provinsi di Indonesia. Hal ini menunukkan perlu ada upaya-upaya
optimalisasi dan langkah kongkrit dalam meningkatkan capaian Indeks Travel
and Tourism Development Index (TTDI) terutama pada 5 pilar pembangunan
parisiwata, yaitu : enabling environment, travel and tourism policy condition,
infrastructure, travel and tourism demand drivers dan travel and tourism

sustainability.

2.1.4.6 Kelautan dan Perikanan

Potensi kelautan dan perikanan di Provinsi Lampung cukup besar dan
masih terbuka peluang untuk pengembangannya. Salah satu arah kebijakan
pembangunan urusan bidang Kelautan dan Perikanan yaitu peningkatan
produksi kelautan dan perikanan, serta peningkatan hasil pengolahan dan
nilai tambah produk hasil kelautan dan perikanan. Capaian kinerja indikator
keberhasilan tersebut antara lain ditunjukkan melalui jumlah produksi
perikanan budidaya dan jumlah produksi perikanan tangkap. Perkembangan
produksi perikanan tangkap dan perikanan budidaya Provinsi Lampung lima
tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut :
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Tabel 2. 60 Perkembangan Produksi Perikanan 2018-2023

TAHUN (TON)
NO. | Jenis Perikanan
2018 2019 2020 2021 2022 2023 *
1. | Perikanan Budidaya 160.582 181.129 182.259 181.220 191.120 154.465
Total Produksi 302.119 338.338 325.233 323.870 349.242 343.186

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung, 2023

Perikanan Tangkap

Potensi perikanan tangkap di wilayah perairan Provinsi Lampung sangat
menjanjikan, yaitu sebesar 388.000 ton/tahun yang tersebar di wilayah pantai
timur (Laut Jawa) sebesar 21.124 ton/tahun , Teluk Lampung dan Teluk
Semangka (Selat Sunda) sebesar 88.958 ton/tahun dan Wilayah Pantai Barat
sebesar 277.918 ton/tahun.

Tabel 2. 61 Sebaran Potensi Perikanan Tangkap di Perairan Laut Lampung

2018

Potensi Lestari Perikanan Tangkap (Ton/Tahun)
Wilayah Perairan Laut . Lepas Pantai dan Total

Pantai .

ZEE Kelimpahan

Wilayah Pantai Timur (Laut 11.082 10.042 21.124
Jawa)
Teluk Lampung dan Teluk 49.918 39.040 88.958
Semangka (Selat Sunda)
Wilayah Pantai Barat 154.000 123.918 277.918
Jumlah 215.000 173.000 388.000
Presentase (%) 55,41 44,59 100,00

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung, 2018

Dengan sumberdaya perikanan tangkap sebesar itu, Provinsi Lampung
memiliki beberapa jenis sumberdaya yang dapat menjadi komoditas andalan
antara lain ikan demersal, ikan pelagis, tuna dan cakalang, udang, ikan karang
dan rajungan. Tuna dan rajungan merupakan komoditas perikanan tangkap

yang memiliki nilai ekonomis tinggi dan berorientasi ekpor.

Potensi perikanan tangkap Provinsi Lampung sebesar 388.000
ton/tahun, jumlah tangkapan diperbolehkan berdasarkan FAO 80 % dari
potensi sehingga yang boleh dimanfaatkan sebesar 310.400 ton/tahun. Dari

jumlah tersebut yang baru termanfaatkan sebesar 188.721 ton pada tahun

RKPD PROVINSI LAMPUNG Tahun 2025 . Il- 155



2023. Belum termanfaatkannya potensi perikanan tangkap dikarenakan

antara lain :

1. SDM Nelayan di provinsi Lampung masih melakukan penangkapan secara
tradisional, menggunakan armada-armada kecil dimana 9.702 kapal
perikanan yang ada dilampung merupakan kapal ukuran <10 GT dan
melakukan penangkapan hanya satu malam dalam sekali trip (One Day
Fishing). Ini dikarenakan ketidakmampuan SDM Nelayan di provinsi
Lampung dalam alih armada penangkapan yang lebih besar, karena
keterbatasan permodalan dan penggunaan Alat Penangkap Ikan (API).

2. Pendataan Produksi yang kurang optimal karena banyak nelayan
perikanan tangkap yang tidak mendaratkan hasil tangkapannya di
pelabuhan perikanan atau tidak melaporkan produksi hasil tangkapannya
sehingga data produksi yang dihasilkan tidak maksimal. Tidak
mendaratkannya nelayan ke pelabuhan perikanan karena hasil tangkapan
harus dijual ke juragan/Pembina nelayan.

3. Penggunaan API yang tidak ramah lingkungan baik oleh nelayan lokal
maupun nelayan pendatang mengakibatkan terjadinya overfishing di
perairan pesisir timur provinsi Lampung dan rusaknya perairan provinsi
Lampung yang akan mengakibatkan susahnya kegiatan penangkapan.

4. Kegiatan andon perikanan tangkap yang tidak dilaporkan ke instansi
terkait juga mempengaruhi produksi perikanan tangkap, karena nelayan
andon akan mendaratkan hasil tangkapannya ke pelabuhan asal mereka.

Grafik 2. 83 Potensi Perikanan Tangkap Provinsi Lampung Tahun 2023

400,000
350,000
300,000 388.000
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150,000
100,000
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-
- - 159619 Provinsi Lampung Tahun 2022
-
|

potensi tangkap yang boleh baru
dimanfaatkan termanfaatkan

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung, 2022

Dari grafik pemanfaatan perikanan tangkap masih banyak peluang yang
yang belum termanfaatkan kurang dari setengah yang diperbolehkan untuk
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dimanfaatkan oleh FAO. Berikut ini Capaian perikanan tangkap seperti
tergambar pada matrik berikut ini :

Tabel 2. 62 Matrik Produksi Perikanan Tangkap

No. Tahun Produksi (ton)
1. 2019 157.209
2. 2020 142.974
3. 2021 142.650
4. 2022 158.122
5. 2023 188.721

Matrik diatas menunjukkan bahwa produksi perikanan Tangkap belum
mencapai target yang diinginkan hal ini akan berdampak pada pendapatan
baik pada nelayan maupun pada pendapatan PDRB Provinsi Lampung, perlu
ada sebuah terobosan untuk dapat meningkatkan produksi perikanan tangkap
mengingat potensi perikanan tangkap yang begitu besar.

Perikanan Budidaya

Pengembangan perikanan budidaya menjadi alternatif yang penting
untuk mengantisipasi tingkat permintaan sumber daya ikan yang akan
meningkat pada masa yang akan datang. Beberapa komoditas unggulan
perikanan budidaya Provinsi Lampung antara lain Lele, Nila, Mas, Patin,
Gurame (budidaya ikan air tawar); Kerapu bebek, kerpau macan, kerang hijau,
rumput laut (budidaya laut); udang windu, udang vanname, bandeng, mujair,
nila, rumput laut (budidaya air payau). Komoditas perikanan budidaya yang
memiliki nilai ekonomis tinggi dan berorientasi ekpor antara lain Udang dan
Rumput Laut. Negara yang menjadi tujuan ekspor komoditas perikanan

Provinsi Lampung ini antara lain USA, Japan, China, Belanda, United Kingdom.

Sesuai amanat Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana
Zonasi dan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Lampung Tahun
2018 - 2038 Pemerintah Provinsi diberikan kewenangan memanfaatkan
wilayah perairan laut sepanjang 0-12 mill dari bibir pantai menjadi 4 kawasan
yakni kawasan pemanfaatan umum, kawasan konservasi, kawasan strategis

nasional tertentu dan alur laut. (sudah terintegrasi dalam RTRW).
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Luasan Kawasan Konservasi Perairan Daerah

Konservasi sumberdaya kelautan dan perikanan meliputi konservasi
kawasan, jenis dan genetik. Provinsi Lampung memiliki 4 kawasan konservasi
perairan (KKP) yang sudah ditetapkan berdasarkan keputusan Menteri
Kelautan dan Perikanan yaitu KKP Teluk Kiluan, Tanggamus, KKP Way
Kambas, Lampung Timur, KKP Pulau Batang dan Pulau Segama, Lampung
Timur dan KKP Ngambur, Pesisir Barat dengan luas total 152.096 Ha di tahun
2023, dan masih ada * 16.601,83 Ha yang sudah dicadangkan untuk
ditetapkan. (Sebagaimana Amanat RZWP3K Provinsi Lampung).

Cakupan Bina Kelompok Nelayan

Nelayan perikanan di provinsi Lampung sebagian besar telah tergabung
dalam Kelompok Usaha Bersama (KUB) maupun Koperasi Perikanan.
Pembentukan KUB dan Koperasi ini bertujuan untuk meningkatkan

kesejahteraan Nelayan, yaitu dengan cara pemupukan modal bersama.

SDM Nelayan di Provinsi Lampung masih menggunakan armada kecil
berupa kapal dengan ukuran <10 GT dikarena nelayan masih melakukan
penangkapan secara tradisional dan One Day Fishing serta kurangnya
pemahaman nelayan akan teknologi penangkapan ikan. Kegiatan
penangkapan ikan juga dipengaruhi oleh musim dan cuaca ekstrim yang akan
mengakibatkan berkurangnya produksi perikanan tangkap pada musim
tertentu. Untuk meningkatkan pendapatan nelayan dan menjaga pendapatan
keluarga nelayan pada musim-musim paceklik dan cuaca ekstrim dilakukan
pelatihan diversifikasi usaha, yang melibatkan keluarga nelayan terutama istri
dan anak perempuan nelayan.

Pemerintah bekerjasama dengan Perusahaan Asuransi menyiapkan
asuransi khusus nelayan, yang akan melindungi nelayan dalam melakukan
kegiatan usaha nya dan memberikan jaminan hari tua bagi nelayan.
Peningkatan kesejahteraan keluarga nelayan juga dilakukan oleh pemerintah
dengan memberikan beasiswa kepada anak-anak nelayan supaya memperoleh
pendidikan yang tinggi dan dapat melakukan usaha perikanan tangkap yang
lebih baik daripada orang tuanya.
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Produksi Garam

Provinsi Lampung memiliki panjang garis pantai mencapai 400 Km?,
yang bisa dikembangkan untuk berbagai kegiatan perikanan, salah satunya
yaitu tambak garam. Usaha tambak garam sudah dimulai dibeberapa lokasi
antara lain Pulau Legundi dan Desa Sidodadi, Pesawaran serta Pulau Rimau,
Ketapang, Lampung Selatan. Total produksi garam Provinsi Lampung tahun
2023 mencapai 106,68 ton. Pemerintah Provinsi Lampung kini melakukan
pemberdayaan dan pembentukan Kelompok Masyarakat Garam di 4
Kabupaten yaitu Pesisir Barat, Tanggamus, Lampung Selatan dan Pesawaran
dengan fokus peningkatan nilai ekonomis/nilai jual garam.

Perencanaan Pengelolaan Ruang Laut

Terdapat 3 (tiga) fokus utama dalam hal perencanaan pengelolaan laut

di Provinsi Lampung, yang adalah :

1. Perencanaan Pengelolaan Ruang Laut sesuai UU No. 27 Tahun 2007, UU

No. 1 Tahun 2014 dan UU No. 23 Tahun 2014
Memiliki kepastian hukum Investasi
Pemanfaatan Wilayah Pesisir Laut dan Pulau-Pulau Kecil yang
berkelanjutan dan memperhatikan aspek lingkungan.
Pemanfaatan dan pemberdayaan potensi laut di Provinsi Lampung
menghadapi beberapa tantangan dan kendala antara lain :

1. Keterbatasan kemampuan dan kapasitas nelayan untuk mengoptimalkan
pemanfaatan potensi laut di atas 12 mil / perairan samudera.

2. Masih adanya tindak IUU fishing yang terjadi di perairan Provinsi Lampung
yang mengancam keberlanjutan sumber daya kelautan dan perikanan.
Keterbatasan SDM dan sarana untuk melakukan pengawasan sumber daya
kelautan diseluruh provinsi.

3. Dinamika perubahan kebijakan penggunaan alat tangkap dan perizinan
dari pusat menjadi tantangan saat pelaksanaan di daerah. Berdasarkan UU
Pemerintah Daerah, kewenangan pengelolaan ruang laut 0 s.d. 12 mil
berada di provinsi, namun perizinan dan potensi PNBP diambil alih oleh
KKP.
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Pengawasan Sumberdaya Kelautan

Dalam pelaksanaannya, pengawasan SDKP menekankan pada tindakan
preventif (pembinaan, sosialisasi, koordinasi), kolaborasi dengan seluruh
aparat penegak hukum terkait, dan penegakan hukum. Tugas tersebut
dilaksanakan oleh petugas pengawas, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi
Lampung dan dibantu oleh kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas)
sebagai perpanjangan tangan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi
Lampung di Kabupaten/Kota, yaitu :

e Administrator, Pengawas, dan Pelaksana, 10 Orang
e PPNS, 13 Orang

e Polsus, 3 Orang

e Pokmaswas Aktif, 100 Kelompok

Pelaksanaan pengawasan didukung dengan sarana operasional
pengawasan yang terbatas. Jumlah kapal pengawas yang aktif dan

dioperasionalkan berupa 1 (satu) unit Speedboat sea rider.

2.1.4.7 Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Walaupun konsepsi indeks termasuk IKLH memiliki sifat komparatif
yang berarti posisi satu kabupaten relatif terhadap kabupaten lainnya namun
semangat IKLH bukan untuk mendapatkan peringkat, namun lebih kepada
suatu dorongan upaya perbaikan dari kualitas lingkungan hidup. Dalam
konteks ini para pihak di tingkat provinsi terutama pemerintah Provinsi
Lampung dapat menjadikannya titik referensi untuk menuju angka ideal, yaitu
100. Semakin jauh dengan angka 100, semakin harus bekerja lebih keras lagi
dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Provinsi
Lampung.

Selain itu dapat juga mengacu pada angka nasional, yang apabila berada
dibawahnya berarti masuk dalam kategori upayanya harus terakselerasi
sedangkan apabila diatasnya berada dalam kategori pemeliharaan. Idealnya
IKLH Provinsi merupakan gabungan dari IKLH masing-masing
kabupaten/kota namun karena tidak tersedianya data masing-masing
komponen IKLH pada setiap kabupaten/kota maka IKLH Provinsi Lampung
belum dapat mengambarkan IKLH kabupaten/kota.
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Kepadatan penduduk merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi

kualitas lingkungan. berikut merupakan tabel capaian target IKLH Provinsi
Lampung tahun 2021-2022

Tabel 2. 63 Target dan Capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
Tahun 2021-2022

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
Target 2021 | Capaian 2021 | Target 2022 | Capaian 2022 | Target 2023 | Target 2024
PROVINSI LAMPUNG 68,23 68,56 68,66 69,10 69,09 69,51
1 |Kabupaten Lampung Barat 64,74 65,99 65,36 68,31 65,99 66,61
2 |Kabupaten Lampung Selatan 60,89 63,67 61,41 61,99 61,93 62,45
3 |Kabupaten Lampung Tengah 61,83 60,47 62,41 57,63 63,00 63,58
4 |Kabupaten Lampung Timur 62,97 65,04 63,38 64,16 63,79 64,19
5 |Kahupaten Lampung Utara 63,19 62,38 63,88 62,38 64,58 65,28
6 [Kabupaten Mesuji 61,20 63,44 61,72 65,09 62,24 62,67
7 |Kabupaten Pesawaran 61,83 65,39 62,48 64,21 63,13 63,77
8 |Kabupaten Pesisir Barat 73,21 71,56 73,54 71,06 73,87 74,20
9 |Kabupaten Pringsewu 62,16 63,83 62,71 59,33 63,26 63,80
10 |Kabupaten Tanggamus 64,27 63,42 64,92 62,06 65,56 66,21
11 |Kabupaten Tulang Bawang 62,01 63,09 62,64 61,64 63,27 63,91
12 |Kahupaten Tulang Bawang Barat 63,27 62,23 63,87 60,64 64,48 65,09
13 |Kabupaten Way Kanan 67,22 56,50 67,83 68,22 68,43 69,04
14 |Kota Bandar Lampung 60,94 62,98 61,39 58,86 61,84 62,28
15 |Kota Metro 60,45 55,62 60,65 57,87 60,84 61,04
Tercapai

Tidak Tercapai

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung, 2023

Esensi dari IKLH Provinsi Lampung 2022 yang dilihat berdasarkan pada
4 (Empat) indikator yaitu Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara
(IKU), Indeks Kualitas Lahan (IKL), dan Indeks Kualitas Air Laut (IKAL). Data
IKLH Tahun 2022 merupakan kompilasi hasil pemantauan yang dilakukan
pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota melalui aplikasi IKLH
(https: kl. menlhk.go.id/iklh/login). = Pemerintah  Provinsi akan
memverifikasi data yang disampaikan oleh kabupaten dan kota, apakah data
tersebut sudah sesuai dengan ketentuan, sedangkan data provinsi diverifikasi

oleh pemerintah pusat.

Indeks Kualitas Air (IKA)

Pemantauan kualitas air dilakukan oleh pemerintah pusat, provinsi,
kabupaten/kota melalui aplikasi IKLH (https: Kl.
menlhk.go.id/iklh/login), dengan pemantauan sungai yang tersebar di
Provinsi Lampung. Pemerintah pusat memverifikasi data yang disampaikan

oleh pemerintah provinsi, sedangkan pemerintah provinsi memverifikasi data
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yang disampaikan oleh kabupaten/kota, apakah data tersebut sudah sesuai

dengan ketentuan. Pengambilan titik sampel untuk sungai seluruh wilayah
Provinsi Lampung berjumlah 373 data pemantauan (17 titik sampel level
Pusat 3 kali pemantauan; 21 titik sampel level Provinsi 2 kali pemantauan; dan
sisanya 280 data pemantauan level Kabupaten/kota yang tersebar pada
masing wilayah sungai di Provinsi Lampung.

Indeks Kualitas Air (IKA) Provinsi Lampung memiliki angka 54,72 dan
berada pada kategori sedang. Pada umumnya kondisi air di Provinsi Lampung
dalam kondisi memenuhi baku mutu (90 data pemantauan); tercemar ringan

(281 data pemantauan); dan tercemar sedang (2 data pemantauan).

Grafik 2. 84 Capaian Indeks Kualitas Air Kabupaten/Kota dan Provinsi
Lampung Tahun 2021 dan 2022
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Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung, 2023

Berdasarkan Perubahan indeks kualitas air Provinsi Lampung selama
periode 2021-2022 terdapat 4 kabupaten/kota mengalami kenaikan
diantaranya Kota Metro, Kabupaten Mesuji, Kabupaten Way Kanan dan
Kabupaten Lampung Barat. 11 (sebelas) Kabupaten/kota lainnya mengalami
penurunan. Hal tersebut perlu tindakan dan perhatian lebih terhadap upaya
perbaikan kualitas air melalui program pengendalian pencemaran dan/atau

kerusakan Lingkungan Hidup dan program pengelolaan persampahan.
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Indeks Kualitas Udara (IKU)

Grafik 2. 85 Capaian Indeks Kualitas Udara Kabupaten/Kota dan Provinsi
Lampung Tahun 2021 dan 2022
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Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung, 2023

Berdasarkan Perubahan indeks kualitas udara Provinsi Lampung selama
periode 2021-2022 terdapat 2 kabupaten mengalami penurunan diantaranya
Kabupaten Pesawaran dan Kabuapaten Lampung Tengah. 13 (sebelas)
Kabupaten/kota lainnya mengalami kenaikan. Hal tersebut perlu tindakan
dan perhatian terhadap upaya mempertahankan kualitas udara melalui
program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup.

Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)

Indeks kualitas tutupan hutan (IKTH) Provinsi Lampung
mengalami peningkatan dari 31,58 menjadi 31,89. Hal ini menunjukkan
bahwa ada upaya perbaikan kerusakan tutupan hutan walaupun tidak terlalu
besar kenaikan indeksnya. Perubahan penutupan lahan masih terjadi, dan
belum sebanding dengan upaya pemulihan tutupan lahan melalui berbagai
program kegiatan baik yang dilakukan oleh kementerian Lingkungan Hidup
dan Kehutanan (KLHK), Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota,
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Dunia Usaha maupun swadaya masyarakat. Berbagai program kegiatan
penanaman yang dilakukan tersebut belum dapat terdeteksi sebagai tutupan
hutan oleh citra satelit karena untuk dapat terdeteksi sebagai tutupan hutan
dibutuhkan waktu beberapa tahun dan tanaman yang ditanam harus dalam

perawatan dan dalam kondisi yang baik.
Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

Provinsi Lampung sudah menerapkan penilaian PROPER untuk 86
perusahaan yang tersebar di 15 Kabupaten/Kota. Ada 4 (empat) perusahaan
yang mendapatkan predikat PROPER HIJAU, 77 mendapatkan p[redikat
PROPER BIRU, serta 5 (lima) perusahaan mendapatkan predikat PROPER
MERAH.

Perusahaan yang dinilai bergerak di sektor Agro industry (Agro),
manufaktur prasarana dan jasa (MPJ]), serta pertambangan energi dan migas
(PEM). Penilaian tersebut sudah memperhitungkan komponen limbah B3
yang dihasilkan oleh perusahaan. Saat ini program PROPER terus
dikembangkan untuk perusahaan lain yang belum tergabung, mengingat
belum semua perusahaan memiliki peralatan pengelolaan limbah seperti yang

dipersyaratkan.

2.1.4.8 Kebencanaan

Secara umum, konflik dalam kehidupan sosial merupakan fenomena
sosial yang menyangkut perselisihan antar pihak baik dalam skala individu
maupun kelompok. Dengan demikian potensi konflik sosial akan selalu ada di
tengah masyarakat. Berdasarkan hasil pemetaan potensi konflik di Provinsi
Lampung yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi
Lampung, pada tahun 2022 terdapat 70 potensi konflik yang terpetakan di 15
kabupaten/kota di Provinsi Lampung yang terdiri dari potensi konflik
Ekopolsosbud sebanyak 9 kasus, Sumberdaya Alam/Lahan sebanyak 55 kasus,
dan SARA sebanyak 6 kasus. Sampai dengan akhir tahun 2022, dari 70 potensi
konflik yang terdata tidak ada satupun yang menjadi peristiwa konflik. Situasi
kondusif yang tercipta di Wilayah Provinsi Lampung merupakan upaya
bersama yang dilakukan Pemerintah Daerah melalui Tim Terpadu
Penanganan Konflik Sosial Tingkat Provinsi dan Kab/Kota Se-Provinsi

Lampung dengan melibatkan peran serta masyarakat didalamnya.
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Beberapa faktor pendukung dalam pencapaian indikator kinerja tersebut

diantaranya:

1. Meningkatnya peran tim dan forum-forum strategis yang difasilitasi
oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung dalam
mendeteksi dan mengantisipasi setiap permasalahan atau gangguan
yang mungkin timbul di tengah masyarakat karena forum ini
merupakan wadah informasi, komunikasi, konsultasi dari berbagai
unsur terkait dalam rangka mewujudkan sinergitas dan harmonisasi
dalam menghadapi dan mengatasi permasalahan yang terjadi dan
berkembang di tengah-tengah masyarakat.

2. Meningkatnya sinergi antar lembaga dan pihak terkait dalam
mengantisipasi permasalahan yang berkembang khususnya yang
berkaitan dengan konflik.

3. Tersedianya buku pemetaan dan penanganan daerah rawan konflik
yang disusun sebagai salah satu upaya meminimalisir meluasnya
konflik yang dipicu oleh berbagai macam faktor, serta dapat menjadi

pedoman pengelolaan potensi konflik di tahun mendatang.

Kondisi demokrasi di Provinsi Lampung juga cukup baik. Demokrasi
merupakan bentuk pemerintahan yang memungkinkan setiap warga Negara

memiliki kebebasan politik yang setara.

Tabel 2. 64 Prosentase Partisipasi Masyarakat yang Menggunakan Hak Pilih
dalam Pemilu dan Pilkasa Tahun 2022

No. Kabupaten/Kota :::::;t Jumlah DPT Prosentase
1 Lampung Selatan 457.537 T04.367 64,96%
2 Lampung Tengah 654.189 922.398 70,92%

3 Lampung Timur 528.942 T70.477 68,65%
4 Pesisir Barat 90.097 107.150 84,08%
S Way Kanan 241.609 323.068 T4,79%
6 Pesawaran 239.366 318.793 75,09%
7 Bandar Lampung 447.445 649.790 68.86%
8 Metro 98.857 115.844 85,34%

Rata-rata partisipasi 74,09%

Sumber : Olahan data Badan Kesbangpol Prov. Lampung, Januari 2023
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Salah satu faktor pendukung dalam pencapaian indikator kinerja
tersebut adalah terlaksananya pendidikan politik secara berkesinambungan
bagi masyarakat khususnya pemilih pemula sebagai upaya meningkatkan
partisipasi masyarakat dalam Pemilu, meningkatkan pemahaman masyarakat
tentang hak dan kewajibannya dalam Pemilu serta sebagai upaya menciptakan

etika dan budaya politik yang demokratis.

Indikator Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) adalah indikator komposit
yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. Tingkat
capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan 3 aspek, 11
variabel, dan 28 indikator demokrasi.

Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Lampung di lihat dari Tahun 2018
sampai dengan tahun 2021 terus mengalami peningkatan. Jika dibandingkan
dengan nasional, capaian IDI Provinsi Lampung lebih baik dari capaian
nasional di Tahun 2021. Capaian indikator Indeks Demokrasi Indonesia
Provinsi Lampung Tahun 2021 (data termutakhir) adalah 80,18. Pada tahun
2021 Provinsi Lampung masuk peringkat 8 besar capaian IDI tertinggi secara
Nasional. Sedangkan di Sumatera, IDI Provinsi Lampung tahun 2021 mencapai
peringkat ke 2 tertinggi se-Sumatera, setelah Provinsi Aceh. Hal ini terlihat

pada grafik di bawah ini.

Grafik 2. 86 Capaian Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Lampung dan
Nasional Tahun 2017-2021 (data termutakhir)
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Grafik 2. 87 Capaian Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi se-Sumatera
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Sumber: BPS RI, 2022, diolah

2.1.4.9 Perindustrian dan Perdagangan

Faktor-faktor yang mendorong dan upaya peningkatan kinerja sector
perindustrian di Provinsi Lampung antara lain:

1. Sektor Industri di Provinsi Lampung sangat di pengaruhi oleh Industri
Pertanian seperti Gula (7 pabrik), Nenas (GGPC), CPO, Pakan ternak
(jagung) dan Udang.

2. Meningkatkan produksi barang dan jasa sebagai hasil dari kegiatan-
kegiatan ekonomi yang beroperasi di Provinsi Lampung.

3. Meningkatkan pendapatan masyarakat dengan terus mendorong
kegiatan produksi, sehingga terus berkembang ke luar negeri dan
mendapat keuntungan lebih.

4. Mendorong IKM untuk terus berproduksi dan mengembangkan
produknya serta memperluas pemasaran dan memfasilitasi IKM dengan
memberi pelatihan, fasilitasi standarisasi dan bantuan peralatan serta
kemasan.

Namun demikian, terdapat beberapa tantangan dan hambatan yang
dihadapi antara lain; masih terbatasnya kemampuan industri kecil dan

menengah terutama dalam hal penerapan standar mutu, penggunaan
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teknologi, pengembangan kreatifitas, inovasi dan diversifikasi produk;

kemudian belum tersedianya roadmap pembangunan SDM industri yang
mengakibatkan belum tercapainya sinergi antara dunia pendidikan selaku
penyedia dengan dunia industri selaku user, hilirisasi pengolahan sumber
daya alam belum optimal dilakukan di Provinsi Lampung, masih banyak
sumber daya alam dari Provinsi Lampung yang dikirim keluar daerah dalam
bentuk bahan mentah; serta masih banyak potensi kerjasama antara industri
kecil dan menengah (IKM) dengan perusahaan besar dan BUMN yang belum

difasilitasi oleh pemerintah.

Tabel 2. 65 Capaian kinerja Perindustrian dan perdagangan Provinsi

Lampung Tahun 2023

TAHUN

DASAR TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN NASIONAL

INDIKATOR 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2023

NO. SASARAN SAS N

Realisasi | Target | Realisasi | Capaian | Target | Realisasi | Capaian | Target | Realisasi | Capaian | Target | Realisasi | Capaian | Target | Capaian | Realisasi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 11 12 13 4 15 16

1| Sektor - 824 - - - 5 457 914 5.8 047 8.1 6 L4 2333 | 63 | 2222 464

826 - - - 53 8.26 100 6.3 1535 2437 6.8 976 1435 72 13556 485

213 - - - 333 4.83 100 348 561 1612 365 4.65 1274 38 12237 258.82

Andil Inflasi
Bahan 03 - - - <15 11 wo | =15 | 0891 100 | =15 | 274 | 8266 | =2 37 160

Pangan Pokok | Makenan (%)

Penting

Sumber : Dinas Perdagangan dan Perindustrian, 2023

2.1.4.10 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Perencanaan infrastruktur tidak terlepas terhadap tinjauan dan
arahan Perda RTRW 2019-2029, yang memuat tentang arahan Pola Ruang,
Struktur Ruang dan Arahan Rencana Kawasan Stategis Provinsi Lampung,
sebagai berikut :

214121 Struktur Ruang

Arahan pengembangan pusat kegiatan dilakukan melalui
pengembangan pusat-pusat permukiman baik pusat permukiman perkotaan
maupun perdesaan untuk melayani kegiatan ekonomi, pelayanan
pemerintahan dan pelayanan jasa, bagi kawasan permukiman maupun daerah
sekitarnya. Pusat-pusat kegiatan ditujukan untuk melayani perkembangan
berbagai usaha atau kegiatan dan permukiman masyarakat dalam wilayahnya

dan wilayah sekitarnya.
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Pengembangan pusat-pusat kegiatan dilakukan secara selaras, saling
memperkuat dan serasi dalam ruang wilayah provinsi. Pengembangan pusat -
pusat kegiatan diserasikan dengan sistem permukiman, jaringan prasarana
dan sarana, serta peruntukan ruang lain yang berada di dalarn kawasan
budidaya wilayah sekitarnya, yang ada maupun yang direncana-kan, sehingga

pengembangannya dapat meningkatkan mutu pemanfaatan ruang yang ada.

9. Pola Ruang

Arahan pengembangan dan pola pemanfaatan ruang Provinsi Lampung
merupakan pedoman bagi penggunaan ruang di wilayah Lampung yang
didasari pada prinsip pemanfaatan sumberdaya alam berasaskan
keseimbangan lingkungan dan pembangunan yang berkelanjutan. Arahan ini
diharapkan dapat menciptakan pertumbuhan dan perkembangan antar
kegiatan bagian wilayah Provinsi Lampung yang lebih berimbang dan
proporsional tanpa mengganggu kelestarian.

Prinsip dasar perencanaan pemanfaatan ruang adalah penetapan
kawasan lindung dan kawasan budidaya sebagaimana ditetapkan dalam
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, dan Peraturan Pemerintah Nomor 26
Tahun 2008. Batasan mengenai kawasan lindung dan budidaya adalah sebagai
berikut :

» Kawasan lindung adalah kawasan yang berfungsi utama melindungi
kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam,
sumberdaya buatan, nilai sejarah dan budaya bangsa untuk kepentingan
pembangunan yang berkelanjutan.

» Kawasan budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama
untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam,
sumberdaya buatan, dan sumberdaya manusia. Pengelolaan kawasan-
kawasan tersebut harus disertai dengan perencanaan, pemanfaatan, dan
pengendalian pemanfaatannya. Untuk menuju perkembangan wilayah
yang berkelanjutan, maka tahap pertama yang dilakukan adalah
melakukan penetapan kawasan lindung, selanjutnya pemanfaatan ruang
untuk kegiatan budidaya diarahkan berdasarkan sifat-sifat kegiatan yang

akan ditampung, potensi pengembangan, dan kesesuaian lahan.

10. Infrastruktur Jalan

Transportasi merupakan kunci utama pengembangan wilayah. Tujuan

pembangunan transportasi di Provinsi Lampung adalah untuk meningkatkan
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konektivitas antar wilayah dan membuka daerah-daerah ekonomi potensial

yang terisolir, sehingga mampu meningkatkan perekonomian wilayah. Untuk
itu Pemerintah Provinsi Lampung berkomitmen untuk meningkatkan
kuantitas. Tantangan pembangunan bidang infrastruktur jalan adalah
tingginya tingkat kerusakan jalan yang mancapai 7-10% pertahun.
Permasalahan kerusakan jalan selama ini disebabkan oleh overload
kendaraan, konstruksi yang tidak sesuai kriteria kelas jalan dan dipicu oleh
genangan air di badan jalan akibat minimnya saluran drainase. Permasalahan
‘pembangunan jalan yang tidak terintegrasi dengan saluran drainase’
merupakan issue Provinsi Lampung maupun nasional. Hal ini disebabkan
karena pembangunan drainase membutuhkan anggaran yang juga tidak
sedikit sementara kemampuan pendanaan relatif terbatas, sehingga
pembangunan jalan lebih berfokus untuk mengejar target panjang jalan/jalan
mantab.

Tujuan meningkatkan kuantitas dan kualitas prasarana, sarana dan
utilitas dasar wilayah yang dijabarkan dalam sasaran tersedianya
infrastruktur/prasarana dan sarana transportasi yang handal, terintegritas
dengan sistem transportasi nasional untuk mendukung pergerakan orang dan
barang didukung oleh indikator kinerja utama kemantapan jalan provinsi
sebagai alat ukur yang dapat menunjukkan keberhasilan capaian sasaran yang
telah dilakukan oleh Provinsi Lampung selama kurun waktu tahun 2022-2023
adalah sebagaimana tabel berikut;

Tabel 2. 66 Kemantapan Jalan Provinsi Tahun 2023

Tahun 2023
C ian 2022
Indikator apatan L. %
Target Realisasi L.
Realisasi
Kemantapan Jalan 76,85 % 77,00 % 78,67 102,16%
Provinsi

Sumber: Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi, 2024 diolah

Berdasarkan tabel diatas, tingkat kemantapan jalan Provinsi Lampung
pada tahun 2023 sebesar 78,67% dari target yang ditetapkan sebesar 77%.
Jika dilihat dari target yang ditetapkan dalam RPJMD, pelaksanaan kinerja

pembangunan dalam bidang infrastruktur dan sarana transportasi meliputi
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pembangunan dan perawatan jalan dan jembatan sudah sesuai dengan yang

diharapkan.

Pada Tahun 2023 panjang jalan Provinsi Lampung sepanjang
1.695,479 Km. Kondisi jalan rusak ringan dan rusak berat sepanjang 361,57
Km dan Kondisi baik serta sedang sepanjang 1.333,87 Km.

Tabel 2. 67 Kondisi Jalan Ruas Provinsi, 2019 - 2023

Kondisi
Panjang
Ruas
bl L Pl Sedang Rusak Ringan
m
Km % Km %

2019 | 1693273 | 1.100,718 | 65,005 | 153700 | 9,078 | 84,104 | 4,967 | 354,742 | 20.950
2020 | 1693273 | 1.091243 | 64,446 | 196,398 | 11,599 | 239,435 | 14,140 | 166,197 | 9,815
2021 | 1693273 | 882,798 | 52,136 | 393,697 | 23,251 | 164,725 | 9,728 | 262,063 | 14,886
2022 | 1693273 | 832659 | 49,175 | 468,629 | 27676 | 12651 | 7.471 | 265475 | 15678
2023 | 1695479 | 97550 | 5754 | 35837 | 2114 | 7844 | 463 | 28313 | 1670

n|ld WIN|-

Sumber : Dinas BMBK Provinsi Lampung,2023

11. Irigasi

Provinsi Lampung memiliki 19 (sembilan belas) Daerah Irigasi
Permukaan dengan luas baku 21.045 Ha dan luas fungsi 17.440 Ha, panjang
saluran primer 75.102 M & panjang saluran sekunder 96.009 M sesuai yang
tercantum dalam Peraturan Menteri PUPR No. 14/PRT/M/2015 tentang
Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi. Sejak tahun 2015 sampai dengan
tahun 2023, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Provinsi Lampung telah
melakukan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Kewenangan Provinsi. Sasaran
Pembangunan adalah meningkatnya Kapasitas Jaringan Sumber Daya Air dan
indikator Persentase Luas Areal Sawah Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi
dengan IP>2.
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Tabel 2. 68 Pencapaian Sasaran kinerja Sektor Pengairan Tahun 2023

Sasaran Meningkatnya Kapasitas Jaringan Sumber Daya Air

IKU Persentase luas areal sawah Daerah Irigasi kewenangan provinsi dengan
IP>2
Satuan Persentase (%)

Capaian Persentase Luas Areal Sawah Daerah Irigasi kewenangan provinsi dengan
IP>2 Provinsi Lampung Tahun 2020-2023

Tahun Target Realisasi Capaian Grafik Pencapaian
2020 37 37 100 “
2021 40 40 100 j
2022 45 45 100 »
2023 50 50 00

Sumber: Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung
Tahun 2023

12. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Kondisi Perumahan mencerminkan kesejahteraan penduduk yang
menempatinya. Untuk itu Pemerintah telah menetapkan target 100-0-100
yang bermakna 100% penduduk menggunakan air bersih, 0% kawasan
kumuh dan 100% sanitasi masyarakat baik. Kinerja di bidang perumahan pada

Tahun 2018-2022 di provinsi Lampung :

Tabel 2. 69 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap air
munim Layak Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung, 2018-2022

Kabupaten/Kota
Regenacy/Municipality 2018 2019 2020 2021 2022
&) 2) 3 4 () (6)

Lampung Barat 74,15 71,15 56,64 70,96 65,08
Tanggamus 79,15 79,15 72,18 63,90 59,82
Lampung Selatan 79,37 89,69 81,03 87,92 90,81
Lampung Timur 56,61 73,02 79,32 84,35 85,85
Lampung Tengah 53,84 74,49 67,44 78,90 83,26
Lampung Utara 25,86 45,28 53,11 62,78 70,31
Waykanan 33,39 3861 49,24 65,12 63,31
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Kabupaten/Kota

Regenacy/Municipality 2018 2019 2020 2021 2022
Tulang Bawang 79,95 73,04 78,30 80,65 81,47
Pesawaran 75,94 87,35 89,43 87,07 88,37
Pringsewu 87,19 95,45 95,45 96,68 93,38
Mesuji 70,48 84,05 81,41 80,27 80,76
Tulang Bawang Barat 46,35 27,40 35,12 42,81 51,87
Pesisir Barat 74,34 79,65 80,08 74,53 63,53
Bandar Lampung 92,83 88,45 97,57 98,47 98,33
Metro 89,87 86,39 91,51 94,53 96,19
Lampung 66,17 73,30 74,97 80,20 81,60

Sumber: Provinsi Lampung Dalam Angka Tahun 2023

Di Tahun 2022, persentase penduduk Provinsi Lampung yang
memiliki Akses Air Minum Layak mengalami peningkatan menjadi 81,60%
dari 66.17% di Tahun 2018.

Tabel 2. 70 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap
Sanitasi Layak Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung, 2018-2022

Kabupaten/Kota
2018 2019 2020 2021 2022
Regenacy/Municipality

(1) (2 3 ) () (6)
Lampung Barat 57,22 63,79 73,08 76,50 83,75
Tanggamus 64,06 66,52 69,81 68,96 63,99
Lampung Selatan 82,22 86,29 82,25 94,40 94,29
Lampung Timur 77,69 80,35 83,53 86,29 85,27
Lampung Tengah 80,21 82,43 66,89 79,37 81,25
Lampung Utara 69,84 76,16 79.69 75,03 80,82
Waykanan 63,68 71,88 74,03 78,66 73,86
Tulang Bawang 72,77 72,22 79,81 84,83 85,60
Pesawaran 67,44 78,87 77,28 83,73 86,20
Pringsewu 81,23 83,03 84,64 88,91 84,22
Mesuji 61,52 67,96 75,79 78,98 84,63
Tulang Bawang Barat 65,45 76,08 75,21 75,33 77,89
Pesisir Barat 64,50 69,78 70,42 76,68 77,74
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Kabupaten/Kota
2018 2019 2020 2021 2022
Regenacy/Municipality
Bandar Lampung 86,41 89,01 92,32 95,45 89,07
Metro 96,77 88,33 99,35 94,64 98,77
Lampung 75,25 79,22 79,81 83,89 83,65

Sumber: Provinsi Lampung Dalam Angka Tahun 2023

Untuk persentase penduduk yang memiliki akses sanitasi layak di
Provinsi Lampung dari Tahun 2018 s.d 2022 mengalami peningkatan yang
cukup signifikan, dimana pada Tahun 2018 hanya 75,25% penduduk Provinsi
Lampung memiliki Akses Sanitasi Layak menjadi 83,65 % di Tahun 2022.

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai
dengan Tahun 2022dan Realisasi RPJMD
2.21 Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun

2023 Provinsi Lampung
2.2.1.1 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2023

Pada dokumen Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (P-RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2019-2024, terdapat 20
Indikator Sasaran/Indikator Kinerja Utama. Terjadi penyederhanaan
terhadap indikator sasaran/Indikator Kinerja Utama (IKU) RPJMD Provinsi
Lampung dari 33 indikator menjadi hanya 20 indikator. Penyederhanaan
indikator ini bertujuan untuk mempermudah penilaian terhadap pencapaian
keberhasilan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung melalui target
kinerja  setiap  tahunnya. @ Penyederhanaan  dilakukan  dengan
menggabungkan/menyatukan beberapa indikator yang dinilai sempit dan
menggantinya dengan indikator yang lebih luas. Sedangkan indikator sasaran

yang digabungkan, dipindahkan menjadi Indikator Kinerja Daerah (IKD).

2.2.1.1.1 Indeks Kerukunan Umat Beragama

Indikator Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) adalah ruang
diseminasi riset kebijakan berupa pemetaan kondisi kerukunan umat
beragama di Indonesia yang dilakukan oleh Kementerian Agama. Indeks KUB
menggambarkan kuatnya moderasi beragama untuk mewujudkan kerukunan

umat dan membangun harmoni sosial dalam kehidupan bermasyarakat yang
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dibangun dari beberapa variabel yaitu toleransi, kesetaraan dan kerja sama.
Indikator toleransi merepresentasikan dimensi saling menerima,
menghormati/menghargai perbedaan. Kesataraan, mencerminkan keinginan
saling melindungi, memberi kesempatan yang sama dengan tidak
mengedepankan superioritas. Sedangkan Kkerjasama menggambarkan
keterlibatan aktif bergabung dengan pihak lain dan memberikan empati dan
simpati kepada kelompok lain dalam dimensi sosial, ekonomi, budaya dan
keagamaan.

Capaian indikator Indeks KUB Provinsi Lampung Tahun 2023 adalah
73,35. Angka ini masih berada di bawah target tahun 2023 yang ditetapkan
pada P-RPJMD Tahun 2020-2024 (73,7). Dari data yang ada terlihat bahwa
capaian indeks KUB Provinsi Lampung tidak tercapai sebanyak 2,43 poin
sehingga capaian kinerja hanya mencapai 99,53% dengan predikat kinerja

kategori Sangat Tinggi. Hal tersebut terlihat pada grafik di bawah ini.

Grafik 2. 88 Target dan Capaian Indeks Kerukunan Umat Beragama Provinsi
Lampung Tahun 2020 - 2023
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Sumber: Biro Kesra Provinsi Lampung, 2024, diolah

Indeks KUB Provinsi Lampung menempati posisi ke 6 tertinggi di Sumatera
dan indeks KUB Provinsi Lampung lebih rendah bila dibandingkan angka
nasional yang telah mencapai 76,02.
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Grafik 2. 89 Indeks Kerukunan Umat Beragama Provinsi di Sumatera dan

Nasional Tahun 2023

90
80
70 76.02
60
50
40
30
20
10

0

> > & & »© % S < &>
a o 2 ) N S & 2 NG
e S O v AR ¢
¥ g N
[ Provinsi === |ndonesia

Sumber: Biro Kesra Provinsi Lampung, 2024, diolah

Grafik 2. 90 Trend Capaian Indeks Kerukunan Umat Beragama Provinsi
Lampung Tahun 2019 - 2023
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Sumber: Biro Kesra Provinsi Lampung, 2024, diolah

Bila dibandingkan capaian tahun 2022, maka terlihat terdapat
peningkatan nilai IKUB, walaupun begitu capaiannya masih berada di bawah
capaian nasional. Hal-hal yang berpengaruh terhadap capaian indeks
kerukunan umat beragama, diantaranya yang membuat daerah mendapatkan
nilai intoleran, yaitu:

. Keberatan bila penganut agama lain membangun rumah ibadat di
sekitar tempat tinggal meski telah mendapatkan izin dari pemerintah

setempat.
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. Keberatan bila penganut agama lain melakukan perayaan keagamaan,
dan tidak setuju WNI, apa pun agamanya, berhak menjadi Kepala
Daerah, atau Presiden.

Walaupun begitu kerukunan beragama di Provinsi Lampung masih baik.
Kerukunan di Provinsi Lampung terus tercipta, berkat adanya komunikasi
antar kelompok agama serta organisasi kemasyarakatan yang terus dijalin
serta dijaga dengan sangat baik, misalnya melalui Forum Kerukunan Umat
Beragama (FKUB). Untuk meningkatkan kualitas indeks KUB tahun 2023,
maka telah dilakukan kegiatan peningkatan kapasitas kelembagaan dan akan
dibentuk Forum Pemuda Lintas Agama dan Perempuan Lintas Agama, agar
dapat berperan untuk mensosialisasikan pentingnya kerukunan antar umat
beragama serta moderasi beragama. Untuk meningkatkan indeks KUB juga
diperlukan media-media yang aktif serta turut memberikan sosialisasi serta

menginformasikan pentingnya kerukunan umat beragama.

2.2.1.1.2 Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)

Indikator Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) adalah indikator komposit
yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. Tingkat
capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan 3 aspek, 11
variabel, dan 22 indikator demokrasi.

Capaian indikator Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Lampung Tahun
2022 adalah 78,32. Angka capaian ini berada di atas target tahun 2022 yang
ditetapkan pada P-RPJMD Tahun 2020-2024 yaitu 74. Dari data yang ada
terlihat bahwa capaian Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Lampung
tercapai sehingga capaian kinerja telah mencapai 100% dengan predikat
kinerja kategori Sangat Tinggi. Hal tersebut terlihat pada grafik di bawah ini.
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Grafik 2. 91 Target dan Capaian Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi
Lampung Tahun 2020 - 2022
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Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Lampung di lihat dari Tahun 2018
sampai dengan tahun 2021 terus mengalami peningkatan, akan tetapi sedikit
menurun pada Tahun 2022. Jika dibandingkan dengan nasional, capaian IDI
Provinsi Lampung lebih baik dari capaian nasional di Tahun 2021. Pada tahun
2021 Provinsi Lampung masuk peringkat 8 besar capaian IDI tertinggi secara
Nasional. IDI Provinsi Lampung tahun 2022 mencapai peringkat ke 5 tertinggi
se-Sumatera, setelah Provinsi Kepulauan Riau. Hal ini terlihat pada grafik di

bawah ini.

Grafik 2. 92 Capaian Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Lampung dan

Nasional Tahun 2018-2022
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Grafik 2. 93 Capaian Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi se-Sumatera
Tahun 2022 (Metode Baru)
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2.2.1.1.3 Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)

Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) disusun sebagai salah satu
instrumen untuk memberikan gambaran kemajuan pembangunan
kebudayaan yang dapat digunakan sebagai basis formulasi kebijakan bidang
kebudayaan, serta menjadi acuan dalam koordinasi lintas sektor dalam
pelaksanaan pemajuan kebudayaan. Penyusunan indeks tersebut melibatkan
berbagai pemangku kebijakan dan data yang berkaitan dengan pembangunan
kebudayaan nasional. IPK disusun Kemendikbud bersama dengan
Kementerian = Perencanaan = Pembangunan  Nasional = (PPN)/Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), dan Badan Pusat Statistik
(BPS). Dimensi IPK adalah ekonomi budaya, pendidikan, ketahanan sosial
budaya, warisan budaya, ekspresi budaya, budaya literasi, gender.

Capaian indikator Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) Provinsi
Lampung Tahun 2022 adalah 55,71. Angka capaian ini berada di atas target
tahun 2022 yang ditetapkan pada P-RPJMD Tahun 2020-2024 (55,3). Dari data
yang ada terlihat bahwa capaian Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi
Lampung mencapai 100% dengan predikat kinerja kategori Sangat Tinggi.
Hal tersebut terlihat pada grafik di bawabh ini.
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Grafik 2. 94 Capaian dan Target Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)

Provinsi Lampung Tahun 2021 dan 2022
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Grafik 2. 95 Trend Capaian Indeks Pembangunan Kebudayaan Provinsi
Lampung Tahun 2019 - 2022
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Sumber : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2024, diolah

IPK Provinsi Lampung sejak tahun 2019 (56,56) selalu mengalami
penurunan, hingga tahun 2021 mencapai 53,19, akan tetapi terlihat capaian
positif pada Tahun 2022, yaitu meningkat mencapai 55,71. Peningkatan
capaian indikator ini disebabkan karena terjadi peningkatan di semua
dimensi, yaitu dimensi ekonomi budaya, pendidikan, ketahanan sosial budaya,
warisan budaya, ekspresi budaya, budaya literasi, dan gender. Tren capaian
[PK per dimensi sejak Tahun 2019 hingga Tahun 2022 dapat kita lihat pada
grafik di bawabh ini.
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Grafik 2. 96 Trend Capaian Dimensi Indeks Pembangunan Kebudayaan

Provinsi Lampung Tahun 2019-2022
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Jika dibandingkan dengan provinsi lain di Sumatera, capaian Indeks
Pembangunan Kebudayaan Provinsi Lampung berada pada urutan ke-5
tertinggi se-Sumatera setelah Provinsi Kepulauan Riau. Angka ini juga berada
di atas capaian nasional yang mencapai 55,13 poin. Hal ini terlihat pada grafik
di bawah ini.

Grafik 2. 97 Capaian Indeks Pembangunan Kebudayaan Provinsi se-Sumatera
dan Indonesia Tahun 2022
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2.21.1.4 Nilai Reformasi Birokrasi (Angka)
Reformasi Birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk

mencapai good governance dan melakukan pembaharuan dan perubahan
mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama
menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan
sumber daya manusia aparatur. Penilaian reformasi birokrasi diklasifikasikan

menjadi 7 peringkat, yaitu:

Tabel 2. 71 Indeks Reformasi Birokrasi

No | Predikat Nilai Interprestasi Keterangan
Absolut
1 AA >90 - Sangat Telah terwujud Good Governance.
100 Memuaskan Seluruh kinerja dikelola dengan sangat

memuaskan di seluruh unit kerja.
Telah terbentuk pemerintah yang yang
dinamis, adaptif, dan efisien (Reform).
Pengukuran kinerja telah dilakukan
sampai ke level individu.

2 A >80-90 Memuaskan Terdapat gambaran bahwa instansi

pemerintah/unit kerja dapat
memimpin perubahan dalam
mewujudkan pemerintahan
berorientasi hasil, karena pengukuran
kinerja telah dilakukan sampai ke level
eselon 4/Pengawas/ Subkoordinator.
3 BB >70-80 Sangat Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP
sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik

itu unit kerja utama, maupun unit kerja
pendukung. Akuntabilitas yang sangat
baik ditandai dengan mulai
terwujudnya efisiensi penggunaan
anggaran dalam mencapai kinerja,
memiliki sistem manajemen Kinerja
yang andal dan berbasis teknologi
informasi, serta pengukuran kinerja
telah dilakukan sampai ke level eselon
3/koordinator.

4 B >60-70 Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah
baik pada 1/3 unit kerja, khususnya

pada unit kerja utama. Terlihat masih

perlu adanya sedikit perbaikan pada
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Nilai
No | Predikat Interprestasi Keterangan
Absolut

unit kerja, serta komitmen dalam
manajemen kinerja. Pengukuran
kinerja baru dilaksanakan sampai
dengan level eselon 2 /unit kerja

5 cC >50-60 Cukup Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup
(Memadai) baik. Namun demikian, masih perlu

banyak perbaikan walaupun tidak

mendasar.

6 C >30-50 Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang
dapat diandalkan. Belum
terimplementasi sistem manajemen
kinerja sehingga masih perlu banyak

perbaikan mendasar di level pusat.

7 D >0-30 Sangat Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP sama
sekali tidak dapat diandalkan. Sama
sekali belum terdapat penerapan
manajemen kinerja sehingga masih
perlu banyak perbaikan/perubahan

yang sifatnya sangat mendasar,

khususnya dalam implementasi SAKIP.

Berdasarkan laporan hasil evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi
Tahun 2023 oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi, Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Lampung Tahun
2023 adalah 68,79 dengan kategori “B”. Nilai ini telah mencapai target yang
ditetapkan tahun 2023, yaitu B. Sehingga capaian indikator Reformasi
Birokrasi tahun 2023 sebesar 100 persen, dengan predikat kinerja kategori
Sangat Tinggi.

Sejak Tahun 2020-2022, Capaian Indeks Reformasi Birokrasi Provinsi
Lampung tidak mencapai target yang ditetapkan (B), yaitu hanya mencapai
predikat CC (Cukup/Memadai). Hasil penilaian Indeks Reformasi Birokrasi
Provinsi Lampung Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :
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Tabel 2. 72 Rincian Hasil Penilaian Indeks Reformasi Birokrasi

Provinsi Lampung Tahun 2023

. L Skor Skor
No | Komponen Sub. Komponen Indikator Penilaian Bobot ind
ndex
1. RB General Strategi Pelaksanaan Rencana Aksi 3 1,08 1,08
RB General Pembangunan RB General
2. RB General Strategi Pelaksanaan TIngkat Implementasi 7 24,08 0,389
RB General Rencana Aksi RB General
3. RB General | Capaian Pelaksanaan | Persentase 2 99 1,98
Kebijakan Reformasi | Penyederhanaan Struktur
Birokrasi Organisasi
4. RB General | Capaian Pelaksanaan | Tingkat Capaian Slstem 2 5 2
Kebijakan Reformasi Kerja untuk
Birokrasi Penyederhanaan Birokrasi
5. RB General Capaian Pelaksanaan Tingkat Maturitas Sistem 4 3,2 2,56
Kebijakan Reformasi Pengendalian Intern
Birokrasi Pemerintah (SPIP)
6. RB General Capaian Pelaksanaan Tingkat Keberhasilan 3 0,5 0,43
Kebijakan Reformasi Pembangunan Zona
Birokrasi Integritas
7. RB General Capaian Pelaksanaan Nilai Sistem Akuntabilitas 4 68,1 2,72
Kebijakan Reformasi Kinerja Instansi
Birokrasi Pemerintah (SAKIP)
8. RB General Capaian Pelaksanaan Indeks Perencanaan 2,5 81,01 2,03
Kebijakan Reformasi | Pembangunan
Birokrasi
9. RB General | Capaian Pelaksanaan | Tingkat Implementasi 2 2 0,4
Kebijakan Reformasi Kebijakan Arsitektur
Birokrasi Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik (SPBE)
10. | RB General | Capaian Pelaksanaan | Tingkat Digitalisasi Arsip 2,5 89,27 2,23
Kebijakan Reformasi
Birokrasi
11. | RB General | Capaian Pelaksanaan | Tingkat Tindak Lanjut 2,5 2 1
Kebijakan Reformasi Pengaduan Masyarakat
Birokrasi (LAPOR) yang Sudah
12. | RB General | Capaian Pelaksanaan | Indeks Kualitas Kebijakan 2
Kebijakan Reformasi
Birokrasi
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. . Skor Skor
No | Komponen Sub. Komponen Indikator Penilaian Bobot ind
ndex
13. | RB General | Capaian Pelaksanaan | Indeks Reformasi Hukum 2
Kebijakan Reformasi
Birokrasi
14. | RB General Capaian Pelaksanaan Tingkat Kematangan 2 1,89 0,38
Kebijakan Reformasi | Penyelenggaraan Statistik
Birokrasi Sektoral
15. | RB General Capaian Pelaksanaan Indeks Tata Kelola 2,5 71,78 1,08
Kebijakan Reformasi | Pengadaan
Birokrasi
16. | RB General Capaian Pelaksanaan Indeks Sistem Merit 4 279,5 2,73
Kebijakan Reformasi
Birokrasi
17. | RB General Capaian Pelaksanaan Indeks Pelayanan Publik 1,5 4,05 1,21
Kebijakan Reformasi
Birokrasi
18. | RB General | Capaian Pelaksanaan | Tingkat Kepatuhan 1,5 65,58 0,98
Kebijakan Reformasi Standar Pelayanan Publik
Birokrasi
19. | RB General Capaian Sasaran Indeks SPBE 9 3,81 6,86
Strategis Reformasi
Birokrasi
20. | RB General | Capaian Sasaran Capaian IKU Makro 2 99 1,98
Strategis Reformasi
Birokrasi
21. | RB General | Capaian Sasaran Capaian IKU Non Makro 8 35 1,9
Strategis Reformasi
Birokrasi
22. | RBGeneral | Capaian Sasaran Opini bPK 5 5 5
Strategis Reformasi
Birokrasi
23. | RB General Capaian Sasaran Tindak Lanjut 4 79,3 3,17
Strategis Reformasi Rekomendasi BPK
Birokrasi
24. | RB General Capaian Sasaran Indeks BerAhlak 4 60,02 2,41
Strategis Reformasi
Birokrasi
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. . Skor Skor
No | Komponen Sub. Komponen Indikator Penilaian Bobot ind
ndex
25. | RB General Capaian Sasaran Survei Penilaian Integritas 10 68,45 6,85
Strategis Reformasi
Birokrasi
26. | RB General Capaian Sasaran Survey Kepuuasan 8 86,51 6,92
Strategis Reformasi Masyarakat
Birokrasi
27. | RB Tematik | Strategi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan 0,4 0,2 0,2
RB Tematik (Rencana Aksi)
28. | RB Tematik | Strategi Pelaksanaan Realisasi Investasi 0,4 0,2 0,2
RB Tematik (Rencana Aksi)
29. | RB Tematik | Strategi Pelaksanaan Digitalisasi Administrasi 0,4 0,2 0,2
RB Tematik Pemerintahan Fokus
Penanganan Stunting
(Rencana Aksi)
30. | RBTematik | Strategi Pelaksanaan Penggunaan Produk Dalam 0,4 0,4 0,4
RB Tematik Negeri (Rencana Aksi)
31. | RB Tematik | Strategi Pelaksanaan Laji Unflasi (Rencana Aksi) 0,4 0,17 0,17
RB Tematik
32. | RBTematik | Strategi Pelaksanaan | Pengentasan Kemiskinan 0,6 0 0
RB Tematik (Capaian Output)
33. | RBTematik | Strategi Pelaksanaan Realisasi Investasi 0,6 100 0,34
RB Tematik (Capaian Output)
34. | RB Tematik | Strategi Pelaksanaan Digitalisasi Administrasi 0,6 16,7 0,09
RB Tematik Pemerintahan Fokus
Penanganan Stunting
(Capaian Output)
35. | RBTematik | Strategi Pelaksanaan | Penggunaan Produk Dalam 0,6 100 0
RB Tematik Negeri (Capaian Output)
36. | RB Tematik | Strategi Pelaksanaan | Laju Inflasi (Capaian 0,6 100 0
RB Tematik Output)
37. | RBTematik | Capaian Dampak RB Penurunan Tingkat 3 1,87 1,87
Tematik Kemiskinan (Capaian
Dampak)
38. | RB Tematik | Capaian Dampak RB Peningkatan Realisasi 3 0,9 0,9
Tematik Investasi (Capaian
Dampak)
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. . Skor Skor
No | Komponen Sub. Komponen Indikator Penilaian Bobot ind
ndex
RB Tematik | Capaian Dampak RB Tingkat Penggunaan 3 2,98 2,98
Tematik Produk Dalam Negeri
(Capaian Dampak)
RB Tematik | Capaian Dampak RB Digitalisasi Administrasi 3 0,65 0,65
Tematik Pemerintahan Fokus
Penanganan Stunting
(Capaian Dampak)
RB Tematik | Koefesien Koefesien 10 0
RB Tematik | Capaian Dampak RB Tingkat Inflasi (Capaian 3 2 2
Tematik Dampak)

Sumber : Kemenpan RB, tahun 2024, diolah

Berdasarkan nilai Indeks Reformasi Birokrasi Provinsi Lampung Tahun
2023, terlihat bahwa pada skor indeks tertinggi didapatkan pada indikator
penilaian Survey Kepuasan Masyarakat (6,92), Indeks SPBE (6,86) dan Survey
Penilaian Integritas (6,85), dimana ketiga indikator penilaian ini memiliki
bobot penilaian yang juga tinggi, yaitu Survey Kepuasan Masyarakat (8),
Indeks SPBE (9) dan Survey Penilaian Integritas (10). Nilai Reformasi
Birokrasi Provinsi Lampung harus ditingkatkan pada setiap indikator
penilaian. Agar capaian skor indeks dapat lebih meningkat lagi, maka
peningkatan dapat lebih diarahkan kepada indikator penilaian yang memiliki
bobot penilaian tinggi.

Masih terdapat beberapa indikator penilaian yang belum memiliki skor (masih
kosong), yaitu Indeks Kualitas Kebijakan, Indeks Reformasi Hukum dan
Koefisien pada RB Tematik. Untuk itu diharapkan pada Tahun berikutnya,

capaian indikator penilaian sudah dapat terisi.

2.2.1.1.5 Angka Harapan Hidup (AHH)

Angka Harapan Hidup saat Lahir (AHH) didefinisikan sebagai rata-rata
perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. AHH
mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat. Capaian indikator Angka
Harapan Hidup (AHH) penduduk Provinsi Lampung (menggunakan metode
perhitungan sensus penduduk Tahun 2020) bila dibandingkan dengan target
selama 4 tahun terakhir, selalu mencapai target yang ditetapkan. Capaian

indikator Angka harapan Hidup Provinsi Lampung Tahun 2023 adalah 74,17
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angka capaian ini berada di atas target tahun 2023 yang ditetapkan pada
P-RPJMD Tahun 2020-2024 (71,2). Dari data yang ada terlihat bahwa capaian
Angka Harapan Hidup Provinsi Lampung tercapai sehingga capaian kinerja
telah mencapai 100% dengan predikat kinerja kategori Sangat Tinggi. Hal
tersebut terlihat pada grafik di bawah ini.

Grafik 2. 98 Capaian dan Target Angka Harapan Hidup (AHH) Provinsi
Lampung Tahun 2020 dan 2023
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Sumber: BPS RI, 2022, diolah

Selama 4 tahun terakhir Angka Harapan Hidup (AHH) penduduk
Provinsi Lampung terus meningkat dari 73,66 pada tahun 2020, menjadi 74,17
pada tahun 2023, dan berada di atas rata-rata AHH Nasional. Kesadaran
penduduk akan persoalan kesehatan dan ketersediaan akses kesehatan

menjadi faktor dominan meningkatnya angka harapan hidup di suatu daerah.

Grafik 2. 99 Angka Harapan Hidup (AHH) Provinsi Lampung dan Indonesia
(Metode SP2020) Tahun 2020-2023
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Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2024
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Grafik 2. 100 Capaian Angka Harapan Hidup Provinsi se-Sumatera dan

Indonesia Tahun 2023
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Dari grafik di atas terlihat bahwa Angka Harapan Hidup Provinsi
Lampung berada pada peringkat ke-3 tertinggi di Sumatera dan besarannya
berada di atas angka Nasional. Sebagian besar Provinsi di Sumatera, AHH nya
telah berhasil melampaui angka Nasional.

Hanya 4 Kabupaten /Kota yang capaian Angka Harapan Hidup Tahun
2023 berada di atas capaian Provinsi Lampung, yaitu Kota Metro (75,14), Kota
Bandar Lampung (74,53), Kabupaten Pringsewu (74,33) dan Kabupaten
Lampung Selatan (74,22) sedangkan Kabupaten dengan AHH terendah adalah
Kabupaten Mesuji sebesar 73,71. Sebagaimana terlihat pada grafik di bawah
ini.

Grafik 2. 101 Capaian Angka Harapan Hidup Kabupaten/Kota se-Provinsi
Lampung tahun 2023

= Kab /Kota Indonesia
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Disparitas nilai AHH ini menunjukkan bahwa Rooadmap Peningkatan
[PM Provinsi Lampung akses kesehatan serta tingkat kesadaran akan
kesehatan penduduk di Provinsi Lampung cukup baik, namun demikian pada
kabupaten yang jauh dari perkotaan dan terpencil, tingkat kesadaran akan

kesehatan penduduk masih belum memadai.

2.2.1.1.6 Harapan Lama Sekolah

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan lamanya sekolah
(dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu
di masa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap
bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang
bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Angka
Harapan Lama Sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. HLS
dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan
di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan
(dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak.

Sejak tahun 2020-2023, capaian indikator Angka Harapan Lama
Sekolah Provinsi Lampung selalu mencapai target yang ditetapkan. Pada
Tahun 2023 capaian indikator Angka Harapan Lama Sekolah Provinsi
Lampung adalah 12,77, angka capaian ini berada di atas target tahun 2023
yang ditetapkan pada P-RPJMD Tahun 2020-2024 (12,68). Dari data yang ada
terlihat bahwa capaian Angka Harapan Lama Sekolah Provinsi Lampung telah
tercapai sehingga capaian kinerja mencapai 100% dengan predikat kinerja

kategori Sangat Tinggi. Hal tersebut terlihat pada grafik di bawah ini.

Grafik 2. 102 Capaian dan Target Angka Harapan Lama Sekolah Provinsi
Lampung Tahun 2020-2023
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Angka Harapan Lama Sekolah di Lampung sejak tahun 2020-2023 selalu
mengalami peningkatan tiap tahunnya. Pertumbuhan yang positif ini
merupakan modal penting dalam membangun kualitas manusia Lampung
yang lebih baik. Pada tahun 2023, HLS Provinsi Lampung telah mencapai
12,77, artinya, secara rata-rata anak usia 7 tahun yang masuk jenjang
pendidikan formal pada tahun 2023 memiliki peluang untuk bersekolah
selama 12,77 tahun atau setara dengan Diploma I. Angka ini masih berada di
bawah angka Nasional yaitu 13,15.

Grafik 2. 103 Tren Capaian Angka Harapan Lama Sekolah Provinsi Lampung
dan Indonesia Tahun 2020-2023
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Sumber: BPS RI, 2024, diolah

Sejalan dengan Angka Harapan Lama Sekolah Provinsi Lampung yang
masih berada di bawah angka Nasional, di Sumatera pun HLS Provinsi
Lampung masih berada pada peringkat ke-3 terbawah, sebagaimana terlihat
pada grafik di bawah ini. Untuk itu diperlukan kerja keras lagi di dunia

pendidikan di Provinsi Lampung agar dapat mengejar ketertinggalan.
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Grafik 2. 104 Capaian Angka Harapan Lama Sekolah Provinsi se-Sumatera dan
Nasional Tahun 2023
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Capaian Angka Harapan Lama Sekolah di Kabupaten/Kota di Provinsi
Lampung pada tahun 2023, secara rata-rata belum melampaui angka Nasional.
Hanya Kota Metro dan Bandar Lampung yang HLS nya tinggi dan melampaui
capaian Nasional, yaitu Kota Metro mencapai 14,77 dan Kota Bandar Lampung
14,72 tahun. Kabupaten dengan HLS terendah adalah Kabupaten Mesuji yaitu
11,81. Hal ini disebabkan karena masyarakat di Kabupaten Mesuji lebih
memilih anak-anak mereka untuk tidak melanjutkan sekolah dan bekerja

membantu orangtua pada sektor pertanian.

Grafik 2. 105 Capaian Angka Harapan Lama Sekolah Kab/Kota se-Provinsi
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Sumber: BPS RI, 2024, diolah
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2.2.1.1.7 Rata-rata Lama Sekolah

Angka Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) merupakan kombinasi antara
partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang sedang dijalani, kelas yang
diduduki. dan pendidikan yang ditamatkan. Tetapi, jumlah tahun bersekolah
ini tidak mengindahkan kasus-kasus tidak naik kelas, putus sekolah yang
kemudian melanjutkan kembali, dan masuk sekolah dasar di usia yang terlalu
muda atau sebaliknya. Angka ini bisa memberikan gambaran secara
sederhana pemenuhan penduduk terhadap akses pendidikan. Keterbandingan
besaran rata-rata lama sekolah antar wilayah atau waktu, dapat mengetahui
perbedaan atau perkembangan tingkat kualitas sumber daya manusia. Angka
rata-rata lama sekolah memberikan gambaran tingkat pendidikan penduduk
suatu wilayah.

Pada tahun 2020, capaian indikator Rata-Rata Lama Sekolah Provinsi
Lampung mencapai target yang ditetapkan, akan tetapi pada tahun 2021
hingga Tahun 2023, target indikator tersebut tidak tercapai. Pada Tahun 2023
capaian indikator Rata-rata Lama Sekolah Provinsi Lampung adalah 8,29,
angka capaian ini berada di bawah target tahun 2022 yang ditetapkan pada
P-RPJMD Tahun 2020-2024 (8,3). Dari data yang ada terlihat bahwa capaian
Rata-Rata Lama Sekolah Provinsi Lampung tidak tercapai sehingga capaian
kinerja mencapai 99,88% dengan predikat kinerja kategori Sangat Tinggi. Hal
tersebut terlihat pada grafik di bawah ini.

Grafik 2. 106 Capaian dan Target Rata-Rata Lama Sekolah Provinsi Lampung
Tahun 2023
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Grafik 2. 107 Tren Capaian Rata-Rata Lama Sekolah Lampung dan Indonesia
Tahun 2020-2023
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Berdasarkan pengamatan grafik di atas, RLS Provinsi Lampung terus
meningkat selama 4 tahun terakhir. Pada tahun 2023, RLS Provinsi Lampung
sebesar 8,29 artinya secara rata-rata penduduk Lampung yang berusia 25
tahun ke atas telah menempuh pendidikan selama 8,29 tahun. Namun angka
tersebut masih di bawah rata-rata Nasional yang sebesar 8,77.

Sejalan dengan angka Rata-Rata Lama Sekolah di Provinsi Lampung yang
masih rendah, maka posisi Lampung pun masih rendah bila dibandingkan
dengan Provinsi lainnya di Sumatera. Pada tahun 2023, Provinsi Lampung
menempati peringkat ke-2 terbawah di Sumatera, setelah Kepulauan Bangka
Belitung. Untuk mengatasi hal ini maka perlu dilakukan akselerasi dalam
meningkatkan RLS di Provinsi Lampung karena hal ini akan mempengaruhi
capaian Indeks Pembangunan Manusia yang dua kompositnya berada di
bidang pendidikan, yaitu HLS dan RLS.

RKPD PROVINSI LAMPUNG Tahun 2025 . Il-194



Grafik 2. 108 Capaian Rata-Rata Lama Sekolah Provinsi se-Sumatera dan

Nasional Tahun 2023
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Sumber: BPS RI, 2024, diolah

Capaian Angka Rata-Rata Lama Sekolah di Kabupaten/Kota di Provinsi
Lampung pada tahun 2023, secara rata-rata belum melampaui angka Nasional.
Hanya Kota Metro dan Bandar Lampung yang RLS nya tinggi dan melampaui
capaian Nasional, yaitu Kota Metro mencapai 11 dan Kota Bandar Lampung
10,97 tahun. Kabupaten dengan RLS terendah adalah Kabupaten Mesuji
(7.11). Hal ini disebabkan karena masyarakat di Kabupaten Mesuji lebih
memilih anak-anak mereka untuk tidak melanjutkan sekolah dan bekerja
membantu orangtua pada sektor pertanian.

Upaya peningkatan nilai rata-rata lama sekolah dan menghilangkan
kesenjangan merupakan hal yang sulit dilakukan mengingat perbedaan
orientasi penduduk berusia 25 tahun ke atas. Namun demikian, sinergitas
seluruh elemen dalam upaya peningkatan rata-rata lama sekolah dapat

meningkatkan capaian yang lebih baik.
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Grafik 2. 109 Capaian Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota se-Provinsi
Lampung dan Nasional Tahun 2023
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2.2.1.1.8 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah indikator yang dapat

digunakan untuk mengukur tingkat penawaran tenaga kerja yang tidak
digunakan atau tidak terserap oleh pasar kerja dan menggambarkan kurang
termanfaatkannya pasokan tenaga kerja. Pada periode 2016-2019, TPT di
Provinsi Lampung selalu menurun dari 4,62 persen menjadi 4,03 persen di
Tahun 2019. Namun sejak Pandemi Covid 19 di Tahun 2020, TPT Provinsi
Lampung meningkat menjadi 4,67 dan terus meningkat menjadi 4,69 di Tahun
2021. Pada Tahun 2022, TPT Provinsi Lampung sudah mulai menunjukkan
penurunan menjadi 4,52. Hal ini berarti dari 100 orang Angkatan Kerja,

terdapat sekitar 4 orang penganggur.

Pada Agustus 2023, TPT Provinsi Lampung mengalami penurunan
sebesar 0,30 persen poin, dibandingkan dengan Agustus 2022. hal ini
merupakan indikasi mulai pulihnya perekonomian yang mengakibatkan
berkurangnya permasalahan ketenagakerjaan dibandingkan dengan Agustus
2022. Secara nasional, selama periode 2018-2023, capaian TPT Provinsi
Lampung selalu lebih baik dibandingkan TPT Nasional (5,32) pada Tahun
2023.
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Tabel 2. 73 TPT Provinsi Lampung dan Indonesia 2018-2023.

O P N W B U1 O N ©

FEB  AUG FEB AUG FEB AUG FEB AUG FEB AUG FEB AUG

2018 2019 2020 2021 2022 2023
=@=|AMPUNG 4.32 404 395 4.03 426 467 454 469 431 452 418 423
=@—|[ndonesia 5.1 53 498 523 494 707 6.26 649 583 586 545 532

=@=| AMPUNG ==@==|ndonesia

Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2023

Capaian TPT untuk regional Sumatera relative bervariasi, TPT tertinggi
adalah Provinsi Kepulauan Riau sebesar 6,8 persen. Sedangkan TPT terendah
adalah Provinsi Bengkulu yaitu sebesar 3,42 persen. Provinsi Lampung
menempati TPT terendah Kketiga se-Sumatera bersama sama Provinsi

Bengkulu dan Riau.

Grafik 2. 110 TPT Provinsi Lampung dan Sumatera 2018-2023.
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Untuk menjadi perhatian, pada Agustus 2023, TPT perkotaan sebesar
5,71 persen lebih tinggi lebih dari dua kali TPT di daerah perdesaan (3,46
persen), dibandingkan Agustus 2022, TPT perkotaan menurun sebesar 2,20
persen poin sedangkan TPT perdesaan mengalami peningkatan 0,54 persen
point.

Pada Agustus 2023, TPT dari tamatan SMA Umum merupakan yang
paling tinggi dibandingkan tamatan jenjang pendidikan lainnya yaitu sebesar
7,71 persen. Sedangkan TPT yang paling rendah adalah mereka dengan
pendidikan Sekolah Dasar (SD) ke bawah yaitu sebesar 2,35 persen.
Dibandingkan Agustus 2022, penurunan TPT, dterjadi pada hampir semua
jenjang Pendidikan, dengan penurunan terbesar pada tingkat pendidikan
Universitas, yaitu sebesar 2,14 persen poin. Sementara itu, tingkat pendidikan
SMK dan Diploma I/II/IIl mengalami peningkatan TPT, masing-masing

sebesar 0,39 persen poin dan 1,45 persen poin. .

Grafik 2. 111 TPT Provinsi Lampung Menurut Pendidikan Tertinggi yang
Ditamatkan 2021-2023
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Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2023

Di tingkat Kabupaten/Kota TPT tertinggi berada di Kota Bandar
Lampung yang mencapai 7,43 persen diikuti Lampung Utara (5,73),
Lampung Selatan (4,95), Lampung Selatan (5,27%) dan Pesawaran (4,76)
dan Pringsewu . Selain lima Kabupaten/Kota ini, semua Kabupaten/Kota
memiliki nilai TPT lebih trendah daripada Provinsi Lampung. Sedangkan
Lampung Barat berada di posisi terendah dengan angka 2,25 persen.
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Grafik 2. 112 Tingkat Pengangguran Terbuka menurut Kabupaten/Kota
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2.2.1.1.9 Indeks Perlindungan Anak (IPA)
Indeks Perlindungan Anak (IPA) merupakan ukuran yang

menggambarkan capaian pembangunan perlindungan anak di Indonesia dan
menjadi dasar dalam penyusunan rekomendasi kebijakan dan strategi
pelaksanaan pembangunan perlindungan anak bagi pemerintah pusat
maupun daerah. IPA dibentuk dari 5 klaster, yaitu:

e Klaster 1 Hak Sipil dan Kebebasan

e Klaster 2 Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif

e Klaster 3 Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan

e Klaster 4 Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan
Budaya

e Klaster 5 Perlindungan Khusus

Capaian Indeks Perlindungan Anak (IPA) Provinsi Lampung tahun 2022
adalah 64,78, angka capaian ini berada di bawah target tahun 2022 yang
ditetapkan pada P-RPJMD Tahun 2020-2024 (69,57). Dari data yang ada
terlihat bahwa capaian Indeks Perlindungan Anak (IPA) Provinsi Lampung
belum tercapai sehingga capaian kinerja hanya mencapai 93,11% dengan
predikat kinerja kategori Sangat Tinggi. Hal tersebut terlihat pada grafik di
bawabh ini.
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Grafik 2. 113 Capaian dan Target Indeks Perlindungan Anak (IPA) Provinsi
Lampung Tahun 2020-2022
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Grafik 2. 114 Capaian Indeks Perlindungan Anak (IPA) Provinsi Lampung dan
Nasional Tahun 2019-2022
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Capaian indikator Indeks Perlindungan Anak (IPA) Provinsi Lampung
tahun 2022 sebesar 64,78. Bila dibandingkan dengan capaian tahun 2021
(61,61), maka terjadi peningkatan mencapai 3,17 poin. Walaupun terjadi
peningkatan, masih belum dapat mengejar capaian Tahun 2020 (65,07),
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sehingga dari grafik terlihat bahwa IPA Provinsi Lampung tahun 2019-2020
masih berada di bawah capaian nasional, sedangkan pada tahun 2021 capaian
IPA Provinsi Lampung berada di atas capaian nasional (61,38) dan pada Tahun
2022 juga melampaui capaian nasional (63,3) yaitu 64,78. Walaupun capaian
IPA Provinsi Lampung telah berada di atas capaian nasional, akan tetapi
capaian ini masih rendah sehingga Provinsi Lampung harus tetap bekerja
lebih keras untuk dapat mengejar ketertinggalan ini. Untuk meningkatkan
nilai [PA di Provinsi Lampung, maka harus diamati dari setiap variabel
pembentuknya.

Bila diamati secara nasional, klaster pembentuk IPA dengan capaian
tertinggi pada tahun 2021 dan 2022 adalah Klaster Lingkungan Keluarga dan
Pengasuhan Alternatif, sedangkan capaian terendah pada klaster Pendidikan,
Pemanfaatan Waktu Luang Dan Kegiatan Budaya. Pada tahun 2022, semua
klister penyusun IPA Nasional mengalami kemajuan bila dibandingkan

capaian Tahun 2021.

2.2.1.1.10 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) adalah indeks komposit yang
mengukur peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik.
Komposit pembentuk IDG adalah (1) keterlibatan perempuan di parlemen, (2)
perempuan sebagai tenaga profesional, dan (3) sumbangan pendapatan
perempuan.

Capaian Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) tahun 2022 adalah 68,24,
capaian ini berada di bawah target tahun 2022 yang ditetapkan pada P-RPJMD
Tahun 2020-2024 (69,14). Dari data yang ada terlihat bahwa capaian IDG
Provinsi Lampung belum tercapai sehingga capaian kinerja hanya mencapai
98,70% dengan predikat kinerja kategori Sangat Tinggi. Hal tersebut terlihat
pada grafik di bawah ini.
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Grafik 2. 115 Capaian dan Target Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Provinsi
Lampung dan Nasional Tahun 2020-2022
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Grafik 2. 116 Tren Capaian Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Provinsi
Lampung dan Nasional Tahun 2017-2021
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Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2024

Berdasarkan grafik di atas, terlihat bahwa IDG Provinsi Lampung tahun
2022 adalah 68,24, berada di bawah rata-rata IDG Nasional sebesar 76,59.
Pada tahun 2019-2022, capaian IDG Provinsi Lampung selalu berada di bawah
capaian IDG nasional. Pada Tahun 2022, capaian IDG Provinsi Lampung
mengalami peningkatan sebanyak 0,28 poin dibanding tahun 2021. Dari
grafik capaian Provinsi Lampung dan Nasional, terlihat bahwa jarak antara

capaian Provinsi Lampung dan Nasional semakin lebar, yang artinya
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kesenjangan antara IDG Nasional dan IDG Provinsi Lampung semakin

meninggi.

Variabel penyusun IDG adalah Persentase Keterlibatan Wanita Di
Parlemen, Persentase Perempuan Sebagai Tenaga Profesional dan Sumbangan
Pendapatan Perempuan. Pada Tahun 2022 terjadi penurunan capaian pada
komponen Perempuan Sebagai Tenaga Profesional sebanyak 0,13 poin. Agar
dapat meningkatkan capaian IDG Provinsi Lampung, maka diperlukan
akselerasi untuk meningkatkan IDG Provinsi Lampung, khususnya pada
komponen Perempuan Sebagai Tenaga Profesional dan komponen

Sumbangan Pendapatan Perempuan.

Grafik 2. 117 Trend Variabel Penyusun IDG Provinsi Lampung
Tahun 2019-2022
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Grafik 2. 118 Capaian Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Provinsi se-
Sumatera dan Nasional Tahun 2021
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Berdasarkan capaian IDG Provinsi di Sumatera, terlihat bahwa Provinsi
Lampung berada pada posisi tertinggi ke lima di pulau Sumatera, menurun bila
dibandingkan Tahun 2021 dimana Provinsi Lampung menduduki posisi ke-
empat. Pada Tahun 2022 ini, capaian seluruh Provinsi di pulau Sumatera
berada di bawah capaian nasional (76,59)

Di lingkup Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung, Kabupaten dengan
IDG tertinggi adalah Kota Metro sebesar 74,6 dikuti oleh Kota Bandar
Lampung sebesar 72,33 dan Kabupaten Pesawaran sebesar 71,98. Sedangkan
IDG terendah adalah Kabupaten Pesisir Barat sebesar 55,37. Akan tetapi tidak
satupun Kabupaten/Kota ini yang melebihi capaian nasional, sebagaimana

terlihat pada grafik di bawah ini.

Tabel 2. 74 Capaian Indeks Pemberdayaan Gender Kab/Kota se-Provinsi
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Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2024

2.2.11.11 Laju Pertumbuhan Ekonomi

Kinerja pembangunan perekonomian tergambarkan dari pertumbuhan
ekonomi (economic growth) yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi yang
dilakukan oleh para pelaku kegiatan ekonomi (rumah tangga, korporasi atau
perusahaan, pemerintah dan unit lembaga swasta nirlaba) dengan cara
mengelola sumber daya yang ada, baik sumber daya alam maupun sumber
daya manusia. Salah satu indikator makro ekonomi yang dapat

menggambarkan kinerja perekonomian wilayah dalam kurun waktu tertentu,
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adalah pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atau Laju
Pertumbuhan Ekonomi.

Selama periode 2017-2022, Laju Pertumbuhan Ekonomi Lampung
sebelum pandemic Covid 19 memperlihatkan trend yang terus meningkat dari
5,16 persen di tahun 2017 menjadi 5,26 persen pada tahun 2019. Selama
periode ini Provinsi Lampung selalu berada diatas rata-rata pertumbuhan
ekonomi Nasional dan Sumatera. Namun sebagai dampak pandemi Covid-19
yang terjadi pada awal 2020, perekonomian Lampung mengalami kontraksi
yang cukup dalam hingga mencapai minus 1,67 persen. Sejalan waktu,
pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung terus mengalami recovery, untuk
Tahun 2023, pertumbuhan Ekonomi Provinsi Lampung (¢ to c¢), tumbuh
sebesar 4,55 persen, menguat dibanding Tahun 2022 yang tumbuh sebesar
4,28 persen.

Secara spasial, jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi
Nasional dan regional Sumatera, Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Lampung
masih di bawah pertumbuhan ekonomi Nasional (5,05) dan Sumatera (4,63).
Adapun secara nominal, perekonomian Lampung pada Tahun 2023
berdasarkan ADHB dan ADHK (2010) masing-masing sebesar Rp. 448.880,25
Miliar dan Rp. 269.240,54 Miliar.

Grafik 2. 119 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Lampung, Sumatera dan
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A. PDRB Menurut Lapangan Usaha

Ekonomi Provinsi Lampung tahun 2023 mengalami pertumbuhan
sebesar 4,55 persen, menguat dibanding tahun 2022 (c-to-c) yang tercatat
tumbuh sebesar 4,28 persen. Pertumbuhan positif terjadi pada seluruh
lapangan usaha terutama Transportasi dan Pergudangan, Jasa Lainnya, serta
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum yang tumbuh masing-masing
sebesar 16,66 persen, 15,38 persen, dan 13,38 persen. Lapangan usaha
Perdagangan Besar-Eceran dan Reparasi Mobil-Sepeda Motor serta Informasi
dan Komunikasi juga tumbuh cukup pesat mencapai 9,76 persen dan 7,50
persen. Selanjutnya diikuti oleh pertumbuhan lapangan usaha Konstruksi dan
Jasa Perusahaan yang tumbuh sebesar 7,06 persen dan 5,79 persen.

Struktur PDRB Provinsi Lampung tahun 2023 atas dasar harga berlaku
menurut lapangan wusaha tidak menunjukkan perubahan berarti.
Perekonomian Provinsi Lampung masih didominasi oleh lapangan usaha
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dengan peranan sebesar 27,29 persen;
diikuti Industri Pengolahan sebesar 18,01 persen; Perdagangan Besar-Eceran
dan Reparasi Mobil-Sepeda Motor sebesar 13,98 persen; serta Konstruksi
sebesar 9,86 persen. Peranan keempat lapangan usaha tersebut dalam
perekonomian Provinsi Lampung mencapai 69,14 persen. Bila dilihat dari
penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung tahun 2023
sebesar 4,55 persen, lapangan usaha Perdagangan Besar-Eceran dan Reparasi
Mobil-Sepeda Motor menjadi sumber pertumbuhan tertinggi sebesar 1,34
persen, diikuti lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan sebesar 0,97
persen, serta Konstruksi sebesar 0,72 persen. Sementara sumber
pertumbuhan dari lapangan usaha lain sebesar 1,52 persen

Ekonomi Provinsi Lampung triwulan 1V-2023 dibanding periode yang
sama tahun 2022 (y-on-y) mengalami pertumbuhan sebesar 5,40 persen,
menguat dibanding triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 3,93 persen.
Pertumbuhan positif terjadi pada sebagian besar lapangan usaha terutama
Konstruksi, Jasa Keuangan, serta Jasa Lainnya yang tumbuh masing-masing
sebesar 15,16 persen, 13,26 persen, dan 11,80 persen. Lapangan usaha
Transportasi dan Pergudangan juga mengalami pertumbuhan cukup pesat
mencapai 11,03 persen, diikuti Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
yang tumbuh sebesar 9,78 persen. Di sisi lain, beberapa lapangan usaha

mengalami kontraksi terutama pada lapangan usaha Pengadaan Listrik dan
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Gas yang terkontraksi sebesar 7,74 persen serta Administrasi Pemerintahan,
Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib yang tekontraksi sebesar 2,33 persen.

B. PDRB Menurut Pengeluaran

Ekonomi Provinsi Lampung tahun 2023 tumbuh sebesar 4,55 persen.
Pertumbuhan terjadi pada seluruh komponen pengeluaran. Komponen
pengeluaran yang tumbuh signifikan adalah Komponen Pengeluaran Lembaga
Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) yang tumbuh sebesar
10,59 persen; diikuti Komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 5,89 persen;
Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) sebesar 5,15
persen; Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 4,14
persen; dan Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) sebesar
2,06 persen. Sementara itu, Komponen Impor Barang dan Jasa tumbuh sebesar
6,18 persen. Struktur PDRB Provinsi Lampung menurut pengeluaran atas
dasar harga berlaku tahun 2023 tidak menunjukkan perubahan yang berarti.
Perekonomian Lampung masih didominasi oleh Komponen PK-RT yang
mencakup lebih dari separuh PDRB Lampung yaitu sebesar 62,34 persen;
diikuti oleh komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 51,79 persen;
Komponen PMTB sebesar 32,33 persen; Komponen PK-P sebesar 6,60 persen;
Komponen PK-LNPRT sebesar 1,72 persen; dan Komponen Perubahan
Inventori sebesar 0,25 persen. Sementara itu, Komponen Impor Barang dan
Jasa sebagai faktor pengurang dalam PDRB memiliki peran sebesar 55,02
persen.

Ekonomi Provinsi Lampung pada triwulan 1V-2023 terhadap triwulan
IV-2022 (y-on-y) tumbuh sebesar 5,40 persen. Pertumbuhan positif terjadi
pada semua Komponen Pengeluaran. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada
Komponen PK-LNPRT sebesar 17,36 persen; diikuti Komponen PMTB sebesar
7,08 persen; Komponen PK-RT sebesar 4,64 persen; Komponen Ekspor
Barang dan Jasa sebesar 4,44 persen; dan Komponen PK-P sebesar 3,36
persen. Sementara itu, Komponen Impor Barang dan Jasa (yang merupakan
faktor pengurang dalam PDRB menurut pengeluaran) tumbuh sebesar 4,80
persen.

Jika dibandingkan dengan daerah provinsi setara dalam lingkup regional
Sumatera, pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung tahun 2023 berada pada

urutan ke-6 setelah Provinsi Kepulauan Riau, Sumatera Utara, Sumatera
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Selatan, dan Sumatera Barat dan Jambi. Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi

Lampung dan Sumatera dapat dilihat pada grafik II-3.

Grafik 2. 120 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Se-Sumatera tahun 2023
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Sumber : BPS Indonesia, 2024

Pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota se-Provinsi Lampung pada
tahun 2023 menunjukkan peningkatan yang ditunjukkan sebanyak 8
kabupaten/kota yang memiliki angka pertumbuhan ekonomi di atas angka
pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung, yaitu Kota Bandar Lampung (4,99),
Kota Metro (4,86), Kabupaten Lampung Selatan (4,82), Kabupaten Pringsewu
(4,78), Kabupaten Lampung Tengah (4,70), Kabupaten Tanggamus (4,70),
Kabupaten Lampung Barat (4,69) dan Kabupaten Way Kanan (4,63).
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Tabel 2. 75 Pertumbuhan Ekonomi Kab/Kota se-Provinsi Lampung 2023

Provinsi Lampung [ —— 4.55

Metro

Bandar Lampung
Pesisir Barat
Tulang Bawang Barat
Mesuji
Pringsewu
Pesawaran
Tulang Bawang
Way Kanan
Lampung Utara
Lampung Tengah
Lampung Timur
Lampung Selatan
Tanggamus
Lampung Barat

Sumber : BPS Provinsi Lampung, diolah (2024)

4.86

4.99

3.42

4.06

4.53

4.78

4.49

4.27

4.63

4.22

4.7

3.51

4.82

4.7

4.69

Pasca pandemi Covid, terdapat pergeseran Kabupaten dengan capaian

Laju Pertumbuhan Ekonomi tertinggi. Bila sebelum pandemi, pertumbuhan

ekonomi tertinggi selalu dicapai selain Kota Bandar Lampung juga oleh

Kabupaten Lampung Tengah dan Kabupaten Lampung Selatan. Saat ini Kota

Metro, Kabupaten Pringsewu dan Tanggamus mampu tumbuh dengan

pertumbuhan ekonomi sedikit di atas Provisi Lampung.

Tabel 2. 76 Pertumbuhan Ekonomi Kab/Kota se-Provinsi Lampung 2019-

2023

Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Kabupaten/Kota (persen)

Kabupaten/Kota
2019 2020 2021 2022 2023
Lampung Barat 5.18 -1.16 2.55 4.09 4.69
Tanggamus 5.02 -1.77 2.34 4.16 4.70
Lampung Selatan 5.13 -1.73 2.6 4.81 4.82
Lampung Timur 3.79 -2.26 0.24 2.02 3.51
Lampung Tengah 5.35 -1.02 2.88 4.65 4.70
Lampung Utara 5.33 -1.45 2.82 3.16 4.22
Way Kanan 5.17 -1.16 2.9 4.41 4.63
Tulang Bawang 541 -1.34 2.88 3.85 4.27
Pesawaran 5 -1.26 2.08 4.55 4.49
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Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Kabupaten/Kota (persen)

Kabupaten/Kota
2019 2020 2021 2022 2023

Pringsewu 5.03 -1.21 291 4.37 4.78
Mesuji 5.26 -1.35 2.84 3.49 4.06
Tulang Bawang Barat 5.36 -1.32 2.89 4.49 4.53
Pesisir Barat 5.47 -1.18 2.06 2.82 342
Bandar Lampung 6.17 -1.88 3.12 4.93 4.99
Metro 5.57 -1.79 291 451 4.86
Provinsi Lampung 5.26 -1.67 2.77 4.28 4.55
Nasional 5.02 -2.07 3.69 531 5.05

Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2024

2.2.1.1.12

Nilai Tukar Petani

Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan salah satu indikator dalam melihat

daya beli petani di perdesaan. NTP juga menunjukkan daya tukar (term of

trade) dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi

maupun untuk biaya produksi. NTP dihitung dari rasio Indeks Harga yang

Diterima Petani (IT) dengan Indeks Harga yang Dibayarkan Petani (IB).

Penghitungan IB mencakup seluruh pengeluaran rumah tangga petani

termasuk bahan makanan, sekolah, berobat, membeli sandang, papan, biaya

produksi dan lainnya.

NTP Provinsi Lampung pada Tahun 2023 sebesar

109,36. Hal ini dapat terlihat dari Indeks Yang Diterima (128,73) melebihi
Indeks Yang Dibayar Petani (117,72). Hal ini menunjukkan bahwa dengan

adanya kenaikan NTP pada Tahun 2023, daya beli petani di Provinsi Lampung

semakin kuat yang menggambarkan peningkatan kesejahteraan petani.
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Grafik 2. 121 Perkembangan Indeks Yang Diterima Petani dan Indeks Yang
Dibayar Petani Tahun 2019-2023
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Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2024

Kemudian secara sektoral, pertumbuhan NTP terbesar terjadi pada
subsektor tanaman pangan (8%), diikuti hortikultura (4,91) dan perkebunan
(4,3) serta perikanan tangkap (2,04%). Sedangkan pada sub sektor peternakan
dan perikanan budidaya terjadi penurunan (pertumbuhan negatif) masing-
masing sebesar -3,52% dan -1.81% dan total perikanan tangkap budidaya sebesar
-0,29%.
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Grafik 2. 122 Pertumbuhan NTP Provinsi Lampung Per Sub Sektor Tahun
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Sumber: BPS Indonesiag, 2024, (diolah).

Secara spasial, bila dibandingkan dengan wilayah regional Sumatera,
NTP Provinsi Lampung berada di posisi terendah ketiga setelah Provinsi
Kepulauan Riau dan Sumatera Selatan. NTP tertinggi dimiliki oleh Provinsi
Riau dengan NTP sebesar 152,93, Provinsi Bengkulu (146,91) dan Provinsi
Jambi (138,11). Nilai Tukar Petani wilayah Sumatera ditampilkan pada Grafik
[1-20.
Grafik 2. 123 Nilai Tukar Petani se-Sumatera Tahun 2023

INDONESIA I 112.46
KEP. RIAU I 104.49
KEP. BANGKA BELITUNG N 118.32
LAMPUNG NI 109.36
BENGKULU e 146.91
SUMATERA SELATAN . 105.1
JAMBI I 138.11
RIAU e 152.93
SUMATERA BARAT NI 110.28
SUMATERA UTARA I —— 125.32
ACEH I 114.35

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180

Sumber: BPS Indonesiag, 2024(diolah).
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Bila dibandingkan secara Nasional, NTP Provinsi Lampung dari tahun
2016 sampai tahun 2018 selalu berada diatas NTP Nasional, bahkan pada
Tahun 2017, NTP Provinsi Lampung mencapai 105,60. Namun pada Tahun
2019 mengalami penurunan dan berada dibawah Nasional sampai dengan
Tahun 2023, namun dengan trend yang semakin meningkat.

Grafik 2. 124 Tren Nilai Tukar Petani Provinsi Lampung dan Indonesia
(2016-2023)
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Sumber: BPS 2023

2.2.1.1.13 Laju Inflasi

Inflasi adalah indikator angka (dalam satuan persen) yang digunakan
untuk melihat tingkat kenaikan harga secara umum dan terus-menerus.
Inflasi Provinsi Lampung diukur dari keadaan perkotaan yang diwakili oleh
Kota Bandar Lampung dan Kota Metro. Secara umum, inflasi di Provinsi

Lampung merupakan gabungan dari kondisi inflasi pada dua kota tersebut.
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Grafik 2. 125 Perkembangan Inflasi Gabungan Provinsi Lampung dan
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Secara tahunan (y to d), inflasi gabungan dua kota di Provinsi Lampung

pada Triwulan IV 2023 tercatat masih berada pada rentang sasaran inflasi
yaitu 3%=1, yaitu senilai 3,47%, lebih rendah dibandingkan inflasi tahun 2022

sebesar 5,51% yang merupakan angka inflasi tertinggi selama lima tahun

terakhir. Capaian Tahun 2023 tersebut terpantau lebih tinggi dibandingkan

inflasi nasional sebesar 2,61% (y on y), namun lebih rendah daripada inflasi

gabungan 28 kota di Sumatera yang tercatat sebesar 2,17% (y to d).

Gambar 2. 34 Perkembangan Inflasi Provinsi Lampung Tahun 2020-2023
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Secara tahunan (years to date), penyumbang inflasi terbesar pada

Triwulan IV 2023 disumbang oleh Kelompok Makanan, Minuman dan
Tembakau dengan andil 2,27% dan Nilai Inflasi 9,36 % (ytd), diikuti oleh
kelompok Pendidikan dengan andil sebesar 0,12% dan nilai inflasi 3,68%
serta Kelompok Perlengkapan, Peralatan dan Pemeliharaan Rutin Rumah
Tangga dengan andil sebesar 0,11% dan nilai inflasi 2,15% (ytd).

Tabel 2. 77 Tingkat Inflasi dan Andil Inflasi Tahun Kalender 2023 Menurut
Kelompok Pengeluaran

Tingkat

IHK . Andil Inflasi
Kelompok Pengeluaran Desember Inflasi Tqhun Tqhun
2023 Kalender Kalender 2023
2023
Umum (Headine) 118,65 3,47 3,47
Makanan, MInuman, dan Tembakau 131,25 9,36 2,77
Pakaian dan Alas Kaki 111,29 1,55 0,09
Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga 104,90 0,70 0,12
Perlengkapan, Peralatann & Pemeliharaan Rutin Rmh Tangga 116,39 2,15 0,11
Kesehatan 118,65 1,10 0,03
Transportasi 121,98 -0,27 -0,04
Informasi, Komunikasi< dan Jasa Keuangan 94,07 -0,28 -0,01
Rekreasi, Olahraga, dan Budaya 116,15 1,41 0,03
Pendidikan 125,67 3,68 0,19
Penyedian Makanan dan Minuman/Restoran 118,53 0,98 0,08
Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya 120,06 1,57 0,09

Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2024

Pada Desember 2023, tingkat inflasi tahun ke tahun Desember 2023
terhadap Desember 2022 sebesar 3,47 persen, lebih rendah bila dibandingkan
inflasi tahun ke tahun Desember 2022 terhadap Desember 2021 yang sebesar
5,51 persen (tertinggi dalam tiga tahun terakhir).

Sedangkan Desember 2021 terhadap Desember 2020 sebesar 2,19
persen. Tingkat inflasi bulan ke bulan pada Desember 2023 mengalami inflasi
sebesar 0,01 persen, jauh lebih rendah jika dibandingkan bulan Desember
2022 dengan tingkat inflasi sebesar 0,62 persen. Sedangkan bulan Desember
2021 mengalami inflasi tertinggi selama tiga tahun terakhir yaitu sebesar 0,99

persen.
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Tingkat inflasi tahun kalender Desember 2023 sebesar 3,47 persen, lebih

rendah jika dibandingkan Desember 2022 dengan inflasi sebesar 5,51 persen
(tertinggi dalam tiga tahun terakhir). Sementara tahun kalender Desember

2021 mengalami inflasi sebesar 2,19 persen.

Tabel 2. 78 Tingkat Inflasi Bulanan, Tahun Kalender, dan Tahun ke Tahun
2021-2023 (Persen)

Tingkat Inflasi 2021 2022 2023
Desember (m-t-m terhadap bulan 0,99 0,62 0,01
sebelumnya)
Tahun Kalender (Desember tahun n terhadap 2,19 5,51 3,47
Desember tahun n-1)
Tahun Kalender (Desember tahun n terhadap 2,19 5,51 3,47

Desember tahun n-1)

Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2024

Bila dibandingkan regional Sumatera, Inflasi Provinsi Lampung Tahun
2023 merupakan yang tertinggi. Walaupun masih dalam rentang target inflasi
Tahun 2023 yang sebesar 31, namun hal ini patut pula menjadi perhatian,
terutama pada intervensi Pemerintah Daerah untuk menjaga kestabilan harga
terutama pada komoditas pangan. Secara teori, Inflasi yang tinggi juga akan
menggerus pertumbuhan ekonomi melalui dampaknya terhadap daya beli
masyarakat, sehingga penting untuk menjaga keseimbangan antara inflasi

yang terkendali dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
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Gambar 2. 35 Inflasi di Sumatera
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Sumber : BPS Indonesia, 2023 (diolah).

Secara garis besar, meningkatnya tekanan inflasi di triwulan IV 2023
dibandingkan periode sebelumnya sejalan dengan peningkatan tekanan inflasi
pada seluruh kelompok Core Inflation, Volatile Food, dan Administered Price.
Menghadapi tekanan inflasi pada triwulan IV 2023, TPID tetap berkoordinasi
dan melaksanakan langkah pengendalian bersama dengan Pemerintah
Provinsi Lampung untuk memastikan Kketerjangkauan harga dengan
melakukan pemantauan harga harian dan memastikan ketersediaan pasokan
melalui pendataan yang akurat dan penguatan Kerjasama Antar Daerah
(KAD). Upaya lainnya dari TPID adalah memastikan kelancaran distribusi dan
melakukan komunikasi efektif kepada masyarakat terkait ketersediaan
pasokan dan rencana pemenuhan pasokan sehingga dapat memberi
ekspektasi positif bagi masyarakat, sekaligus himbauan untuk berbelanja
secara bijak. Selain itu, terdapat Gerakan Nasional (Gernas) Pengendalian
Inflasi Pangan (GNPIP) sebagai langkah komitmen bersama untuk
mengoptimalkan upaya-upaya pengendalian inflasi dari sisi suplai dan
mendorong produksi guna mendukung ketahanan pangan secara integratif,

masif, dan berdampak nasional.
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2.2.1.1.14 Angka Kemiskinan
2.2.1.1.17.1 Persentase penduduk miskin

Berdasarkan metode penghitungannya, bahwa tingkat kemiskinan
menggunakan konsep kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar (basic
needs approach), dimana kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan
ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar terhadap makanan dan bukan
makanan, yang diukur dari sisi pengeluaran penduduk (Rp/kapita/bulan).

Capaian Persentase Penduduk Miskin Provinsi Lampung tahun 2022
adalah 11,11, capaian ini berada di atas target tahun 2022 yang ditetapkan
pada P-RPJMD Tahun 2020-2024 (12,4). Dari data yang ada terlihat bahwa
capaian Persentase Penduduk Miskin Provinsi Lampung telah tercapai sehingga
capaian kinerja hanya mencapai 100% dengan predikat kinerja kategori
Sangat Tinggi. Hal tersebut terlihat pada grafik di bawabh ini.

Grafik 2. 126 Tren Capaian dan Target Persentase Penduduk Miskin Provinsi
Lampung dan Nasional Tahun 2020-2023
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Sumber: BPS Lampung, 2024, diolah
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Grafik 2. 127 Tren Persentase Penduduk Miskin Lampung dan Indonesia
Tahun 2019-2023
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Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2024, diolah

Tingkat kemiskinan Provinsi Lampung terus mengalami penurunan baik
dari jumlah maupun persentase. Hal ini menunjukkan telah terjadi perbaikan
perekonomian dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Persentase
penduduk miskin Provinsi Lampung mengalami penurunan dari 11,57 persen
di tahun 2021 menjadi 11,11 persen di Tahun 2023, namun RB Provinsi
Lampung masih berada di atas angka nasional (9,36 persen).

Bila dibandingkan dengan September 2021, jumlah penduduk miskin
mengalami penurunan 11,43 ribu orang. Untuk September 2022, Provinsi
Lampung berhasil mengurangi jumlah penduduk miskin sebanyak 6,82 ribu
orang dan menjadi 3 besar Provinsi dengan penurunan jumlah penduduk
miskin terbanyak, bersama-sama Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat. Jumlah
penduduk miskin di Lampung pada Maret 2023 mencapai 970,67 ribu orang.
Dibandingkan Maret 2022, jumlah penduduk miskin menurun 31,74 ribu
orang. Sementara jika dibandingkan dengan September 2022, jumlah
penduduk miskin menurun sebanyak 24,9 ribu orang

Tingkat kemiskinan diklasifikasikan menjadi desa dan kota, yang
menjadi faktor pembeda terletak pada garis kemiskinan antara kota dan desa.
Perbedaan tersebut didasarkan pada tingkat kecukupan untuk hidup layak
yang berbeda antara kota dan desa. Penduduk miskin di Provinsi Lampung
terkonsentrasi di perdesaan yang jumlahnya hampir empat kali lipat
dibandingkan penduduk miskin di perkotaan. Tabel di bawah ini

menunjukkan pada Maret 2023 jumlah penduduk miskin di perdesaan
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mencapai 737,71 ribu jiwa, menurun dibandingkan tahun 2022 sebesar
756,48 ribu jiwa. Begitu juga di perkotaan jumlah penduduk miskin Tahun
2022 menurun dari 239,11 ribu jiwa menjadi 232,96 ribu jiwa pada Tahun
2023.

Hal yang patut dicermati pula bahwa pertumbuhan jumlah penduduk
miskin di perkotaan cukup fluktuatif, dimana pada periode 2019 mengalami
penurunan, namun kembali meningkat di tahun 2020 ketika ada pembatasan
mobilitas penduduk saat pandemic Covid 19. Untuk kemiskinan di pedesaan,
tren pertumbuhannya menurun tiap tahunnya, walaupun di Tahun 2020
sempat meningkat. Hal ini menunjukkan kemiskinan di perkotaan tidak stabil
dan memiliki karaketristik khas perkotaan yang memerlukan penanggulangan
kemiskinan yang berbeda dengan karakteristik pedesaan.

Tabel 2. 79 Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Lampung Tahun 2018 - 2023

(Ribu Jiwa)
LOKASI 2018 2019 2020 2021 2022 2023
(Mar)
Kota 230,20 224.69 259,28 236,48 239,11 232,96
Desa 861,40 816.79 831,86 770,54 756,48 737,71
Kota + Desa 1.091,60 | 1041.48 | 1.091,14| 1.007,02 995,59 970,67

Sumber : BPS Indonesia, 2023

Selanjutnya kondisi kemiskinan di tingkat Kabupaten/Kota juga harus
menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Lampung, khususnya Kabupaten
Lampung Utara (17,17 %), Kabupaten Lampung Timur (13,80 %) dan
Kabupaten Pesisir Barat (13,49 %), yang merupakan 3 (tiga) Kabupaten
dengan persentase penduduk miskin terbesar di Provinsi Lampung.
Berdasarkan data BPS, terdapat 6 (enam) Kabupaten/Kota yang capaian
persentase penduduk miskin tahun 2023 lebih baik daripada Nasional, yaitu
Kabupaten Mesuji, Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang, Pringsewu serta

Kota Metro dan Bandar Lampung.
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Grafik 2. 128 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota se-Provinsi
Lampung Tahun 2023
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Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2024, diolah

2.2.1.1.17.2 Indeks Kedalaman Kemiskinan

Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan
persentase penduduk miskin. Perlu juga diperhatikan tingkat kedalaman dan
keparahan dari kemiskinan. Selain harus mampu memperkecil jumlah
penduduk miskin, kebijakan kemiskinan juga sekaligus harus bisa mengurangi
tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan.

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) adalah ukuran rata-rata kesenjangan
pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan.
Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk
dari garis kemiskinan. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Provinsi Lampung
selama kurun waktu 5 (lima) tahun cenderung menurun dari 1,99 di tahun
2019 menjadi 1,64 pada Maret 2023. Pada periode September 2022 sampai
Maret 2023, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) mengalami penurunan.
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) pada Maret 2023 sebesar 1,64 turun
dibandingkan September 2022 yang sebesar 1,70. Penurunan nilai P1 ini
mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin ini semakin
mendekati garis kemiskinan. Bila dibandingkan dengan nasional, Indeks
Kedalaman Kemiskinan Provinsi Lampung masih berada di atas Indeks P1

Nasional yang pada tahun 2023 berada pada angka 1,53.
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Grafik 2. 129 Indeks Kedalaman kemiskinan (P1) Indonesia dan Lampung
Tahun 2019 - 2023 (persen)
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Sumber: BPS Indonesia dan Susenas, 2023 (diolah)

2.2.1.1.17.3 Indeks Keparahan Kemiskinan

Indeks Keparahan Kemiskinan (P2z) berguna untuk memberi gambaran
mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi
nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk
miskin. Trend Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Provinsi Lampung selama
kurun waktu 5 (lima) tahun cenderung menurun dari 0,44 di Tahun 2019
menjadi 0,36 di 2023. Hal ini berarti bahwa variasi pengeluaran diantara
penduduk miskin semakin kecil. Dengan kata lain ketimpangan pengeluaran
per kapita antar penduduk miskin juga semakin menurun. Saat Pandemi Covid
19, meningkat dari 0,47 di tahun 2019 menjadi 0,57 di tahun 2020 dan kembali
menurun pada tahun 2021 menjadi 0,38, dan sedikit meningkat di Tahun 2022
menjadi 0,39. Bila dibandingkan secara nasional, selama Tahun 2019-2023
Indeks Keparahan Kemiskinan (Pz) Provinsi Lampung selalu berada di atas
Nasional, hanya di Tahun 2021 dan 2023 capaiannya dibawah capaian

nasional.
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Grafik 2. 130 Indeks Keparahan kemiskinan (P2) Indonesia dan Lampung
Tahun 2019 - 2023 (persen)
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2.2.1.2 Capaian Indikator Kinerja Daerah

Tujuan dari ditetapkannya Indikator Kinerja Daerah (IKD) adalah untuk
memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi
kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator
Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan
pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Daerah
(IKD). Penyajian Indikator Kinerja Daerah (IKD) dibagi menjadi 3 (tiga) aspek
yaitu : Aspek Kesejahteraan Masyarakat, Aspek Pelayanan Umum, dan Aspek
Daya Saing Daerah.

Dalam melakukan penilaian capaian kinerja dan predikat Kkinerja
menggunakan kriteria skala nilai peringkat kinerja sebagai berikut :

No. | Interval Nilai Realisasi | Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1. 91 % <100% Sangat Tinggi
2. 76 % < 90% Tinggi
3. 66 % <75% Sedang
4. 51 % < 65% Rendah
5. <50% Sangat Rendah
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Dalam penilaian kinerja tersebut, gradasi nilai (skala intensitas) kinerja suatu
indikator dapat dimaknai sebagai berikut :

1. Hasil Sangat Tinggi dan Tinggi
Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah
memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan
penilaian kinerja.

2. Hasil Sedang
Gradasi cukup menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah
memenuhi persyaratan minimal.

3. Hasil Rendah dan Sangat Rendah
Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian belum
memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang
diharapkan.
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1. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Indikator Kinerja Daerah Provinsi Lampung pada Aspek Kesejahteraan
Masyarakat berjumlah 24 indikator, dimana pada akhir tahun 2023 terdapat
15 indikator telah mencapai target yang ditetapkan dengan capaian kinerja
rata-rata telah mencapai angka 97,40 persen (Sangat Tinggi). Terdapat 7
indikator yang tidak dilaksanakan lagi di tahun 2023, 1 indikator dengan
capaian kinerja 85,12 persen (Tinggi), dan 1 indikator dengan capaian kinerja
60 persen (Rendah).

Meskipun Indikator Nilai SAKIP telah mencapai kategori Tinggi pada
angka 85,12 persen dengan predikat B, namun tetap belum mencapai target
Predikat BB yang ditetapkan. Tidak tercapainya indikator ini dikarenakan
adanya kendala-kendala antara lain keterbatasan Sumber Daya Manusia baik
kualitas maupun kuantitas, masih terdapat perangkat daerah yang kurang
memahami akan pentingnya SAKIP, koordinasi antar instansi yang belum
sepenuhnya berjalan, komitmen pimpinan yang belum optimal, dan kurang
solidnya Tim SAKIP Provinsi Lampung.

Indikator yang tidak mencapai target adalah Indikator Persentase
Peningkatan Fasilitasi Penyelesaian Tapal Batas Wilayah. Kendala dari tidak
tercapainya indikator ini karena sulitnya melakukan observasi dilapangan
untuk melakukan peninjauan lapangan. Dimana kondisi wilayah dikuasai oleh
tetua adat atau pribumi keturunan yang berasumsi bahwa tanah yang mereka
tempati adalah tanah nenek moyang atau peninggalan orang tua mereka yang
diklaim milik pribadi. Meskipun begitu pemerintah telah membentuk Tim
Penegasan Batas melalui SK gubernur No. G/19/B/HK/2021 dan SK Gubernur
Lampung No. G/139/B.03/HK/2021 tentang Pembentukan Gugus Tugas
Reformasi Agraria Provinsi Lampung Tahun 2021, dan di Tahun 2023 berhasil
mendapatkan penghargaan sebagai daerah Provinsi yang telah menyelesaikan
batas desa.
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Tabel 2. 80 Capaian Indikator Kinerja Daerah Pada Aspek Kesejahteraan Masyarakat

ASPEK/BIDANG Perangkat
URUSAN/INDIKATOR 2021 2022 2023 TARGET Daerah
NO KINERJA SATUAN Pengampu
PEMBANGUNAN s . L . L
DAERAH Realisasi Target Realisasi Target Realisasi | Capaian Kriteria 2024

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 13
ASPEK KESEJAHTERAAN
MASYARAKAT
Kesejahteraan dan
Pemerataan Ekonomi
Persentase perumusan
kebijakan umum.

1 koord.maSL supervisi. 87.19 90 100 9722 97,22 Sa_mga_t 100 Sekretariat
pembinaan dan Tinggi Daerah
pengendalian bidang
perekonomian

o R . Sangat . L

2 Nilai Reformasi Birokrasi Indeks cc B 58.92 B B 100 Tinggi BB Biro Organisasi

3 Nilai SAKIP (TPB) Predikat B BB 67.11 BB B 85,12 Tinggi BB Biro Organisasi

4 | IndeksKepuasan Skor/nilai 82 84 85.13 86 86 100 Sangat 88 Biro Organisasi
Masyarakat Tinggi
Nilai SKM untuk Sekretariat

5 Pelayanan Kesejahteraan 3.2 3,3 34

. Daerah
Sosial
Nilai SKM untuk Fasilitasi
Pelayanan Penataan Sekretariat

6 produk perundang- 3.2 33 34 Daerah
undangan. bantuan
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ASPEK/BIDANG Perangkat
URUSAN/INDIKATOR 2021 2022 2023 TARGET Daerah
NO KINERJA SATUAN Pengampu
PEMBANGUNAN Realisasi Target Realisasi Target Realisasi | Capaian | Kriteria 2024
DAERAH
hukum dan HAM serta
pembinaan dan
pengawasan produk
hukum
Nilai SKM untuk
Pelayanan Pengelolaan Sekretariat
7 | Adminstrasi Keuangan 3.2 3,3 34
. Daerah
dan Kerumahtanggaan di
Sekretariat Daerah
Nilai SKM Pelayanan Sekretariat

8 Kepada Pimpinan 3.2 33 34 Daerah
Persentase OPD yang nilai .

9 Hasil evaluasi Kinerjanya 70 75 80 Sekretariat
B Daerah
Persentase pelaksanaan Sangat Biro

10 | pembinaan kesejahteraan Persen 75.11 97.5 94.69 98 92,67 94,56 inga 100 Kesejahteraan

. Tinggi
sosial dan keagamaan Rakyat
Prosentase Bahan
Kebijakan umum Sekretariat
11 | pembinaan. Pemahaman. 89 89 90
Daerah
Pengamalan keagamaan
dan Lembaga Keagamaan
Persentase Pelayanan Sangat
12 | Kerumahtanggaan yang Persen 99.23 100% 49.69% 100 100 100 inga 100% Biro Umum
. Tinggi
dilaksanakan tepat waktu
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NO

ASPEK/BIDANG
URUSAN/INDIKATOR
KINERJA
PEMBANGUNAN
DAERAH

SATUAN

2021

2022

2023

TARGET

Perangkat
Daerah
Pengampu

Realisasi

Target Realisasi

Target

Realisa

si | Capaian

Kriteria

2024

13

Persentase Pelayanan
Ketatausahaan Di
Lingkungan Sekretariat
Daerah dan Pimpinan
yang dilaksanakan

Persen

98.27

100%

50.13%

100

100

100

Sangat
Tinggi

100%

Biro Umum

14

Persentase Layanan
Administrasi Keuangan
dan Aset Sekretariat
Daerah yang Dilakukan
Sesuai dengan Peraturan
Perundang-undangan
yang Berlaku

Persen

98.3

100%

51.92%

100

93,75

93,75

Sangat
Tinggi

100%

Biro Umum

15

Skor LPPD Provinsi di
Tingkat Nasional

Nilai
(skor)

Tinggi

Tinggi

Tinggi

Tinggi

100

Sangat
Tinggi

Sangat
Tinggi

Biro Pem Otda

16

Persentase Peningkatan
Fasilitasi Penyelesaian
Tapal Batas Wilayah

Persen

33.33

100

100

100

60

Rendah

100

Biro Pem Otda

17

Pesentase Pemanfaatan
Kerjasama Daerah

Persen

97.75

100

100

100

100

100

Sangat
Tinggi

100

Biro Pem Otda

18

Persentase Perangkat
Daerah yang evaluasi
kinerja anggarannya baik

Persen

91.6

80%

91%

90,06

100

Sangat
Tinggi

90%

Biro Adbang

19

Prosentase menurunnya
potensi konflik sosial
tidak menjadi peristiwa
konflik sosial setiap
tahunnya di Provinsi
Lampung

Persen

100

100

87,5

100

100

Sangat
Tinggi

Badan Kesatuan
Bangsa dan
Politik
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ASPEK/BIDANG Perangkat
URUSAN/INDIKATOR 2021 2022 2023 TARGET Daerah
NO KINERJA SATUAN Pengampu
PEMBANGUNAN i c . c . . et
DAERAH Realisasi Target Realisasi Target Realisasi | Capaian Kriteria 2024
Persentase penduduk Sangat Badan Kesatuan
20 | yang menggunakan hak Persen 74.09 72.5 74.09 72,75 74,09 100 inga’ 73 Bangsa dan
s Tinggi L
pilih Politik
Persentase Realisasi Sangat
21 | Paket Pengadaan Barang % 102.2 92 80 93 102,5 100 inga 94 Biro PB]J
. Tinggi
dan Jasa Sesuai Ketentuan
Persentase pelayanan Sangat Biro
22 befay % 91 92 98.5 93 93 100 nga 94 Administrasi
keprotokolan Tinggi o
Pimpinan
Meningkatnya Peran
23 | Kebijakan Daerah dalam Persen 100 100 100 100 Biro
peningkatan kualitas Perekonomian
Kinerja OPD
% Tingkat kepuasan
24 | masyarakat Lampung Persen 78 80 100 85 85 100 Sangat 90 Badan
terhadap pelayanan Tinggi Penghubung
Badan Penghubung
Total 97,40
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2. AspekPelayanan Umum

a. Urusan Wajib Pelayanan Dasar

Indikator Kinerja Daerah Provinsi Lampung Aspek Pelayanan Umum
pada Urusan Wajib Pelayanan Dasar berjumlah 25 indikator, dan terdapat
pada 6 bidang, yaitu 1 indikator pada bidang Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang, 6 indikator pada bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan
Pemukiman, 1 indikator pada bidang Pengelolaan Sumber Daya Air, 2
indikator pada bidang Pendidikan, 11 indikator pada bidang Kesehatan, 2
indikator pada bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan
Masyarakat, dan 2 indikator pada bidang sosial.

Rata-rata capaian kinerja tahun 2023 pada Urusan Wajib Pelayanan
Dasar berada angka 90,15 persen dengan kategori Tinggi. Terdapat 22
indikator yang mencapai kategori Sangat Tinggi, 2 indikator dengan
kategori Tinggi, dan 1 indikator dengan kategori Rendah. Indikator dengan
kategori Tinggi adalah Indikator Jumlah Kasus Kematian Bayi dan
Indikator Survey Kepuasan Pasien/Penerima Layanan, serta Indikator
dengan kategori Rendah adalah Indikator Jumlah Pengguna Narkoba yang
Mendapatkan Rehabilitasi NAPZA di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Lampung.

Capaian kinerja indikator Jumlah Kasus Kematian Bayi masuk dalam
kategori Tinggi dengan mencapai angka 86,55 persen, namun belum
mencapai target yang ditetapkan yaitu sebesar 550 kasus. Sedangkan
jumlah Kasus Kematian Bayi yang terjadi di tahun 2023 masih sebanyak
624 kasus. Permasalahan yang menyebabkan tidak tercapainya target pada
indikator ini karena masih tingginya angka BBLR (Berat Bayi Lahir
Rendah) dan Asfiksia, penanganan balita sakit belum menerapkan standar
pemeriksaan yang benar, keterbatasan jumlah dokter spesialis anak di
Kabupaten/Kota, sistem rujukan maternal yang belum efektif, dan
terbatasnya alat kesehatan dan obat-obatan pendukung pelayanan
kesehatan maternal dan neonatal. Indikator lain dengan capaian kinerja
Tinggi yaitu Indikator Survey Kepuasan Pasien/Penerima Layanan berada
pada angka 88,62 persen. Target yang ditetapkan pada indikator ini adalah
sebesar 87 persen dan hanya tercapai 77,1 persen di tahun 2023. Hal ini
disebabkan belum dilakukan penilaian SKM (Survey Kepuasan
Masyarakat) yang pelaksanaannya dikerjakan oleh Pihak Ketiga, meskipun
begitu perangkat daerah tetap melakukan survey secara internal dengan

melalui Elektronik Survey Kepuasan Pasien Online.
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Selanjutnya, Indikator Pengguna Narkoba yang Mendapatkan
Rehabilitasi NAPZA di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Lampung belum
mencapai target yang ditetapkan di tahun 2023 dengan target 886 dan
realisasi 525 orang dengan capaian 59,26 persen (Rendah). Kendala tidak
tercapainya indikator ini karena adanya perubahan anggaran sehingga
pelayanan terhadap Rehabilitasi NAPZA tidak optimal. Meskipun begitu,
bagi masyarakat kurang mampu pelayanan tetap dilakukan dengan
pembayaran untuk pasien NAPZA dapat difasilitasi dengan menggunakan
SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu) sesuai Peraturan Menteri
Kesehatan No. 17 Tahun 2023.
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Tabel 2. 81 Capaian Indikator Kinerja Daerah Pada Aspek Pelayanan Umum
(Urusan Wajib Pelayanan Dasar)

Perangkat
ASPEK/BIDANG 2021 2022 2023 TARGET Daerah
NO URUSAN/INDIKATOR KINERJA SATUAN Pengampu
PEMBANGUNAN DAERAH Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Capaian | Kriteria 2024
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 13
ASPEK PELAYANAN UMUM
Urusan Wajib Pelayanan Dasar
1 Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang
L Dinas Bina Marga
11 | Persentase Kondisi Kemantapan Persen 75 76 76.85 77 78,67 100 | Samsat 78 dan Bina
Jalan Provinsi Tinggi .
Konstruksi
2 Perumahan Rakyat dan Kawasan
Pemukiman
Persentase kesesuaian perencanaan Sangat Dma}s(:ve\:]gl;;r;ahan
2.1 | & pemanfaat-an ruang thp rencana Persen 100 86 86 86 90 100 ingat 95.00% :
tata ruan Tinggi Pemukiman dan
8 Cipta Karya
Persentase Penduduk yang Memiliki Sangat Dma}s(:ve\:]gl;;r;ahan
2.2 | Akses Aman terhadap Air Minum Persen 82.27 83.75 85.74 85,47 87,22 100 ingat 87.19% .
Layak Tinggi Pemukiman dan
Cipta Karya
Dinas Perumahan
Persentase Penduduk yang Memiliki Sangat o Kawasan
2.3 Akses Aman terhadap Sanitasi Layak Persen 7749 7997 83.88 82,44 88,1 100 Tinggi 84.52% Pemukiman dan
Cipta Karya
2.4 | Persentase Jumlah Kawasan kumuh Persen 71.11 71.66 72.59 72,74 75,7 100 Sangat 73.83y, | DinasPerumahan
Provinsi yang tertangani Tinggi Kawasan
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Perangkat
ASPEK/BIDANG 2021 2022 2023 TARGET Daerah
NO URUSAN/INDIKATOR KINERJA SATUAN Pengampu
PEMBANGUNAN DAERAH Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Capaian | Kriteria 2024
Pemukiman dan
Cipta Karya
Dinas Perumahan
2.5 | Persentase Rumah Tidak Layak Huni | = p o 100 97.38 97.01 97,92 93,05 95,03 | Samsat 98.47% Kawasan
yang tertangani (TPB) Tinggi Pemukiman dan
Cipta Karya
3 PSDA
Persentase Luas Areal Sawah Daerah Sangat Dinas
3.1 | Irigasi kewenangan provinsi dengan Persen 40 45 45 50 50 100 Ting i 55 Pengelolaan
IP>2 g8 Sumber Daya Air
4 Pendidikan
4.1 | Aneka Partisipasi Kasar (APK) SM/ Persen 87.59 96.33 97.16 97,83 98,89 100 Sangat 99.33 Dinas Pendidikan
Sederajat Tinggi dan Kebudayaan
4 | AngkaPartisipasi Murni (APM) Indeks 63.55 67.24 71.37 68,24 74 100 Sangat 69.24 Dinas Pendidikan
SM/Sederajat Tinggi dan Kebudayaan
5 Kesehatan
. . Sangat .
5.1 | Prevalensi stunting Persen 18.5 18.4 15.2 16 15,2 100 Tinggi 14 Dinas Kesehatan
. Sangat .
5.2 | Jumlah Kasus Kematian Ibu Kasus 187 150 96 130 105 100 Tinggi 110 Dinas Kesehatan
5.3 | Jumlah Kasus Kematian Bayi Kasus 489 570 526 550 624 86,55 Tinggi 520 Dinas Kesehatan
5.4 | Angka Keberhasilan pengobatan T8 Persen 94 90 96 90 96 100 Sangat 90 Dinas Kesehatan
paru (success rate) Tinggi
Jumlah Pengguna Narkoba yang
mendapatkan Rehabilitasi NAPZA di Rumah Sakit Jiwa
5.5 Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Orang 667 806 462 886 525 59,26 Rendah 974 Daerah
Lampung
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Perangkat
ASPEK/BIDANG 2021 2022 2023 TARGET Daerah
NO URUSAN/INDIKATOR KINERJA SATUAN Pengampu
PEMBANGUNAN DAERAH Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Capaian | Kriteria 2024
Tingkat akreditasi Rumah Sakit Jiwa Tinekat Akreditasi Akreditasi Akreditasi Akreditasi Akreditasi Sangat Akreditasi Rumah Sakit Jiwa
5.6 | menurut standar akreditasi Rumah grat Tingkat Tingkat Tingkat Tingkat Tingkat 100 ingat Tingkat
: Akreditasi . . Tinggi . Daerah
Sakit Dasar Utama Dasar Paripurna Paripurna Paripurna
Pencapaian Standar Pelayanan Sangat Rumah Sakit Jiwa
>7 Minimal Rumah Sakit Jiwa Daerah Persen 75 82 80.63 84 80,63 95,99 Tinggi 86 Daerah
Reakreditasi Verifikasi . Verifikasi
Paripurna Paripurna Paripurna Paripurna
Paripurna Paripurna SNARS
0 SNARS s SNARS o SNARS
o . SNARS Nilai SNARS Nilai Nilai Sangat
5.8 | Akreditasi rumah sakit dengan dengan 94,62 . O dengan RSUAM
Rara-rata capaian Rata-rata capaian Ratarata Tinggi capalan
; N : o .
Pokja 88% indikator Pokja 93% indikator l;(él;a indikator
90% 93% ° 95%
o Sangat
5.9 | Nilai SPM Persen 84.51% 85% 85% 88 85,1 96,70 Tinggi 91% RSUAM
. - Sangat
5.10 | Tingkat Layanan Sub Spesialis Persen 90% 77% 77% 88 92 100 Tinggi 95% RSUAM
5.11 i‘;;‘;?;:epuasaan Pasien/Penerima persen 73.20% 85% 73% 87 77,1 88,62 Tinggi 88% RSUAM
6 Ketentraman. Ketertiban Umum
dan Perlindungan Masyarakat
Persentase Pelanggaran Perda dan Sangat
6.1 : Persen 65 70 75 75 75 100 L o 80 Satpol PP
Perkada Yang Terselesaikan Tinggi
Persentase Penanganan Sangat
6.2 | tindak/kasus kriminalitas yang 65 70 75 75 75 100 ngat 80 Satpol PP
. Tinggi
terselesaikan
7 Sosial
7.1 | Persentase PPKS Kewenangan Persen 0.14 1.72 5.6 1,74 1,72 9ggs | Sansat 1.76 Dinas Sosial
Provinsi yang tertangani Tinggi
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Perangkat
ASPEK/BIDANG 2021 2022 2023 TARGET Daerah
NO URUSAN/INDIKATOR KINERJA SATUAN Pengampu
PEMBANGUNAN DAERAH Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Capaian | Kriteria 2024
Persentase Masyarakat yang
mengikuti Kegiatan Penguatan dan Sangat
7.2 | pemahaman terhadap Nilai-Nilai Persen 20 20 20 20 20 100 ingat 20 Dinas Sosial
o Tinggi
Kepahlawanan. Keperintisan. dan
Kesetiakawanan Sosial (K2KS)
TOTAL 90,15
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b. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

Indikator Kinerja Daerah Provinsi Lampung pada aspek Pelayanan
Umum pada Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar berjumlah 40 indikator,
yang tersebar pada 17 bidang, yaitu 2 indikator bidang tenaga kerja, 5
indikator bidang Pangan, 2 indikator bidang Koperasi Usaha Kecil dan
Menengah, 1 indikator bidang Penanaman Modal, 6 indikator bidang
Lingkungan Hidup, 1 indikator bidang Badan Penanggulangan Bencana
Daerah, dan 3 indikator bidang Perhubungan, 5 indikator bidang
Komunikasi dan Informatika, 1 indikator bidang Persandian, 3 indikator
bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2 indikator
bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 3 indikator
bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa , 1 indikator bidang
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, 2 indikator bidang
Kepemudaan dan Olahraga, 1 indikator bidang Kebudayaan, 1 indikator
bidang Perpustakaan, dan 1 indikator bidang Kearsipan.

Capaian kinerja di tahun 2023 pada Urusan Wajib Non Pelayanan
Dasar berada pada angka 100 persen (Sangat Tinggi). Terdapat 8 indikator
yang tidak dilaksanakan yaitu 4 indikator pada bidang pangan, 1 indikator
pada bidang penanaman modal, 2 indikator pada bidang lingkungan hidup,
dan 1 indikator pada bidang komunikasi dan informatika. Tiga indikator
belum mencapai target yaitu indikator Indeks Kualitas Tutupan Lahan
dengan capaian 89,29 persen (Tinggi), indikator Persentase Desa Mandiri
dengan capaian 44,39 persen (Sangat Rendah), dan Indikator Persentase
Atlet Pelajar Berprestasi Pada Event-Event Nasional Rata-Rata dengan
capaian 55,87 persen (Rendah).

Pada indikator bidang Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKL) belum
mencapai target meskipun tingkat capaian kinerja termasuk pada kategori
Tinggi. Berdasarkan data trend perubahan Indeks Kualitas Lahan Provinsi
Lampung selama periode 2021-2023, mengalami peningkatan namun
masih berada dibawah target dengan capaian 38,42. Hal ini merupakan
upaya pemangku kepentingan terutama Dinas Lingkungan Hidup Provinsi
Lampung, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten/kota se-Provinsi Lampung,
dan Dinas Kehutanan bersama Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)
melakukan inventarisasi dan deleniasi RTH (Ruang Terbuka Hijau) dan
Tutupan vegetasi lainnya yang relevan di Provinsi Lampung. Terdapat 14

kabupaten/kota mengalami peningkatan dan hanya kabupaten Way Kanan
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mengalami penurunan dikarenakan titik RTH No 1-1329 rata-rata tidak
memiliki tutupan vegetasi pepohonan/memiliki tutupan vegetasi
pepohonan <50%, dan tidak memiliki deliniasi/polygon serta beberapa
titik pada tutupan vegetasi duplikat titik. Hal tersebut perlu tindakan dan
perhatian terhadap upaya mempertahankan kualitas lahan melalui survei
lokasi Ruang Terbuka Hijau dan tutupan vegetasi relevan lain dan
peningkatan melalui program pengelolaan keanekaragaman hayati
(Kehati). Berdasarkan capaian Indeks Kualitas Lahan (IKL) Provinsi
Lampung, Tahun 2023 masih berada dibawah target (38,42) dan terdapat
7 kabupaten yang mencapai target, antara lain Kabupaten Pesisir Barat,
Lampung Selatan, Lampung Timur, Pesawaran, Pringsewu, Tanggamus,
dan Kota Metro serta terdapat 8 kabupaten/kota yang belum mencapai
target diantaranya Kabupaten Lampung Barat, Lampung Tengah, Lampung
Utara, Mesuji, Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang, Way Kanan, dan Kota
Bandar Lampung. Capaian indeks kualitas lahan berada dibawah target
diduga karena pembukaan hutan untuk kepentingan pertanian,
perkebunan, industri yang berakibat pada pengurangan tutupan hutan
yang berdampak terhadap penurunan kualitas lingkungan. Strategi yang
dapat dilakukan yaitu kegiatan dan program perhutanan sosial,
agroforestry dan rehabilitasi lahan hutan yang dapat membantu

memperbaiki kualitas lingkungan di Provinsi Lampung.

Keberhasilan terhadap tutupan lahan di Provinsi Lampung dengan
adanya kegiatan/program tersebut belum mampu memberikan kontribusi
dalam peningkatan nilai Indeks Kualitas Lahan di Provinsi Lampung secara
signifikan. Hal ini disebabkan karena tutupan lahan tersebut teridentifikasi
sebagai lahan pertanian lahan kering campuran. Harapan kedepan
penilaian Indeks Kualitas Lahan juga memperhatikan pembobotan dan
penilaian terhadap tutupan lahan yang lainnya sehingga setiap tutupan
lahan memberikan kontribusi terhadap nilai Indeks Kualitas Lahan.

Ketidaktercapaian indikator Persentase Desa Mandiri disebabkan
karena belum terbangunnya kolaborasi antar sektor dalam mewujudkan
Desa Mandiri, selain itu masih terdapatnya desa yang belum memiliki akses
internet yang memadai, sehingga menyulitkan operasional Smart Village
yang merupakan salah satu program Pemerintah Provinsi Lampung dalam
mewujudkan desa mandiri. Penyebab sulitnya pengembangan program

Smart Village juga disebabkan karena penambahan jumlah desa user yang
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terintegrasi secara berjenjang dari desa, kecamatan, kabupaten dan

provinsi dalam program Smart Village sehingga memiliki resiko penurunan
aksesibilitas ke server/over load.

Penyebab tidak tercapainya Indikator Persentase Atlet Pelajar
Berprestasi Pada Event-Event Nasional antara lain masih kurangnya atlet
yang mendapatkan pembinaan dari Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi
Lampung untuk diikutsertakan pada event kejuaraan pelajar nasional, dan
masih kurangnya sarana dan prasarana untuk pembinaan olahraga

prestasi.
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Tabel 2. 82 Capaian Indikator Kinerja Daerah Pada Aspek Pelayanan Umum
(Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar)

Perangkat
ASPEK/BIDANG 2021 2022 2023 TARGET Daerah
NO URUSAN/INDIKATOR KINERJA SATUAN Pengampu
PEMBANGUNAN DAERAH Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Capaian | Kriteria 2024
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 13
ASPEK PELAYANAN UMUM
Urusan Wajib Non Pelayanan
Dasar
1 Tenaga Kerja
1.1 | Persentase Penempatan Tenaga Persen 95.31 96.34 95.48 96,43 95,77 9932 | Sangat 96.52 Dinas Tenaga
Kerja Tinggi Kerja
Persentase tenaga kerja di Saneat Dinas Tenaga
12 | perusahaan yang mendapat Persen 80.97 84 82.64 86 86 100 ngar 88 enag
. . Tinggi Kerja
perlindungan ketenagakerjaan
2 Pangan
Sangat .
2.1 Indeks Ketahanan Pangan Indeks 78.25 78 78.61 79 83,04 100 Tinggi 80 Dinas KPTPH
2.2 | Stabilisasi harga pangan Koefisien 1.27 cvs5% 4.21 cvs5% cv<5% Dinas KPTPH
0,
23 | Persentase (%) penurunan daerah Persen 2.63 14.4% 6% 1 1% Dinas KPTPH
rawan pangan
2.4 | Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Persen 85.3 87 90.6 88 89 Dinas KPTPH
Konsumsi masyarakat (TPB)
25 | Persentase tingkat keamanan Persen 100 99 100 99,5 100 Dinas KPTPH
pangan segar yang diuji
Koperasi. Usaha Kecil dan
3
Menengah
Persentase Usaha Kecil Yang Sangat Dinas Koperasi
3.1 Menjadi Wirausaha (Akumulasi) Persen 2.28 3.29 3.98 4,47 4,31 96,42 Tinggi 5.71 dan UKM
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Perangkat
ASPEK/B[DANG 2021 2022 2023 TARGET Daerah
NO URUSAN/INDIKATOR KINERJA SATUAN Pengampu
PEMBANGUNAN DAERAH Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Capaian | Kriteria 2024
3 | Persentase KoperasiYang Persen 35.17 34.26 32.61 35,22 35,35 100 Sangat 36.18 Dinas Koperasi
Berkualitas Tinggi dan UKM
4 Penanaman Modal
Dinas Penanaman
. Modal dan
4.1 Realisasi investasi 12 Trilyun 9.'36 1.3.’5 7,9 Triliyun 16 Trilyun Pelayanan
Trilyun Triliyun (S.d TWIID)
Terpadu Satu
Pintu
5 Lingkungan Hidup
51 | Indeks Kualitas Air Indeks 57.77 58.44 54.72 58,54 55,36 9457 | Sangat 5864 | DinasLingkungan
Tinggi Hidup
5.2 | Indeks Kualitas Udara Indeks 85.46 84.34 87.32 84,44 88,04 100 Sangat 84.54 Dinas Lingkungan
Tinggi Hidup
53 | Indeks Kualitas Air Laut Indeks 79.56 73.32 86.48 73,94 83,87 100 Sangat 74.56 Dinas Lingkungan
Tinggi Hidup
Dinas Kehutanan
54 | [ndeksKualitas Tutupan Lahan Indeks 33.54 40.85 34.29 43,03 38,42 89,29 Tinggi 4521 dan Dinas
(IKTL) Lingkungan
Hidup
Persentase Penurunan Emisi GRK Saneat Dinas Lingkungan
5.6 | Terhadap Baseline Pada Sektor Persen 15.23 8.07 2.61 8,42 12,31 100 nea 8.83 ngrung
. Tinggi Hidup
Limbah
Persentase Ketaatan Pelaku Usaha
terhadap izin lingkungan. izin
perlindungan dan pengelolaan Dinas Lingkungan
>7 lingkungan hidup (PPLH) dan izin Persen 94.32 89 99.03 o 93 Hidup
ketentuan perundangan-undangan
yang berbasis Lingkungan Hidup
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Perangkat
ASPEK/B[DANG 2021 2022 2023 TARGET Daerah
NO URUSAN/INDIKATOR KINERJA SATUAN Pengampu
PEMBANGUNAN DAERAH Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Capaian | Kriteria 2024
(PUULH) yang diterbitkan
pemerintah daerah
6 BPBD
Nilai Kapasitas Daerah dalam Sangat Badan
61 | porn pulan S oo 48 5.83 5.29 6,21 6,49 100 Ting i 6.6 Penanggulangan
58 5 58 Bencana Daerah
7 Perhubungan
7.1 | RasioKonektivitas Angkutan Sesuai | ;01 ¢ 0.68 0.7 0.68 0,72 0,7 97,22 | Sansat 0.73 Dinas
Kewenangan Provinsi Tinggi Perhubungan
Indeks Kepuasan Masyarakat Saneat Dinas
7.2 | Terhadap Layanan Publik Sektor Indeks 72.62 84 83.34 85 83 97,65 ngar 86
; Tinggi Perhubungan
Transportasi
Persentase fasilitas keselamatan Saneat Dinas
7.3 | jalan yang terpasang sesuai dengan Persen 29 35 33 40 37 92,50 ngar 45
A . Tinggi Perhubungan
spesifikasi teknis
8 Komunikasi dan Informatika
Dinas
Indeks Sistem Pemerintahan . . . Sangat . Komunikasi.
8.1 Berbasis Elektronik (SPBE) Indeks 2.76 3.0 (Baik) 0 Baik Baik 100 Tinggi 3.5 (Baik) Informatika. dan
Statistik
Dinas
Persentase Ketersediaan Data Sangat Komunikasi.
8.2 Statistik Sektoral yang Update Persen 80 85 85 90 90 100 Tinggi 95 Informatika. dan
Statistik
Dinas
Indeks Keterbukaan Informasi 75 (cukup Sangat 85 (menuju Komunikasi.
8.3 Publik Indeks 87.98 informatif) 0 80 91,57 100 Tinggi informatif) Informatika. dan
Statistik
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Perangkat
ASPEK/B[DANG 2021 2022 2023 TARGET Daerah
NO URUSAN/INDIKATOR KINERJA SATUAN Pengampu
PEMBANGUNAN DAERAH Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Capaian | Kriteria 2024
8.4 Kualifikasi Indeks Keterbukaan Cukup Informatif Sekretariat
) Informasi Publik Informatif Daerah
Skoring LPPD Provinsi din Tingkat S Sangat Sekretariat
8.5 Nasional Tinggi N/A N/A Tinggi Daerah
86 Per.sentase. pel-lputan dan rilis Persen 90 91 100 92 92 100 Sa.mga-t 93 Biro Adm.lmstram
kegiatan pimpinan daerah Tinggi Pimpinan
9 Persandian
Persentase Sistem Elektronik yang Dinas
telah diamankan sertifikat Sangat Komunikasi.
91 elektronik dan terintegrasi dengan Persen 4 6 6 8 8 100 Tinggi 10 Informatika. dan
BSSN Statistik
10 Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak
Dinas
Persentase Anggaran Responsif Sangat Pemberdayaan
10.1 55 P persen 4.59 3 2.02 3,1 6,35 100 ngar 32 Perempuan dan
Gender terhadap APBD Tinggi .
Perlindungan
Anak
Dinas
Persentase Kabupaten/Kota layak Sangat Pemberdayaan
10.2 . . 86.67 100 100 100 100 100 Lo 100 Perempuan dan
Anak di Provinsi Lampung Tinggi .
Perlindungan
Anak
Persentase Korban Kekerasan Dinas
Terhadap Perempuan dan Anak yang Sangat Pemberdayaan
10.3 100 100 100 100 100 100 Lo 100 Perempuan dan
Mendapat Layanan Penanganan Tinggi .
; Perlindungan
Komprehensif
Anak
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Perangkat
ASPEK/B[DANG 2021 2022 2023 TARGET Daerah
NO URUSAN/INDIKATOR KINERJA SATUAN Pengampu
PEMBANGUNAN DAERAH Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Capaian | Kriteria 2024
1 Administrasi Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
Persentase Kepemilikan Dokumen Sangat Dinas
111 - P 103.31 82 98.26 88 100 100 ngar 92 Kependudukan
Administrasi Kependudukan Tinggi o
dan Catatan Sipil
Persentase Pemanfaatan Data Sangat Dinas
11.2 53 65 61.53 82 79,49 96,94 ngar 100 Kependudukan
Kependudukan Tinggi o
dan Catatan Sipil
12 Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa
12.1 | Persentase Peningkatan jumlah Desa | . o) 16.58 12.76 68.89 31,89 130,92 100 Sangat 31.89 Dinas PMDT
Menggunakan Sistem Smart Village Tinggi
12.2 | Persentase Desa Mandiri Persen 3.33 23.44 43 16,67 75 100 Sﬁgg;lt 23.44 Dinas PMDT
123 | Persentase Penurunan Jumlah Desa | po o) 23,44 70,31 100 Sangat Dinas PMDT
Tertinggal Tinggi
Pengendalian Penduduk dan
13
Keluarga Berencana
Dinas
Saneat Pemberdayaan
13.1 | Cakupan KB Aktif 74.52 67.29 67.21 67,71 70,8 100 Ting ; 68.24 Perempuan dan
&8 Perlindungan
Anak
14 | Kepemudaan dan Olahraga
Persentase Atlet Pelajar Berprestasi Dinas Pemuda
14.1 . Persen 50 40.00% 52.54% 45 24,14 55,87 Rendah 50.00%
Pada Event-event Nasional dan Olahraga
14, | Persentase Peran Serta Pemuda Persen 73.08 52.49% 34.13% 53,82 50 92,9 Sangat 55.15% Dinas Pemuda
Berprestasi Tinggi dan Olahraga
15 | Kebudayaan
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Perangkat
ASPEK/B[DANG 2021 2022 2023 TARGET Daerah
NO URUSAN/INDIKATOR KINERJA SATUAN Pengampu
PEMBANGUNAN DAERAH Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Capaian | Kriteria 2024
151 Persentase W-aI‘IS?ln Se.nl dan budaya persen 67.5 725 70 76,25 80 100 Sa.mga-t 80 Dinas Pendidikan
yang tersertifikasi nasional Tinggi dan Kebudayaan
16 | Perpustakaan
Persentase pengunjung Saneat Dinas
16.1 | perpustakaan yang menjadi anggota 142 38.5 37.85 48,2 471 100 Ting ; 55.6 Perpustakaan dan
perpustakaan 58 Kearsipan
17 Kearsipan
Persentase Arsip yang difilekan Sangat Dinas
17.1 . pyang 50 30 30 35 40 100 ngal 40 Perpustakaan dan
berbasis TIK Tinggi .
Kearsipan
TOTAL 100
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c. Urusan Pilihan

Indikator Kinerja Daerah Provinsi Lampung, aspek Pelayanan Umum
pada Urusan Pilihan berjumlah 29 indikator, yang tersebar pada 8 bidang,
yaitu 4 indikator bidang Pariwisata, 5 indikator bidang Pertanian
(Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Peternakan), 3 indikator bidang
Perdagangan, 1 indikator bidang Perindustrian, 3 indikator bidang
Kelautan dan Perikanan, 7 indikator bidang Perkebunan, 3 indikator
bidang Kehutanan, dan 1 indikator bidang Energi dan Sumber Daya
Mineral.

Capaian kinerja di tahun 2023 pada Urusan Pilihan berada pada
angka 100 persen (Sangat Tinggi). Satu indikator tidak dilaksanakan yaitu
indikator pada bidang Kehutanan, dengan Indikator Persentase Luas
Kawasan Hutan yang Dipulihkan Baik Dengan Mekanisme Alam,
Rehabilitasi Maupun Restorasi. Terdapat 19 indikator dengan Capaian
Sangat Tinggi, 4 indikator dengan capaian Tinggi, 3 indikator dengan
capaian Sedang, 1 indikator dengan capaian Rendah, dan 1 indikator
dengan capaian Sangat Rendah.

Indikator dengan capaian Sangat Rendah terdapat di bidang
Perdagangan, pada Indikator Persentase Pertumbuhan Sektor Industri
Pengolahan dengan target 6 persen dan realisasi 1,4 persen. Oleh karena
itu tingkat capaian pada indikator ini hanya sebesar 23,33 persen (Sangat
Rendah). Indikator kinerja Persentase Pertumbuhan Sektor Industri
Pengolahan ini menggunakan dasar perhitungan laju pertumbuhan sektor
industri pengolahan terhadap PDRB yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik
Provinsi Lampung. Hasil perhitungan di tahun 2023 menunjukkan
progress capaian dari indikator ini masih jauh dari target yang ditetapkan
karena beberapa komoditas mengalami penurunan harga.

Indikator dengan capaian Rendah terdapat pada bidang Pariwisata
yaitu Indikator Persentase Peningkatan Rata-Rata Pengeluaran Wisatawan
dengan Target 12 persen di tahun 2023 dan realisasi sebesar 7,2 persen
dengan tingkat capaian 60 persen (Rendah). Kendala yang menyebabkan
tidak tercapainya indikator ini karena terdapat perubahan target yang
disesuaikan dengan dokumen review Renstra Dinas Pariwisata, sehingga
target yang ditetapkan pada Dinas Pariwisata lebih rendah daripada target
yang ditetapkan pada RKPD. Perubahan target ini berdasarkan pada
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kondisi pariwisata yang belum sepenuhnya pulih akibat dampak dari

pandemi covid-19.

Tingkat capaian kinerja dengan kategori Sedang dicapai oleh 3
indikator antara lain pada bidang Pariwisata dengan Indikator Nilai Sektor
Pariwisata dan (Akomodasi dan Makan Minum) dalam PDRB Provinsi
Lampung, Bidang Pertanian dengan Indikator Persentase Pencapaian
Produksi Tanaman Hortikultura, dan pada Bidang Kelautan dan Perikanan
dengan Indikator Persentase Ekspor Perikanan. Permasalahan yang
menyebabkan belum optimalnya pencapaian Indikator Persentase
Pencapaian Produksi Tanaman Hortikultura antara lain disebabkan oleh :
1. Menurunnya sumber-sumber air untuk kepentingan pertanian
2. Konversi lahan yang tidak terkendali
3. Lemahnya program peningkatan kompetensi para petani dan

penyuluh serta pengembangan kelembagaan petani

4. Tingkat kehilangan hasil yang cukup tinggi, penanganan pasca panen
yang belum optimal, dan rendahnya daya saing terhadap produk
impor.

5. Masih terbatasnya kemampuan petani dalam mengakses sumber
permodalan, penurunan tenaga kerja dan minat pemuda pada
pengembangan tanaman hortikultura, dan kemampuan petani
mengadopsi teknologi masih kurang.

6. Dalam pengembangan produksi tanaman hortikultura dapat sekaligus
menjadi lokasi pariwisata, namun sinkronisasi sektor pertanian
khususnya tanaman hortikutura dengan pariwisata masih belum
terjalin dengan baik.

Pada bidang Pariwisata dengan Indikator Nilai Sektor Pariwisata dan
(Akomodasi dan Makan Minum) dalam PDRB Provinsi Lampung, capaian
kinerja kategori sedang dan belum mencapai target mengalami hambatan
dikarenakan masih belum pulih secara menyeluruh kondisi pariwisata
yang terdampak dari pandemi covid-19. Kemudian pada Bidang Kelautan
dan Perikanan dengan Indikator Persentase Eksport Perikanan capaian
kinerja pada kategori sedang namun belum mencapai target. pada
indikator ini telah dilaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendukung
pencapaian ekspor perikanan, berupa bantuan dan fasilitasi bagi pelaku

usaha perikanan berupa paket sarana rantai dingin (cheest freezer,
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coolbox), dan sarana pengolahan (vacuum sealer), bazar perikanan, dan

pemantauan produk perikanan.
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Tabel 2. 83 Capaian Indikator Kinerja Daerah Pada Aspek Pelayanan Umum (Urusan Pilihan)

Perangkat
ASPEK/BIDANG 2021 2022 2023 TARGET Daerah
NO URUSAN/INDIKATOR KINERJA SATUAN Pengampu
PEMBANGUNAN DAERAH Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Capaian | Kriteria 2024
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 13
ASPEK PELAYANAN UMUM
Layanan Urusan Pilihan
1 | Pariwisata
Presentase peningkatan kunjungan Sangat Dinas Pariwisata
11| " bening unjung Persen 8.9 33 37.9 37 315 100 g 42 dan Ekonomi
wisatawan Tinggi .
Kreatif
Presentase peningkatan rata-rata Dinas Pariwisata
1.2 1tase pening Persen 9.7 12 11.24 14 12,1 86,43 Tinggi 17 dan Ekonomi
lama tinggal wisatawan .
Kreatif
Presentase peningkatan rata-rata Dinas Pariwisata
13 pening Persen 48 7 7.9 12 7,2 60,00 | Rendah 17 dan Ekonomi
pengeluaran wisatawan .
Kreatif
Nilai sektor pariwisata (akomodasi Dinas Pariwisata
1.4 | dan makan minum) dalam PDRB Persen 2.16 3.5 2.18 3,75 2,7 72,00 Sedang 4 dan Ekonomi
Provinsi Lampung Kreatif
2 Pertanian (Tanaman pangan.
Perkebunan dan Peternakan)
Persentase Pencapaian Produksi Sangat
2.1 | Tanaman Pangan (Padi. Jagung dan Persen 99.48 100 80 100 100,98 100 ngat 100 Dinas KPTPH
. Tinggi
Ubi Kayu)
Persentase Pencapaian Produksi
2.2 | Tanaman Hortikultura (Cabai Besar. | . o) 913 100 70 100 71,19 7219 | Sedang 100 Dinas KPTPH
Bawang Merah. Nenas. Pisang dan
Manggis)
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Perangkat
ASPEK/BIDANG 2021 2022 2023 TARGET Daerah
NO URUSAN/INDIKATOR KINERJA SATUAN Pengampu
PEMBANGUNAN DAERAH Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Capaian | Kriteria 2024
Dinas Peternakan
2.3 | Jumlah Populasi Ternak Jumlah 860.951 dan Kesehatan
Hewan
. Sangat
-Sapi Potong 94.254.495 857.657 907.606 936.865 968.364 100 Tinggi 909.888
- Ayam Pedaging 13.230.147 86,291.69 114,422.47 88.017.528 101.457.332 100 i,?::ggf 89.777.878
- Ayam Petelur 14,827,441 9644.31 16,599.64 | 13.634.285 | 15.708.329 100 ?S;‘ggf 10.033.943
. . Dinas Peternakan
2.4 | Jumlah Produksi Daging (Ayam dan Jumlah 108.286 110.302 147,533 115.293 145.920 100 Sangat 114.758 dan Kesehatan
Sapi) Tinggi
Hewan
Sangat Dinas Peternakan
2.5 | Jumlah Produksi Telur Jumlah 195.204 172.863 213.206 203.090 235.556 100 Ting ; 179.847 dan Kesehatan
g8 Hewan
3 | Perdagangan
Persentase Pertumbuhan Sektor Sangat Dinas
3.1 . Persen 4.57 5.8 15.35 6 1,4 23,33 g 6.3 Perindustrian
Industri Pengolahan Rendah
dan Perdagangan
Sangat Dinas
3.2 | Nilai Ekspor Non Migas Indeks 4.83 3.48 5.18 3,65 4,65 100 . & . 3.8 Perindustrian
Tinggi
dan Perdagangan
Sangat Dinas
3.3 | Andil Inflasi Bahan Makanan Indeks 1.1 <1.5 5.51 <1,5 2,74 100 . & . <2 Perindustrian
Tinggi
dan Perdagangan
4 Perindustrian
Persentase Pertumbuhan Sektor Sangat Dinas
4.1 Persen 8.26 6.3 0.47 6,8 9,76 100 . g . 7.2 Perindustrian
Perdagangan Tinggi
dan Perdagangan
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Perangkat
ASPEK/BIDANG 2021 2022 2023 TARGET Daerah
NO | URUSAN/INDIKATOR KINERJA SATUAN Pengampu
PEMBANGUNAN DAERAH Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Capaian | Kriteria 2024
5 Kelautan dan Perikanan
5.1 | Pntase Produksi Perikanarosen Persen 90 100 1005 100 96,7 96,7 Sangat 100 Dinas Kelautan
Tinggi dan Perikanan
5.2 | Prosentase Ekspor Perikanan Persen 84.7 100 106.5 100 70,09 70,09 Sedang 100 Dinas Kc?lautan
dan Perikanan
Persentase Pelaku Usaha Kelautan Sangat
5.3 | dan Perikanan yang Patuh Kepada Persen 95 95 100 Ting i
Alokasi Pemanfaatan Ruang g8
6 Perkebunan
6.1 | Jumlah produksi lada rakyat TON 15.412 15464 15455 15.695 15.036 95,80 Sangat 15.932 Dinas
Tinggi Perkebunan
6.2 | Jumlah produksi kopi robusta rakyat TON 117311 117780 118139 119.546 113.739 95,14 Sangat 121.34 Dinas
Tinggi Perkebunan
6.3 | Jumlah produksi tebu rakyat TON 148.549 189606 184006 192.450 197.823 100 Sangat 195.337 Dinas
Tinggi Perkebunan
6.4 | Jumlah produksi Karet rakyat TON 192.601 164706 192395 167.177 192.616 100 Sangat 169.684 Dinas
Tinggi Perkebunan
6.5 | Jumlah produksi kakao rakyat TON 57.507 61250 53991 62.170 48.198 77,53 Tinggi 63.101 Dinas
Perkebunan
6.6 | Jumlah produksi kelapa sawit rakyat TON 197.639 199959 202216 202.958 203.104 100 Sangat 206.003 Dinas
Tinggi Perkebunan
6.7 | Jumlah produksi kelapa dalam TON 81.475 86225 78319 87.519 78.571 89,78 Tinggi 88.831 Dinas
rakyat Perkebunan
7 Kehutanan
Persentase Luas Kawasan Hutan
7.1 yang Dipulihkan Baik dengan Persen 2.63 1.275 538 Ha 1.275 Dinas Kehutanan
) Mekanisme Alam. Rehabilitasi ' ' '
maupun Restorasi
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Perangkat
ASPEK/BIDANG 2021 2022 2023 TARGET Daerah
NO URUSAN/INDIKATOR KINERJA SATUAN Pengampu
PEMBANGUNAN DAERAH Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Capaian | Kriteria 2024
Persentase Penurunan Tingkat Emisi Sangat
72 Gas Rumah Kaca Sektor Kehutanan Persen 0.05 0.5 100 Tinggi
7.3 | Indeks Kualitas Lahan Indeks 43,03 38,42 89,29 Tinggi
8 | Energi dan Sumber Daya Mineral
Saneat Dinas Energi dan
8.1 | Rasio Dusun Berlistrik Indeks 52.96 53 53.14 54 54,01 100 ngar 55 Sumber Daya
Tingei Mineral
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d. Urusan Penunjang

Indikator Kinerja Daerah Provinsi Lampung, aspek Pelayanan Umum
pada Urusan penunjang berjumlah 21 indikator, yang tersebar pada 5
bidang, yaitu 3 indikator bidang Keuangan, 5 indikator bidang Perencanaan
Pembangunan, 2 indikator bidang Penelitian dan Pengembangan, 4
indikator bidang Kepegawaian Serta Pendidikan dan Pelatihan, 7 indikator
bidang Pengawasan.

Capaian kinerja di tahun 2023 pada Urusan Penunjang berada pada
angka 99,61 persen (Sangat Tinggi). Satu indikator tidak dilaksanakan
yaitu indikator pada bidang Pengawasan, dengan Indikator Level
Kematangan/Maturitas PBJ. Terdapat 16 indikator dengan Capaian Sangat
Tinggi, 1 indikator dengan capaian Tinggi, 1 indikator dengan capaian
Sedang, 1 indikator dengan capaian Rendah, dan 1 indikator belum
mencapai 100 persen yaitu Indikator Tercapainya Opini Wajar Tanpa
Pengecualian. Belum tercapainya indikator ini karena pada saat dokumen
evaluasi ini disusun, evaluasi terhadap Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah (LKPD) yang dilaksanakan oleh BPK sedang dalam proses
pelaksanaan. Dimana berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI
Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah yang dimuat dalam Lampiran BAB VII Akuntansi dan Pelaporan
Keuangan Pemerintah Daerah halaman 387 Point B.h bahwa Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah disampaikan kepada Badan Pemeriksan
Keuangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
Dengan demikian belum dapat dinyatakan mengenai opini BPK untuk
tahun anggaran 2023 sehingga capaian kinerja belum tercapai.

Pada Bidang Keuangan Indikator Persentase Peningkatan Pendapatan
Asli Daerah capaian kinerja di tahun 2023 sebesar 57,89 persen dengan
kateori capaian kinerja Rendah. Pada indikator ini terdapat kesepakatan
peningkatan target PAD antara Pemerintah Daerah dan DPRD Provinsi
Lampung menjadi sebesar 8,9 Trilyun, dan di akhir tahun 2023 tercapai
sebesar 7,097 Trilyun atau 87,69 persen, sehingga masih ada selisih 1
Trilyun yang belum terpenuhi dari target yang ditetapkan. Secara rinci

berikut komponen PAD yang tidak tercepai :

1. BeaBalik Nama Kendaraan Bermotor (BBNBK), hal ini disebabkan oleh

menurunnya penjualan kendaraan bermotor secara nasional pada
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Periode Agustus - Desember 2023, dan meningkatnya penjualan
kendaraan bermotor listrik, dimana kendaraan tersebut tidak
dikenakan pajak BBN-1.

2. Pajak Rokok, disebabkan tertundanya penyaluran pajak rokok Tri
Wulan IV oleh Kementerian Keuangan sebesar lebih kurang 80 Milyar.

3. Sektor lain-lain PAD yang Sah, yang tidak tercapai disebabkan oleh
penerimaan pendapatan dari pelepasan Aset Tanah Way Dadi.

4. Sektor hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tidak
tercapai karena tidak terpenuhinya Penerimaan Deviden atas
Penyertaan Modal BUMD pada PT. Lampung Jasa Utama (LJU).

Pada Bidang Perencanaan Pembangunan, terdapat 1 indikator dengan
capaian kinerja Sedang (70,68 persen), yaitu Persentase Indikator Sasaran
RPJMD yang Target Tahunannya Tercapai. Upaya peningkatan kinerja
pada indikator ini telah dilakukan oleh Bappeda dengan didampingi oleh
PD terkait (Inspektorat dan Biro Organisasi) yang terus bersinergi untuk
melakukan evaluasi capaian kinerja kepada Perangkat Daerah pengampu
Indikator Kinerja Kepala Daerah dan melakukan penyesuaian jumlah dari
target indikator Kkinerja perangkat daerah dengan kemampuan fiskal

daerah.
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Tabel 2. 84 Capaian Indikator Kinerja Daerah Pada Aspek Pelayanan Umum (Urusan Penunjang)

Perangkat
ASPEK/B[DANG 2021 2022 2023 TARGET Daerah
NO URUSAN/INDIKATOR KINERJA SATUAN Pengampu
PEMBANGUNAN DAERAH Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Capaian | Kriteria 2024
Penunjang Urusan
1 | Keuangan
1.1 | Lercapainya Opini Wajar Tanpa WTP(2020) WTP WTP WTP WTP 100 Sangat WTP BPKAD
Pengecualian Tinggi
Persentasse Peningkatan Badan
1.2 s Persen 14.81 2 13.64 4,75 2,75 57,89 | Rendah 5 Pendapatan
Pendapatan Asli Daerah
Daerah
Badan
1.3 | Indeks Kepuasan Masyarakat Persen 85.02 85 86.22 88,3 89,46 100 Sangat 88.5 Pendapatan
Terhadap Pelayanan Perpajakan Tinggi
Daerah
2 | Perencanaan Pembangunan
Tepat Tepat Sangat Tepat
2.1 | Penetapan RKPD Tepat Waktu Waktu Tepat Waktu | Tepat Waktu Waktu Waktu Tepat Waktu 100 Tinggi Waktu Bappeda
Persentase usulan Stakeholders Sangat
2.2 | sesuai kewenangan yang diakomodir Persen 23.92 30 42.77 31 48,3 100 ngat 32 Bappeda
Tinggi
dalam RKPD
Persentase OPD yang indikator Sangat
2.3 | sasaran Renstranya selaras dengan Persen 100 100 100 100 100 100 Ting i 100 Bappeda
indikator sasaran RPJMD 88
Persentase OPD yang indikator Sangat
2.4 | sasaran Renja nya selaras dengan Persen 100 100 100 100 100 100 Ting i 100 Bappeda
indikator sasaran RKPD 88
25 | Persentase indikator sasaran RPJMD |, ) 45 90 90 95 70 70,68 | Sedang 95 Bappeda
yang target tahunannya tercapai
3 | Penelitian dan Pengembangan
3.1 | Persentase Rumusan Kebijakan Persen 80 82 82 85 85 100 Sangat 87 Balitbangda
(Policy Paper) yang di desiminasikan Tinggi
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Perangkat
ASPEK/B[DANG 2021 2022 2023 TARGET Daerah
NO URUSAN/INDIKATOR KINERJA SATUAN Pengampu
PEMBANGUNAN DAERAH Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Capaian | Kriteria 2024
Persentase Inovasi Perangkat Daerah Sangat
3.2 | yang di fasilitasi dalam Sistem Persen 100 100 100 100 100 100 ngat 100 Balitbangda
. Tinggi
Inovasi Daerah
4 Kepegawaian serta Pendidikan
dan Pelatihan
41 | Persentase Penempatan PNS dalam 64.5 70 70.3 75 73,15 9753 | Sansat 80 BKD
Jabatan Sesuai Kompetensi Tinggi
Persentase Peningkatan Kualitas Sangat
4.2 | Pelayanan Administrasi 50 79 70.83 91 87,5 96,15 Ting i 100 BKD
Kepegawaian Berbasis Elektronik g8
43 | Persentase Aparatur yang Memiliki 23.49 32.39 32.39 38,3 38,4 100 Sangat 48.4 BPSDM
Sertifikat Diklat Tinggi
44 N}lal Akreditasi Penyelenggaraan B A B A B 89,50 Tinggi A BPSDM
Diklat
5 | Pengawasan
Tingkat Maturitas Sistem Saneat
5.1 | Pengendalian Internal Pemerintah Level 3 3(3.03) 3(3.192) 3(3,05) 3,19 100 Ting ; 3 (3.08) Inspektorat
(SPIP) Perangkat Daerah 88
5 | Persentase Hasil Pemeriksaan APIP persen 96 84% 96% 86 94 100 Sangat 88% Inspektorat
selesai ditindaklanjuti Tinggi
Persentase Peraturan daerah (Perda) Sangat Sekretariat
53 yang ditetapkkan. persen 58.3 70 78.57 80 80,68 100 Tinggi 90 DPRD
Persentase Rancangan Produk Sangat
5.4 | Hukum Daerah yang 100 100 100 100 100 100 mngat 100 Biro Hukum
. o Tinggi
diharmonisasikan
5.5 | Presentase Bantuan Hukum yang di 100 100 100 100 100 100 Sangat 100 Biro Hukum
fasilitasi Tinggi
. Sekretariat
5.6 | Level Kematangan/Maturitas PBJ 3 5 Daerah
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NO

ASPEK/BIDANG
URUSAN/INDIKATOR KINERJA
PEMBANGUNAN DAERAH

SATUAN

2021

2022

2023

TARGET

Perangkat
Daerah
Pengampu

Realisasi

Target

Realisasi

Target

Realisasi

Capaian

Kriteria

2024

Persentase PD dalam pemenuhan
dokumen Tata Kelola Organisasi
sesuai dengan peraturan yang
berlaku (Kelembagaan dan Analisis
Jabatan. Reformasi Birokrasi dan
Akuntabilitas Kinerja. Tatalaksana)

persen

80

85

85

90

100

Sangat
Tinggi

100

Biro Organisasi

TOTAL

99,61
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2.2.1.3 Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Provinsi Lampung

Sebagai penjabaran dari Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka pemerintah telah
menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar
Pelayanan Minimal, yang menggantikan Peraturan Pemerintah sebelumnya
Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar
Pelayanan Minimal.

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai jenis dan
mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara
minimal. Hal tersebut dimaksudkan untuk memberi pedoman bagi
Pemerintah Daerah dalam rangka menjamin hak masyarakat untuk menerima
suatu Pelayanan Dasar dari Pemerintahan Daerah dengan mutu tertentu, serta
mendorong transparansi dan partisipasi masyarakat dalam proses
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Standar Pelayanan Minimal (SPM) juga merupakan salah satu instrumen
kebijakan pemerintah untuk mencapai tujuan kesejahteraan masyarakat, oleh
sebab itu negara bertanggung jawab untuk menjamin setiap warga negara
untuk hidup sejahtera, memenuhi kebutuhan berdasarkan standar hidup
minimal yang di tetapkan. kebutuhan yang dipenuhi oleh pemerintah ini
adalah kebutuhan dasar yang apabila tidak dipenuhi akan mengakibatkan
hidup seseorang menjadi tidak normal/tidak layak atau bisa mengakibatkan
seseorang meningggal dunia, inilah konsep SPM sebagaimana diatur dalam
Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Pelayanan dasar dalam Standar Pelayanan Minimal merupakan urusan
pemerintahan wajib yang diselenggarakan Pemerintah daerah baik
Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerah. Urusan Pemerintahan wajib
yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang selanjutnya menjadi jenis SPM
ysng terdiri dari:

a. Pendidikan

b. Kesehatan

c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

d. Perumahan Rakyat dan Kawasan permukiman

e. Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarkat, dan
f.  Sosial
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Tabel 2. 85 Capaian Jenis pelayanan SPM Provinsi Lampung Tahun 2023

No. Bidang Ca(lzzi)an Rank
1 Pendidikan 85,1 6
2 Kesehatan 90,9 3
3. | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 88,7 5
4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 90,6 4
5 Ket.enteraman, Ketertiban Umum, dan 94.0 2
Pelindungan Masyarakat '
6. | Sosial 96,0 1

Sumber: Sekber SPM Ditjen Bina Bangda, 2023

Capaian SPM Provinsi Lampung Tahun 2023 dengan realisasi yang cukup
tinggi. Capaian SPM diatas 90 % terdapat 4 bidang yaitu : 1). Bidang bidang
Sosial mencapai 96 %; 2). Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan
Pelindungan Masyarakat mencapai 94 %; 3). Bidang Kesehatan mencapai
90,9 %, dan 4). Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
mencapai 90,6 %, sedangkan 2 bidang SPM dibawah 90 % yaitu : 1) Bidang
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang hanya mencapai 88,7 % dan Bidang

Pendidikan mencapai 85%.

2.2.1.4 Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Provinsi
Lampung

Pelaksanaan  Rencana Aksi Daerah  Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (RAD TPB/SDGs) Provinsi
Lampung tahun 2022 merupakan tahun ketiga dari periodisasi pelaksanaan
RAD TPB/SDGs tahun 2020-2024.

Pelaksanaan  Rencana Aksi Daerah  Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (RAD TPB/SDGs) Provinsi
Lampung di tahun 2022 ini masih terkendala dengan adanya pandemi COVID-
19, walaupun memang kondisinya sudah berangsur-angsur mulai membaik
yang terlihat melalui berkurangnya jumlah penderita COVID-19 Provinsi
Lampung tahun 2022.
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Selanjutnya untuk mengetahui sejauh mana capaian indikator

TPB/SDGs Provinsi Lampung tahun 2022 sesuai dengan perencanaan dalam
dokumen RAD TPB/SDGs Provinsi Lampung Tahun 2020-2024 adalah sebagai
berikut:

Tabel 2. 86 Tabel Capaian Indikator TPB/SDGS Provinsi Lampung Per Tujuan

Tahun 2022
TPB KATEGORI TPB INDIKATOR
Jenis data Data
realisasi L
capaian yang reallgsal
NO URAIAN TUJUAN . tidak tersedia capaian Persentase
PEMBANGUNAN Tercapai : masih Jumlah
TPB tercapai berbeda (%)
BERKELANJUTAN memakai
dengan data data
target yan
dititagkaf sebelumnya
1 | Tanpa Kemiskinan 24 3 1 4 32 13%
2 | Tanpa Kelaparan 8 5 1 1 15 6%
3 Ke.hldupan Sehat dan 29 4 0 1 34 14%
Sejahtera
4 | Pendidikan berkualitas 18 4 0 6 28 12%
5 Kesetaraan Gender 11 2 0 3 16 7%
6 f:;, aBl({ersm dan Sanitasi 7 1 1 3 12 59
7 Ene.rgl Bersih dan 2 1 0 0 3 1%
Terjangkau
Pekerjaan Layak dan o
8 Pertumbuhan Ekonomi 10 2 > 0 24 10%
Industri, Inovasi, dan
) ) 0
i Infrastruktur 4 2 0 0 6 2%
10 | Berkurangnya 8 2 0 1 11 5%
Kesenjangan
11 Kota dan Perm.uklman 5 2 0 2 9 49%
yang Berkelaniutan
12 Konsumsi dan Produksi 2 1 0 0 3 1%
yang Bertanggung Jawab
Penanggulangan o
13 Perubahan Iklim 1 0 0 0 ! 0%
14 | Ekosistem Laut 3 3 0 0 6 2%
15 | Ekosistem Darat 4 1 0 0 5 2%
Perdamaian, Keadilan,
16 | dan Kelembagaan yang 16 5 0 10 31 13%
Tangguh
17 Kemltraap ur.ltuk 6 0 0 0 6 204
Mencapai Tujuan
JUMLAH 158 45 8 31 242 100%
PERSENTASE 65% 19% 3% 13% 100% 100%

Sumber : Laporan Capaian TPB Provinsi Lampung Tahun 2023

RKPD PROVINSI LAMPUNG Tahun 2025 . Il - 259



Dari data diatas terlihat bahwa capaian 17 tujuan, indikator TPB Provinsi

Lampung mencapai yaitu 65%, sedangkan yang belum tercapai hanya 19%
dan tidak ada data 3% serta masih menggunakan data sebelumnya 13%.
Sedangkan capaian 242 indikator TPB Provinsi Lampung dikelompokkan
menjadi 4 pilar yang, yaitu pilar ekonomi, pilar lingkungan, pilar sosial dan
pilar hukum dan tata kelola, dari 4 pilar TPB tersebut dilihat indikator capaian
menurut tujuan TPB dapat pada table dibawah ini:

Tabel 2. 87 Tabel Pilar Pembangunan Ekonomi TPB/SDGS Provinsi Lampung

Tahun 2022
Jenis data
realls.a5| Data
capaian .
o~ realiasai
NO URAIAN TUJUAN . tidak tersedia capal'an Persenta
TPB PEMBANGUNAN Tercapai tercapai berbeda masih Jumlah se (%)
BERKELANJUTAN P memakai >
dengan
data
data target
sebelumnya
yang
ditetapkan
7 Energi Bersih dan Terjangkau 2 1 0 0 3 6,00
3 Pekerjaan Layak dan . 10 9 5 0 24 48,00
Pertumbuhan Ekonomi
9 Industri, Inovasi, dan 4 5 0 0 6 12,00
Infrastruktur
10 Berkurangnya Kesenjangan 8 2 0 1 11 22,00
17 Kermtraan untuk Mencapai 6 0 0 0 6 12,00
Tujuan
TOTAL PILAR EKONOMI 30 14 5 1 50 100,00
PERSENTASE 60 28 10 2 100

Sumber : Laporan Capaian TPB Provinsi Lampung Tahun 2023

Dari data diatas terlihat bahwa pilar Pembangunan Ekonomi terdiri
dari 5 TPB dengan, indikator TPB Provinsi Lampung pada kategori tercapai
yaitu 60%, sedangkan yang belum tercapai hanya 28% dan tidak ada data 10%

serta masih menggunakan data sebelumnya 2%.
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Tabel 2. 88 Tabel Pilar Pembangunan Lingkungan TPB/SDGS Provinsi

Lampung Tahun 2022
Jenis data
reaI|5.a5| Data
capaian .
- realiasai
URAIAN TUJUAN . . capaian
:'P(; PEMBANGUNAN Tercapai t;r'gaakai ;eerrsbe:;: masih | Jumlah Pe"’(‘j/")tase
BERKELANJUTAN ? memakai °
dengan
data
data target
sebelumnya
yang
ditetapkan
6 Air Bersih dan Sanitasi Layak 7 1 1 3 12 33,33
11 Kota dan_Permuklman yang 5 ) 0 ) 9 25,00
Berkelaniutan
12 Konsumsi dan Produksi yang 5 1 0 0 3 8,33
Bertanggung Jawab
13 Penanggulangan Perubahan Iklim 1 0 0 0 1 2,78
14 Ekosistem Laut 3 3 0 0 6 16,67
15 Ekosistem Darat 4 1 0 0 5 13,89
TOTAL PILAR LINGKUNGAN 22 8 1 5 36 100,00
PERSENTASE 61,11 22,22 2,78 13,89 100,00
Sumber : Laporan Capaian TPB Provinsi Lampung Tahun 2023
Dari data diatas terlihat bahwa pilar Lingkungan terdiri dari 6 TPB
dengan, indikator TPB Provinsi Lampung pada kategori tercapai yaitu 61,11%,
sedangkan yang belum tercapai hanya 22,22% dan tidak ada data 2,78% serta
masih menggunakan data sebelumnya 13%.
Tabel 2. 89 Tabel Pilar Pembangunan Sosial TPB/SDGS Provinsi Lampung
Tahun 2022
Jenis data Da?ta .
realisasi capaian e
URAIAN TUJUAN . . capaian
;\'POB PEMBANGUNAN | Tercapai tet:S:kai b:f;eg dt:rdS::'Zn masih Jumlah | (%)
BERKELANJUTAN = 2 memakai
data target yang
. data
ditetapkan
sebelumnya
1 Tanpa Kemiskinan 24 3 1 4 32 25,60
2 Tanpa Kelaparan 8 5 1 1 15 12,00
3 Kehldupan Sehat dan 29 4 0 1 34 2720
Sejahtera
4 Pendidikan berkualitas 18 4 0 6 28 22,40
5 Kesetaraan Gender 11 2 0 3 16 12,80
TOTAL PILAR SOSIAL 90 18 2 15 125 100,00
PERSENTASE 72 14,4 1,6 12 100

Sumber : Laporan Capaian TPB Provinsi Lampung Tahun 2023
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Dari data diatas terlihat bahwa pilar Lingkungan terdiri dari 5 TPB dengan,
indikator TPB Provinsi Lampung pada kategori tercapai yaitu 72%, sedangkan
yang belum tercapai hanya 14,4% dan tidak ada data 1,6% serta masih

menggunakan data sebelumnya 12%.

Tabel 2. 90 Tabel Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola TPB/SDGS
Provinsi Lampung Tahun 2022

Jenis data
realisasi
capaian

yang
tersedia
berbeda
dengan

data

target
yang
ditetapkan

Data
realiasai
capaian

masih
memakai
data
sebelumnya

URAIAN TUJUAN
PEMBANGUNAN
BERKELANJUTAN

tidak
tercapai

NO

PB Jumlah

Tercapai

Persentase
(%)

Perdamaian, Keadilan, dan
Kelembagaan yang
Tangguh Total

16 5 0

100,00

TOTAL PILAR LINGKUNGAN 16 5 0

100,00

PERSENTASE 51,6 16,1 =

Sumber : Laporan Capaian TPB Provinsi Lampung Tahun 2023

Dari data diatas terlihat bahwa pilar hukum dan tata kelola dengan 1 TPB
dengan indikator TPB Provinsi Lampung pada kategori tercapai yaitu 51,6%,
sedangkan yang belum tercapai hanya 16,1% dan tidak ada data 0 serta masih

menggunakan data sebelumnya 32,3%.

2.3 Permasalahan dan Isu-Isu Strategi Daerah
2.3.1 Permasalahan Pembangunan Daerah

Pemerintah Provinsi Lampung telah melaksanakan pembangunan pada
seluruh aspek kehidupan masyarakat dengan hasil yang cukup memberi
harapan, hal ini terlihat dari semakin membaiknya berbagai indikator
pembangunan. Namun demikian, Provinsi Lampung sebagai wilayah transit
atau penyangga lintas pulau, sampai saat ini masih terdapat berbagai
permasalahan pembangunan yang tetap memerlukan penanganan yang lebih
komprehensif, lintas sektor, lintas wilayah, baik dari eksternal maupun
internal. Permasalahan dan tantangan yang dihadapi Provinsi Lampung
meliputi permasalahan dan tantangan yang terkait dengan infrastruktur
wilayah, kualitas SDM, pendapatan regional, daya dukung lingkungan, dan
sumber daya alam, ketahanan sosial dan budaya, kapasitas dan kualitas
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pemerintahan, kerjasama regional dan daya saing ekonomi daerah yang
terangkum dalam uraian sebagai berikut:
a. Bidang Pendidikan

e Belum tercapainya program wajib belajar 9 tahun, rata rata lama
sekolah penduduk lampung pada tahun 2023 adalah 8,29 tahun masih
di bawah angka nasional sebesar 8,77.

e Harapan Lama Sekolah (HLS) Provinsi Lampung telah mencapai
12,77, artinya, secara rata-rata anak usia 7 tahun yang masuk jenjang
pendidikan formal pada tahun 2023 memiliki peluang untuk
bersekolah selama 12,77 tahun atau setara dengan Diploma I. Angka
ini masih berada di bawah angka Nasional yaitu 13,15.

e Angka Melek Huruf di Provinsi Lampung sebesar 97,33 mengalami
peningkatan dan telah berada di atas angka nasional (96,53), akan
tetapi Provinsi Lampung masih menempati peringkat terakhir se-
Sumatera.

e Angka Partisipasi Sekolah (APS) tingkat 16-18 tahun mengalami
peningkatan tiap tahunnya, akan tetapi besarannya tetap rendabh,
yaitu pada tahun 2023 hanya mencapai 71,74 persen dan berada di
bawah angka Nasional (73,42 persen). Angka Partisipasi Sekolah
Provinsi Lampung bila dibandingkan dengan Provinsi lain di
Sumatera menempati urutan ke 3 terbawabh.

e Angka Partisipasi Murni (APM) Provinsi Lampung pada jenjang
pendidikan SMA sebesar 62,84 tetapi pada tahun 2023 berada di atas
rata-rata Nasional sebesar 62,53.

e Angka Putus Sekolah jenjang SMA mengalami penurunan hingga
mencapai 2,59 persen. Angka ini masih terbilang tinggi karena target
capai Kementerian Pendidikan tidak boleh lebih dari 1 persen

e Kualitas dan kuantitas terhadap akses dan mutu layanan pendidikan
dan kesehatan masih perlu ditingkatkan.

e Belum meratanya distribusi tenaga pendidik dan kependidikan.

b. Bidang Kesehatan

e Angka prevalensi stunting Provinsi Lampung tahun 2023 mengalami
penurunan hingga mencapai 14,9% jauh dibawah angka nasional
21,5% akan tetapi masih diperlukan kerja keras agar target stunting
tahun 2024, yaitu sebesar 14% dapat tercapai.

e Kasus Kematian Bayi sepanjang tahun 2023 mencapai 624 kasus dan
Kasus Kematian Ibu sebanyak 105 kasus sehingga diperlukan
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tindakan agar kasus kematian bayi dan ibu dapat terus ditekan.

e Meski Angka Harapan Hidup Provinsi Lampung terus meningkat, AHH
Provinsi Lampung tahun 2023 sebesar 74,17 namun masih jauh di
bawah rata-rata AHH Nasional sebesar 73,93.

e Rendahnya aksesabilitas pelayanan kesehatan dasar yang berkualitas
dan belum meratanya ketersediaan tenaga kesehatan.

c¢. Bidang Hukum, Ketertiban, dan Keamanan Masyarakat

e Masih tingginya gangguan keamanan dan kriminalitas;

e Potensi konflik tanah antarmasyarakat, antara masyarakat dengan
perusahaan, dan masyarakat dengan pemerintah;

e Pemahaman yang terbatas terhadap kebhinekaan menimbulkan
ancaman disintegritas kebangsaan;

e Potensi perilaku menyimpang, ajaran sesat, maupun ancaman
terorisme dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.

d. Bidang Kebudayaan

e Masih banyaknya warisan budaya tak benda yang belum
tersertifikasi;

e Masih banyaknya warisan budaya benda sebagai objek diduga cagar
budaya yang belum ditetapkan sebagai benda cagar budaya;

e Kurangnya perlindungan dan pelestarian, serta pemanfaatan nilai
kebudayaan dalam pembangunan;

e Kurangnya tenaga ahli yang memahami tentang kebudayaa (Pamong
Budaya);

e Masih rendahnya apresiasi generasi muda terhadap perlindungan
dan pelestarian kebudayaan.

e. Bidang Pemuda dan Olahraga menghadapi masalah:

e Belum optimalnya pemberdayaan dan pengembangan potensi
pemuda dalam berwirausaha;

e Kurangnya pembinaan terhadap generasi muda dalam hal
kepemimpinan dan kepeloporan;

e Terbatasnya ketersediaan sarana olah raga berskala nasional di
sentra-sentra pembinaan;

e Terbatasnya tenaga keolahragaan yang berkualifikasi memadai;

e Belum tertatanya sistem maupun pola pembinaan dan pembibitan
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terhadap atlet;
e Belum terfasilitasinya kegiatan olahraga secara berkesinambungan
yang melibatkan masyarakat.

f. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlidungan Anak

e Masih tingginya ketimpangan gender di Provinsi Lampung

e Masih lemahnya perlindungan dari tindak kekerasan bagi
perempuan dan anak serta belum terpenuhinya hak hak anak. Belum
optimalnya penanganan masalah traficking terhadap perempuan
dan anak.

g. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

e Minimnya sarana dan prasarana di pedesaan;

e Belum optimalnya kelembagaan dan kualitas aparatur desa;

e Rendahnya kemampuan masyarakat desa dalam mengakses
kesempatan berusaha;

¢ Rendahnya pemanfaatan nilai budaya masyarakat untuk mendorong
percepatan pembangunan;

e Minimnya penggunaan dan pemanfaatan iptek masyarakat
pedesaan untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi dan
pembangunan.

e Penguatan lembaga ekonomi masyarakat yang masih kurang
optimal.

h. Bidang Sosial

¢ Jumlah penduduk miskin di Provinsi Lampung masih tinggi

¢ Belum optimalnya penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan
Sosial (PMKS).

e Pemenuhan SPM sosial pada panti sosial belum maksimal karena
kondisi panti sosial yang dimiliki Provinsi Lampung yang kurang
baik

e Belum terintegrasinya penanganan penduduk miskin.

e Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai basis data yang
digunakan pemerintah untuk menyalurkan bansos PKH dan BPNT
tidak dapat digunakan sebagai basis data intervensi program
penurunan kemiskinan karena tidak lagi memiliki indikator sosial
ekonomi
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e Belum tersedianya data penerima program dan integrasi program

intervensi kemiskinan
e Kesenjangan sosial antara desa dan kota dan antara individu dengan
indivudu lainnya.

i. Bidang Penelitian dan Pengembangan Inovasi Daerah

e Terbatasnya inovasi daerah yang dapat diimplementasikan untuk
mendukung percepatan pembangunan di Provinsi Lampung.

j- Bidang Otonomi Daerah, Politik Dalam Negeri, Pemerintahan Umum,
Administrasi Keuangan, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan
Persandian

e Perlunya sinkronisasi implementasi peraturan antara tingkat pusat
dan daerah;

e Kelembagaan pemerintah masih belum sepenuhnya melaksanakan
prinsip good governance;

e Masih rendahnya kapasitas dan profesionalitas SDM aparatur;

e Pendataan aset belum terselesaikan dan adanya aset-aset yang
belum tersertifikasi;

e Pendapatan daerah dari BUMD masih sangat terbatas;

e Pelayanan publik masih belum sesuai harapan masyarakat.

k. Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

e Pendidikan politik masyarakat masih rendah;

e Terdapat potensi gangguan terhadap ketentraman, Kketertiban
masyarakat, radikalisme karena latarbelakang sosial, ekonomi, budaya,
dan politik.

2.3.2 Isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau
diprioritaskan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya
yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar,
mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan
penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang.

Perumusan isu strategis Provinsi Lampung tahun 2024 disusun
berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan, kondisi tahun 2023,
arah kebijakan dari RPJMD dan arah kebijakan RKP serta memperhatikan
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dinamika isu strategis global dan nasional seperti penanggulangan
kemiskinan ekstrem dan penurunan stunting.

Berdasarkan hasil analisa data dan permasalahan pada Bab 2 terdapat 7
(tujuh) isu strategis, yaitu 1) Daya saing dan nilai tambah sektor unggulan
belum optimal; 2) Kualitas Hidup Masyarakat terutama pendidikan dan
Kesehatan masih perlu ditingkatkan; 3) Angka Kemiskinan Lampung masih
lebih tinggi dibanding Nasional; 4) Aksesibilitas dan Konektivitas antar
wilayah terbatas/belum optimal terutama wilayah barat Lampung; 5)
Penguatan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik; 6) Pemantapan
kehidupan masyarakat lampung yang aman, berbudaya dan demokratis; dan
7) Pembangunan Berkelanjutan. Keenam isu strategis tersebut masih sesuai
dengan isu strategis dalam perubahan RPJMD Tahun 2019-2024 dan 7)
Membangun Kehidupan masyarakat yang religius, aman, berbudaya dan

demokrasi.

Proses penyusunan isu strategis pembangunan Provinsi Lampung tahun
2025 dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.
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Tabel 2. 91 Proses penyusunan isu strategis pembangunan Provinsi Lampung tahun 2024

Prioritas Nasional pada

Isu Strategis RPD Provinsi Lampung 2025

Permasalahan Pembangunan RKPD 2025

Isu Strategis Pembangunan

RKP 2025 -2026 berdasarkan Hasil Evaluasi RKPD 2023 Lampung Tahun 2025
e Melanjutkan Komoditi unggulan Provinsi Lampung Pertanian sebagai sektor unggulan di | Daya Saing dan Nilai Tambah
hilirisasi dan | terutama komoditi pertanian, perkebunan Provinsi Lampung belum memberikan | Sektor Unggulan Belum
mengembangkan dan perikanan yang selama ini menjadi capaian yang berarti terlihat dari | Optimal

industri ~ berbasis
sumber daya alam
untuk
meningkatkan nilai
tambah di dalam
negeri

e Memantapkan
sistem pertahanan
keamanan negara
dan mendorong
kemandirian bangsa
melalui
swasembada
pangan, energi, air,
ekonomi  syariah,
ekonomi digital,
ekonomi hijau, dan
ekonomi biru

sector dengan Kkontribusi dominan
terhadap PDRB Provinsi Lampung, namun
belum memberikan nilai tambah yang
signifikan. Dampaknya adalah tingkat
kesejahteraan petani masih rendah.

produksi yang  menurun  serta
produktivitas hasil pertanian yang
belum mengalami peningkatan yang
berarti.

Hal yang sama juga terjadi pada sektor
perikanan dan budidaya, yaitu terjadi
penurunan produksi komoditas
unggulan perikanan budidaya, antara
lain udang, kerapu, dan rajungan
Kontribusi Sektor Pariwisata dalam
perekonomian Lampung masih relatif
kecil sebesar 2,16% dalam PDRB
Provinsi Lampung

Memperkuat
pembangunan sumber
daya manusia (SDM),

sains, teknologi,
pendidikan, kesehatan,
prestasi olahraga,
kesetaraan gender,

serta penguatan peran

Lampung mengalami bonus demografi
yang salah satu keuntungannya adalah
ketersediaan tenaga kerja usia produktif
sebagai sumber daya  penopang
pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.
Namun keuntungan tersebut harus dapat
disikapi melalui program dan kegiatan
pendukung peningkatan kapasitas SDM.

[PM Lampung sebesar 72,48 terendah
se Sumatera dan dibawah rata-rata
nasional sebesar 74,39;

Belum tercapainya program wajib
belajar 9 tahun, rata rata lama sekolah
penduduk lampung pada tahun 2023
adalah 8,29 tahun masih dibawah angka
nasional sebesar 8,77.

Kualitas Hidup Masyarakat
terutama pendidikan dan
Kesehatan masih perlu
ditingkatkan
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Prioritas Nasional pada

Isu Strategis RPD Provinsi Lampung 2025

Permasalahan Pembangunan RKPD 2025

Isu Strategis Pembangunan

RKP 2025 -2026 berdasarkan Hasil Evaluasi RKPD 2023 Lampung Tahun 2025
perempuan, pemuda, 6. Harapan Lama Sekolah (HLS) Provinsi
dan penyandang Lampung telah mencapai 12,77, artinya,
disabilitas secara rata-rata anak usia 7 tahun yang

masuk jenjang pendidikan formal pada
tahun 2023 memiliki peluang untuk
bersekolah selama 12,77 tahun atau
setara dengan Diplomal. Angka ini
masih berada dibawah angka Nasional
yaitu 13,15.

7. Angka Melek Huruf di Provinsi
Lampung sebesar 97,33 mengalami
peningkatan dan telah berada di atas
angka nasional (96,53), akan tetapi
Provinsi Lampung masih menempati
peringkat terakhir se-Sumatera.

8.  Angka Partisipasi Sekolah (APS) tingkat
16-18 tahun mengalami peningkatan
tiap tahunnya, akan tetapi capaian
Tahun 2023 tetap rendah, yaitu hanya
mencapai 71,74 persen dan berada di
bawah angka Nasional (73,42 persen).
Angka Partisipasi Sekolah Provinsi
Lampung bila dibandingkan dengan
Provinsi lain di Sumatera menempati
urutan ke 3 terbawah.

9.  Angka Partisipasi Murni (APM) Provinsi
Lampung pada jenjang pendidikan SMA
sebesar 62,84 masih berada di bawah
rata-rata Nasional sebesar 62,53.

10. Angka Putus Sekolah jenjang SMA
mengalami penurunan hingga mencapai
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Prioritas Nasional pada
RKP 2025

Isu Strategis RPD Provinsi Lampung 2025
-2026

Permasalahan Pembangunan RKPD 2025
berdasarkan Hasil Evaluasi RKPD 2023

Isu Strategis Pembangunan
Lampung Tahun 2025

2,59 persen. Angka ini masih terbilang
tinggi karena target capai Kementerian
Pendidikan tidak boleh lebih dari 1
persen. Dibandingkan dengan Provinsi
lain di Sumatera, Provinsi Lampung
menempati urutan ke 2 tertinggi,
setelah Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung

11. Kualitas dan kuantitas terhadap akses
dan mutu layanan pendidikan dan
kesehatan masih perlu ditingkatkan.

12. Belum meratanya distribusi tenaga
pendidik dan kependidikan. Kualitas
dan kuantitas terhadap akses dan mutu
layanan pendidikan dan kesehatan
masih perlu ditingkatkan.

13. Belum meratanya distribusi tenaga
pendidik dan kependidikan

14. Rendahnya aksesabilitas pelayanan
kesehatan dasar yang berkualitas dan
belum meratanya ketersediaan tenaga
kesehatan

15. Kasus Kematian Bayi sepanjang tahun
2023 mencapai 624 kasus dan Kasus
Kematian Ibu sebanyak 105 kasus serta
masalah stunting yang mencapai 14,9,
walaupun lebih baik daripada angka
nasional yaitu 21,5%.

Membangun dari desa
dan dari bawah untuk
pemerataan _ekonomi

Penduduk Provinsi Lampung yang
berdasarkan data BPS Tahun 2020
berjumlah 9.007.848 jiwa, sebanyak

1. Presentase penduduk miskin di
Provinsi Lampung Tahun 2023 masih
tinggi sebesar 11,11 dibandingkan

Angka Kemiskinan Lampung
masih lebih tinggi dibanding
Nasional
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Prioritas Nasional pada
RKP 2025

Isu Strategis RPD Provinsi Lampung 2025
-2026

Permasalahan Pembangunan RKPD 2025
berdasarkan Hasil Evaluasi RKPD 2023

Isu Strategis Pembangunan
Lampung Tahun 2025

dan pemberantasan
kemiskinan

12,76% masih berada dalam Kkriteria
miskin. Angka kemiskinan tersebut masih
berada di atas rata-rata persentase
penduduk miskin secara nasional.

dengan presentase Nasional sebesar
9,36.

Belum optimalnya penanganan
Penyandang Masalah Kesejahteraan
Sosial (PMKS).

Pemenuhan SPM sosial pada panti sosial
belum maksimal karena kondisi panti
sosial yang dimiliki Provinsi Lampung
yang kurang baik

Belum terintegrasinya penanganan
penduduk miskin.

Data Terpadu Kesejahteraan Sosial
(DTKS) sebagai basis data yang
digunakan pemerintah untuk
menyalurkan bansos PKH dan BPNT
tidak dapat digunakan sebagai basis
data intervensi program penurunan
kemiskinan karena tidak lagi memiliki
indikator sosial ekonomi

Belum tersedianya data penerima
program dan integrasi program
intervensi kemiskinan

Kesenjangan sosial antara desa dan kota
dan antara individu dengan indivudu
lainnya.

Masih  rendahnya  kualitas dan
produktifitas tenaga kerja di Provinsi
Lampung dengan kategori pendidikan
rendah dibandingkan dengan Nasional.
Keterbatasan tenaga pengajar /
instruktur Balai Latihan Kerja.
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Prioritas Nasional pada
RKP 2025

Isu Strategis RPD Provinsi Lampung 2025
-2026

Permasalahan Pembangunan RKPD 2025
berdasarkan Hasil Evaluasi RKPD 2023

Isu Strategis Pembangunan
Lampung Tahun 2025

10. Saranadan prasarana peralatan praktek
pada Balai Latihan Kerja yang terbatas
dan perlu peremajaan.

11. Rendahnya kemampuan masyarakat
desa dalam mengakses kesempatan
berusaha;

12. Rendahnya pemanfaatan nilai budaya
masyarakat untuk mendorong
percepatan pembangunan;

13. Minimnya penggunaan dan
pemanfaatan iptek masyarakat
pedesaan untuk mendorong percepatan
pertumbuhan ekonomi dan
pembangunan.

14. Penguatan lembaga ekonomi
masyarakat yang masih kurang optimal.

Melanjutkan
pengembangan
infrastruktur dan
meningkatkan lapangan
kerja yang berkualitas,
kewirausahaan,
mengembangkan
industri kreatif serta
mengembangkan
agromaritim industri di
sentra produksi melalui
peran aktif koperasi

Terdapat ketimpangan wilayah Timur -
Barat, Utara - Selatan dan Darat -
Laut/Pesisir di Provinsi Lampung.
Wilayah Timur dan Selatan Lampung
berkembang cukup pesat dibanding
wilayah Barat dan Utara Lampung.
Wilayah Barat memiliki kondisi topografi
yang cukup berat dan sebagian besar
wilayahnya diperuntukkan untuk
kawasan konservasi sedangkan wilayah
utara lebih kepada masalah aksesibilitas
yang kurang mendukung.

1. Kondisi infrastruktur jalan dan

jembatan belum mampu memberi
dukungan optimal terhadap
peningkatan mobilitas barang/jasa dan
orang dalam mendukung
perekonomian. Kondisi jalan mantap
sampai dengan tahun 2022 sudah
mencapai 76% dibandingkan dengan
Nasional masih perlu ditingkatkan.

2. Infrastruktur yang menghubungkan

jalan lintas nasional pada sisi utara,
tengah dan selatan masih minim

3. Exit toll Trans Sumatera belum

terkoneksi dengan pusat-pusat
pertumbuhan ekonomi daerah

Aksesibilitas dan Konektivitas
antar wilayah terbatas/belum
optimal terutama wilayah barat
Lampung
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Prioritas Nasional pada

Isu Strategis RPD Provinsi Lampung 2025

Permasalahan Pembangunan RKPD 2025

Isu Strategis Pembangunan

RKP 2025 -2026 berdasarkan Hasil Evaluasi RKPD 2023 Lampung Tahun 2025
4. Pengembangan pelabuhan utama belum
optimal

Memperkuat reformasi | Diperlukan penguatan tata Kelola | 1. Indeks Reformasi Birokrasi belum sesuai | Penguatan Reformasi Birokrasi

politik, hukum, dan | pemerintahan melalui upaya untuk target. 68,79 dengan kategori “B” (Cukup | dan Pelayanan Publik

birokrasi, serta | mewujudkan ekosistem ekonomi digital Memadai) dibandingkan dengan nasional.

memperkuat yang mampu mendorong meningkatnya | 2. Indeks SPBE masih perlu ditingkatkan.

pencegahan dan | kesejahteraan masyarakat. 3. Nilai SAKIP pemerintah daerah Provinsi

pemberantasan korupsi Lampung sekitar 68,10 dengan predikat

dan narkoba “B” (Baik).

4. BUMDes belum dioptimalisasi sebagai
pendorong perekonomian desa.

5. Belum optimalnya layanan data dan
informasi statistik sektoral.

e Memperkokoh Pemantapan  Kehidupan  Masyarakat | 1. Berdasarkan pemetaan kondisi | Pemantapan Kehidupan
ideologi Pancasila, | Lampung yang Aman, Berbudaya dan kerukunan umat beragama di Indonesia | Masyarakat Lampung yang
demokrasi, dan hak | Demokratis yang dilakukan oleh Kementerian Agama | Aman, Berbudaya dan
asasi manusia Rl, Indeks Kerukunan Umat Beragama | Demokratis
(HAM) Lampung Tahun 2023 mencapai 73,35

e Memperkuat masih di bawah nasional (76,02), dan
penyelarasan menempati peringkat 6 di Sumatera.
kehidupan yang 2. Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi
harmonis  dengan Lampung pada tahun 2022 mengalami
lingkungan alam penurunan bila dibandingkan Tahun
dan budaya, 2021, sehingga mencapai 78,32 sehingga
peningkatan mencapai target yang ditetapkan (74).
toleransi antar umat Jika dibandingkan dengan nasional
beragama untuk Provinsi Lampung masuk peringkat 8
mencapai besar capaian IDI tertinggi secara
masyarakat  yang Nasional.
adil dan makmur
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Prioritas Nasional pada
RKP 2025

Isu Strategis RPD Provinsi Lampung 2025
-2026

Permasalahan Pembangunan RKPD 2025
berdasarkan Hasil Evaluasi RKPD 2023

Isu Strategis Pembangunan
Lampung Tahun 2025

3.

IPK Provinsi Lampung sejak tahun 2022
mencapai target (55,3) yang ditetapkan
yaitu 55,71 dan berada di atas angka
nasional (55,13). Bila dibandingkan
Tahun 2021, maka semua capaian di tiap
dimensi mengalami peningkatan
(dimensi ekonomi budaya, dimensi
Pendidikan, dimensi ekspresi budaya,
dimensi ketahanan sosial budaya dan
dimensi budaya literasi serta dimensi
gender).

Masih tingginya gangguan keamanan dan
kriminalitas (berdasarkan data tahun
2022 jumlah kejahatan yang dilaporkan
sebsar 11.194 kasus);

Memperkuat
penyelarasan
kehidupan yang
harmonis dengan
lingkungan alam

Masih rendahnya Kualitas Lingkungan
Hidup Provinsi Lampung yang
ditunjukkan dengan angka IKLH yang
masih rendah.

Belum optimalnya daya dukung
lingkungan untuk mewujudkan
pembangunan berkelanjutan. Masih
Tingginya lahan kritis di Provinsi
Lampung yang berpotensi
mengakibatkan bencana alam.

Masih belum optimalnya peningkatan
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
(IKLH) Provinsi Lampung untuk kualitas
air, kualitas udara serta meningkatnya
kualitas tutupan lahan.

Pembangunan Berkelanjutan
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BAB III
KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Secara substansial pembangunan daerah pada hakekatnya merupakan
upaya terencana untuk mengelola sumber daya ekonomi daerah secara
berdaya guna dan berhasil guna untuk kemajuan perekonomian daerah dan
kesejahteraan masyarakat yang didukung dengan peningkatan kapasitas dan
profesionalisme pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada
masyarakat.

Dalam prosesnya, pembangunan daerah harus membuka kesempatan
dan memperluas pilihan kepada masyarakat untuk meningkatkan harkat,
martabat dan harga diri, sehingga tercipta suatu keadaan yang memungkinkan
masyarakat untuk menikmati kualitas kehidupan yang lebih baik, maju, dan
aman; beriring dengan terwujudnya pemerintahan yang baik dan kinerja
pemerintah daerah yang efektif, efisien, partisipatif, terbuka dan akuntabel
kepada masyarakat.

Dalam upaya mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, maka
diperlukan dukungan perencanaan pembangunan wilayah yang
memperhatikan optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam dengan sedapat
mungkin menghindari konflik pemanfaatan sumber daya, mencegah
timbulnya kerusakan lingkungan hidup, serta meningkatkan keselarasan
perkembangan wilayah, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan
pemerataan pertumbuhan, memperkuat integrasi nasional.

Kebijakan pembangunan ekonomi Provinsi Lampung bertujuan untuk
meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pertumbuhan ekonomi yang
berkualitas, yaitu pertumbuhan ekonomi yang bersifat inklusif, berkelanjutan
dan berkeadilan, yang didukung oleh stabilitas ekonomi yang kokoh. Untuk itu,
sasaran-sasaran terhadap meningkatnya pertumbuhan ekonomi perlu diikuti
dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat, mengurangi kesenjangan
antarkelompok dan antarwilayah, dengan tetap memperhatikan
kelangsungan kualitas lingkungan tempat dimana masyarakat melakukan
aktifitas ekonomi.

Menyadari bahwa perekonomian Provinsi Lampung merupakan bagian
dari mata rantai dan pergaulan perekonomian dunia yang terbuka (globalisasi
ekonomi), perekonomian daerah tidak dapat terlepas dengan keadaan
perekonomian Nasional bahkan perekonomian global. Terdapat faktor-faktor
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perekonomian yang tidak dapat dikendalikan di tingkat daerah, seperti :

kebijakan pemerintah yang menyangkut sektor moneter maupun kebijakan
ekonomi sektor fiskal, serta pengaruh perekonomian global seperti pengaruh
naik turunnya harga minyak dunia, naik turunnya nilai tukar mata uang asing,
maupun pengaruh krisis ekonomi dan keuangan global yang akan berdampak
pada kelesuan pasar di dalam dan di luar daerah; disamping eksternalitas yang
terkait dengan faktor cuaca ataupun bencana alam.

Perumusan arah kebijakan ekonomi daerah dilakukan dengan
memperhatikan kondisi perekonomian regional, nasional maupun global serta
telaah terhadap kebijakan ekonomi nasional di daerah yang dapat
mempengaruhi kondisi dan kebijakan ekonomi di Provinsi Lampung.

3.1.1 Dinamika Perekonomian Global

Dinamika perekonomian global berubah cepat dengan ketidakpastian
yang tinggi. Optimisme pemulihan pada awal 2023 berangsur meredup.
Kenaikan permintaan, khususnya di sektor jasa, setelah pulihnya mobilitas
manusia pasca-Covid-19 menghadapi keterbatasan sisi penawaran karena
dampak luka memar (scarring effect) di sisi korporasi maupun pembatasan
imigrasi dari kebijakan politik di sejumlah negara maju (Advanced Economies,
AEs).

Fragmentasi geopolitik-ekonomi juga meningkat dengan
berlangsungnya perang Rusia di Ukraina yang menyebabkan keterbatasan
pasokan serta tetap tingginya harga energi dan pangan global. Berlanjutnya
ketegangan perdagangan antara Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok
berdampak pada penurunan tidak hanya ekspor-impor kedua negara tersebut,
tetapi juga volume perdagangan dunia. Ketegangan Israel dan Palestina sejak
awal Oktober 2023 menambah ketegangan geopolitik di Kawasan Timur
Tengah dan juga dunia. Hal ini mengakibatkan proses pemulihan ekonomi
global melambat, disertai dengan berlanjutnya tekanan inflasi karena harga
energi dan pangan dunia, serta keketatan pasar tenaga kerja di sejumlah
negara maju.

Perlambatan ekonomi dunia juga disebabkan oleh pengetatan moneter
yang harus ditempuh bank-bank sentral untuk menurunkan inflasi, dengan
kenaikan suku bunga yang sangat tinggi di negara maju, khususnya AS.
Melonjaknya utang pemerintah untuk membiayai ekspansi kebijakan fiskal di
negara maju, khususnya AS, makin mendorong suku bunga dan kuatnya dolar
AS di pasar keuangan global sehingga menarik aliran modal dunia dalam
jumlah besar. Di negara Emerging Market and Developing Economies
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(EMDEs), otoritas moneter diharuskan memperkuat respons kebijakan untuk

menjaga stabilitas eksternal dari dampak negatif rambatan global tersebut,
termasuk pembalikan aliran investasi portofolio dan tingginya tekanan
pelemahan nilai tukar.

Proses pemulihan ekonomi global juga dipengaruhi oleh permasalahan
perubahan iklim (el nino), struktur demografi, dan digitalisasi. Cuaca ekstrem
dingin di Eropa pada awal tahun makin memperburuk dampak terbatasnya
pasokan energi dan pangan akibat perang Rusia di Ukraina terhadap
pemulihan ekonomi di kawasan itu. Sementara itu, kawasan Asia dilanda
kekeringan akibat El Nino sehingga mengharuskan otoritas memastikan
pasokan dan ketahanan pangan untuk mengatasi dampaknya terhadap inflasi
dan pemulihan ekonomi.

Tuntutan dari negara maju untuk segera menurunkan emisi karbon
dengan gerakan ekonomi-keuangan hijau makin mempersempit ruang gerak
negara EMDEs, khususnya dalam mendorong pembiayaan dan pertumbuhan
ekonomi. Struktur demografi di banyak negara maju yang sebagian besar usia
tua (aging population) kian memberikan beban pada anggaran fiskal
pemerintahnya, sementara kenaikan tabungan masyarakat makin terbatas.
Negara EMDEs yang masih menikmati bonus demografi dari kalangan muda
belum tentu dapat memanfaatkannya karena keterbatasan lapangan Kkerja
maupun kemampuan teknis bekerja. Sementara itu, kecepatan digitalisasi di
satu sisi memberikan peluang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi
seperti melalui digitalisasi UMKM, perbankan digital, dan financial technology
(FinTech), kerja sama pembayaran antarnegara, teknologi blockchain dalam
perdagangan internasional, hingga penggunaan Artificial Intelligence (Al)
dalam berbagai aktivitas ekonomi-keuangan. Akan tetapi, di sisi lain,
akselerasi digitalisasi juga menimbulkan permasalahan dengan maraknya
perdagangan aset kripto, penggunaan Al dalam perdagangan pasar keuangan,
hingga makin tingginya serangan siber.

Kinerja dan prospek ekonomi global ke depan diwarnai oleh 5 (lima)
karakteristik berikut ini yang perlu diwaspadai, diantisipasi, dan direspons
secara tepat dengan penguatan sinergi kebijakan ekonomi nasional. Pertama,
pertumbuhan ekonomi global diprakirakan melemah dan disertai divergensi
pertumbuhan antarnegara yang makin melebar (divergent slow growth).
Pemulihan ekonomi dunia diprakirakan akan memakan waktu yang lebih lama
dan sulit untuk sepenuhnya kembali ke tingkat sebelum pandemi Covid-19.
Kedua, meningkatnya ketegangan geopolitik mendorong harga energi tetap
tinggi dan harga pangan meningkat sehingga mengakibatkan lambatnya

. -3

RKPD PROVINSI LAMPUNG Tahun 2025



penurunan inflasi global (gradual disinflation). Ketiga, untuk mengendalikan

inflasi yang masih tinggi, suku bunga kebijakan moneter di negara maju,
termasuk Federal Funds Rate (FFR), diprakirakan akan tetap bertahan tinggi
dalam jangka waktu yang lebih lama (higher interest for longer). Kenaikan
suku bunga global diprakirakan akan diikuti pada tenor jangka panjang
dengan kenaikan yield obligasi pemerintah negara maju, khususnya AS (US
Treasury), akibat peningkatan kebutuhan pembiayaan utang pemerintah, dan
kenaikan premi risiko jangka panjang (termpremia). Keempat, berlanjutnya
arus modal keluar dari negara EMDEs ke negara maju dan ke aset yang lebih
likuid (cash is the king) karena tingginya suku bunga negara maju dan
ketidakpastian pasar keuangan global. Kelima, nilai tukar dolar AS yang masih
akan tetap kuat (strong dollar) dan memberikan tekanan pelemahan terhadap
berbagai mata uang dunia, termasuk EMDEs. Ketidakpastian ekonomi dan
keuangan global makin tinggi seiring dengan meningkatnya ketegangan
geopolitik, sehingga memerlukan penguatan respons kebijakan untuk
memitigasi dampak negatif rambatan global terhadap ketahanan ekonomi
domestik di negara-negara EMDEs, termasuk Indonesia.

Pertumbuhan ekonomi global berdasarkan proyeksi IMF (International
Monetary Fund) pada tahun 2025 diprakirakan melemah dan disertai
divergensi pertumbuhan antarnegara yang makin melebar. Setelah mencatat
tinggi sebesar 3,5% pada 2022, pertumbuhan ekonomi pada 2023
diprakirakan turun ke 3,0%, dan terus melambat menjadi 2,8% pada 2024
dengan kecenderungan risiko yang lebih rendah.

Tabel 3. 1 Kinerja dan Prospek Ekonomi Global (%)

Negara 2021 2022 2023* 2024* 2025*
Dunia 6,3 3,5 3,0 2,8 3,0
Negara Maju 5.6 2,6 1,6 1.4 1.7
Amerika Serikat 59 2.1 2,3 1,3 1,8
Kawasan Eropa 5.6 3.3 0,6 0,8 1.3
Jepang 2,2 1,0 1,5 1,3 1.1
Negara Berkembang 6,9 4,1 4,0 3.8 3,8
Tiongkok 84 3,0 5,2 4,3 4.1
India’ 83 6,8 6,7 5.8 6,0
ASEAN-5 4,0 5.5 4.4 4,4 4,6
Amerika Latin 7.4 4,1 2,0 2,0 2,1

1 Asumsi PDB India Bl disesuaikan menjadi Tahun Kalender (estimasi)
Keterangan: *Proyeksi Bank Indonesia, angka 2021-2022 berdasarkan realisasi terkini
Sumber: IMF World Economic Outlook (WEQ) Oktober 2023, Bank Indonesia
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3.1.2 Proyeksi dan Arah Pembangunan Ekonomi Nasional

Ekonomi Indonesia Tahun 2023 tetap solid berada di atas 5 Persen.
Perekonomian Indonesia tumbuh sebesar 5,04 persen (yoy) pada Q4-2023
dan 5,05 persen (yoy) tahun 2023. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan
didorong oleh intensitas kegiatan pemilihan umum, terkendalinya inflasi yang
menjaga daya beli masyarakat, dan positifnya pertumbuhan ekspor. Dari sisi
lapangan usaha, pertumbuhan didorong oleh empat sektor dengan sumber
pertumbuhan tertinggi, yakni industri pengolahan, perdagangan, transportasi
dan infokom.

Hampir semua subsektor industri mampu tumbuh positif pada tahun
2023 kecuali subsektor tekstil, kulit, karet, furnitur dan pengolahan lainnya.
Subsektor logam dasar dan barang logam mampu mempertahankan
pertumbuhan tinggi pada tahun 2023. Secara keseluruhan sektor industri
pengolahan pada tahun 2023 mampu tumbuh sebesar 4,64 persen, yoy dan
menjadi sumber pertumbuhan tertinggi.

Aktivitas industri manufaktur tetap ekspansi pada Januari 2024 sebesar
52,9, tercermin dari Indeks PMI Manufaktur yang bertahan di atas 50 sejak
September 2021. Kapasitas produksi terpakai mengalami penurunan pada
triwulan 1V-2023 dibandingkan triwulan sebelumnya, namun di atas level
triwulan IV pada tahun 2021 dan 2022.

Investasi publik pada tahun 2023 mengalami peningkatan tinggi,
tercermin dari pertumbuhan belanja modal pemerintah yang meningkat 27,7
persen, yoy. Di sisi investasi swasta juga terindikasi meningkat, tercermin dari
pemulihan konsumsi semen domestik yang tumbuh positif 2,8 persen, yoy
pada tahun 2023, setelah terkontraksi pada tahun sebelumnya.

Ekspor tetap mencatatkan pertumbuhan pada tahun 2023 sebesar 1,32
persen (yoy) di tengah penurunan harga komoditas, ditopang utamanya oleh
peningkatan ekspor barang migas serta pemulihan ekonomi China sebagai
negara tujuan utama ekspor Indonesia. Kinerja ekspor juga didukung oleh
peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara. Sementara itu, impor
mengalami kontraksi sebesar 1,65 persen (yoy) pada tahun 2023.

Kunjungan wisatawan mancanegara mendekati level prapandemi.
Jumlah kunjungan wsatawan manca negara (wisman) ke Indonesia mengalami
peningkatan pada tahun 2023 dan mendekati level prapandemi. Secara
kumulatif kunjungan wisman Januari-Desember 2023 meningkat 98,3 persen,
yoy menjadi 11,7 juta kunjungan. Tingkat Penghunian Kamar (TPK) juga
mengalami peningkatan hingga level di atas prapandemi.
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Inflasi terjaga dalam kisaran 2,5 + 1 persen. Inflasi IHK pada Februari
2024 terjaga dalam kisaran 2,5 * 1 persen, didorong oleh penurunan pada
komponen inflasi inti dan inflasi harga diatur pmerintah. Sementara itu,
komponen harga pangan bergejolak masih mencatatkan peningkatan harga
yang tinggi, seiring dengan kenaikan harga beras yang persisten pada Februari
2024.

Secara spasial, pertumbuhan ekonomi provinsi terus menguat. Kawasan
Timur Indonesia Tumbuh Lebih Akseleratif. Provinsi Maluku Utara menjadi
provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di tahun 2023. Secara
spasial, tiga kelompok provinsi yang memiliki pertumbuhan tertinggi adalah
Maluku & Papua, Sulawesi, dan Kalimantan. Namun, struktur ekonomi
Indonesia masih terkonsentrasi di Jawa dan Sumatera.

Grafik 3. 1 Pertumbuhan Ekonomi dan Share PDRB Provinsi Tahun 2023

Pertumbuhan Ekonomi dan Share PDRB Provinsi Tahun 2023 Kawasan Barat Indonesia (KBI) Kawasan Timur Indonesia (KTI)
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Saat ini, Ekonomi Indonesia relatif resilien dibandingkan dengan negara
lain terhadap risiko global. Outlook pertumbuhan ekonomi 2024 diperkirakan
sebesar 5,2 persen. Pada tahun 2024, Pemerintah bersama swasta akan
kembali meneruskan kebijakan hilirisasi industri pengolahan komoditas
untuk pertambahan nilai tambah produk. Restriksi pada ekspor bahan mentah
akan dilanjutkan untuk mendorong industri turunan dari Bauksit.

Inflasi domestik semakin terkendali seiring dengan kebijakan moneter
dan kebijakan pengendalian inflasi yang kontinu serta akomodatif. Dengan
realisasi rata-rata inflasi 2023 sebesar 3,69 persen, usaha pengendalian inflasi
diharapkan dapat mengurangi laju inflasi ke dalam sasaran inflasi tahun 2024
sebesar 2,5 + 1 persen. Kebijakan moneter negara lainnya juga diharapkan
akan semakin efektif dalam mengurangi laju inflasi, yang akan berdampak
pada pengurangan imported inflation.
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Pemerintah mendorong pembentukan sumber pertumbuhan baru ke

arah yang lebih hijau melalui berbagai insentif dan kebijakan, seperti subsidi
dan insentif pendukung EV (Electric Vehicle).

Mempertimbangkan berbagai resiko dan potensi keberlanjutan ekspansi
ekonomi nasional tahun depan, tema RKP Tahun 2025 adalah "Akselerasi
Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”, dengan target
sasaran pembangunan nasional tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 3. 2 Target Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2025

‘ No. ‘ Sasaran Pembangunan Nasional Target 2025
1. | Pertumbuhan Ekonomi (%) 53-56
2. | Tingkat Pengangguran Terbuka (%) 4,5-5,0
3. | Tingkat Kemiskinan (%) 7,0 - 8,0
4. | Rasio Gini (Nilai) 0,379 -0,382
5. | Indek Modal Manusia (Nilai) 0,56
6. | Nilai Tukar Petani (kumulatif) 113 - 115
7. | Nilai Tukar Nelayan (kumulatif) 104 - 105
8. | Penurunan Intensitas Emisi GRK (%) 38,6

Sumber : Kementerian PPN/Bappenas, Maret 2024.

Tingkat pertumbuhan ekonomi tahun 2025 akan meningkatkan Gross
National Income per kapita (Atlas Method) menjadi US$5.500-5.520 atau
bertahan pada kategori upper-middle income countries di tahun 2025 dan
menjadi landasan awal dalam pencapaian Visi Indonesia Emas 2045. Kerangka
Ekonomi Makro Tahun 2025 adalah sebqgai berikut :
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Tabel 3. 3 Kerangka Ekonomi Makro Nasional Tahun 2025

ﬂ Indikator Sasaran 2025

1 Laju Inflasi, Indeks Harga Konsumen (IHK) (%, yoy): Akhir

Periode 1,5-3,59
2 Nilai Tukar Rupiah (Rp/US$) 15.000-15.4000)
3 Cadangan Devisa (US$ miliar) 149,5-153,7
4 Cadangan Devisa (dalam bulan impor) 6,1-6,19
5 Neraca Transaksi Berjalan (% PDB) (0,4)-(0,2)d
6 Kontribusi PDB Industri Pengolahan (%) 19,9-20,0
7 Kontribusi PDB Pariwisata (%) 4,60
8 Nilai Devisa Pariwisata (miliar US$) 22,10
9 Penerimaan Perpajakan (% PDB) 10,70-11,20
10 Keseimbangan Primer (% PDB) 0,00-0,00¢
11  Surplus/Defisit APBN (% PDB) (2,45)-(2,80)d
12 Stok Utang Pemerintah (% PDB) 39,78-39,98
13  Pertumbuhan Investasi (PMTB) (%) 6,5-7,8
14  Nilai Realisasi PMA dan PMDN (Triliun Rp) 1.868,2-1.905,6
15 Nilai Realisasi PMA dan PMDN Sektor Sekunder (Triliun Rp) 805,5-842,2

Sumber: Kementerian PPN /Bappenas, Maret 2024.

3.1.3 Arah Kebijakan Ekonomi Provinsi Lampung

Kinerja ekonomi Lampung tahun 2023 tumbuh sebesar 4,55 persen (ctc)
sesuai dalam range target RPJMD 2019-2014. Nilai tersebut menguat
dibanding tahun sebelumnya yang tercatat tumbuh sebesar 4,28 persen (ctc).
Namun, capaian kinerja ekonomi Lampung masih lebih rendah dibandingkan
dengan nasional yang tercatat sebesar 5,05 persen (ctc). Capaian ini mampu
diraih, meskipun Lampung menghadapi downside risk seperti konflik
geopolitik, scarring effect pandemi COVID-19, kebijakan suku bunga global,
perubahan nilai tukar, dan kondisi El Nino.

Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan merupakan penyumbang
PDRB terbesar di Lampung dengan kontribusi di tahun 2023 sebesar
Rp122.511,10 miliar atau 27,29 persen dari total PDRB, disusul oleh Industri
Pengolahan, serta Perdagangan Besar dan Reparasi Kendaraan yang masing-
masing memberikan kontribusi sebesar 18,01 persen dan 13,98 persen.
Namun demikian, kontribusi sektor basis di Lampung yaitu Pertanian,
Kehutanan, dan Perikanan dalam 4 tahun terakhir mengalami penurunan
kinerja pertumbuhan, karena dampak El Nino, serta penurunan kinerja
produksi dan permintaan global.
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Selama 2023, inflasi Lampung tetap terjaga di level sasaran 3,0+1 persen

(yoy) dengan capaian sebesar 3,47 persen (yoy), sedikit lebih tinggi dari inflasi
nasional yang mencapai 2,61 persen (yoy). Tantangan utama inflasi berasal
dari komoditas beras, dipengaruhi oleh cuaca panas El Nino yang mengurangi
produktivitas dan meningkatkan harga gabah. Secara bulanan, inflasi tahun
2023 mencapai 0,29 persen (mtm), lebih rendah dari tahun sebelumnya (0,45
persen mtm). Peningkatan tekanan inflasi disebabkan oleh kenaikan harga
pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau.

Suku bunga acuan dipertahankan pada 5,75% dari triwulan I hingga III
2023 untuk menjaga inflasi IHK tetap sekitar 3,0+1% hingga akhir tahun 2023.
Pada triwulan IV 2023, suku bunga naik menjadi 6,00% untuk mengendalikan
inflasi menjadi 2,5+1% pada 2024. Depresiasi nilai tukar Rupiah terhadap USD
meningkatkan harga barang impor, tetapi impor bahan baku dan barang
modal di Lampung meningkat, menunjukkan investasi yang positif di sektor
manufaktur. Hal ini mencerminkan kepercayaan pelaku industri terhadap
pertumbuhan ekonomi dan infrastruktur di Lampung meskipun nilai tukar
mata uang fluktuatif.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Lampung selama kurun
waktu 2020 hingga 2023 terus mengalami kemajuan. [IPM Lampung pada
tahun 2023 mencapai 74,39, tumbuh 0,96 persen dan meningkat 0,69 basis
poin dibandingkan capaian tahun 2022. Provinsi Lampung telah masuk ke
dalam kategori IPM "tinggi". Peningkatan ini didorong oleh semua dimensi
[PM, termasuk kesehatan, pendidikan, dan standar hidup yang layak. Namun,
[PM Lampung masih di bawah capaian IPM pada level nasional dan regional
Sumatera.

Pada Maret 2023, jumlah penduduk miskin di Lampung mencapai 970,67
ribu orang (11,11 persen), menurun 24,92 ribu orang dari September 2022.
Namun, tingkat kemiskinan masih di atas ratarata nasional (9,36 persen).
Kemiskinan lebih tinggi di pedesaan (12,65 persen) daripada perkotaan (8,02
persen). Meskipun Indeks Kedalaman Kemiskinan menurun, Indeks
Keparahan Kemiskinan meningkat di pedesaan. Lampung memiliki tingkat
kemiskinan di atas rata-rata nasional dan regional Sumatera. Indeks Gini Ratio
Lampung pada Maret 2023 adalah 0,324, naik 3,51 persen dari September
2022. Lampung menempati peringkat kelima terendah di Sumatera dalam hal
Gini Ratio, disebabkan oleh ketimpangan sumber daya alam, demografi,
mobilitas barang dan jasa, serta konsentrasi ekonomi di kota besar seperti
Bandar Lampung.
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NTP Lampung naik menjadi 109,32 pada 2023 dari 104,34 pada 2022.
Meskipun di bawah rata-rata nasional dan regional, terjadi peningkatan yang

konsisten setiap tahun. Hal ini didorong oleh kenaikan harga komoditas,
terutama pada sektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan
perikanan. Pemerintah Provinsi Lampung melakukan berbagai upaya untuk
mendukung petani, seperti subsidi benih dan akses permodalan. NTN
perikanan tangkap Lampung juga mengalami peningkatan, menempati
peringkat keempat di Sumatera dengan nilai 110,61 pada 2023.

Mendasarkan pada kondisi tersebut maka perekonomian Lampung
Tahun 2025 diproyeksikan pada kisaran angka 4,9 - 5,3 persen. Sedangkan
inflasi diproyeksikan terkendali pada kisaran 1,5 - 3,5 persen. Proyeksi
pertumbuhan ekonomi di Tahun 2025 diharapkan dapat berdampak pada
penurunan angka kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka, serta
meningkatnya PDRB per kapita di Lampung. Tahun 2025, angka kemiskinan
diproyeksikan pada kisaran angka 9,5 - 10 persen dan Tingkat Pengangguran
Terbuka pada kisaran angka 4,0 - 3,86 persen. Sedangkan PDRB per kapita
diharapkan akan meningkat pada kisaran angka 52,6 - 54,6 juta
rupiah/kapita/tahun. Penurunan angka kemiskinan dan TPT diharapkan akan
dibarengi dengan menurunnya kesenjangan pendapatan masyarakat yang
diukur dari Indeks/Rasio Gini sebesar 0,282 - 0,293 di Tahun 2025.

Tabel 3. 3 Proyeksi Indikator Makro Ekonomi Daerah Lampung Tahun 2025

\ No. Indikator Satuan Proyeksi 2025
1. | Laju Pertumbuhan Ekonomi % 4,90 - 5,30
2. | Tingkat Pengangguran Terbuka % 3,86 -4,00
3. | Persentase Penduduk Miskin % 9,5-10
4. | Rasio Gini Rasio 0,318 -0,321
5. | Indeks Modal Manusia (IMM)* Indeks 0,54
6. | Intensitas Penurunan Emisi Gas % 62,79

Rumah Kaca*

*) Indikator baru. IMM penyempurnaan dari [PM - mengacu pada indikator RPJPN dan RKP
2025

Pembangunan daerah Provinsi Lampung Tahun 2025 diarahkan dengan
tema Pembangunan : "Sinergi Memperkuat Kapasitas Dan Ketahanan
Ekonomi Berkelanjutan Serta Kualitas Pembangunan Manusia”. Arah
kebijakan perekonomian Provinsi Lampung Tahun 2025 merupakan bagian
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dari target yang telah ditetapkan pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD)

Provinsi Lampung Tahun 2025-2026 yaitu:

a. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan
merata berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur
yang merata dan berkualitas.

b. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang kompeten,
adaptif dan berbudaya untuk kemajuan dan kesejahteraan
masyarakat.

c. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan
hidup dalam rangka mengoptimalkan daya dukung dan daya
tampung.

d. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif.

Upaya memperkuat perekonomian Lampung dilakukan dengan
mengembangkan potensi dan keunggulan daerah yang dimiliki dengan
orientasi kepada skala ekonomi nasional dan global. Di lain sisi, ekonomi
berbasis agro juga akan terus dimantapkan dan diperkuat, kemudian
ditransformasikan ke ekonomi berbasis industri, perdagangan, dan jasa
dengan dukungan penguasaan teknologi dan penguasaan informasi pasar.
Selain itu kebijakan ekonomi daerah akan diarahkan pada peningkatan
investasi baru baik dalam dan luar negeri yang dipacu untuk memperluas
kesempatan kerja, peningkatan produktifitas tenaga kerja, menjaga daya beli
masyarakat dan stabilitas harga barang konsumsi. Pembangunan ekonomi
dan pemerataannya juga diorientasikan untuk mengurangi pengangguran,
meningkatkan pendapatan masyarakat, dan menurunkan jumlah penduduk
miskin, yang didukung dengan lingkungan yang berkelanjutan.

Target yang ingin dicapai sehubungan dengan penetapan kebijakan
ekonomi makro yang diambil oleh pemerintah daerah, antara lain:

1) Meningkatkan kapasitas perekonomian daerabh.

Upaya meningkatan fundamental ekonomi masih menghadapi tantangan.
Kapasitas perkonomian yang diharapkan tumbuh tinggi mengalami
kendala output potensialnya. Sumber-sumber potensial perekonomian
Provinsi Lampung belum didukung ketersediaan dan pemerataan
infrastruktur maupun kualitas SDM. Untuk mencapai kapasitas ekonomi
yang optimal, struktur perekonomian perlu didukung dengan
peningkatan kualitas dan akses pendidikan dan kesehatan, perluasan
kesempatan berusaha dan akses sumber-sumber pendanaan serta
infrastruktur kewilayahan yang baik dan penguasaan teknologi.
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2) Meningkatkan pendapatan perkapita dan daya beli masyarakat

Pendapatan perkapita secara umum diartikan sebagai perbandingan
antara jumlah pendapatan dengan jumlah penduduk. Namun satu hal
yang lebih berarti adalah jika meningkatnya pendapatan masyarakat
terjadi sebagai akibat dari meningkatnya produktivitas barang dan jasa
yang dihasilkan. Meningkatnya pendapatan perkapita tersebut pada
akhirnya akan mendorong peningkatan daya beli masyarakat yang berarti
meningkatkan sisi konsumsi pada sisi permintaan sekaligus mendorong
pergerakan pada sisi penawaran.

3) Menciptakan kesempatan Kkerja yang tinggi untuk mengurangi
kemiskinan.

Kebijakan perekonomian daerah yang bertujuan untuk menciptakan
lapangan pekerjaan yang tinggi diarahkan sebagai upaya untuk mengatasi
masalah pengangguran yang terjadi dan memiliki kompleksitas yang
tinggi serta berpengaruh kepada kondisi sosial, politik maupun budaya
daerah. Melalui kebijakan ini, diharapkan terjadi penurunan
jumlah/tingkat pengangguran sampai dengan titik full employment.
Semakin banyak penduduk yang memiliki pekerjaan, akan semakin
banyak penduduk yang memiliki penghasilan; pada keadaan tersebut
secara kuantitatif diharapkan dapat berdampak pada pengurangan
jumlah penduduk miskin. Lebih lanjut, produktifitas tenaga kerja juga
harus ditingkatkan, yang diikuti dengan semakin bertambahnya jumlah
pekerja formal dan keseimbangan demand dan supply di pasar kerja.

4) Menciptakan kondisi perekonomian daerah yang stabil

Kestabilan yang diharapkan meliputi 3 (tiga) hal yaitu peningkatan
pendapatan masyarakat, kesempatan kerja serta ketersedian barang
dengan tingkat harga yang wajar. Kestabilan ekonomi yang diharapkan
adalah kondisi dimana nilai fluktuatif variabel ekonomi yang terjadi tidak
bersifat booming namun bergerak dalam kondisi dan batas yang wajar
yang masih mampu ditoleransi oleh sektor ekonomi produktif.

5) Pemerataan distribusi pendapatan

Pertumbuhan ekonomi telah menjadi salah satu ukuran utama makro
ekonomi dalam mengukur keberhasilan pembangunan yang telah
dijalankan sepanjang periode waktu tertentu. Namun ukuran kinerja
perekonomian daerah tersebut akan semakin lebih baik jika dilengkapi
dengan menurunnya disparitas pendapatan (equality of income).
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Berbagai dinamika global dan nasional saat ini telah menyebabkan

pertumbuhan ekonomi yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir masih
memerlukan upaya-upaya percepatan menuju tingkat pertumbuhan yang
lebih tinggi dengan memanfaatkan potensi daerah yang tersedia, Untuk
mewujudkan target pembangunan daerah, diperlukan kerja keras disertai
pilihan-pilihan kebijakan strategis dalam mengatasi tantangan yang tengah
berlangsung, diantaranya :

1. Menjaga permintaan domestik di tengah risiko perlambatan ekonomi
global dan tingginya harga akibat kenaikan laju inflasi.

2. Progress hilirisasi SDA unggulan Lampung (kelapa sawit, kopi, lada,
kakao, dan aneka ikan) perlu dipercepat untuk meningkatkan nilai
tambah untuk memperkuat ketahanan ekonomi dan mengantisipasi
dampak perlambatan ekonomi global.

3. Mendorong investasi swasta dengan memperkuat materi promosi
investasi dan perdagangan, meningkatkan jaringan investasi
global/domestik, monitoring dan evaluasi PSN secara berkala,
penyelesaian debottlenecking kendala proyek agar dapat berubah
status menjadi proyek clean and clear, serta sinergi calender of event
promosi investasi dan perdagangan antar intansi dan mendorong
penggunaan Local Currency Settlement (LCS).

4. Inovasi dalam mendorong kemandirian fiskal perlu ditingkatkan untuk
mengoptimalkan peran fiskal daerah dalam mendorong pemulihan
ekonomi Lampung. Inovasi melalui digitalisasi dan pendekatan baru
(al melalui behaviorally informed policy intervention) guna
mengoptimalkan penerimaan pajak daerah dengan tetap menjaga iklim
investasi.

5. Penguatan dukungan kebijakan Pemerintah Daerah untuk
meningkatkan implementasi program Peningkatan Penggunaan
Produk Dalam Negeri (P3DN) dalam proses pengadaan barang dan jasa,
di antaranya melalui peningkatan frekuensi belanja di E-Katalog lokal
dan jumlah pelaku usaha yang terdaftar di E-Katalog (1000
UMK/Pemda).

6. Mendorong peningkatan pergerakan wisatawan nusantara dan
mengoptimalkan fasilitasi pembukaan kunjungan wisatawan
mancanegara yang lebih luas untuk mendukung pemulihan ekonomi.

7. Memperkuat sinergi koordinasi pengendalian inflasi pusat dan daerah
melaui TPIP-TPID dan penguatan nilai tambah Gerakan Nasional
Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) untuk menjaga ketahanan
pasokan secara berkesinambungan, meningkatkan produksi dan
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produktivitas pangan dan diversifikasi produk olahan, perbaikan

efisiensi rantai pasok dan manajemen stok pangan, serta menjaga
ekspektasi inflasi masyarakat.

3.2  Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan Pemerintah Daerah, pengelolaan keuangan daerah merupakan
bagian tidak terpisahkan dari sistem pengelolaan keuangan negara dan
merupakan instrumen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerabh.
Selanjutya, perencanan pembangunan dan penganggaran sangat erat
kaitannya dan memiliki dasar hukum. Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengamanatkan bahwa
dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara, penyusunan
Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) berpedoman
kepada RKPD. Selanjutnya, Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menyatakan bahwa
RKPD menjadi pedoman penyusunan R-APBD; dan Pasal 265 Ayat (3) Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan
kembali bahwa RKPD menjadi pedoman kepala daerah dalam menyusun
Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Anggaran Plafon Sementara
(PPAS). Lebih lanjut, kebijakan umum keuangan daerah diarahkan untuk
menjalankan fungsi stabilisasi, fungsi alokasi dan fungsi distribusi guna
mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah.

Untuk menjaga kesinambungan fiskal daerah maka kebijakan umum
pengelolaan keuangan daerah akan diarahkan pada: mobilisasi pendapatan
yang terukur dan realistis, belanja berkualitas yang berorientasi terhadap
pemenuhan pelayanan kepada masyarakat; menjadi alat untuk memelihara
dan mendorong perekonomian daerah termasuk pemantapan terhadap
pemulihan ekonomi pasca Covid-19; penciptaan lapangan kerja, mengurangi
kemiskinan dan kesenjangan; sekaligus pencapaian sasaran prioritas
pembangunan daerah serta mendukung prioritas pembangunan nasional.
Dengan demikian, terdapat keterkaitan antara kebijakan sisi perencanaan
(RKPD) dengan kebijakan pada sisi penganggaran (R-APBD) yang terintegrasi
dan dikendalikan oleh tujuan yang akan dicapai, untuk mewujudkan
kesejahteraan bagi masyarakat.

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang
meliputi perencanaan,  pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan,
pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan
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keuangan daerah Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2023 disusun dengan

berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah. Kebijakan keuangan daerah tidak lepas dari
kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang harus dikelola secara
efektif, efisien, transparan, tertib, akuntabel dan tepat serta sesuai peraturan
perundang-undangan yang berlaku untuk kemanfaatan bagi kepentingan
masyarakat.

3.3  Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih
dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Berdasarkan Undang-
Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor
12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pendapatan daerah
meliputi komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Kebijakan pendapatan daerah Provinsi Lampung merupakan perkiraan
yang terukur dan memiliki kepastian serta dasar hukum yang jelas. Kebijakan
tersebut diarahkan pada upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor
Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Transfer dalam rangka mendukung
pembangunan daerah dengan optimalisasi pemanfaatan sumber-sumber
pendapatan dan aset-aset pemerintah daerah.

Momentum pemulihan ekonomi Indonesia tahun 2022 dan berlanjut
pada tahun 2023 menjadi landasan kuat untuk mendorong akselerasi ekonomi
pada tahun 2024. Akselerasi tersebut didorong oleh agenda transformasi
ekonomi Indonesia pascapandemi COVID-19 melalui peningkatan
produktivitas di seluruh sektor ekonomi, penguatan pemulihan sosial, dan
transisi menuju ekonomi hijau untuk mencapai pembangunan yang inklusif
dan berkelanjutan. Upaya akselerasi pertumbuhan ekonomi diarahkan untuk
mulai mengembalikan dan mengangkat trajectory pertumbuhan ekonomi ke
tingkat yang lebih baik.

Proses pemulihan ekonomi global dan domestik secara umum akan
berdampak pada kinerja keuangan daerah terutama dari sisi penerimaan.
Pada sektor pendapatan daerah, reformasi di bidang perpajakan akan
diarahkan untuk menggali dan meningkatkan basis perpajakan serta
peningkatan strategi antara pendapatan perpajakan dan PNBP.
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Kinerja pendapatan daerah dipengaruhi oleh berbagai faktor

diantaranya pertumbuhan ekonomi, kebijakan fiskal nasional terkait dengan
dana transfer pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, kebijakan pada
harga bahan bakar minyak, perkiraan perkembangan pemasaran industri
otomotif, dan realisasi pendapatan dari tahun sebelumnya. Kinerja
pendapatan daerah Provinsi Lampung dalam tahun 2021-2023 cenderung
meningkat, hanya pada tahun 2022 mengalami penurunan sebagai dampak
terjadinya pandemi Covid-19 terhadap perekonomian secara global, nasional
dan daerah, selain itu adanya perubahan kebijakan pemerintah pusat pada
penyaluran dana BOS yang mengakibatkan pendapatan yang bersumber dari
pendapatan transfer mengalami penurunan karena alokasi transfer dana BOS
yang langsung disalurkan kepada Pemerintah Kabupaten/ Kota. Pada tahun
2023 target pendapatan daerah kembali meningkat seiring dengan
pertumbuhan ekonomi yang semakin membaik.

Sesuai dengan Peraturan Menteri PPN/Bappenas Nomor 2 Tahun 2024
tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 bahwa Kebijakan
Transfer ke Daerah pada tahun 2025 secara umum diarahkan untuk
mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi yang Inklusif dan
Berkelanjutan. Kebijakan Transfer ke Daerah, sebagai berikut :

1) Mendukung arah kebijakan RKP Tahun 2025 yaitu (a) sumber daya
manusia berdaya saing dan produktif; (b) infrastruktur untuk
peningkatan produktivitas; serta (c) pertumbuhan ekonomi yang
menciptakan lapangan kerja berkualitas, menurunkan ketimpangan, dan
penciptaan produk ramah lingkungan;

2) Mendukung penerapan kerangka pikir Kerangka Ekonomi Makro dan
Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal yang berfokus pada tiga pilar yaitu
promoting growth, pemerataan ekonomi, dan penguatan wellbeing;

3) Mengarahkan penggunaan Transfer ke Daerah untuk mendukung
Prioritas Nasional;

4) Menerapkan matching program antara kegiatan yang didanai Transfer ke
Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara maupun sumber
pendanaan lainnya, sebagai upaya memperkuat sinergi pendanaan.

Selanjutnya dalam rangka sinkronisasi antara pusat dan daerah serta
mendukung arah kebijakan yang berfokus pada prioritas dan orientasi hasil,
efisiensi belanja nonprioritas pusat dan daerah, penajaman belanja barang.
Arah kebijakan pemanfaatan Dana Alokasi Umum serta Dana Alokasi Khusus
adalah sebagai berikut :
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1) Dana Alokasi Umum, adalah sebagai berikut : (1) Kebijakan Pemenuhan

layanan dasar sesuai dengan gap capaian standar pelayanan minimal di
daerah; (2) Meningkatkan ketersediaan dan kualitas data capaian
indikator standar pelayanan minimal; (3) Melanjutkan kebijakan hold
harmless (mengharuskan pemerintah menyediakan dana penyesuaian
kepada daerah-daerah agar DAU yang diterima daerah yang bersangkutan
tidak mengalami penurunan DAU) sampai dengan tahun 2027, sesuai
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah; serta, (4) Memperkuat

sinergi kebijakan penggunaan Dana Alokasi Umum dengan program

prioritas nasional.
2) Dana Alokasi Khusus, adalah sebagai berikut :

1. Dana Alokasi Khusus Fisik, dengan arah kebijakan antara lain (a)
mendukung perkuatan layanan dasar publik dan transformasi sosial
ekonomi daerah yang meliputi bidang pendidikan, kesehatan,
infrastruktur dasar, serta perlindungan perempuan dan anak; (b)
penguatan kualitas pelaksanaan untuk mencapai dampak/outcome
yang ditargetkan, melalui penyaluran untuk percepatan pelaksanaan
secara tepat waktu; (c) menerapkan matching program antara
kegiatan yang didanai Dana Alokasi Khusus Fisik dengan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah maupun sumber pendanaan lainnya
(APBN) sebagai upaya memperkuat sinergi pendanaan melalui
sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan penganggaran; (d)
meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran, pelaksanaan,
monitoring dan evaluasi Dana Alokasi Khusus Fisik melalui
optimalisasi pemanfaatan sistem informasi; serta (e) mendukung
pemenuhan layanan dan infrastruktur dasar untuk mengurangi
kesenjangan (pemerataan) layanan publik.

2. Dana Alokasi Khusus Nonfisik, dengan arah kebijakan antara lain (a)
meningkatkan mutu layanan pada pendidikan dasar dan pendidikan
menengah dalam rangka pelaksanaan Wajib Belajar 13 Tahun serta
mendorong akselerasi penuntasan sertifikasi guru; (b) meningkatkan
kualitas pelayanan museum dan taman budaya untuk mendukung
pemajuan kebudayaan, pembelajaran berkualitas, dan manajemen
talenta nasional bidang seni budaya; (c) mempertajam fokus kegiatan
Dana Alokasi Khusus Nonfisik untuk percepatan penurunan
prevalensi stunting; serta (d) meningkatkan pelayanan kesehatan dan
pendayagunaan sumber daya manusia bidang kesehatan.
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Dalam rangka pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2025 di Provinsi Lampung
dalam pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Provinsi Lampung terus
membaik ini ditandai dengan kapasitas fiskal atau anggaran yang menjadi
indikator penyusunan perencanaan yang strategis. Menteri Dalam Negeri
dalam paparan Musrenbangnas Tahun 2024 membagi kategori daerah
berdasarkan kapasitas keuangan fiskal yaitu :

1) Kapasitas Fiskal Kuat ditandai dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
yang lebih tinggi dari pendapatan transfer pusat.

2) Kapasitas Fiskal Sedang ditandai dengan Pendapatan Asli Daerah dan
Pendapatan Transfer Pusat seimbang (Selisih antara rasio PAD terhadap
Total Pendapatan dengan rasio Pendapatan Transfer terhadap Total
Pendapatan lebih kecil dari 25%).

3) Kapasitas Fiskal Lemah (Pendapatan Daerah bergantung dengan
Pendapatan Transfer Pusat).

Grafik 3. 2 Kapasitas Fiskal Daerah APBD Provinsi TA 2024.
140,00% |_|

120,00%

100,00%

80,00%

60,00%

40,00%

20,00%

0,00%

| FISKAL KUAT | ﬂ FISKAL SEDANG l I FISKAL LEMAH I

CIPENDAPATAN ASLI DAERAH  PENDAPATAN TRANSFER

Sumber : Data 544 Daerah, SIPD, Ditjen Bina Keuangan Daerah, 2024

Berdasarkan data diatas bahwa di Sumatera ada 3 Provinsi yang termasuk
dalam Kapasitas Fiskal Kuat adalah Sumatera Utara, Riau dan Lampung.
Provinsi Lampung termasuk kedalam Kapasitas Fiskal Kuat dengan
Pendapatan Asli Daerah sebesar 59,17 persen dan Pendapatan Transfer 40,66
persen. Sesuai arahan Menteri Dalam Negeri bahwa dalam menyusun
perencanaan bagaimana APBD itu posturnya Pendapatan Asli Daerahnya
meningkat. Kuncinya dengan menghidupkan peran swasta yang dimulai
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dengan program-program untuk membuat swasta hidup dimulai dari

perizinan, kejelasan mengenai lahan RTRW, RDTR harus dikerjakan betul dan
membuat birokrasi lebih mudah. APBD hanya untuk memancing untuk swasta
bangkit sehingga PAD bisa naik sehingga pemerintah daerah buat banyak
program yang membangkitkan kesehatan dan pendidikan.

Berikut disampaikan kondisi keuangan daerah Provinsi Lampung sebagai
berikut :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Penerimaan Pajak Daerah masih menjadi penopang utama sektor
pendapatan daerah. Pada tahun anggaran 2023, realisasi penerimaan Pajak
Kendaraan Bermotor (PKB) mencapai 1,028 triliun rupiah meningkat sebesar
99,05 miliar rupiah (3,16 persen) apabila dibandingkan dengan realisasi
penerimaan tahun sebelumnya. Penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan
Bermotor (BBNKB) Tahun 2023 sebesar 660,93 miliar rupiah menurun 34,11
miliar rupiah (4,9 persen) dibandingkan penerimaan Tahun 2022 yang
sebesar 695,05 miliar rupiah. Penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan
Bermotor (PBBKB) sebesar 877,49 miliar rupiah mengalami peningkatan
70,18 miliar rupiah (10,09 persen) dibanding penerimaan Tahun 2022
sebesar 807,30 miliar rupiah.

Penerimaan Pajak Air Permukaan (PAP) pada Tahun 2023 sebesar 9,47
miliar rupiah mengalami peningkatan sebesar 2,3 miliar rupiah (33,12 persen)
dibanding penerimaan Tahun 2022 sebesar 7,12 miliar rupiah. Sementara itu
penerimaan Pajak Rokok pada tahun 2023 mengalami penurunan sebesar
30.79 miliar rupiah dari realisasi tahun 2022 sebesar 687,16 miliar rupiah
menjadi 656,36 miliar rupiah.

Retribusi Daerah merupakan pungutan daerah atas jasa atau pemberian
ijin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah
daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Realisasi penerimaan
retribusi pada Tahun 2023 sebesar 7,06 miliar rupiah mengalami peningkatan
sebesar 464,12 juta rupiah dibandingkan penerimaan Tahun 2022 sebesar
6,60 miliar rupiah. Selain retribusi, pos penerimaan lainnya yakni Pengelolaan
Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan pada Tahun 2023 juga mengalami
peningkatan dengan nilai sebesar 51,11 miliar rupiah dibandingkan realisasi
penerimaan Tahun 2022 yang sebesar 45,56 miliar atau tumbuh 12,1 persen.
Lain-lain PAD yang sah pada tahun 2023 tumbuh negatif sebesar 11,45 persen
yaitu sebesar 488,54 miliar dibanding tahun 2022 yang sebesar 499,99 miliar.
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2. Pendapatan transfer

Pendapatan transfer merupakan dana yang bersumber dari pemerintah
pusat dan pemerintah daerah lainnya. Realisasi pendapatan transfer
mengalami peningkatan dari 3,11 triliun rupiah pada Tahun 2022 menjadi
3,30 triliun rupiah pada Tahun 2023, meningkat sebesar 188,41 milyar
(6,04%).

3. Lain-lain pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah merupakan seluruh pendapatan
daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer, yang meliputi
hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah
Tahun 2021 - 2023 terutama bersumber pada pendapatan hibah dengan
realisasi pada tahun 2023 sebesar 10,91 miliar rupiah mengalami penurunan
dibandingkan realisasi tahun 2022 sebesar 39,71 miliar rupiah.

Tabel 3. 4 Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Lampung
Tahun 2021 - 2023

Jumlah (Rp.)
Uraian
2021 2022 2023
1 2 3 4
PENDAPATAN DAERAH | 7,469,469,346,029.05 | 6,836,946,972,193.71 | 6,987,319,981,739.03
PENDAPATAN ASLI 3,249,669,847,265.05 | 3,678,302,294,580.71 | 3,766,194,060,533.03
DAERAH
Pajak Daerah 2,721,138,045,704.00 | 3,126,137,885,658.00 | 3,232,821,385,715.00

Retribusi Daerah

14,664,095,996.00

6,602,045,154.00

7,066,246,737.00

Hasil Pengelolaan
Kekayaan Daerah Yang
Dipisahkan

33,335,927,752.08

45.568.658.794,74

51,110,035,229.39

Lain-Lain Pendapatan
Asli Daerah yang Sah

480,531,777,812.97

499,993,704,973.97

475,196,392,851.64

PENDAPATAN
TRANSFER

4,209,156,682,009.00

3,118,930,589,890.00

3,210,209,160,206.00

Dana Bagi Hasil Pajak

183,140,967,609.00

151,118,931,842.00

113,149,097,214.00

Dana Bagi Hasil Sumber
Daya Alam

42,401,390,658.00

102,319,151,202.00

92,480,749,140.00

Dana Alokasi Umum

1,726,296,248,000.00

1.719.175.460.727,00

1,801,100,499,930.00

Dana Alokasi Khusus
(fisik)

Dana Alokasi Khusus
(non fisik)

2,232,553,876,742.00

1,126,520,832,623.00

1,109,218,409,720.00

Dana Insentif Daerah

17,389,748,000.00

1.441.174.000,00

62,061,396,000.00
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Jumlah (Rp.)
Uraian
2021 2022 2023
1 2 3 4
Dana Penyesuaian
Pendapatan Bagi Hasil
Lainnya
LAIN-LAIN
PENDAPATAN DAERAH 10,642,816,755.00 39,714,087,723.00 10.916.761.000,00
YANG SAH
Pendapatan Hibah 10,565,423,805.00 39,714,087,723.00 10,916,761,000.00
Lain lain pendapatan 77,392,950.00

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung, 2024

Mendasarkan pada asumsi proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun 2025

sebesar 4,9 - 5,3 persen, mempertimbangkan kondisi realisasi tahun 2021-

2023, dan kebijakan pemerintah pusat terkait dana transfer ke daerah, maka

pendapatan daerah Provinsi Lampung Tahun 2025 diproyeksikan sebesar 7,

114 Triliun rupiah.

Tabel 3. 5 Proyeksi Pendapatan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2025

KODE
T URAIAN JUMLAH (Rp.)
4 PENDAPATAN DAERAH 7.114.050.629.066,21
4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 3.710.910.739.734,21
4.1.1 Pendapatan Pajak Daerah 2.817.166.899.379,00
4.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah 419.450.084.328,00
413 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah 61.148.941.374,21
Yang Dipisahkan
4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 413.144.814.653,00
4.2 PENDAPATAN TRANSFER 3.389.348.990.597,00
4.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 3.354.664.317.597,00
4.2.1.1 Dana Perimbangan 3.339.582.362.597,00
4.2.1.2 Dana Insentif Daerah (DID) 15.081.955.000,00
4.2.2 Transfer Antar Daerah 34.684.673.000,00
4.2 2.2 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemda 34.684.673.000,00
Lainnya
4.2.2.2. Bantuan Keuangan Khusus dari 34.684.673.000,00
4 Pemkab/Pemkot

4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 13.790.898.735,00
4.3.1 Pendapatan Hibah 13.790.898.735,00
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KODE
URAIAN JUMLAH (Rp.)
REKENING
Pendapatan Hibah dari
4.3.1.4 Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri/Luar -
Negeri
4.3.1.5 Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis -

Sumber : Bapenda Provinsi Lampung, 2024

3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Dengan mengoptimalkan ruang fiskal daerah, kebijakan pada sisi

Belanja Daerah tetap diarahkan untuk menjalankan fungsi stabilisasi, alokasi

dan distribusi untuk memelihara dan mendorong peningkatan taraf hidup

sosial ekonomi daerah. Disaat yang bersamaan pemerintah daerah juga

berkomitmen menindaklanjuti kebijakan mandatory dari pemerintah pusat

tentang dukungan untuk pemantapan terhadap pemulihan ekonomi pasca

pendemi Covid-19.

Belanja daerah pada tahun anggaran 2023 terserap dengan realisasi
serapan sebesar 85,5 persen dari target APBD 2023. Meskipun sudah dirasa

cukup optimal dalam penyerapan APBD Tahun 2023, masih terdapat

beberapa kendala di pelaksanaan APBD sehingga beberapa kegiatan tidak

dapat dilaksanakan atau tidak selesai dilaksanakan.

Tabel 3. 6 Realisasi Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun 2021 - 2023

Uraian

Realisasi 2021

Realisasi 2022

Realisasi 2023

Belanja Daerah

7,097,651,401,591.13

6,786,374,070,612.94

7,048,993,246,382.40

Belanja Operasi

5,151,247,340,067.92

4,407,709,739,253.61

4,628,237,542,975.71

Belanja Pegawai

1,934,758,007,514.97

1,970,940,686,655.00

2,066,144,093,644.00

Belanja Barang dan Jasa

1,506,510,161,999.83

1,816,423,482,989.79

1,972,392,255,140.04

Belanja Bunga

22.161.585.802,00

12,829,045,899.00

3,112,977,135.00

Belanja Subsidi

2,800,000,000.00

Belanja Hibah 1,682,887,389,922.12 587,127,478,959.82 570,388,618,056.67
Belanja Bantuan Sosial 4.930.194.829,00 20,389,044,750.00 13,399,599,000.00
Belanja Modal 849.692.114.832,21 1,025,325,883,958.33 | 1,207,289,357,586.99
Belanja Tidak 126.400.000,00 223,500,000.00 2,794,882,500.00
Terduga

Belanja Transfer

1.096.585.546.691,00

1,353,114,947,401.00

1,210,671,463,319.70

Sumber : BPKAD Provinsi Lampung, 2024
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Dalam rangka menghadapi adanya tantangan dalam pengelolaan

anggaran dan terjaganya kualitas belanja daerah; Pemerintah daerah juga
konsisten dalam melanjutkan kebijakan untuk mengoptimalkan anggaran
belanja melalui penetapan program dan kegiatan prioritas (money follow
program) dengan pendekatan berbasis Kkinerja; yang dilakukan dengan
memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran yang
diharapkan dari kegiatan/sub kegiatan, hasil dan manfaat yang dimanfaatkan,
dan efisiensi dalam pencapaian hasil keluaran. Langkah-langkah tersebut
ditujukan untuk memperbaiki kualitas belanja dan meningkatkan disiplin
penganggaran, sehingga dapat memberi dukungan dalam mencapai tujuan
pembangunan. Sejalan dengan pemerintah pusat, belanja daerah juga
diarahkan pada program dan kegiatan yang mendukung pencapaian proritas
daerah dan nasional.

Selaras dengan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah
yang telah ditetapkan, dan mengacu pada RKPD Provinsi Lampung, dijelaskan
bahwa tema Pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2025 adalah “SINERGI
MEMPERKUAT KAPASITAS DAN KETAHANAN EKONOMI
BERKELANJUTAN SERTA KUALITAS PEMBANGUNAN MANUSIA” dengan 7
(enam) prioritas pembangunan daerah, yaitu : 1) Reformasi Birokrasi; 2)
Peningkatan kualitas hidup SDM; 3) Pembangunan Infrastruktur; 4)
Penanggulangan kemiskinan; 5) Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan
pemerataan pembangunan; 6) Pemantapan kehidupan Masyarakat yang
aman, berbudaya dan demokratis dan 7) Peningkatan kualitas lingkungan
hidup.

Selanjutnya, teknis pembahasan dan penyusunan proyeksi Belanja

Daerah tahun 2025 dilakukan melalui beberapa langkah pokok, antara lain:

e Proyeksi Belanja Daerah didasari dari perhitungan proyeksi pendapatan
daerabh, terdiri dari : belanja pegawai diproyeksi berdasarkan perhitungan
gaji pegawai beserta tunjangan pegawai ; belanja bunga diproyeksi
berdasarakan perhitungan bunga pinjaman terhadap pokok utang Provinsi
Lampung; Belanja transfer kepada Pemerintah Kabupaten/Kota
diproyeksikan berdasarkan perhitungan pendapatan asli daerah; Belanja
tidak terduga diperhitungkan  untuk mengampu belanja standar
pelayanan minimal.

¢ Penggunaan dana fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta dari Anggaran
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Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk memenuhi kebutuhan

penyelenggaraan pendidikan.

e Penggunaan dana fungsi kesehatan dalam rangka peningkatan fungsi
kesehatan Provinsi Lampung secara konsisten dan berkesinambungan
mengalokasikan anggaran kesehatan minimal 10 persen dari total belanja
APBD di luar gaji, pembiayaan tidak hanya urusan kesehatan tetapi non
urusan kesehatan.

e Pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable
Development Goals (SDGs).

¢ Pemenuhan anggaran untuk alokasi tertentu yang telah ditetapkan dalam
peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaannya seperti
untuk peningkatan kapasitas SDM Aparatur dan peningkatan kapasitas
APIP.

o Dialokasikan untuk membiayai belanja penyelenggaraan urusan
pemerintahan lainnya untuk mendanai program-program perangkat
daerah yang menjadi kewenangan provinsi serta merupakan program
pendukung penyelenggaraan perkantoran.

Alokasi anggaran program/kegiatan ataupun sub kegiatan pada perangkat
daerah juga dipaduserasikan dengan hasil pembahasan wusulan
Pemkab/Pemkot, Pokok Pikiran DPRD, maupun usul masyarakat pada forum-
forum perencanaan dalam penyusunan RKPD Tahun 2025.

Tabel 3. 7 Proyeksi Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun 2025

KODE
REKENING URAIAN JUMLAH (Rp.)
5 BELANJA DAERAH 7.139.050.629.066,21
5.1 BELANJA OPERASI 5.364.896.299.500,91
5.1.1 Belanja Pegawai 2.396.919.427.785,08
5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 2.967.976.871.715,83
5.1.3 Belanja Bunga
5.1.4 Belanja Subsidi
5.1.5 Belanja Hibah
5.1.6 Belanja Bantuan Sosial
5 BELANJA MODAL
5.3 BELANJA TIDAK TERDUGA 31.500.000.000,00
5.4 BELANJA TRANSFER 1.455.240.740.088,00
Selisih Pendapatan dan Belanja 25.000.000.000,00

Sumber : BPKAD Provinsi Lampung, 2024
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3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Kebijakan pembiayaan terhadap kebutuhan pembangunan daerah yang
semakin meningkat akan berdampak pada kemungkinan terjadinya defisit
anggaran, Oleh karenanya, kebijakan pembiayaan daerah diarahkan pada
dukungan terciptanya anggaran yang berimbang (zero defisit),

Tabel 3. 8 Realisasi Pembiayaan Provinsi Lampung Tahun 2021-2023

Uraian Realisasi 2021 Realisasi 2022 Realisasi 2023
PEMBIAYAAN
Penerimaan Pembiayan Daerah 182,638,158,429.09 383,279,770,163.01 292,676,358,793.37
Pengeluaran Pembiayaan Daerah 171,176,332,704.00 141,176,332,704.00 105,882,243,536.00
PEMBIAYAAN NETTO 11,461,825,725.09 242,103,437,459.01 186,794,115,257.37
SISA LEBIH PEMBIAYAAN
ANGGARAN TAHUN 383,279,770,163.01 - 125,120,850,614.70
BERKENAAN (SILPA)

Sumber : BPKAD Provinsi Lampung, 2024

Kebijakan pembiayaan daerah tahun 2024 diarahkan pada penerimaan
dan pengeluaran pembiayaan daerah. Penerimaan pembiayaan daerah yang
diarahkan pada pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun
anggaran sebelumnya. Sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah
dialokasikan untuk pembentukan dana cadangan Pilkada dan penyertaan
modal dalam rangka pemenuhan kewajiban penyertaan modal BUMD yang
dikelola berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk
mencapai itu perlu dilakukan langkah-langkah antisipasi sehingga defisit
anggaran tersebut dapat ditanggulangi antara lain melalui :

Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan daerah direncanakan berasal dari Sisa Lebih
Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun lalu, akan dimanfaatkan secara efisien
bagi kegiatan yang lebih bernilai ekonomis,

Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima
kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun
anggaran berikutnya, mencakup: pembentukan dana cadangan; penyertaan
modal (investasi) pemerintah daerah; pembayaran pokok utang; dan
pemberian pinjaman daerah, Kebijakan pengeluaran pembiayaan Provinsi
Lampung adalah:
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1)  Pengeluaran pembiayaan direncanakan untuk pembayaran penyertaaan

modal investor daerah;

2) Dalam hal perhitungan penyusunan Rancangan APBD menghasilkan
SILPA Tahun Berjalan positif, pemerintah daerah harus
memanfaatkannya untuk penambahan program dan kegiatan prioritas
yang dibutuhkan, volume program dan kegiatan yang telah dianggarkan,
dan/atau pengeluaran pembiayaan,Dalam hal perhitungan SILPA Tahun
Berjalan negatif, pemerintah daerah melakukan pengurangan bahkan
penghapusan pengeluaran pembiayaan yang bukan merupakan
kewajiban daerah, pengurangan program dan kegiatan yang kurang
prioritas dan/atau pengurangan volume program dan kegiatannya;

Secara rinci, data historis realisasi serta proyeksi penerimaan dan
pengeluaran pembiayaan daerah disajikan dalam Tabel sebagai berikut:
Tabel 3. 9 Proyeksi Pembiayaan Provinsi Lampung Tahun 2025

Uraian Proyeksi Tahun 2025
PEMBIAYAAN 25.000.000.000,00
Penerimaan Pembiayan Daerah 25.000.000.000,00
Pengeluaran Pembiayaan Daerah 0
PEMBIAYAAN NETTO 25.000.000.000,00
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN 0
TAHUN BERKENAAN (SILPA)

Sumber : BPKAD Provinsi Lampung, 2024

3.2.4 Sumber Pendanaan Lainnya

Sumber pendanaan pembangunan pada Pemerintah Provinsi Lampung,
selain bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) terdapat
juga sumber pendanaan pembangunan lainnya yang diterima dari Anggaran
Pendapatan Belanja Negara (APBN), berupa Dana Dekonsentrasi dan Tugas
Pembantuan.

Tabel 3. 10 Realisasi Dana APBN Dekonsentrasi Provinsi Lampung

Tahun 2023
NAMA SATKER (KODE SATKER) DIPA REALISASI %

Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan 4,418,335,000.00 4,284,478,989.00 96.97%
Hortikultura Provinsi Lampung (690710)

Sekretariat Daerah Provinsi Lampung (129074) 1,019,577,000.00 1,016,345,663.00 99.68%
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 120,240,000.00 116,390,400.00 | 96.80%
Pintu Provinsi Lampung (129098)

Bappeda Provinsi Lampung (484124) 213,689,000.00 212,597,250.00 | 99.49%
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WY NAMA SATKER (KODE SATKER) DIPA REALISASI %
5 Inspektorat Provinsi Lampung (484125) 150,628,000.00 150,623,800.00 | 100.00%
6 Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan 11,009,871,000.00 | 10,878,399,757.00 98.81%
Hortikultura Provinsi Lampung (129065)
Dinas Perkebunan Provinsi Lampung (129072) 725,728,000.00 718,745,600.00 99.04%
8 Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan 6,693,010,000.00 6,637,112,730.00 99.16%
Hortikultura Provinsi Lampung (418020)
9 Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi 1,310,400,000.00 1,304,283,200.00 99.53%
Lampung (129024)
10 | Dinas Kesehatan Provinsi Lampung (120012) 11,455,806,000.00 | 10,696,383,375.00 | 93.37%
11 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi 527,514,000.00 523,891,280.00 | 99.31%
Lampung (129011)
12 Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung (129067) 2,697,395,000.00 2,599,204,620.00 96.36%
13 Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung 2,831,550,000.00 2,817,358,643.00 99.50%
(129036)
14 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah 458,879,000.00 457,767,894.00 | 99.76%
Provinsi Lampung (120010)
15 Bappeda Provinsi Lampung (120022) 1,163,594,000.00 1,140,756,118.00 | 98.04%
16 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung 351,971,000.00 350,342,000.00 | 99.54%
(120063)
17 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 298,997,000.00 295,779,756.00 98.92%
Pintu Provinsi Lampung (120020)
18 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi 758,651,000.00 722,698,076.00 95.26%
Lampung (129069)
19 Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Lampung 2,176,000,000.00 2,165,141,100.00 99.50%
(120067)
JUMLAH DANA DEKONSENTRASI | 48,381,835,000.00 | 47,088,300,251.00 | 97.33%
Tabel 3. 11 Realisasi Dana APBN Tugas Pembantuan Provinsi Lampung
Tahun 2023
NO NAMA SATKER (KODE SATKER) DIPA REALISASI %
1 Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan Dan 39,448,204,000.00 39,062,686,933.00 99.02%
Hortikultura Provinsi Lampung (129113)
2 Dinas Perkebunan Provinsi Lampung (129114) 2,890,682,000.00 2,799,145,156.00 96.83%
3 Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Provinsi 59,493,097,000.00 59,148,830,711.00 99.42%
Lampung (129115)
4 Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan Dan 3,005,759,000.00 2,984,953,726.00 99.31%
Hortikultura Provinsi Lampung (129119)
5 Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Provinsi 359,680,000.00 357,760,600.00 99.47%
Lampung (129120)
Dinas Perkebunan Provinsi Lampung (129121) 366,400,000.00 346,550,700.00 94.58%
7 Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Lampung 507,100,000.00 506,707,000.00 99.92%
(129123)
8 Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi 30,728,304,000.00 30,340,737,233.00 98.74%
Lampung (129218)
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NAMA SATKER (KODE SATKER) DIPA REALISASI %
Dinas Bina Marga Dan Bina Konstruksi Provinsi 166,907,014,000.00 166,901,441,020.00 100.00%
Lampung (129236)
Dinas Pariwisata Provinsi Lampung (640037) 1,380,000,000.00 1,367,198,250.00 99.07%
Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Kota 1,728,735,000.00 1,618,022,497.00 93.60%
Bandar Lampung (125105)
Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa Dan 2,166,596,000.00 2,161,706,782.00 99.77%
Transmigrasi Provinsi Lampung (350183)
Dinas Koperasi Dan Ukm, Perindustrian, 15,730,000.00 14,560,000.00 92.56%
Perdagangan Dan Pengelolaan Pasar Kabupaten
Tanggamus (120645)
Dinas Koperasi, Ukm Dan Perdagangan Kab. Pesisir 3,000,000,000.00 2,953,428,061.00 98.45%
Barat (403728)
0,
JUMLAH DANA TUGAS PEMBANTUAN 311,997,301,000.00 310,563,728,669.3 99.54%

Realiasasi Dana Dekonsentrasi Provinsi Lampung Tahun 2023 pada triwuLan
IV sebesar 97,33 %, sedangkan realiasasi Tugas Pembantuan Provinsi
Lampung Tahun 2023 pada triwuLan IV sebesar 99,55 %. Dana Dekonsentrasi
ini tersebar pada Perangkat Daerah Provinsi Lampung dengan jumlah 19 kode
Satker, sedangkan Tugas pembantuan ini tersebar pada Perangkat Daerah
Provinsi Lampung dan Dinas Koperasi di 3 kabupaten dengan jumlah 14 kode
Satker.

Tabel 3. 12 Alokasi Dana APBN (Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan)
Provinsi Lampung Tahun 2024

No Perangkat Daerah DK/TP Pagu

1 | Bappeda Provinsi Lampung Dekonsentrasi 1,507,667,000.00

) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Dekonsentrasi 106,000,000.00
Lampung

3 Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Dekonsentrasi 7,223,932,000.00
Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman

4 | Pangan dan Hortikultura Provinsi Dekonsentrasi 15,497,487,000.00
Lampung
Dinas K i dan Usaha Mikro Kecil d

5 111as Boperast ) ar.1 safia Mikro Rectl dan Dekonsentrasi 650,305,000.00
Menengah Provinsi Lampung

6 Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Dekonsentrasi 2,000,000,000.00
Lampung

7 Dinas Penanam.an Modal.da.n Pelayanan Dekonsentrasi 437.348,000.00
Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung
Dinas Perindustrian dan Perdagangan )

8 L Dekonsentrasi 481,423,000.00
Provinsi Lampung

9 | Dinas Perkebunan Provinsi Lampung Dekonsentrasi 657,600,000.00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan )

10 L Dekonsentrasi 298,993,000.00
Provinsi Lampung

. l-28

RKPD PROVINSI LAMPUNG Tahun 2025



No Perangkat Daerah DK/TP Pagu
17 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dekonsentrasi 383,913,000.00
Provinsi Lampung
12 | Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung Dekonsentrasi 3,096,108,000.00
13 | Inspektorat Provinsi Lampung Dekonsentrasi 166,148,000.00
14 | Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Dekonsentrasi 1,392,278,000.00
Dinas Bina M Bina K Ksi T
15 1na§ %na arga dan Bina Konstruksi ugas 11,689,876,000.00
Provinsi Lampung Pembantuan
Dinas Kel Perik Provinsi T
16 inas Kelautan dan Perikanan Provinsi ugas 3.465,119,000.00
Lampung Pembantuan
Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Tugas
17 | Pangan dan Hortikultura Provinsi & 202,945,389,000.00
Pembantuan
Lampung
. - . Tugas
18 | Dinas Pariwisata Provinsi Lampung 1,430,000,000.00
Pembantuan
Dinas P M kat, D T
19 inas emb.erda)faan .asyara at, Desa ugas 756.397,000.00
dan Transmigrasi Provinsi Lampung Pembantuan
Dinas P lol Daya Ai T
20 1na.s c.enge olaan Sumber Daya Air ugas 30,679,664,000.00
Provinsi Lampung Pembantuan
. . . - Tugas
21 | Dinas Perindustrian Provinsi Lampung 1,212,120,000.00
Pembantuan
. o Tugas
22 | Dinas Perkebunan Provinsi Lampung 4,350,007,000.00
Pembantuan
93 Dina.s Pt.eternakan dan Kesehatan Hewan Tugas 10,646,902,000.00
Provinsi Lampung Pembantuan
JUMLAH 301.074.676.000,00

Sumber : Bappeda, 2024

Mulai Tahun 2023 bidang Infrastruktur sesuai dengan arahan Presiden
menjadi salah satu prioritas yang dianggarkan dalam APBN. Berkenaan hal
tersebut telah diterbitnya Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2023 tentang
Percepatan Peningkatan Konektivitas jalan Daerah. Kepala Daerah dapat
mengusulkan ruas jalan dan jembatan yang akan diajukan perbaikan, dalam
rangka percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah untuk memberikan
manfaat maksimal dalam mendorong perekonomian nasional maupun daerah,
menurunkan biaya logistik nasional, menghubungkan dan mengintegrasikan
dengan sentra-sentra ekonomi, dan membantu pemerataan kondisi jalan yang
mantap sebagai upaya mendukung pencapaian target Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional.

Usulan provinsi dan kabupaten/kota di Provinsi Lampung sedang dalam
proses penajaman sesuai dengan kriteria dalam intruksi presiden tersebut.
Diharapkan pelaksanaan dari instruksi presiden ini dapat meningkatkan
perekonomian dan pemerataan kondisi jalan mantap.
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Selain itu, Provinsi Lampung telah menginisiasi sumber pembiayaan

diluar APBD dengan pemanfaatan program tanggung jawab sosial perusahaan
atau Corporate Social Responsibility (CSR) yang dapat bermanfaat dan
berkontribusi guna memberdayakan masyarakat. Pemanfaatan CSR adalah
bentuk sinkronisasi dan peningkatan kerjasama pembangunan daerah dan
dunia usaha sehingga swasta dapat berpartisipasi aktif dalam pembangunan
serta diharapkan dapat memperkuat atau meningkatakan akumulasi modal
sosial dan mengurangi potensi konflik.
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BAB IV
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
TAHUN 2025

Tahun 2025 menjadi tahapan pembangunan jangka menengah pertama
dalam mencapai sasaran visi Indonesia Emas 2045. RKPD 2025 sebagai
dokumen perencanaan pada masa transisi antara RPJPD 2005-2025 dengan
RPJPD 2025-2045, sekaligus penjabaran awal dari Rancangan Akhir RPJPD
2025-2045 dan RPJMD Teknokratik 2025-2029. Visi “Lampung SMART
2045: Sejahtera, maju, Merata dan Berkelanjutan”, untuk mewujudkannya
diperlukan dasar-dasar transformasi yang kuat. Tahapan pembangunan
2025-2029 sangat strategis untuk meletakkan dasar-dasar transformasi dan
bahkan menjadi basis untuk tingkat pertumbuhan pada tahapan berikutnya,
karena itu, RKPD 2025 difokuskan pada penguatan fondasi transformasi.

Pembangunan daerah Provinsi Lampung tahun 2025 diarahkan untuk
menjabarkan dan melaksanakan sasaran setiap tujuan dan sasaran
pembangunan Lampung Tahun 2025-2026 sebagaimana yang termuat dalam
dokumen RPD Provinsi Lampung Tahun 2025-2026. Pencapaian target
sasaran pembangunan diindikasikan dengan sejumlah indikator Kkinerja
makro dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerabh.

Dalam rangka memperkuat sinergi dan pencapaian visi, misi, tujuan dan
sasaran pembangunan daerah maupun nasional maka diperlukan
kesinambungan perencanaan pembangunan. Perencanaan tahunan yang
tertuang dalam RKPD Provinsi Lampung Tahun 2025 disusun dengan
mencermati capaian pembangunan daerah pada tahun sebelumnya serta
mempertimbangkan permasalahan maupun tantangan yang diperkirakan
terjadi pada tahun perencanaan, termasuk proyeksi kerangka ekonomi
maupun kerangka pendanaan pembangunan daerah.

Disatu sisi, dalam rangka menjaga konsistensi dan sinergi pencapaian
target sasaran pembangunan daerah dan nasional, prioritas pembangunan
Provinsi Lampung Tahun 2025 juga diarahkan pada dukungan terhadap
pencapaian sasaran pembangunan dalam RPJPN 2025-2045, teknokratis
RPJMN 2025-2029 dan RKP Tahun 2025 serta program strategis nasional yang
ditetapkan oleh pemerintah pusat. Disisi yang lain, penyusunan RKPD Tahun
2025 juga memperhatikan kewenangan pemerintah daerah sebagaimana
diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah.
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Perpaduan dari berbagai tinjauan tersebut selanjutnya dituangkan
menjadi sasaran dan prioritas pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2025.

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah

Dalam rangka perencanaan dan penganggaran berbasis Kkinerja,
penjabaran tujuan dimaksudkan untuk merumuskan apa yang akan dicapai
dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun, sedangkan penjabaran ke
dalam sasaran dimaksudkan untuk mengindikasikan hasil yang lebih nyata,
dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih
pendek dari tujuan. Penjabaran ke dalam tujuan dan sasaran akan lebih
memudahkan pengukuran kinerja.

Berikut disajikan tujuan dan sasaran pembangunan Provinsi Lampung
tahun 2025 sesuai dengan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah tahun
2025-2026 sebagai berikut:
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Tabel 4. 1 Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2025-2026

No. Tujuan Indikator Tujuan Sasaran Indikator Sasaran
1 Peningkatan Pertumbuhan 1  LajuPertumbuhan Ekonomi Meningkatnya Pertumbuhan 1 LPE Sektor Pertanian
Ekonomi dan Pemerataan Ekonomi Sektor Unggulan
Pembangunan
2 LPE Sektor Industri
3 LPE Sektor Perdagangan
4 LPE Sektor Pariwisata
Meningkatnya Penyerapan 5 Tingkat Pengangguran
Tenaga Kerja Terbuka
Meningkatnya Iklim Investasi 6 Pertumbuhan PMTB
dan Usaha
2 Indeks Gini Meningkatnya daya beli 7 Pengeluaran per kapita/th
masyarakat
8 Inflasi
2 Meningkatkan Kualitas 3  Indeks Pembangunan Meningkatnya Derajat 9 Angka Harapan Hidup
Sumber Daya Manusia Manusia Kesehatan Masyarakat
10 Prevalensi Stunting
Meningkatnya  Aksesibilitas 11 Rata-rata Lama Sekolah
Dan Kualitas Pendidikan
12 Harapan Lama Sekolah
Meningkatnya Pemenuhan 13 Indeks Perlindungan Anak

Hak Dan Perlindungan Anak
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No. Tujuan Indikator Tujuan Sasaran Indikator Sasaran
8 Meningkatnya Budaya Gemar 14 Indeks Pembangunan Literasi
Membaca di Masyarakat Masyarakat
9 Meningkatnya Peran Serta 15 Indeks Pembangunan Pemuda
Pemuda Dalam Pembangunan
10 Meningkatnya 16 Indeks Ketimpangan Gender
pengarusutamaan gender
3 Menurunkan Angka 4  Persentase Angka 11 Pengembangansektor UMKM 16 UMKM naik kelas
Kemiskinan Kemiskinan
12 Menurunnya wilayah kantong 17 Persentase status desa
kemiskinan mandiri
13 Meningkatnya kualitas 18 Persentase Masyarakat miskin
jaminan sosial bagi yang memiliki jaminan sosial
Masyarakat miskin
4 Meningkatkan 5 Tingkat Infrastruktur Dasar 14 Meningkatkan Kualitas Jalan 19 Tingkat Kondisi Kemantapan
Pembangunan Infrastruktur Wilayah Jalan Provinsi
dan Lingkungan Hidup yang
Berkelanjutan
15 Meningkatnya  Konektivitas 20 Rasio Konektivitas Angkutan
Transportasi Umum
16 Meningkatnya Ketahanan 21 Persentase EBT dalam Bauran
Energi Energi
17 Menguatnya Kualitas Jaringan 22 Persentase Luas Daerah Irigasi
Irigasi dalam kondisi baik
18 Meningkatnya Permukiman 28 Persentase Permukiman Layak
Layak Huni Huni
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No. Tujuan Indikator Tujuan Sasaran Indikator Sasaran
6 Persentase penurunan 19 Meningkatnya kualitas 29 Indek Kualitas Lingkungan
Emisi Gas Rumah Kaca lingkungan hidup Hidup

20 Meningkatnya Mitigasi, 30 Indeks Resiko bencana
Kesiapsiagaan, dan
Tanggap Darurat
Bencana

5 Meningkatkan 7  Indeks Reformasi Birokrasi 21 Meningkatnya Kualitas 31 Opini BPK
Penyelenggaraan Reformasi Pengelolaan Keuangan Daerah
Birokrasi

22 Meningkatnya sistem 32 Maturitas SPIP
pengendalian intern
pemerintah

23 Meningkatnya Akuntabilitas 33 Nilai SAKIP
Kinerja Instansi Pemerintah

24 Meningkatnya Pelayanan 34 Indeks Pelayanan Publik
Publik Prima

25 Meningkatnya Kualitas 36 Indeks SPBE
Implementasi Sistem
Pemerintah Berbasis
Elektronik

26 Meningkatnya Kualitas 38 Digitalisasi Arsip
Pengelolaan Arsip Digital

27 Meningkatnya Penguatan 39 Indeks Sistem Merit

Implementasi Sistem Merit
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No. Tujuan Indikator Tujuan Sasaran Indikator Sasaran
6 Memantapkan Kehidupan 8 Indek DemokrasiIndonesia 28 Meningkatnya Kerukunan 40 Indeks Kerukunan Umat
masyarakat Lampung yang Umat Beragama Bergama
religius, aman, berbudaya
dan demokratis
29 Meningkatnya Kehidupan 41 Indeks Pembangunan
Masyarakat yang Berbudaya kebudayaan
30 Meningkatnya stabilitas dan 43 Indek Kewaspadaan dini

keamanan daerah
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Tabel 4. 2 Tujuan Sasaran Indikator Target Dalam Pencapaian RPD Provinsi Lampung Tahun 2025-2026

. Indikator Kondisi Target Pembangunan Kondisi Akhir
No. Tujuan Sasaran Tujuan/Sasaran Awal (2022) o N (2026)
1  Peningkatan Pertumbuhan Laju  Pertumbuhan 4,28 4.9-5.3 5.0-5.4 5.0-5.4
Ekonomi dan Pemerataan Ekonomi
Pembangunan Indeks Gini 0,313 0.28-0.29 0.27-0.29 0.27-0.29
Meningkatnya Pertumbuhan LPE Sektor Pertanian 2,02 1,78 - 2,20 2,0-25 2,0-2,5
Ekonomi Sektor Unggulan (%)
LPE Sektor Industri 0,47 2,50- 4,75 3,2-513 3,2-513
Pengolahan (%)
LPE Sektor 15,35 6,31- 8,99 6,52- 10,06 6,52- 10,06
Perdagangan (%)
LPE Sektor Pariwisata 2,51 2,5 2,7 2,7
Meningkatnya  Penyerapan Tingkat 4,52 3.8-3.5 3.7-3.4 3.7-3.4
Tenaga Kerja Pengangguran
Terbuka (%)
Meningkatnya Iklim Investasi Pertumbuhan PMTB 2,38 2,9-5,6 2,1-6,4 2,1-6,4
dan Usaha (%)
Meningkatnya daya  beli Pengeluaran per 10,336 13-14 14 -15 14 -15
masyarakat kapita/th
Inflasi 5,51 1.5-3.5 1.5-3.5 1.5-3.5
2  Meningkatkan Kualitas Indeks Pembangunan 70,45 71,59 71,97 71,97
Sumber Daya Manusia Manusia
Meningkatnya Derajat Angka Harapan Hidup
Kesehatan Masyarakat (tahun) 70,99 71,5 71,67 71,67
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. Indikator Kondisi Target Pembangunan Kondisi Akhir
No. Tujuan Sasaran Tujuan/Sasaran Awal (2022) o NI (2026)
?(;Svalenm Stunting 15,2 10,00 9,00 9,00
6  Meningkatnya  Aksesibilitas Rata-rata Lama 8,18 8,36 8,42 8,42
Dan Kualitas Pendidikan Sekolah (tahun)
Harapan Lama 12,74 12,86 12,90 12,90
Sekolah (tahun)
7 Meningkatnya Pemenuhan Indeks Perlindungan 61,61 69,8 70,1 70,1
Hak dan Perlindungan Anak Anak
8  Meningkatnya Budaya Gemar Indeks Pembangunan 64.48 68.93 70.64 70.64
Membaca di Masyarakat Literasi Masyarakat
9  Meningkatnya Peran Serta Indeks Pembangunan 53.00 56.99 58.32 58.32
Pemuda Dalam Pembangunan Pemuda
10 Meningkatnya Indeks Ketimpangan 68,24 69,08 69,36 69,36
pengarusutamaan gender Gender
3  Menurunkan Angka Persentase Angka 11,57 9.5-10 9.25-9.75 9.25-9.75
Kemiskinan Kemiskinan
11  Meningkatnya pendapatan Persentase - 0,39 0,39 1,56
Masyarakat miskin Masyarakat  miskin
yang meningkat
pendapatannya (%)
12 Pengembangan Sektor UMKM naik kelas 3.334 6.334 7.334 7.334
koperasi dan UMKM (unit)
13 Menurunnya wilayah kantong Persentase status 7.4 9,85 11,08 11,08
kemiskinan desa mandiri (IDM)
RKPD PROVINSI LAMPUNG Tahun 2025 . V-8



. Indikator Kondisi Target Pembangunan Kondisi Akhir
No. Tujuan Sasaran Tujuan/Sasaran Awal (2022) o NI (2026)
14 Meningkatnya kualitas Persentase 86,08 100 100 100
jaminan sosial bagi Masyarakat  miskin
Masyarakat miskin yang memiliki
jaminan social (%)
4  Meningkatkan Tingkat Pelayanan - 74,9 75,9 75,9
Pembangunan Infrastruktur Wilayah
Infrastruktur dan
Lingkungan Hidup yang
Berkelanjutan
15 Meningkatkan Kualitas Jalan Tingkat Kondisi 76.85 78 79 79
Kemantapan Jalan
Provinsi (%)
16 Meningkatnya Konektivitas Rasio Konektivitas 0.68 0,50 0,55 0,55
Transportasi Angkutan Umum
17 Meningkatnya Ketahanan Persentase EBT dalam 33,42 36,2 36,6 36,6
Energi Bauran Energi (%)
18 Meningkatnya Kapasitas Persentase 15 35 39 39
Jaringan Sumber Daya Air Peningkatan  Fungsi
Infrastruktur Sumber
Daya Air (%)
19 Meningkatnya infrastruktur Tingkat Infrastruktur 85.62 94.83 96.83 96.83
dasar wilayah Dasar Wilayah (%)
Persentase 12,84 13 13.25 13.25
penurunan Emisi Gas
Rumah Kaca
20  Meningkatnya kualitas Indek Kualitas 69,10 69,93 70,35 70,35
lingkungan hidup Lingkungan Hidup
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. Indikator Kondisi Target Pembangunan Kondisi Akhir
No. Tujuan Sasaran Tujuan/Sasaran Awal (2022) o NI (2026)
21  Meningkatnya Mitigasi, Indeks Resiko 142,55 141,85 141,15 141,15
Kesiapsiagaan, dan bencana
Tanggap Darurat
Bencana
5 Meningkatkan Indeks Reformasi CcC BB BB BB
Penyelenggaraan Birokrasi
Reformasi Birokrasi
22 Meningkatnya Kualitas Opini BPK WTP WTP WTP WTP
Pengelolaan Keuangan Daerah
23 Meningkatnya sistem Maturitas SPIP 3,19 3,25 3,27 3,27
pengendalian intern
pemerintah
24  Meningkatnya Akuntabilitas Nilai SAKIP B BB BB BB
Kinerja Instansi Pemerintah
25 Meningkatnya Pelayanan Indeks Pelayanan A- A- A A
Publik Prima Publik
26  Meningkatnya Kualitas Indeks SPBE 3,37 (BAIK) 3,6 (SANGAT 3,7 (SANGAT 3,7 (SANGAT
Implementasi Sistem BAIK) BAIK) BAIK)
Pemerintah Berbasis
Elektronik
28 Meningkatnya Penguatan Indeks Sistem Merit 258.5 295 306 306
Implementasi Sistem Merit
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. Indikator Kondisi Target Pembangunan Kondisi Akhir
No. Tujuan Sasaran Tujuan/Sasaran Awal (2022) o NI (2026)
29 Meningkatnya Capaian SPM Nilai Skor SPM 84.1 92 93 93
6 Memantapkan Kehidupan Indeks Demokrasi 80,18 79.26 - 82.61 80-83 92,18
masyrakat Lampung yang Indonesia
religius, aman, berbudaya
dan demokratis
30 Meningkatnya Kerukunan Indeks Kerukunan 71,07 74,13 75,15 75,15
Umat Beragama Umat Bergama
31 Meningkatnya Kehidupan Indeks Pembangunan 55.71 5791 59.01 59.01
masyarakat yang berbudaya kebudayaan
32 Meningkatnya stabilitas dan Indeks kewaspadaan 90,89 (2023) 91.89 92.39 92.39

keamanan daerah

dini
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Tabel 4. 3 Tujuan, Sasaran dan Strategi Pembangunan

TUJUAN SASARAN STRATEGI
Peningkatan Pertumbuhan 1 Meningkatnya Pertumbuhan | Meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan melalui kegiatan produktif
Ekonomi dan Pemerataan Ekonomi Sektor Unggulan berbasis pertanian
Pembangunan Meningkatkan produksi dan produktivas dan nilai tambah komoditi pertanian

Meningkatkan produktivitas ternak melalui peningkatan kualitas genetik
ternak; penyediaan benih ternak berSNI; penyediaan pakan berkualitas;
penyediaan alat, mesin, dan teknologi peternakan.

Meningkatkan produktivitas ternak melalui pembangunan/rehabilitasi
prasarana peternakan yang sesuai kebutuhan

Melakukan pengendalian kesehatan hewan melalui pengobatan, pemberian
vitamin, dan vaksinasi pada hewan; pelaksanaan biosecurity pada kandang;
pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan dan produk hewan; serta
pengawasan obat hewan.

Menjamin kualitas dan kuantitas faktor - faktor produksi

Meningkatkan kualitas produk

Melakukan perluasan pasar dalam dan luar negeri

Pengembangan promosi dan pemasaran pariwisata guna mendukung
meningkatnya kunjungan wisatawan

Mengembangkan dan mendorong Kab/Kota untuk membangun Daya Tarik
Wisata (DTW) berbasis agrowisata dan ekowisata, serta pengembangan
ekonomi kreatif daerah sehingga mampu meningkatkan lama tinggal dan
pengeluaran wisatawan.

Peningkatan produktifitas penangkapan dan kualitas hasil tangkapan.

Pengelolaan Sumber Daya Perikanan yang berkelanjutan

Meningkatkan produktifitas dan daya saing usaha perikanan
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TUJUAN SASARAN STRATEGI

Memperluas pasar melalui kemitraan dan jaringan serta mendorong produk
olahan hasil perikanan.

Penerapan blue ekonomi dan pembangunan berketahanan iklim sektor
kelautan dan perikanan.
Meningkatkan produksi hasil perkebunan yang berkelanjutan

Optimasi peningkatan mutu, daya saing produk perkebunan dengan
penerapan GMP
Pengembangan komoditas berdasarkan kawasan sentra

Pengembangan kelembagaan dan kemitraan usaha perkebunan

Pengembangan sumber daya manusia (SDM), aparatur, petugas, dan petani
pekebun
Peningkatan daya dukung sarana dan prasarana dan inovasi teknologi

Meningkatkan kinerja agribisnis perkebunan

2 Meningkatnya Penyerapan | Penyediaan latihan kerja, sertifikasi kompetensi, serta program magang

Tenaga Kerja Meningkatkan daya saing tenaga kerja dengan pelatihan vokasi

Meningkatkan kompetensi tenaga instruktur dan tenaga kepelatihan

Meningkatkan Produktvitas Tenaga Kerja

Meningkatkan sarana dan prasarana pelatihan

3 Meningkatnya Iklim Investasi | Mengembangkan Potensi dan Peluang Investasi
dan Usaha

Memberikan Kemudahan Investasi di Provinsi Lampung

Mengingkatkan Efektivitas Strategi dan Upaya Promosi Investasi

Menciptakan Iklim Investasi dan Iklim Usaha yang kondusif melalui
Pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal
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TUJUAN SASARAN STRATEGI

Meningkatkan Jumlah Perusahaan yang dapat memenuhi kewajiban
melaporkan LKPM

Melaksanakan Penyusunan Regulasi Teknis Pelaksanaan Pengelolaan
Perizinan Berusaha dan Peningkatan Mutu Pelayanan dalam rangka
meningkatkan kepuasan layanan

Mengembangkan layanan berbasis digital melalui Pengembangan Sistem
Teknologi Informasi, Penyiapan Sarana Jaringan dan Infrastruktur Secara
Online dan penyediaan sarana dan prasarana teknologi informasi

4 Meningkatnya  daya  beli | Meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan melalui kegiatan produktif
masyarakat berbasis pertanian

Meningkatkan Kualitas Koperasi Binaan

Meningkatkan Akses UMKM terhadap Pemasaran Digital

Stabilisasi harga barang pokok

2 Meningkatkan Kualitas 5 Meningkatnya Derajat | Penguatan sumber daya kesehatan
Sumber Daya Manusia Kesehatan Masyarakat Meningkatkan pelayanan kesehatan

Meningkatkan perilaku hidup sehat

Meningkatkan upaya kesehatan masyarakat

Meningkatkan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit

Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan Jiwa

Mengembangkan Layanan Non Jiwa untuk menunjang pelayanan Kesehatan
Jiwa
Mengembangan Sumber Daya Manusia

Mengembangkan Infrastruktur dan Teknologi

Pengurangan Stigma dan meningkatkan Kesadaran masyarakat tentang
kesehatan jiwa
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TUJUAN SASARAN STRATEGI
Meningkatkan Kolaborasi dengan Instansi terkait
Mengembangkan Riset dan Inovasi terkait kesehatan jiwa
Pemenuhan standar pelayanan prima
Penguatan pelaksanaan Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA) dari semua
sektor
Meningkatkan pembinaan, pendampingan, pengawasan penyelenggaran KLA
6 Meningkatnya  Aksesibilitas | Peningkatan Capaian Literasi dan Numerasi
dan Kualitas Pendidikan Peningkatan Penyerapan lulusan SMK
Peningkatan Kualitas Pendidikan
Peningkatan Aksesibilitas Pendidikan
7 Meningkatnya Pemenuhan Hak | Komitmen bersama untuk kepala daerah dalam mendukung pemenuhan Hak
Dan Perlindungan Anak Anak dan perlindungan Khusus anak di daerah
Peningkatkan publikasi tentang PPPA /Isu terkini PPPA kepada masyarakat
Kabupaten/Kota
Meningkatkan Penyebarluasan informasi tentang buruknya pernikahan di
bawah umur
8 Meningkatnya Budaya Gemar | Meningkatkan minat baca dan pengembangan perpustakaan daerah
Membaca di Masyarakat
9 Meningkatnya Peran Serta | Meningkatkan Keterampilan dan Kreatifitas serta Peran Aktif Pemuda dalam
Pemuda Dalam Pembangunan | Organisasi.
Meningkatkan Prestasi olahraga melalui Program Pembibitan dan Pembinaan
Atlet pelajar berbasis IPTEK
10 Meningkatnya Peningkatan  pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan

pengarusutamaan gender

pemberdayaan perempuan di berbagai bidang pembangunan

RKPD PROVINSI LAMPUNG Tahun 2025

IV -15




TUJUAN SASARAN STRATEGI
Peningkatan produktivitas ekonomi perempuan
3 Menurunkan Angka 11 Meningkatnya pendapatan | Mengembangkan kebijakan pendidikan dan pelatihan tenaga kerja
Kemiskinan Masyarakat miskin
12 Pengembangan sektor UMKM | Meningkatkan kompetensi SDM UMKM
Meningkatkan Kretifitas, pemasaran dan daya saing pelaku usaha
Meningkatkan kualitas Managemen UMKM dan Sumber daya manusia pelaku
UMKM
Meningkatnya kualitas Tata Kelola Organiasi, kelembagaan, daya saing usaha
serta kepatuhan koperasi dalam mentaati aturan perkoperasian
Meningkatnya kepatuhan koperasi dalam mentaati aturan perkoperasian dan
kesehatan Koperasi
Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan tata kelola koperasi,
Penguatan kelembagaan usaha melalui kemitraan dan perluasan akses
pemasaran, Fasilitasi akses pembiayaan koperasi
13 Menurunnya wilayah kantong | Pengembangan Ekonomi, investasi Desa dan Perdesaan,Penguatan
kemiskinan Kelembagaan dan Pemanfaatan TTG dengan membangun tata kelola desa
menjadi organisasi modern yang berbasis kultural desa.
Pengembangan Kawasan Perdesaan serta kawasan Transmigrasi.
14 | Meningkatnya kualitas | Peningkatan penanganan PPKS difokuskan pada
jaminan sosial bagi Masyarakat | Peningkatan peran PSKS dalam penanganan PPKS.
miskin
Peningkatan Penguatan Pemahaman nilai-nilai
Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial.
15 Meningkatkan Kualitas Jalan
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TUJUAN SASARAN STRATEGI

Memperluas dan mengintegrasikan pembangunan dan pemeliharaan
infrastruktur transportasi untuk memperkuat konektivitas internal guna
menumbuhkan ekonomi daerah dan pengembangan wilayah secara merata

16 Meningkatnya Konektivitas | Pengembangan Jaringan Transportasi Antar Moda Dengan Meningkatkan

Transportasi Keterpaduan Jaringan Transportasi Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota dan
Pedesaan Sebagai Penghubung Antar Pusat Produksi dan Pasar
17 Meningkatnya Ketahanan | Modernisasi dan perbaikan sarana prasarana penunjang pelayanan
Energi Pembinaan pegawai dan penyusunan software/system administrasi
perkantoran

Pemetaan zona konservasi dan pemanfaatan cekungan air tanah (CAT)

Pemetaan jaringan sumur pantau di daerah padat pengusahaan air tanah dan
industry
Penerapan kewajiban jaminan reklamasi kepada pemegang IUP operasi

Meningkatkan Pembangunan

Infrastrukt d

nirastruxtur an produksi sesuai UKL/UPL serta rencana produksi pertambangan
Lingkungan Hidup  yang Pemanfaatan potensi mineral logam

Berkelanjutan p 8

Meningkatkan Explorasi Sumber Daya,Potensi dan atau cadangan terbukti
energi, baik dari jenis fosil maupun Energi Baru Terbarukan {EBT}
Meningkatkan pemanfaatan biogas

Meningkatkan Upaya Konservasi Energi

Pengendalian dan pencegahan pencemaran lingkungan dari sektor energi

Pengembangan kemampuan pengelolaan energi

Mendorong investasi pembangkit dan jaringan energi listrik (termasuk
energi baru terbarukan).

Pembangunan infrastruktur dan pasokan tenaga listrik di Provinsi
Lampung yang aman dan ramah lingkungan

Koordinasi dan kerjasama dengan PT.PLN (Persero) selaku penyedia listrik
untuk mempercepat peningkatan rasio elektrifikasi
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TUJUAN SASARAN STRATEGI
18 Meningkatnya Kapasitas | Pendekatan Pembangunan Prasarana Sumber Daya Air yang berkelanjutan
Jaringan Sumber Daya Air dengan berpedoman pada Norma Standar Pedoman dan Manual (NSPM)

berbasis partisipasi masyarakat.

Pengembangan Pola Kerjasama Operasional Sumber Daya Air, Sistem
Informasi Sumber Daya Air.

Pembentukan dan optimalisasi fungsi Wadah Koordinasi Pengelolaan Sumber
Daya Air: TKPSDA WS (Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah
Sungai), Komisi Irigasi, dan Dewan Sumber Daya Air.

Pengelolaan dan pengembangan prasarana air baku berupa embung atau
tampungan air

Pembangunan dan pengelolaan prasarana SDA yang berkelanjutan dengan
berpedoman pada Norma Standar Pedoman dan Manual (NSPM) berbasis
partisipasi masyarakat

Peningkatan pelayanan masyarakat dengan membangun sistem informasi
SDA didukung kelembagaan dan sumber daya manusia yang handal
Peningkatan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan SDA

19 Meningkatnya Infrastruktur | Meningkatkan jumlah pembangunan prasarana dan sarana (PSU)

Dasar Wilayah Meningkatnya jumlah pembangunan PSU pada kawasan Permukiman

Meningkatkan kesesuaian pengelolaan dan pengembangan sistem
persampahan regional

Peningkatan penyediaan rumah layak huni dan menurunkan kawasan
permukiman kumuh

Pengumpulan data dasar pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Bidang
Perumahan Rakyat

Penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis SPAM

Meningkatkan penanganan rumah tangga rawan sanitasi

Meningkatkan kuantitas dan kualitas bangunan gedung dan lingkungannya
yang sesuai standar dan berkelanjutan
Meningkatkan penataan bangunan dan lingkungannya
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TUJUAN SASARAN STRATEGI
Meningkatkan pengaturan dan pemanfaatan tata ruang
Meningkatkan kesesuaian pengadaan tanah untuk kepentingan umum
Meningkatkan pengaturan dan pemanfaatan
pertanahan
Meningkatkan kesesuaian retribusi tanah dan ganti kerugian tanah sesuai
dengan aturan
20 Meningkatnya kualitas | Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup

lingkungan hidup Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim
Peningkatan Ketahanan Iklim (dilaksanakan dengan implementasi Rencana
Nasional Adaptasi Perubahan Iklim (RAN-API) pada sektor-sektor prioritas)
Penurunan emisi karbon dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang
berkelanjutan
Penguatan Kelembagaan dan Penegakan Hukum di Bidang Sumber Daya Alam
dan Lingkungan Hidup
Pemantapan dalam pengelolaan persampahan
Percepatan peningkatan nilai IKL
Peningkatan jumlah penyerapan dan pencadangan karbon (Carbon
sequestration)

21 Meningkatnya Mitigasi, | Menyediakan Informasi Rawan Bencana di Provinsi Lampung

Kesiapsiagaan, dan Menyediakan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana

E:Egis Darurat Menyediakan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
Melakukan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana

5 22 Meningkatnya Kualitas | Pelaporan keuangan dilakukan sesuai dengan Kketentuan peraturan

Pengelolaan Keuangan Daerah

perundang-undangan
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TUJUAN SASARAN STRATEGI

Perencanaan dan penganggaran belanja daerah dilakukan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku
Meningkatnya tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi kabupaten/kota

Pengintegrasian dalam pemanfaatan sistem informasi manajamen
Pengelolaan keuangan daerah baik penganggaran, pelaksanaan dan
pelaporan

Memperbaiki dan menyehatkan Pengelolaan aset-aset Pemerintah Provinsi

23 Meningkatnya sistem | Peningkatan Peran APIP dalam pelaksanaan (Assurance Activities) dan
pengendalian intern | (consulting Activities)
pemerintah

24 | Meningkatnya  Akuntabilitas | Meningkatkan kualitas birokrasi Pemerintah Daerah melalui Koordinasi,

Meningkatk

eningratxan . Kinerja Instansi Pemerintah Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang
Penyelenggaraan Reformasi S C . o
Birokrasi kelembagaan dan analisis jabatan, reformasi birokrasi dan akuntabilitas

kinerja dan tatalaksana

Penyusunan produk hukum daerah harus sesuai kewenangan.

Peningkatan peran serta masyarakat dalam penyusunan produk hukum
daerah.

Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM yang terlibat dalam penyusunan
produk hukum daerah

Pelaksanan Penyelesaian sengketa hukum dalam rangka mendukung
pemerintah dan pembangunan

Peningkatan penerapan prinsip Good Governance dalam perumusan kebijakan
membangun perekonomian daerah

Meingkatkan koordinasi dalam rangka pembinaan,pengendalian dalam
pelaksanaan pembangunan
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TUJUAN SASARAN STRATEGI

Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan
berdasarkan SOP yang tersedia

Memaksimalkan pengendalian pembangunan (pelaporan) melalui system
informasi berbasis teknologi

Pendekatan kualitas perencanaan dan monitoring pembangunan daerah
melalui penguatan koordinasi antar berbagai sektor pembangunan
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Meningkatnya keterpaduan, sinergitas dan sinkronisasi didalam pelaksanaan
fungsi kelitbangan
Penguatan diseminasi hasil - hasil riset dan inovasi

Penguatan Majelis Pertimbangan Riset Daerah sebagai lembaga perumus
kebijakan daerah berbasis riset dan inovasi

Mensinergikan seluruh aspek yang terlibat dalam peningkatan dan penerapan
inovasi daerah

25 Meningkatnya Pelayanan | Meningkatkan koordinasi, fasilitasi, pengawasan dan pembinaan pelayanan
Publik Prima pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di Kabupaten/Kota
Meningkatkan penyajian dan pemanfaatan data kependudukan yang
berkualitas

Meningkatkan sistem serta sarana prasara pemanfaatan data berbasis
teknologi informasi
Meningkatkan kualitas pelayanan internal dan eksternal secara maksimal

Meningkatkan kualitas pelayanan internal dan eksternal pada Biro
Administrasi Pimpinan
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TUJUAN SASARAN STRATEGI

Membantu Kelancaran Tugas dan Administrasi DPRD

Intensifikasi dan ekstensifikasi pengelolaan sumber-sumber Pendapatan Asli
Daerah,

Mengoptimalkan pemenuhan, kualitas dan implementasi unsur-unsur
penunjang pelayanan publik

26 | Meningkatnya Kualitas | Meningkatkan Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
Implementasi Sistem | dalam Implementasi e-government
Pemerintah Berbasis | Meningkatkan Kualifikasi Keterbukaan Informasi Badan Publik
Elektronik Meningkatkan Penyelenggaraan Data Statistik Sektoral

Meningkatkan Kematangan Keamanan Siber (Cyber Security Maturity)

27 Meningkatnya Kualitas | Meningkatkan sistem penyelenggaraan kearsipan yang efektif dan efisien.
Pengelolaan Arsip Digital

28 Meningkatnya Penguatan | Peningkatan pengembangan kompetensi aparatur dan non aparatur
Implementasi Sistem Merit Peningkatan kualitas mutu layanan pelatihan klasikal dan non klasikal

Penerapan sistem merit dalam pelaksanaan manajemen ASN

29 Meningkatnya capaian SPM Peningkatan keberhasilan sinergitas dan akuntabilitas penyelenggaraan
pemerintahan daerah

6 Memantapkan Kehidupan 30 Meningkatnya Kerukunan | Meningkatkan kesadaran dan kepatuhan hukum di masyarakat
ma.syarakat Lampung yang Umat Beragama Perumusan rekomendasi kebijakan daerah di bidang bina mental spiritual,
religius, aman, berbudaya kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar, kesejahteraan rakyat pelayanan
dan demokratis dasar

Peningkatan keberhasilan pelaksanaan kebijakan strategis bidang
kesejahteraan rakyat
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TUJUAN SASARAN STRATEGI

31 Meningkatnya Kehidupan | Pelestarian Warisan Budaya Asli Lampung
Masyarakat yang Berbudaya
32 | meningkatnya stabilitas dan | Peningkatan implementasi nilai-nilai pancasila, wawasan kebangsaan dan
keamanan daerah karakter bangsa dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia

Penguatan kebhinnekaan berbangsa dan bernegara melalui ketahanan
ekonomi, sosial, budaya dan agama

Peningkatan kewaspadaan nasional

Peningkatan kualitas sistem politik dalam negeri

Peningkatan sinergi Kemitraan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dengan
Pemerintah Daerah
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Arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2025 dengan
memperhatikan bahwa Tahun 2025 menjadi tahun awal masa transisi
perencanaan pembangunan daerah setelah berakhirnya RPJMD Tahun 2019-
2024. Untuk mengarahkan pembangunan Provinsi Lampung di tahun 2025,
maka Kkebijakan pembangunan daerah tahun 2025 diarahkan pada
Peningkatan Kkapasitas Perekonomian menuju Transformasi Ekonomi
didukung dengan Sumber Daya Manusia yang berkualitas. Prioritas
pembangunan pada tahun 2025 ditujukan untuk:

a. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif.

b. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang kompeten,
adaptif dan berbudaya untuk kemajuan dan kesejahteraan
masyarakat;

c. Peningkatan kapasitas perekonomian sebagai fondasi untuk
pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan berbasis
sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan
berkualitas;

d. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup
dalam rangka mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung;

4.2 Prioritas Pembangunan Tahun 2025
4.2.1 Tema, Sasaran dan Prioritas Pembangunan Nasional dalam RKP
2025

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 merupakan perencanaan
tahunan di masa transisi yang menjadi tahap awal pelaksanaan berbagai
agenda pembangunan untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Dengan
mempertimbangkan arahan Presiden, hasil evaluasi kinerja pembangunan
tahun 2023, evaluasi kebijakan tahun 2024, forum konsultasi publik, kerangka
ekonomi makro, isu strategis yang menjadi perhatian, serta kesinambungan
pembangunan, ditetapkan tema RKP Tahun 2025 adalah "Akselerasi
Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan"

Sasaran pembangunan tahun 2025 diarahkan untuk meningkatkan
Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Modal Manusia, Nilai Tukar Petani, Nilai Tukar
Nelayan, dan menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka, Rasio Gini, Tingkat
Kemiskinan, serta Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca.

Target indikator sasaran pembangunan tahun 2025 ditunjukkan pada
infografis sebagai berikut.
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Gambar 4. 1 Target Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2025
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Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, Maret 2024,

Untuk menciptakan fondasi yang kuat dalam mengawal pencapaian
Indonesia Emas 2045, serta untuk mencapai target sasaran pembangunan
tahun 2025, ditetapkan prioritas nasional sebagai berikut.
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Gambar 4. 2 Pioritas Nasional

PRIORITAS NASIONAL 1

PRIORITAS NASIONAL 5

Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri
Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai
Tambah di Dalam Negeri.

Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak
Asasi Manusia (HAM).

PRIORITAS NASIONAL 2 PRIORITAS NASIONAL 6

Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan
Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada
Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital,
Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru.

Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk
Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan
Pemberantasan Kemiskinan.

PRIORITAS NASIONAL 3 PRIORITAS NASIONAL 7

Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan

Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Memperkuat Reformasi Politik, Hukumn, dan Birokrasi,
Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan
Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan.

Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi.

PRIORITAS NASIONAL 4

Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia
(SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan,
Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta
Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi
Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas.

PRIORITAS NASIONAL 8

Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmaonis
dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta
Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk
Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur.

Sumber: Kementerian PPN /Bappenas, 2024,

4.2.2 Arah Kebijakan Pembangunan Nasional Tahun 2025

Prioritas Nasional 1 berfokus pada upaya simultan yang ditujukan untuk
memperkokoh ideologi pancasila, penguatan demokrasi, dan penegakan hak
asasi manusia. Dalam mewujudkan sasaran pembangunan memperkokoh
ideologi Pancasila, arah kebijakan akan dilaksanakan melalui (1) penguatan
wawasan ideologi Pancasila di kalangan penyelenggara negara; (2)
pengembangan wawasan kebangsaan Indonesia sebagai masyarakat plural
melalui praktik pembelajaran multikulturalisme; dan (3) pengembangan
ekosistem teknologi informasi yang mempererat kohesivitas sosial dan
menjadikan Pancasila menjadi semakin relevan di kalangan pemuda, generasi
milenial, dan gen Z; serta diperkuat dengan (4) internalisasi ideologi Pancasila
dan konstitusi.

Prioritas Nasional 2, Untuk mengawal keberhasilan proses pemantapan
sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa
melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital,
ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
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Arah kebijakan swasembada pangan dilaksanakan melalui, (1) menjalankan
agenda reformasi agraria untuk memperbaiki kesejahteraan petani dalam arti
luas sekaligus mendukung peningkatan produksi di sektor pertanian,
perkebunan, peternakan, perikanan, kelautan dan kehutanan; (2)
memperkuat industri pupuk dalam negeri dan mempercepat pengembangan
industri pupuk bio; (3) meningkatkan produktivitas pertanian melalui
peningkatan sarana prasarana pendukung pertanian rakyat, teknologi pangan
terpadu, mekanisasi pertanian, inovasi digital (digital farming), memperbaiki
tata kelola dan rantai nilai hasil pertanian; (4) mengutamakan produksi
pangan pokok dalam negeri dan mengendalikan impor untuk menjaga
stabilitas dan kepastian harga di tingkat petani, terutama di saat panen raya;
(5) merevitalisasi lahan rusak menjadi lahan produktif untuk mendukung
kemandirian dan ketahanan pangan nasional; (6) memberdayakan dan
memperkuat peran dan fungsi Badan Pangan Nasional, Badan Urusan Logistik,
bersama Badan Usaha Milik Negara holding pangan ID Food sebagai regulator
dan produsen pangan pokok yang strategis, baik untuk peningkatan produksi
berkesinambungan, pertumbuhan ekspor, dan upaya stabilisasi harga
kebutuhan pokok dan komoditas pertanian strategis lainnya; (7) menjamin
pembiayaan untuk petani, peternak dan nelayan melalui bank, koperasi, dan
lembaga pembiayaan non-bank lainnya, termasuk start-up untuk mendukung
akses dengan mudah dan cepat dalam memperkuat struktur permodalan,
menjamin keberlangsungan usaha, pengembangan usaha, dan memperluas
cakupan asuransi untuk petani, peternak dan nelayan; (8) melanjutkan dan
menyempurnakan program kawasan sentra produksi pangan atau food estate
secara berkelanjutan, terutama untuk komoditas padi, jagung, singkong,
kedelai, dan tebu; serta (9) memastikan kedaulatan pangan berbasis protein
ikan (blue food) melalui peningkatan kualitas dan kuantitas input produksi
(antara lain benih, bibit, pupuk, pakan, dan bahan bakar minyak), sarana
prasarana produksi, sarana prasarana pascapanen, sistem rantai dingin dan
pengolahan, serta pengembangan kawasan berbasis komoditas lokal dan/atau
unggulan serta penerapan perikanan berkelanjutan (perikanan berbasis kuota
dan transformasi akuakultur) (10) meningkatkan kualitas konsumsi pangan
masyarakat melalui penganekaragaman konsumsi pangan, biofortifikasi dan
fortifikasi pangan, dan pangan lokal; (11) menjamin mutu, keamanan dan
ketelusuran pangan melalui penguatan infrastruktur pengawasan-pengujian
pangan; (12) merevitalisasi dan membangun sebagian besar hutan rusak
untuk dimanfaatkan menjadi lahan untuk aren untuk bioetanol untuk
mendukung pencapaian kedaulatan energi nasional. Diantaranya akan
ditanam pula ubi kayu, ubi jalar, sagu, sorgum, dan kelapa dengan sistem
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tumpang sari untuk tambahan pangan nasional; serta (13) memperkuat tata
kelola sistem pangan melalui penguatan satu data pangan yang terintegrasi
dengan satu data Indonesia, stabilisasi rantai pasok dan rantai nilai, serta
peningkatan pengelolaan susut dan sisa/limbah pangan. Arah kebijakan
swasembada energi dilaksanakan melalui (1) mempercepat transisi energi
dengan mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil sekaligus
menjadikan Indonesia sebagai raja energi hijau dunia (super power) dalam
bidang energi baru dan terbarukan (renewables) dan energi berbasis bahan
baku nabati (bioenergy); (2) mengembalikan tata kelola migas dan
pertambangan nasional sesuai amanat konstitusi, terutama Pasal 33 Undang-
Undang Dasar 1945; (3) memperbaiki skema insentif untuk mendorong
aktivitas temuan cadangan sumber energi baru untuk meningkatkan
ketahanan dan kedaulatan energi nasional; serta (4) mendirikan kilang
minyak bumi, pabrik etanol, serta infrastruktur terminal penerima gas dan
jaringan transmisi/distribusi gas, baik oleh Badan Usaha Milik Negara atau
swasta.

Arah kebijakan swasembada air dilaksanakan melalui (1) penyediaan
tampungan dan pasokan air berkelanjutan untuk kegiatan sosial ekonomi
produktif sebagai bagian dari pengelolaan air sehingga tidak menjadi bencana
pada saat musim hujan dan kekurangan pada saat musim kemarau; (2)
peningkatan kinerja layanan irigasi multikomoditas untuk mendukung
ketahanan pangan lokal, peningkatan produktivitas, dan swasembada pangan
yang ditempuh dengan pengembangan dan pengelolaan irigasi serta inisiasi
modernisasi irigasi; (3) pengelolaan risiko bencana daya rusak air; (4)
penyempurnaan tata kelola infrastruktur sumber daya air yang terintegrasi
dari hulu ke hilir; serta (5) revitalisasi daerah aliran sungai, menjaga
kebersihan sungai, dan sekaligus mengamankan kualitas air permukaan dari
polusi yang salah satunya bersumber dari air limbah domestik rumah tangga.
Swasembada pangan, energi, dan air dicapai melalui pembangunan yang
terintegrasi dan memprioritaskan sinergi pemanfaatan sumber daya dan
mengurangi trade off melalui pendekatan yang berkesinambungan (Food,
Energy, Water Nexus). Pendekatan konsep Food, Energy, Water Nexus
berfokus pada efektivitas pemanfaatan sumber daya pangan, energi, dan air
sehingga dapat tersedia dan diakses oleh masyarakat secara merata dan lintas
generasi. Pemahaman pendekatan tersebut menjadi krusial dalam tata kelola
sumber daya untuk mencapai pembangunan berkelanjutan dan memastikan
ketahanan dalam menghadapi perubahan iklim. Untuk mencapai pengelolaan
sumber daya melalui pendekatan Food, Energy, Water Nexus memerlukan tata
kelola lintas sektor yang baik.
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Arah Kkebijakan pengembangan ekonomi syariah dilaksanakan dalam
rangka mendorong Indonesia menjadi pusat ekonomi syariah global, melalui
(1) penguatan industri halal, diantaranya dengan peningkatan halal value
chain, penguatan promosi industri halal, dan pengembangan pariwisata
ramah muslim; (2) penguatan ekspor halal dan kerja sama ekonomi syariah
internasional; (3) penguatan ekosistem usaha mikro kecil menengah halal
melalui dukungan fasilitasi sertifikasi halal untuk pelaku usaha mikro kecil
menengah dan penguatan infrastruktur pendukung usaha mikro kecil
menengah halal; (4) penguatan keuangan syariah, meliputi penguatan
lembaga keuangan syariah (perbankan syariah, industri keuangan nonbank
syariah termasuk penyempurnaan peran bank wakaf), dan penguatan pasar
modal syariah; dan (5) penguatan dana sosial syariah (zakat, infaq, sedekah
dan wakaf). Keseluruhan upaya di atas didukung oleh penguatan pendidikan
dan penelitian ekonomi syariah, penyediaan insentif yang diperlukan,
penguatan regulasi dan kelembagaan terkait ekonomi dan keuangan syariah
baik di tingkat pusat dan daerah, serta penguatan dukungan bagi pelaku
ekonomi syariah baik dari badan usaha milik negara dan swasta nasional. Arah
kebijakan ekonomi digital dilaksanakan melalui, (1) melakukan digitalisasi
usaha mikro, kecil, dan menengah sebagai salah satu jalan utama dalam
memperkuat perekonomian Indonesia dan menghasilkan manfaat sosio
ekonomi yang lebih luas bagi komunitas dan masyarakat, (2) mengembangkan
sistem pembiayaan alternatif usaha mikro, kecil, dan menengah melalui
digitalisasi keuangan serta program pembiayaan ultra mikro, (3) menciptakan
iklim investasi yang kondusif di bidang ekonomi digital. Hal ini dapat
dilakukan dengan menyederhanakan regulasi dan memberikan insentif bagi
investor asing, (4) mendorong pendidikan yang membantu peningkatan
literasi digital untuk mendukung digitalisasi ekonomi. Arah kebijakan
ekonomi hijau dilaksanakan melalui strategi, (1) mendorong dan memberikan
insentif bagi pelaku ekonomi berputar (circular economy); (2) menerapkan
ekonomi sirkular industri; (3) menerapkan efisiensi sumber daya; (4)
mengembangkan produk ramah lingkungan; (5) menerapkan guna ulang dan
perpanjangan masa pakai produk dan material; (6) menguatkan ekosistem
daur ulang; (7) mencegah dan menindak tegas pelaku pencemaran, perusakan
lingkungan, dan pembakaran hutan; (8) melindungi keanekaragaman hayati
flora dan fauna berdasarkan kearifan lokal sebagai bagian dari aset bangsa; (9)
peningkatan pengelolaan sampah di hulu dengan mengurangi dan memilah
sampah di sumber; (10) meningkatkan fasilitas pengolahan berbasis reduce,
reuse, dan recycle, (11) peningkatan pengelolaan sampah di wilayah pesisir
dan pulau-pulau kecil; (12) optimalisasi tempat pengolahan sampah terpadu,
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konservasi tempat pembuangan akhir dan landfill mining; (13) perbaikan tata
kelola persampahan; (14) mengampanyekan budaya ramah lingkungan
seperti mengganti penggunaan kantong plastik dengan bahan yang ramah
lingkungan dan bisa daur ulang; serta (15) meningkatkan pemanfaatan
kawasan hutan melalui pengelolaan hutan berkelanjutan dengan melibatkan
kelompok masyarakat (skema Perhutanan Sosial) dan badan usaha (skema
Multi Usaha Kehutanan).

Prioritas Nasional 3, Terdapat lima arah kebijakan yang difokuskan, antara
lain (1) melanjutkan pembangunan infrastruktur, (2) mendorong
kewirausahaan untuk menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya, (3)
penguatan koperasi, (4) mengembangkan industri kreatif, serta (5)
pendalaman sektor keuangan.

Prioritas Nasional 4, Pembangunan dan pembentukan modal manusia harus
menjamin bahwa sejak dalam kandungan, setiap anak termasuk anak dalam
kondisi khusus, dapat tumbuh, berkembang, dan terlindungi dari kekerasan,
serta didukung oleh lingkungan keluarga dan masyarakat yang kondusif.
Pembentukan modal manusia tersebut dapat terwujud apabila setiap individu
sehat, terdidik, dan terlindungi. Untuk mewujudkan hal tersebut, arah
kebijakan memperkuat pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi,
pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan
peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.

Prioritas Nasional 5 ditujukan untuk membangun fondasi industrialisasi
yang terintegrasi domestik dalam rangka meningkatkan nilai tambah ekonomi
di dalam negeri yang berdaya saing global sehingga menjadi pengungkit
perekonomian. Dalam mewujudkan sasaran pembangunan Prioritas Nasional
5 di tahun 2025, arah kebijakan difokuskan pada (1) pengembangan hilirisasi
sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru; (2) penguatan industri padat karya
berkelanjutan, industri dasar, dan industri strategis nasional; serta (3)
pengembangan integrasi ekonomi domestik dan global.

Prioritas Nasional 6 ditujukan untuk pemerataan dan pertumbuhan ekonomi
yang inklusif sehingga berdampak pada pengentasan kemiskinan.
Pembangunan dilakukan melalui tiga arah kebijakan yaitu (1) membangun
desa dan membangun dari desa; (2) pemerataan ekonomi; serta (3)
memberantas kemiskinan.
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Prioritas Nasional 7 dilaksanakan melalui reformasi politik; reformasi
hukum; reformasi tata kelola pemerintahan; dan pemberantasan narkoba,
judi, dan penyelundupan; serta penguatan tata kelola Badan Usaha Milik
Negara.

Prioritas Nasional 8 diarahkan untuk memperkuat penyelarasan kehidupan
yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta meningkatkan
toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan
Makmur.

4.2.3 Tema, Sasaran dan Prioritas Pembangunan Provinsi Lampung
Tahun 2025

Untuk mendukung pencapaian Tujuan dan Sasaran RPD Provinsi
Lampung Tahun 2025-2026 dan sejalan dengan RKP Tahun 2025, Pemerintah
Provinsi Lampung menetapkan Tema Pembangunan Provinsi Lampung Tahun
2025 : “SINERGI MEMPERKUAT KAPASITAS DAN KETAHANAN EKONOMI
BERKELANJUTAN SERTA KUALITAS PEMBANGUNAN MANUSIA”.

Tema tersebut dijabarkan ke dalam prioritas pembangunan tahunan
Provinsi Lampung Tahun 2025, sebagai berikut :
1. Reformasi Birokrasi
Peningkatan kualitas hidup SDM;
Pembangunan Infrastruktur
Penanggulangan kemiskinan

g N

Peningkatan Pertumbuhan  Ekonomi  dan  pemerataan

pembangunan;

6. Pemantapan kehidupan Masyarakat yang aman, berbudaya dan
demokratis

7. Peningkatan kualitas lingkungan hidup
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Tabel 4. 4 Keselarasan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025 terhadap Tujuan Pembangunan Provinsi Lampung dalam RPD

2025-2026
T“’“;;:;“l;ll’,?)“gg'z‘g‘f '2‘3‘;5““’5 Prioritas RKPD 2025 Sasaran RKPD 2025 Indikator Sasaran
Peningkatan Pertumbuhan 1. Peningkatan 1 | Meningkatnya Pertumbuhan | 1 | LPE Sektor Pertanian
Ekonomi dan Pemerataan Pertumbuhan Ekonomi Ekonomi Sektor Unggulan
Pembangunan dan pemerataan
pembangunan
2 | LPE Sektor Industri
3 | LPE Sektor Perdagangan
4 | LPE Sektor Pariwisata
2 | Meningkatnya Penyerapan | 5 | Tingkat Pengangguran Terbuka
Tenaga Kerja
3 | Meningkatnya Iklim Investasi| 6 | Pertumbuhan PMTB
dan Usaha
4 | Meningkatnya daya beli | 7 | Pengeluaran per kapita/th
masyarakat
8 | Inflasi
Meningkatkan Kualitas Sumber 2. Peningkatan kualitas 5 | Meningkatnya Derajat | 9 | Angka Harapan Hidup
Daya Manusia hidup SDM Kesehatan Masyarakat
10 | Prevalensi Stunting
6 | Meningkatnya Aksesibilitas Dan | 11 | Rata-rata Lama Sekolah
Kualitas Pendidikan
12 | Harapan Lama Sekolah
7 | Meningkatnya Pemenuhan Hak | 13 | Indeks Perlindungan Anak
Dan Perlindungan Anak
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Tujuan Pembangunan Lampung
dalam RPD 2025 - 2026

Prioritas RKPD 2025

Sasaran RKPD 2025

Indikator Sasaran

8 | Meningkatnya Budaya Gemar | 14 | Indeks Pembangunan Literasi
Membaca di Masyarakat Masyarakat
9 | Meningkatnya Peran Serta | 15 | Indeks Pembangunan Pemuda
Pemuda Dalam Pembangunan
10 | Meningkatnya 16 | Indeks Ketimpangan Gender
pengarusutamaan gender
Menurunkan Angka Kemiskinan 3. Penanggulangan 11 | Pengembangan sektor UMKM 16 | UMKM naik kelas
kemiskinan
12 | Menurunnya wilayah kantong | 17 | Persentase status desa mandiri
kemiskinan
13 | Meningkatnya kualitas jaminan | 18 | Persentase Masyarakat miskin
sosial bagi Masyarakat miskin yang memiliki jaminan sosial
Meningkatkan Pembangunan 4. Pembangunan 14 | Meningkatkan Kualitas Jalan 19 | Tingkat Kondisi Kemantapan
Infrastruktur dan Lingkungan Infrastruktur Jalan Provinsi
Hidup yang Berkelanjutan
15 | Meningkatnya Konektivitas | 20 | Rasio Konektivitas Angkutan
Transportasi Umum
16 | Meningkatnya Ketahanan | 21 | Persentase EBT dalam Bauran
Energi Energi
17 | Menguatnya Kualitas Jaringan | 22 | Persentase Luas Daerah Irigasi

Irigasi

dalam kondisi baik
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Tujuan Pembangunan Lampung

dalam RPD 2025 - 2026 Prioritas RKPD 2025 Sasaran RKPD 2025 Indikator Sasaran
18 | Meningkatnya Permukiman | 28 | Persentase Permukiman Layak
Layak Huni Huni
5. Peningkatan kualitas | 19 | Meningkatnya kualitas | 29 | Indek Kualitas Lingkungan
lingkungan hidup lingkungan hidup Hidup
20 | Meningkatnya Mitigasi, | 30 | Indeks Resiko bencana
Kesiapsiagaan, dan
Tanggap Darurat
Bencana
Meningkatkan Penyelenggaraan 6. Reformasi Birokrasi 21 | Meningkatnya Kualitas | 31 | Opini BPK
Reformasi Birokrasi Pengelolaan Keuangan Daerah
22 | Meningkatnya sistem | 32 | Maturitas SPIP

pengendalian intern pemerintah

23 | Meningkatnya Akuntabilitas | 33 | Nilai SAKIP
Kinerja Instansi Pemerintah

24 | Meningkatnya Pelayanan Publik | 34 | Indeks Pelayanan Publik

Prima
25 | Meningkatnya Kualitas | 36 | Indeks SPBE
Implementasi Sistem

Pemerintah Berbasis Elektronik

26 | Meningkatnya Kualitas | 38 | Digitalisasi Arsip
Pengelolaan Arsip Digital

. IV -34

RKPD PROVINSI LAMPUNG Tahun 2025



Tujuan Pembangunan Lampung

dalam RPD 2025 - 2026 Prioritas RKPD 2025 Sasaran RKPD 2025 Indikator Sasaran

27 | Meningkatnya Penguatan | 39 | Indeks Sistem Merit
Implementasi Sistem Merit

Memantapkan Kehidupan 7. Pemantapan kehidupan | 28 | Meningkatnya Kerukunan Umat | 40 | Indeks Kerukunan Umat
masyarakat Lampung yang religius, Masvarakat vang aman Beragama Bergama
aman, berbudaya dan demokratis y yang ’
berbudaya dan
demokratis
29 | Meningkatnya Kehidupan | 41 | Indeks Pembangunan
Masyarakat yang Berbudaya kebudayaan

30 | Meningkatnya stabilitas dan | 43 | Indek Kewaspadaan dini
keamanan daerah
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Untuk menjaga

kesinambungan pembangunan daerah dan
memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya,
situasi dan tantangan perekonomian daerah, kerangka pendanaan
pembangunan daerah, prioritas pembangunan daerah, serta sinergi
pembangunan antara daerah dan nasional; sasaran makro pembangunan
daerah Provinsi Lampung Tahun 2025. Penetapan sasaran makro
RKPD  Tahun 2025 dilakukan
terkini (hasil diskusi

kepentingan) dan pembahasan dengan Pemerintah Pusat (Bappenas dan

pembangunan  dalam dengan

mempertimbangkan kondisi antar pemangku
Kemendagri), maka Pemerintah Daerah Provinsi Lampung melakukan
penetapan target indikator kinerja pembangunan yang sebelumnya telah
dimuat dalam RPD Provinsi Lampung Tahun 2025-2026. Penetapan target
indkator makro pembangunan ini dilakukan untuk mewujudkan perencanaan
pembangunan daerah yang responsif terhadap perkembangan keadaan
sekaligus merupakan sinkronisasi dan konsistensi perencanaan dan
penganggaran yang terpadu. Dengan kemampuan keuangan yang ada, maka
target-target pembangunan juga menjadi pertimbangan sehingga berimbang
antara target yang akan dicapai dengan ketersediaan anggaran serta
berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja tahun sebelumnya. Berdasarkan
hal tersebut maka sasaran makro pembangunan dalam RKPD Provinsi

Lampung Tahun 2025, diasumsikan sebagai berikut :

Tabel 4. 5 Asumsi Makro Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi

Lampung Tahun 2025
No. Indikator Makro Pembangunan Target Tahun 2025
1 Pertumbuhan Ekonomi (persen) 4,90 -5.30
2 PDRB Perkapita (Juta Rp) 52.6-54.6
3 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (Poin) 72,97
4 Tingkat Pengangguran Terbuka (Persen) 4.0-3.86
5 Kemiskinan (Persen) 10.0-9,50
6 Gini Rasio (Poin) 0,318-10,321
7 Inflasi (Persen) 1,50 - 3,50
8 Tingkat Kemantapan Jalan (Persen) 78
9 Nilai Tukar Petani (NTP) (Poin) 116-117
10 | Persentase Peningkatan PAD (Persen) 2,59
11 | Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) (Persen) 13
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Tabel 4. 4 Sasaran Makro Provinsi Lampung Tahun 2025 (Hasil pembahasan
di Forum Rakortekrenbang Tahun 2024

Satuan

Indikator Makro Pembangunan ‘ Target RKPD 2025

‘ No.

1. Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB % 1.1-1.3

5 I(?SEIS Pembangunan Kualitas Keluarga Indeks 73,21

3. Ekspor Barang dan Jasa % PDRB 21-23

4. Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Indeks 0.42-0.43

5. Pembentukan Modal Tetap Bruto % PDRB 32,5

6. Koefi.sie.n Variasi Harga Antarwilayah Tingkat % 515
Provinsi

7 Indeks Perpbar.lgunan Teknologi Informasi Indeks 58
dan Komunikasi

8. Konsumsi Listrik per Kapita kWh 680

9. Indonesia Blue Economy Index (IBEI) Indeks 27.65

10. Kontribusi PDB Industri Pengolahan % 18.5-19.4

11, Rasio .PDRB Penyediaan Akomodasi Makan % 1.63
dan Minum

12 Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Hotel Ribu 3.9

) Berbintang) Orang '

13. Proporsi PDB Ekonomi Kreatif % -

14. Indeks Reformasi Hukum (IRH) Indeks 70

15. Indeks Integritas Nasional Indeks 75,56

16. Indeks Demokrasi Indonesia Indeks 79.36-82.61

17. PDRB per kapita Rp Juta 52.6-54.6

18. Tingkat Kemiskinan % 9.5-10

19. Rasio Gini Indeks 0,318 - 0,321

20, Cakupan I.(epeserta.an. Jaminan  Sosial % 26.69
Ketenagakerjaan Provinsi

21, Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di % 22
Sektor Formal

22. Kontribusi PDRB Provinsi % 2.19-2.23

23. Indeks Modal Manusia Indeks 0.54

24. Penurunan intensitas emisi GRK % 62.79

25. Laju Pertumbuhan Ekonomi % 4.9-5.3

26. Tingkat Pengangguran Terbuka % 4,0-3,86

27 Tingkat Partisipasi ~ Angkatan Kerja % 53.54
Perempuan

28. Indeks Pelayanan Publik (IPP) Indeks 4.4
Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis

29| Elektronik (SPBE) Indeks 41

30. Tingkat Inflasi % 1.5-3.5

31. Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan % 6.2

Sumber : Desk Pembahasan Indikator Makro di Forum Rakortekbang Tahun 2024 dan
Pemutakhiran Target Indikator Makro Provinsi Lampung

Berdasarkan kewenangan Pemerintah Provinsi Lampung sebagaimana
diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah dan mengacu pada sasaran pokok sebagaimana tertuang dalam RPD
Provinsi Lampung Tahun 2025-2026 serta dalam rangka menjaga konsistensi
dan sinergi pencapaian target sasaran pembangunan daerah dan nasional;
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Prioritas Pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2025 diarahkan pada
dukungan terhadap pencapaian sasaran pembangunan dalam RKP Tahun

2025 maupun program strategis nasional yang ditetapkan oleh pemerintah
pusat.

Prioritas 1 : Reformasi Birokrasi

Meningkatnya Pelayanan Meningkatnya Kualitas
Publik Prima Pengelalaan Arsip Digital
Indikator Kinerja : Indeks Indikator Kinerja :
Pelayanan Publik Digitalisasi Arsip

Meninghatnya Kualitas
1 Pengelolsan Kewangan
Daerah
Indikater Kineria | Opini
BFK

OPD Pengampw : Inspektorat, Badan Kepegawaian Daerah, BPSDM. EPKAD, BAPPEDA. BAPENDA, Balitbangda, Dinas perpustakaan
dan Arsip, Disdukcapil, Biro Perekonomian, Biro Pem dan OTDA, Biro Umum, Bire organizasi, Biro ADBANG, Biro Pengadaan Barang
dan Jasa. Biro Hukum, Biro Adpim. Badan Penghubung, REAM, RS], Dinas Penanaman Modal dan PTSE, Diskeminfe

No. Indikator Kinerja Target 2025

L Indeks Reformasi Birekrasi BB

2. Opini BPK WTP

3. Maturitas SPIP 3.25

4. Nilai SAKIP EB

3. Indeks Pelayanan Publik A-

5. Indeks SPBE 3.6 (SANGAT BAIK)
7 Indeks Sistem Merit 295

8 Nilai Skor SPM a2

Arah Kebijakan :

1. Mendayagunakan APBD untuk pelaksanaan program pengentasan
kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat

2. Peningkatan Transparansi dan akuntabilitas dalam perencanaan dan
penganggaran, pelaksanaan dan pelaporan

3. Pendataan aset secara menyeluruh dan memperbaiki tatakelola aset
dengan memanfaatkan sistem informasi

4. Peningkatan peran APIP dalam memberikan Early Warning System
kepada Kepala Daerah dan Peningkatan kapasitas SDM di bidang
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pengawasan serta Peningkatan sistem tata kerja di bidang pengawasan
yang transparan

5. Melakukan Pembinaan Pelayanan Publik Perangkat Daerah Provinsi
dan Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung

6. Produk hukum daerah harus sesuai dengan kewenangan dan
melibatkan masyarakat dalm penyusunan produk hukum, melalui
aspirasi masyarakat dan uji publik.

7. Memberikan perumusan, penelaahan, kajian dan rekomendasi berbasis
hasil riset terhadap isu - isu strategis dalam proses perencanaan
daerah.

8. Penguatan inovasi daerah

9. Pembinaan Sumber daya aparatur serta peningkatan kualitas dan
kuantitas sarana prasarana pengelolaan informasi administrasi
kependudukan

10. Mengoptimalkan Tata Kelola, Potensi dan Aksesibilitas Pajak Daerah

11. Mengembangkan Sistem Informasi berbasis web dan TIK (Teknologi
Informasi dan Komunikasi)

12. Mengembangkan Pengelolaan Statistik Sektoral agar Menghasilkan
data yang Berkualitas

13.Penyempuranaan kebijakan kearsipan, pelaksanaan pembinaan dan
pengawasan kearsipan, pengelolaan arsip, dan transformasi digital
kearsipan.

14. Penyusunan Rencana dan pelaksanaan pengembangan kompetensi
aparatur yang terpadu dan Peningkatan kualitas sarana prasarana
pelatihan

15. Melakukan pembinaan terhadap upaya peningkatan kinerja perangkat
daerah dalam menyusun LPPD dan SPM

16. Membuat pelayanan penyusunan LPPD dan SPM melalui aplikasi
(secara online) dengan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
sebagai perangkat daerah pengampu
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Prioritas 2 : Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)

-
Meningkatnya Aksesibilitas Meningkatnya Budaya Gemar Meningkatnya

ikt Daait Meningkatnya Pemenuhan Meningkatnya Peran Serta

Kesehatan Masyarakat 3 Ha,k.Dan Per} 'md'l'.'""xa i Anak 5 P 1y

Indikator Kinerja : AHH Indikator Kinerja : Indek Indikator Kinerja : Indek
Pembangunan Anak Pembangunan Pemuda

Dan Kualitas Pendidikan Membaca di Masyarakat pengarusutamaan gender
Indikator Kinerja : RLS dan Indikator Kinerja : Indek Indikator Kinerja : Indek
HLS Pembangunan Literasi Masy. Ketimpangan Gender

OPD Pengampu : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Jiwa, RS
Abdul Moeloek, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dispora

No. Indikator Kinerja Target 2025
1 Indeks Pembangunan Manusia 72,97
2. Angka Harapan Hidup (tahun) 715
3. Prevalensi Stunting (%) 10,00
4. Rata-rata Lama Sekolah (tahun) 8,36
5. Harapan Lama Sekolah (tahun) 12,86
6. Indeks Perlindungan Anak 69.8
7. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat 68.93
8. Indeks Pembangunan Pemuda 56.99
9. Indeks Ketimpangan Gender 69,08

Arah Kebijakan :

1. Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan

Masyarakat  diantaranya melalui pelayanan kesehatan,
pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan dan Penyediaan

Farmasi, Alat Kesehatan

2. Pemenuhan Sarana Prasarana Pengembangan Layanan Non Jiwa

untuk menunjang pelayanan kesehatan jiwa dan meningkatkan
kompetensi tenaga medis dan non-medis serta ketersediaan

fasilitas Rumah Sakit.

3. Meningkatkan jumlah akses layanan berkualitas yang ramah anak

(Sekolah Ramah Anak, Puskesmas Ramah Anak, ruang kreativitas,

lingkungan ramah anak).
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4. Meningkatkan pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus
anak di Provinsi dan Kab/kota

5. Pengembangan Pendidikan Vokasi dan Pengembangan Minat
Bakat Peserta Didik

6. Pemerataan dan Peningkatan Kualitas Pendidik dan Tenaga
Kependidikan serta Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendidikan

7. Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah

8. Meningkatkan kapasitas kelembagaan perlindungan anak

9. Meningkatkan Pemahaman Masyarakat dalam pecegahan
pernikahan di bawah umur

10. Pengembangan perpustakaan berbasis elektronik dan Replikasi
Transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial

11. Meningkatnya Peran Pemuda Pelopor, Wirausaha Muda,
Organisasi Kepemudaan dan Kepemimpinan.

12. Menguatkan pemahaman dan komitmen OPD dalam pelaksanaan
Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) dan
peningkatan persentase anggaran responsif gender terhadap
APBD

13. Menguatkan kelembagaan PUG dan kelembagaan perlindungan
perempuan dari berbagai tindak kekerasan

14. Menguatkan kebijakan peningkatan kualitas hidup perempuan
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Prioritas 3 : Pembangunan Infrastruktur

Meningkatnya Permukiman Layak

Huni
5 Indikator Kinerja : Persentase
Permukiman Lavak Huni

Meningkatkan Kualitas |alan
Indikator Kinerja : Tingkat
Kondisi kemantapan jalan
Provinsi

OFD Pengampu :
inas Bina Marga dan Bina
Kontruksi, Dinas
Perhubungan, Dinas

Perumahan, Kawasan %f;’gf&f e E:;E:wa ST
Pemukiman dan Cipta Karya, Indikator Kinerja : Rasio indikator Kinerja ; Persentase
Dinas Energi Sumber Daya konektivitas angkuitan nmum Luas Daerah Irigasi dalam
Mineral, Dinas Pengelolaan kondisi baik
Sumber Daya Air

No. Indikator Kinerja Target 2025

1 Tingkat Pelayanan Infrastruktur Wilayah 749

2. Tingkat Kondisi Kemantapan Jalan Provinsi (%) 78

5. Rasio Konektivitas Angkutan Umum 0,50

4. Persentase EBT dalam Bauran Energi (%) 36,2

3. Persentase Peningkatan Fungsi Infrastruktur Sumber Daya Air (%) 35

5. Tingkat Infrastruktur Dasar Wilayah (%) 94.83

Arah Kebijakan :

1. Prioritas penanganan jalan pada ruas-ruas yang memberikan dampak
untuk pengembangan wilayah, pertumbuhan ekonomi, pusat-pusat
kegiatan serta ruas-ruas jalan yang masih dalam kondisi tidak mantap

2. Meningkatkan keterhubungan wilayah timur-barat dan wilayah utara-
selatan Provinsi Lampung

3. Mengembangkan Sarana dan Prasarana Perhubungan (Darat, Laut dan
Perkeretaapian) Dalam Rangka Peningkatan Keselamatan dan
Pelayanan Pergerakkan Orang, Barang, dan Jasa

4. Peningkatan SDM dan Akuntabilitas Administrasi Perkantoran

5. Peningkatan pengusahaan air tanah berwawasan lingkungan

6. Pengelolaan Energi dan Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan serta
Konservasi dan Diversifikasi Energi
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7. Peningkatan fungsi sarpras irigasi untuk mendukung ketahanan
pangan melalui Peningkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha
dalam pengelolaan SDA.

8. Peningkatan fungsi sarpras air baku untuk memenuhi berbagai
kebutuhan masyarakat dan sarpras konservasi SDA untuk kelestarian
air dan sumber air.

9. Peningkatan fungsi sarpras pengendalian daya rusak air dan
pengurangan dampak.

10. Peningkatan fungsi sarpras pengendali banjir dan pengamanan pantai.

11.Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan
Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15
(Lima Belas) Ha serta Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di
Permukiman Kumuh

12.1dentifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena
Relokasi Program Provinsi

13.Fasilitasi Kerja Sama Pengelolaan SPAM Regional Lintas
Kabupaten/Kota
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Prioritas 4 : Penanggulangan Kemiskinan

-\

Pengembangan sektor UMKM SRR N

Indikator kineria : UMKM Indikator kineria : Persentase

naik kelas Masyarakat miskin yang memiliki
Jaminan sosial

OPD Pengampu :
«  Dinas Soslal
Dinas Koperasi dan UMKM
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
Dinas Kehutanan

Disnaker

Dins kTP Memsruaaa wyeh kapons

Dis Perkebunan 2, i et P
g:::: :::g:ak:l:hn Kelautan status desa mandirl

No. Indikator Kinerja Target 2025
1 Persentase Angka Kemiskinan 95-10
2. Persentase Masyarakat miskin yang meningkat pendapatannya (%) 0.39
3. UMKM meningkat volume usahanya (unit) 6.334
4. Persentase status desa mandiri (IDM) 9.85
5. Persentase Masyarakat miskin yang memiliki jaminan social (%) 100

Arah Kebijakan:

1. Peningkatan Akses dan kualitas pendidikan serta pelatihan
ketrampilan masyarakat miskin.

2. Peningkatan kualitas SDM UMKM melalui pelatihan dan sertifikasi
kompetensi

3. Peningkatan kualitas managemen UMKM dan SDM pelaku UMKM
melalui pelatihan yang dimulai dari peningkatan produksi,
perluasan jaringan pemasaran, akses pembiayaan, dan kemitraan

dengan para pelaku usaha lainnya
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4. Peningkatan kepatuhan Koperasi dalam melaksanakan kegiatan
usahanya melalui pengawasan dan pemeriksaan serta peningkatan
kesehatan koperasi melalui penilaian kesehatan koperasi

5. Peningkatan kapasitas pengelola koperasi melalui pelatihan dan
pendampingan, Perluasan akses pemasaran Kkoperasi,
Meningkatkan akses permodalan koperasi

6. Penerapan sistem pemerintah berbasis elektronik (SPBE) di level
pemerintahan desa dengan memanfaatkan teknologi informasi dan
komunikasi untuk memberikan layanan.

7. Peningkatan kesejahteraan ekonomi melalui pemanfaatan potensi
yang ada adalah dengan membentuk BUMDes (Badan Usaha Milik
Desa).

8. Pembangunan kawasan perdesaan, dengan konsep pengembangan
kawasan pedesaan yang berkelanjutan.

9. pemenuhan kebutuhan dasar kesejahteraan sosial bagi Pemerlu
Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) kewenangan Provinsi.

10. Peningkatan = pemberdayaan  kelembagaan  kesejahteraan
masyarakat baik Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS),

LKS, dan LK3
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Prioritas 5 : Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pemerataan
Pembangunan

‘\ Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2025

Meningkatnya Penyerapan Meningkatnya daya beli
Tenaga Kerija masyarakat

Indikator Kinerja: TPT Indikator Kinerja: Inflasi dan

Pengeluaran perkapita/th

Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan pemerataan pembangunan

OPD Pengampu:
Dinas Ketahanan Pangan
dan TPH, Dinas Kelautan
dan Perikanan, Dinas
Perternakan & Keswan,
Dinas Perkebunan, Dinas
Perindustrian dan
Perdagangan, Dinas
Pariwisata dan Ekenomi

Indikator Kinerja:

Meningkatnya 1. LPE Sektor Pertanian : . 2 :
Pertumbuhan Ekonomi 2. LPESektor Industr) Mm!uglﬂlm@ lilim LTS:E: ';::.:me
3. LPESektor Perdagangan Investasi dan Usaha Penanaman Modal, Dinas
Sektor D—‘-‘mjin 4. LPE Sektor Pariwisata Tenaga Kerja, Dinas
Indikator Kinerja : Kehutanan dan PTSE, Birc
Pertumbuhan PMTB Perckenomian
| No. Indikator Kinerja Target 2025
1 Laiu Pertumbuhan Ekonomi 4,90 - 5,30
& Indeks Gini 0,318-10,321
3. LPE Sektor Pertanian (%) 1,78 - 2,20
4, LPE Sektor Industri Pengolahan (%) 2,50c- 4,75
5. LPE Sektor Perdaganaan (%) 6,31 - 8,99
6. LPE Sektor Pariwisata 2,5
7. Tingkat Penganaguran Terbuka (%) 4,0 - 3.86
8. Pertumbuhan PMTB (%) 29-56
a. Penaeluaran per kapita/th 13-14
10. Inflasi 1.5-3.5
Arah Kebijakan :

1. Peningkatan produktivitas dan daya saing produk pertanian yang
terintegrasi dengan upaya penguatan ketahanan dan kemandirian
pangan.

2. Peningkatan kapasitas dan akses informasi bagi petani guna
meningkatkan produktivitas.

3. Perluasan akses pembiayaan kredit usaha pertanian.

4. Pengendalian dan pengawasan sumber daya perikanan dengan
memanfaatkan teknologi

5. Modernisasi kapal dan sarana produksi perikanan
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6. Percepatan penyediaan infrastruktur penunjang aktivitas industri yang

andal.

7. Penataan dan penguatan daya tarik wisata, baik wisata alam, wisata
kultural, maupun wisata perkotaan secara kolaboratif dan partisipatif.

8. Penguatan pemasaran pariwisata melalui kolaborasi dengan media dan
dunia usaha/asosiasi usaha.

9. Peningkatan konektivitas menuju/dari kawasan strategis pariwisata
dan ekonomi kreatif.

10. Penguatan proses bisnis UMKM melalui perluasan peran ekosistem
digital disertai perluasan akses pelaku usaha terhadap ruang inovasi,
kreasi, dan inkubator bisnis.

11.Pemberian kemudahan perizinan, bantuan/subsidi operasional &
ketenagakerjaan, dan insentif fiskal/nonfiskal lainnya terutama bagi
investasi pada sektor-sektor ekonomi produktif dan inklusif
(pertanian, perikanan, industri), sektor-sektor ekonomi biru dan hijau,
dan energi baru dan terbarukan.

12.Pengelolaan hutan berbasis masyarakat yang berkontribusi untuk
peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan.

Prioritas 6 : Kehidupan masyarakat yang Religious, Aman, dan Berbudaya

A\

Meningkatnya Kerukunan Umat Meningkatnya stabilitas dan
1 Beragama keamanan daerah
Indikator kinerfa : Indeks Indikator kinerja : Indek

Kervkunan UniatBergama Kewaspadaan dini

Pemantapan kehidupan Masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis

OPD Pengampu :
* Biro Kesra,
» Kesbangpol, Meningkatnya Kehidupan
+ Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Masyarakat yang Berbudaya
Indikator kineria : Indeks
Pembangunan kebudayaan
No. Indikator Kinerja Target 2025
1 Indeks Demokrasi Indonesia 86,18
2. Indeks Kerukunan Umat Bergama 74,13
3. Indeks Pembangunan kebudayaan 57.91
4. Indeks kewaspadaan dini 91.89
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Arah Kebijakan :

1. Mewujudkan kesadaran masyarakat dalam Penegakan Perda dan
meningkatkan Kualitas Anggota Pol PP dan PPNS

2. Meningkatkan sinkronisasi dan koordinasi perumusan kebijakan
daerah di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat non
pelayanan dasar, kesejahteraan rakyat pelayanan dasar

3. Meningkatkan sinkronisasi dan koordinasi implementasi kebijakan
daerah di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat non
pelayanan dasar, kesejahteraan rakyat pelayanan dasar

4. Pelestarian, perlindungan, pemanfaatan, dan pengembangan
kebudayaan di Provinsi Lampung

5. Penguatan wawasan kebangsaan dan karakter bangsa

6. Melaksanakan pembinaan ideologi, karakter dan wawasan kebangsaan

7. Meningkatkan kinerja Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan
(PPWK) di daerah

8. Meningkatkan upaya penanganan masalah sosial kemasyarakatan di
daerah

9. Memperkuat koordinasi pencegahan dan penanganan konflik berlatar
belakang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama di daerah

10. Melaksanakan forum-forum dialog kewaspadaan nasional dan
penanganan konflik sosial di daerah

11. Meningkatkan kapasitas pelaksanaan kewaspadaan dini dan deteksi
dini

12. Mengoptimalkan koordinasi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial di
daerah

13. Meningkatkan kapasitas kelembagaan demokrasi di daerah

14. Meningkatkan hak-hak politik dan kebebasan sipil di daerah dan

15. Meningkatkan partisipasi politik masyarakat di daerah

16. Meningkatkan kinerja daerah dalam pelayanan dan pengawasan Ormas

17.Melaksanakan kemitraan pemerintah dengan Ormas dalam rangka
pelaksanaan urusan bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri
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Prioritas 6 : Peningkatan kualitas lingkungan hidup

A\

Meningkatnya kualitas

lingkungan ).
Indikator kinerija : Indek
Kualitas Lingkungan Hidup

OPD Pengampu : Dinas Lingkungan

Hidup, Dinas Kehutanan, Dinas KPTPH,
Dinas ESDM, Dinas Perhubungan, Dinas
Perindag, Dinas PKPCK

Peningkatan kualitas lingkungan hidup

Meningkatnya Mitigasi,
Keslapsfagaan, dan Tanggap Darurat Bencana
Indikator kinerja : Indeks Reslko bencana

No. Indikator Kinerja Target 2025
1 Persentase penurunan Emisi Gas Rumah Kaca 13
2. Indek Kualitas Lingkungan Hidup 69,93
3. Indeks Resiko bencana 141,85
Arah Kebijakan :

1. Pembinaan dan pemberian bibit secara stimulan kepada masyarakat
yang melaksanakan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim melalui
program kampung iklim

2. Penguatan kapasitas masyarakat dalam kesiapan menghadapi
dampak perubahan iklim

3. Perlindungan Ketahanan Air pada Wilayah Berisiko Iklim, melalui
peningkatan penyediaan pasokan air baku dan perlindungan
terhadap daya rusak air

4. Mendorong Implementasi perdagangan karbon di tingkat provinsi

5. Penguatan Sistem Perizinan, Pengawasan, dan Pengamanan
Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

6. Mengembangkan kinerja pengelolaan persampahan melalui
penyediaan sarana dan prasarana persampahan, peningkatan
operasi serta penguatan regulasi dalam pengelolaan persampahan

7. Penurunan tindak pidana kehutanan, dan kerusakan kawasan hutan
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8. Peningkatan partisipasi dan kolaborasi masyarakat dalam
pengelolaan hutan

9. Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan
Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)

10. Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Bencana

4.2.4 Pokok-pokok Pikiran DPRD Provinsi Lampung

DPRD adalah representasi langsung dari masyarakat. Anggotanya dipilih
melalui pemilihan umum dan berasal dari berbagai lapisan masyarakat. Oleh
karena itu, DPRD diharapkan dapat memahami dan mencerminkan kebutuhan
serta aspirasi masyarakat yang mereka wakili. Aspirasi DPRD menjadi sangat
penting dalam proses penyusunan perencanaan tahunan.

Dalam Pasal 78 Permendagri 86 Tahun 2017 - DPRD dapat memberikan
saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD berdasarkan hasil
reses/penjaringan aspirasi masyarakat sebagai bahan perumusan kegiatan,
lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian
sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung telah melakukan
kegiatan RESES. Selama masa reses, terjadi komunikasi dua arah antara
legislatif dan konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala. Ini
memungkinkan anggota DPR untuk lebih dekat dengan masyarakat dan
memahami kebutuhan serta aspirasi masyarakat. Isu dan permasalahan
masyarakat masih banyak ditemukan permasalahan dibidang infrastruktur,
pertanian, pendidikan, Kesehatan dan kesejahteraan rakyat.

Berdasarkan usulan yang masuk dalam aplikasi Sipd.ri sampai dengan 1
minggu sebelum Musrenbang Provinsi dilakukan telah dilakukan desk
pembahasan usulan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Bersama Perangkat Daerah
terkait yang telah dilaksanakan tanggal 13-14 Mei 2024 dapat djabarkan pada
tabel berikut ini :
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Tabel 4. 6 Usulan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Tahun 2025

Prioritas Pembangunan il
NO g Usulan | DITERIMA | DITOLAK | PERANGKAT DAERAH
Daerah
POKIR
1 | Reformasi Birokrasi 2 0 2 Dinas Kepenqu.dukan dan
Pencatatan Sipil
8 4 4 Dinas Pendidikan Dan
) ) ) Kebudayaan
2 Peningkatan kualitas hidup s L . Rumah Sakit Umum Daerah
SDM dr. Abdul Moeloek
28 17 11 Dinas Pemuda dan Olahraga
Dinas Pemberdayaan
1 1 0 Perempuan dan Perlindungan
Anak
114 6 108 Dinas Bma_ Marga dan Bina
3 Konstruksi
Pembangunan Infrastruktur 63 10 53 Dinas Perumahan Kawasan
Permukiman dan Cipta Karya
32 14 18 Dinas Bengelolaan Sumber
Daya Air
1 1 0 Biro Kesejahteraan Rakyat
4 Pena.nggulangan 30 12 18 Dinas Koperasi, Usaha Kecil
Kemiskinan dan Menengah
1 1 0 Dinas Sosial
Badan Penelitian dan
96 0 96 Pengembangan Daerah
Dinas Ketahanan
Pangan,Tanaman Pangan Dan
Peningkatan Pertumbuhan 90 30 60 H or‘gc;ikultura Provinsig
5 Ekor{)omi dan pemerataan Lampung
pembangunan :
104 33 71 Dinas Peternakan Dan
Kesehatan Hewan
17 0 17 Dinas Perkebunan
17 16 1 Dlngs Kelautan dan
Perikanan
Dinas Perindustrian Dan
2 0 2
Perdagangan
Dinas Penanaman Modal dan
1 0 1 Pelayanan Terpadu Satu
Pintu
¢ | Peningkatan kualitas 8 4 4 Dinas Lingkungan Hidup
lingkungan hidup
2 0 2 Dinas Kehutanan
Total 622 150 472

Kriteria usulan Pokir DPRD adalah kegiatan yang diusulkan adalah
kewenangan provinsi dan diusulkan sebagai respon terhadap isu strategis dan
permasalahan sektoral perangkat daerah. Usulan diinput ke dalam aplikasi

system

informasi

pembangunan daerah Kemendagri

dengan alamat
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https://sipd-ri.kemendagrigo.id/ sampai dengan 1 minggu sebelum
pelaksanaan Musrenbang dilaksanakan.

4.2.5 Keselarasan Prioritas Pembangunan Provinsi Lampung dan
Prioritas Nasional Tahun 2025

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk
merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta rencana
program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui
pendekatan perencananaan secara bottom up dan top down. Keberhasilan
pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran
dan prioritas serta program dan kegiatan pembangunan daerah yang
ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh Pemerintah
Daerah dan semua pemangku kepentingan. Sejalan dengan hal tersebut,
dalam rangka mendukung pencapaian sasaran dan prioritas pembangunan
nasional Tahun 2025; Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Daerah dalam
RKPD 2025 terhadap RKP 2025 disajikan pada tabel dibawah sebagai berikut:
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Tabel 4. 7 Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Daerah RKPD Tahun 2025 terhadap RKP Tahun 2025

Prioritas Nasional (PN) pada RKP 2025 Prioritas Daerah (PD) pada RKPD 2025
PN 1: Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi | PD 6 : Pemantapan kehidupan Masyarakat yang
manusia (HAM) aman, berbudaya dan demokratis
PN 2: Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan _ .
mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, PD 5 :Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan

energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan | Pemerataan pembangunan

ekonomi biru

PN 5: Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri
berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di
dalam negeri

PN 3: Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan PD 3 :Pembangunan Infrastruktur
meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, kewirausahaan,
mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan
agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif
koperasi

PN 4: Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM),
sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, PD 2 : Peningkatan kualitas hidup SDM
kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda,
dan penyandang disabilitas
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Prioritas Nasional (PN) pada RKP 2025 Prioritas Daerah (PD) pada RKPD 2025

PN 1: Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi | PD 6 : Pemantapan kehidupan Masyarakat yang
manusia (HAM) aman, berbudaya dan demokratis

PN 6: Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan PD 4 : Penanggulangan kemiskinan
ekonomi dan pemberantasan kemiskinan

PN 7: Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta | PD 1 : Reformasi Birokrasi
memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan
narkoba

PN 8: Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis PD 7 : Peningkatan kualitas lingkungan hidup
dengan lingkungan alam dan budaya, peningkatan toleransi antar
umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan
makmur
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Tabel 4. 8 Keselarasan Prioritas Nasional, Sasaran pembangunan nasional dan target nasionel pada RKP Tahun 2025 dengan
Prioritas daerah, Sasaran Pembangunan Daerah dan Target Daerah pada RKPD Tahun 2025

RKP 2025 RKPD 2025
No. Prioritas Nasional Sasaran Pembangunan Target Nasional Prioritas Daerah Sasaran Pembangunan Target Daerah
1. | PN 1: Memperkokoh | Indeks Demokrasi Indonesia 81,69-85,23 | PD 6 : Pemantapan | Indeks Demokrasi Indonesia 79.36-82.61
Ideologi  Pancasila, kehidupan
Demokrasi, dan Hak Masyarakat yang
Asasi Manusia aman, berbudaya
dan demokratis
2. | PN 2: Memantapkan | Asia Power Index (Military 20 | PD 5 : Peningkatan
Sistem Pertahanan | Capability) Pertumbuhan
Keamanan Negara | Asia Power Index (Diplomatic 61,54 | Ekonomi dan
dan Mendorong | Influence) pemerataan
Kemandirian Bangsa | Proporsi Penduduk yang 67,5 | pembangunan Persentase Penanganan 85
melalui Swasembada | Merasa Aman Berjalan Tindak/Kasus
Pangan, Energi, Air, | Sendirian di Area Tempat Kriminalitas/Penurunan
Ekonomi  Syariah, | Tinggalnya Kasus Konflik
Ekonomi Digital, | Prevalensi Ketidakcukupan 7,21 Prevalensi ketidakcukupan 6.2
Ekonomi Hijau, dan | Konsumsi Pangan (PoU) konsumsi pangan (%)
Ekonomi Biru Indeks Ketahanan Energi 6,77 Porsi EBT dalam Bauran 36

Energi Nasional
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RKP 2025 RKPD 2025
No. Prioritas Nasional Sasaran Pembangunan Target Nasional Prioritas Daerah Sasaran Pembangunan Target Daerah

Kapasitas  tampungan air 65,18 Persentase Peningkatan 35
(m3/kapita) Fungsi Infrastruktur Sumber

Daya Air (%)
Akses rumah tangga perkotaan 39,20 Rumah tangga dengan akses 14
terhadap air siap minum air minum aman (%)
perpipaan (%)
Rumah Tangga dengan Akses 12,5 Persentase rumah tangga 7
Sanitasi Aman (%) yang menempati hunian

dengan akses sanitasi aman

(%)
Indeks Daya Saing Digital di 43 Jumla